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MUKADIMAH

PUJIAN yang banyak bagi Allah 3. Shalawat dan salam kepada Nabi-Nya,
Muhammad, sang penutup para nabi dan rasul, beserta sanak keluarga
dan semua sahabatnya.

Usai menggarap buku Fikih Empat Madzhab bagian ibadah, saya dapati
khalayak ramai menerimanya dengan baik. Dengan buku itu, mereka
mudah memahami hukum-hukum fikih madzhab mereka, terutama
kalangan awam. Sambutan positif itu memotivasi saya untuk menyusun
tema-tema fikih lain menurut empat madzhab, yakni muamalat dan
hukum perdata, dengan bahasa yang sama atau lebih jelas agar khalayak
mudah mengenali hukum-hukum muamalat; seperti jual beli, peradilan,
pernikahan, dan sebagainya.

Semoga dengan begitu mereka menyaksikan kemurahan Islam, akurasi
syariatnya, dan keluasannya yang melingkupi segala hal kecil dan besar
dalam kehidupan. Undang-undang yang tidak dicakup hukum buatan
manusia, baik undang-undang Timur maupun Barat, baik hukum Perancis
maupun Rumania.

Dan, semoga, keagungan dan kedetilan hukum syariat mendorong
mereka untuk merujuk kepadanya, sehingga mereka hidup nyaman
dalam ridha Ilahi. Sebab, syariat menyingkirkan faktor-faktor konflik yang
mengancam harta dan nyawa dan melarang mereka membelanjakan harta
di jalan terlarang, seperti untuk pemusuhan dan kebatilan, sesuai firman
Allah %:

- >
o 3 rd

AT 1T 11sds el (s LT Bl Y

Fikih Empat Madzhab Jilid 3 % 1




P £ > %2 2 3 . L0 38 S
® 0,065 25 Al el g 35 G Sl

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara

kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa.” (Al-Bagarah: 188)

Itu adalah sebagian dari hasil ilmu agama dan pengamalannya di dunia,
sedangkan di akhirat, Allah telah menjanjikan kenikmatan abadi (surga).

Pada awalnya, saya melihat pekerjaan ini terlalu besar dan berat
bagi orang selemah saya yang terkadang dikuasai beragam fenomena
kehidupan dan terbebani aneka kesibukan duniawi. Namun, akhirnya saya
bergerak juga mewujudkan rencana itu tanpa takut dan jenuh karena saya
percaya penuh pada Allah yang telah memberi petunjuk dan menolong
saya merampungkan jilid I. Tiada tujuan selain ridha Sang Pemilik semua
kerajaan, dan kepada-Nya segala hal berpulang.

Harapan saya, tidak lain dan tidak bukan, agar saya diterima disisi-
Nya saat harta dan anak tidak lagi bermanfaat. Orang yang meminta tolong
hanya kepada Allah 3% pasti ditanggung-Nya; adalah Dia Penolong dan
Penanggung yang terbaik; hanyalah Dia semata tempat meminta. Semoga
pekerjaan ini dijadikan ikhlas semata karena-Nya, dan semoga Dia menjaga
saya dari buruknya fenomena dunia dan dari jeleknya motivasi duniawi di
balik amal akhirat. Mudah-mudahan Allah 3 menjadikan karya saya yang
satu ini bermanfaat bagi kaum Muslimin sebesar manfaat jilid I.

Hukum-hukum yang masih harus dijelaskan terbagi tiga jilid; dua
jilid tentang muamalat dan satu jilid mengenai hukum perdata dan waris;
semuanya akan terbit insya Allah dalam waktu dekat. Buku yang ada di
tangan pembaca ini adalah jilid II; urutan dan cara pembahasannya akan
menjadi acuan bagi jilid III dan IV.

Sekali lagi, saya memuji Allah atas bimbingan-Nya sehingga apa yang
saya inginkan tercapai, meskipun saya hanyalah manusia tiada daya yang
hanya bisa berkarya lantaran diberi kemampuan oleh Allah Yang Mahatahu
lagi Mahakuasa.

Saya pernah berencana melengkapi serial Fikih Empat Madzhab ini
dengan hikmah-hikmah di balik pensyariatan berikut dalil para imam,
tetapi kemudian saya urung melakukannya. Sebab, menurut hemat saya,
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untuk menyajikan itu diperlukan pembahasan dalil secara mendetil,
sehingga melencengkan tujuan saya memudahkan uraian. Lagi pula,
menyajikan hikmah-hikmah tersebut sudah barang tentu memperpanjang
tulisan, sehingga mengganggu penjelasan hukum. Maka, uraian tentang
hikmah pensyariatan saya sajikan dalam buku lain; Kitab Al-Akhlag, jilid IL
‘Memang, sudah banyak ulama besar mengemukakan beragam dalil
dalam kitab-kitab tebal mereka, tetapi masih sangat dibutuhkan buku yang
menjelaskan selisih pendapat para imam dengan bahasa dan uraian yang
mudah dipahami. Saya bertekad menggarap hal itu dengan memohon
pertolongan Allah. Dengan demikian, manfaatnya menjadi lebih lengkap,
mencakup semua sisi; masyarakat mengetahui bahwa para imam kaum
Muslimin memahami keluasan syariat dengan sebaik-baiknya; para pengkaiji
pun mengetahui bahwa syariat Islam datang demi kemaslahatan seluruh
manusia; setiap aspek hukum, baik yang kecil maupun besar, pastilah ia
singgung; ia cocok di segala zaman dan tempat; ialah syariat yang kekal
karena bersumber dari Allah Yang Mahabijak lagi Maha Mengetahui.Q
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HAL YANG DILARANG DAN
YANG DIPERBOLEHKAN

Yang Haram dan yang Halal Dimakan

Jenis burung yang haram dimakan ialah yang memiliki cakar untuk
menerkam mangsa; seperti burung rajawali, elang, nasar, rajawali, dan
sebagainya. Sedangkan burung yang kukunya tidak digunakan untuk
menerkam halal dimakan.

Menurut madzhab Maliki, setiap binatang yang suci, tidak merugikan,
dan bukan hak orang lain, halal dimakan; termasuk burung-burung yang
punya cakar untuk menerkam mangsa; seperti elang dan sejenisnya.

Juga haram setiap binatang buas yang taringnya digunakan untuk
membunuh; seperti macan, singa, gajah, harimau, beruang, musang, kucing
liar, dan kucing jinak. Namun, binatang yang taringnya tidak digunakan
untuk membunuh tetap halal dimakan; misalnya onta.

Menurut madzhab Maliki, binatang buas makruh dimakan; misalnya
singa, harimau, macan, dan sejenisnya. Thwal monyet ada dua pendapat,
yang satu menilainya makruh dimakan, yang lain menilainya haram
dimakan; yang kuat ialah pendapat pertama.

Hewan-hewan terbang lainnya yang haram dimakan antara lain:

- Burung hud-hud.

- Burung layang-layang (walet).

~ Burung shrike (berkepala besar; pemangsa burung lain dan pemakan
daging).

- Burung hantu.

- Kelelawar.
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- Burung bangkai.

- Burung magpie (sejenis gagak yang memiliki warna hitam dan putih;
bangsa Arab menganggapnya sebagai pertanda sial); menurut madzhab
Hanafi, burung magpie makruh dimakan karena ia sesekali makan biji-
bijian dan terkadang makan bangkai.

- Burungabga’ (sejenis gagak yang memiliki warna hitam dan juga putih;
hanya memakan bangkai).

- Burung ghudaf (sejenis gagak berukuran besar yang bersayap sangat
lebar; kerap disebut gagak kemarau karena ia muncul pada musim
kering.

Menurut madzhab Maliki, burung hud-hud halal dimakan tetapi
makruh; juga halal makan burung layang-layang, burung bangkai, dan
semua hewan terbang, kecuali kelelawar. Kelelawar makruh dimakan;
ada yang berpendapat hukumnya haram; kedua pendapat ini masyhur.

Menurut madzhab Hanafi, burung hantu dan burung layang-layang
(walet) halal, sementara burung hud-hud dan shurad makruh dimakan;
perihal kelelawar ada dua pendapat; makruh dan haram.

Sedangkan gagak sawah (jackdaw) halal dimakan; warnanya hitam
tetapi paruh dan kakinya berwarna merah.

Binatang darat yang haram dimakan antara lain:

- Keledai jinak; sedangkan keledai liar halal dimakan.

- Bighal' yang induknya keledai; sedangkan jika induknya sapi halal
dimakan; atau jika pejantannya keledai liar dan induknya kuda juga
halal; sebab, sapi dan kuda (yang melahirkannya) halal dimakan; ada
dua pendapat menurut madzhab Maliki ihwal keledai jinak, kuda,
dan bighal; yang masyhur adalah haram dimakan; pendapat kedua
menyatakan bighal dan keledai makruh dimakan, sedangkan kuda
halal dimakan.

- Kuskus (sejenis cerpelai atau musang); menurut madzhab Asy-Syafi'i,
kuskus halal dimakan.

Sedangkan binatang darat yang halal dimakan antara lain:

- Kuda.

1 Bighal adalah binatang hasil persilangan antara keledai (jantan) dan kuda (betina), atau
antara keledai (jantan) dan sapi (betina) (Edt).
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Jerapah; menurut madzhab Hanafi, kuda makruh dimakan, sesuai
dengan yang difatwakan; menurut madzhab Asy-Syafi’i, pendapat
yang kuat menyatakan jerapah haram dimakan.

Kijang.

Semua jenis sapi liar.

Landak kecil ataupun besar; menurut madzhab Hanafi dan Hambali,
landak haram dimakan, baik yang kecil maupun yang besar.

Kelinci.

Jerboa (binatang sejenis tikus tetapi ekor dan telinganya lebih panjang;
kaki belakangnya lebih panjang daripada kaki depannya, kebalikan
dari kaki jerapah); menurut madzhab Hanafi, jerboa haram dimakan.
Biawak; biawak haram dimakan menurut madzhab Hanafi karena
tergolong khaba'its (kotor); apabila ada hadits yang menghalalkan,
kemungkinan ia berlaku sebelum turun ayat:

> 5 - - . 2
“Dan Allah menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan
bagi mereka khaba’its (yang kotor).” (Al-A’raf: 157)
Dabuk (sejenis serigala); menurut ulama madzhab Hanafi, dabuk haram
dimakan karena punya taring untuk membunuh mangsanya.
Rubah; rubah haram dimakan menurut madzhab Hanafi dan Hambali.
Berang-berang.
Tupai (bajing).
Fennec (sejenis rubah yang bulunya diambil karena sangat lembut);
tupai, berang-berang dan fennec haram dimakan menurut madzhab
Hanafi dan Hambali.
Burung-burung yang halal dimakan antara lain:
Semua jenis burung pipit/ gereja.
Burung puyuh.
Burung lark.
Burung tiung.
Burung sand grouse.

Burung curlew (burung rawa berkaki panjang).
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- Burung bulbul.

-~ Burung kakatua; menurut madzhab Asy-Syafi’i, kakatua haram
dimakan.

- Burung onta.

- Burung merak; menurut madzhab Asy-Syafi'i, burung merak tidak
halal dimakan.

- Burung bangau.

- Bebek, mentok, itik.

- Angsa.

Dan, jenis burung-burung yang dikenal lainnya.

Belalang juga halal dimakan; begitu pula buah-buahan atau keju beserta
ulat (pupa atau belatung) di dalamnya; sama juga halnya air dadih (air
saringan susu dalam proses pembuatan keju).

Menurut madzhab Maliki, belalang hanya halal dimakan jika dibunuh
dengan niat, sedangkan belalang yang ditemukan dalam keadaan mati
haram dimakan.

Kacang dan gandum yang berngengat, selama ngengatnya tidak
dipisahkan, halal dimakan; hal ini dirinci dalam masing-masing madzhab.

Menurut madzhab Hanafi, ulat yang belum memiliki roh (masih
berupa larva) halal dimakan, sekalipun terpisah dari makanan, namun
jika sudah memiliki roh (sudah menjadi pupa atau belatung), tidak boleh
dimakan, sekalipun sudah mati, dan walaupun dimakannya bersama
makanan yang ditempatinya.

Menurut madzhab Asy-Syafii, ulat (pupa atau belatung) pada keju
dan buah-buahan, kalau menetas dari keduanya, boleh dimakan asalkan
tidak dipisahkan dari keduanya; sedangkan lebah yang bercampur madu
tidak boleh dimakan, sekalipun bersama madu tersebut, kecuali jika ia
sengaja dipotong, meskipun sudah mati, baik sulit dipisahkan maupun
mudah; apabila lebahnya disingkirkan dari suatu tempat lalu kembali
lagi ke sana, padahal ia bisa dipelihara darinya, tetap haram dimakan;
bagaimanapun, lebah tidak boleh dimakan.

Menurut madzhab Hambali, ulat (pupa atau belatung) dan ngengat
boleh dimakan jika terbawa makanan; jadi, buah-buahan, keju, ataupun
cuka boleh dimakan beserta ulatnya (pupa atau belatung), namun jika
dipisahkan, haram dimakan.
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Menurut madzhab Maliki, ulat (pupa atau belatung) yang menetas
dari makanan seperti buah-buahan atau keju, boleh dimakan secara
mutlak, baik masih hidup maupun sudah mati; namun, jika menetas
bukan dari makanan, wajib berniat ketika membunuhnya, kalau ia
hidup; jika sudah mati, dibuang apabila terpisah dari makanan, tetapi
apabila tidak terpisahkan, boleh dimakan selama makanan lebih banyak
darinya, namun jika makanan lebih sedikit darinya atau sama banyaknya
dengannya, tidak boleh dimakan; apabila ragu, ia boleh dimakan karena
keraguan tidak mengharuskannya dibuang. Ini semua dengan catatan tidak
membahayakan kesehatan; jika membahayakan, jangan dimakan.

Diharamkan pula memakan serangga ataupun binatang kecil; seperti
kalajengking, ular, tikus, katak ataupun kodok, semut dan sebagainya.

Menurut madzhab Maliki, tidak ada perselisihan bahwa setiap hal
membahayakan haram dimakan; jadi, serangga atau binatang kecil yang
berbahaya haram dimakan; tetapi jika suatu kaum biasa memakannya
dan tidak membahayakan mereka, pendapat yang masyhur menyatakan
tidak haram; apabila memungkinkan ular disembelih dan dipotong
sebagian kepalanya, juga sebagian ekornya, agar tidak lagi mengandung
bisa atau racun, dan tidak dianggap jijik, boleh dimakan, asalkan tidak
membahayakan; begitu juga binatang jenis lain.

Ada pula riwayat bahwa menurut sebagian ulama madzhab Maliki,
semua jenis serangga dan binatang kecil tersebut haram karena tergolong
khaba’its (kotor). Menurut pendapat masyhur yang menilainya halal,
serangga dan binatang melata kecil tersebut hanya halal dimakan jika
dibunuh dengan niat, baik dibunuh dengan api, air panas maupun cara lain.

Kura-kura ataupun penyu juga haram dimakan karena keduanya hidup
di dua alam (darat dan air).

Menurut madzhab Maliki dan Hambali, dihalalkan memakan penyu
setelah disembelih, sedangkan kura-kura, menurut pendapat terkuat dari
madzhab Hambali, haram dimakan.

Diharamkan memakan babi, anjing, bangkai, dan darah, kecuali
lever (biasa disebut hati) dan limpa. Yang dimaksud dengan bangkai
ialah binatang yang hilang unsur kehidupannya tanpa melalui proses
penyembelihan sesuai syariat.
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Tentang anjing, ada dua pendapat menurut madzhab Maliki; yang
satu menilainya haram dimakan; yang lain menilainya makruh dimakan.
Pendapat yang masyhur adalah menyatakan haram dimakan, tidak seorang
pun menilainya halal dimakan. Orang yang mengatakan bahwa Imam
Malik berpendapat anjing halal dimakan harus dijatuhi hukuman.

Termasuk yang haram dimakan ialah munkhanigah (binatang yang mati
tercekik), mauqudzah (binatang yang mati dipukul), mutaradiyah (binatang
yang jatuh dari tempat tinggi), dan natihah (binatang yang mati bertarung
atau adu tanduk); semua ini haram kecuali jika sempat disembelih sebelum
mati; tentang hal ini ada rinciannya.

Menurut madzhab Maliki, munkhanigah, mauqudzah, dan lain-lain
yang tersebut halal dimakan dengan syarat masih ada harapan hidup,
lalu disembelih.

Apabila sudah dipastikan mati, seperti jika pukulan atau cekikan itu
memutuskan tulang punggung atau tulang leher, tidak halal dimakan
sekalipun disembelih.

Apabila tulangnya remuk tetapi tulang punggung atau tulang leher
tidak putus, halal dimakan jika disembelih terlebih dahulu karena masih
ada harapan hidup.

Sedangkan apabila sumsumnya atau isi tengkoraknya terburai, tidak
halal dimakan karena tidak ada lagi harapan hidup. Begitu pula jika isi
perutnya keluar seperti, lever, jantung, limpa, dan lainnya, serta tidak
mungkin dimasukkan kembali. Demikian juga apabila ada ususnya yang
terburai ataupun terputus; dalam kondisi ini ia sudah dikategorikan bangkai
meski masih bergerak-gerak, sehingga tidak halal sekalipun disembelih.
Binatang-binatang yang halal dimakan-selain keempat jenis tersebut-jika
mengidap penyakit yang tidak mungkin sembuh, sah disembelih dengan
dua syarat:

Pertama, tulang punggung atau tulang lehernya tidak putus atau isi
perutnya tidak keluar.

Kedua, usai disembelih ia bergerak kuat atau memancarkan darah;
yang jelas, halal dimakan selama penyakitnya tidak membahayakan orang
yang memakannya.

Sedangkan jika binatang itu sehat, tidak perlu disyaratkan harus
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memancarkan darah, cukup sekadar mengalir saja, mengiringi gerakan
yang kuat seperti kakinya bergerak-gerak memanjang dan memendek;
tetapi jika kakinya hanya memanjang saja atau memendek saja, tidaklah
cukup, sebagaimana tidak cukup jika badannya hanya gemetar atau
matanya melotot atau terpejam, dan sejenisnya. Demikian pendapat
madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hanafi, munkhanigah dan lain-lain yang tersebut,
jika disembelih dalam keadaan masih mempunyai unsur kehidupan,
walaupun samar, tetap halal dimakan.

Sedangkan apabila seekor kambing yang sakit disembelih, sebelum
disembelih mungkin dapat diketahui apakah ia masih hidup ataukah tidak.

Jika diketahui masih hidup, ia halal sekalipun tidak bergerak ataupun
tidak memancarkan darah.

Jika tidak diketahui masih hidup saat disembelih, ia halal kalau
bergerak-gerak atau mengeluarkan darah, namun jika tidak bergerak
ataupun tidak mengeluarkan darah, sementara mulutnya terbuka, tidak
boleh dikonsumsi, namun jika mulutnya tertutup, boleh dimakan.

Apabila matanya terbuka, haram dimakan, tetapi apabila matanya
terpejam, halal dimakan.

Jika ia memanjangkan (meluruskan) kakinya, haram dimakan, namun
jika memendekkan kakinya, halal dimakan.

Apabila bulunya tidak berdiri, jangan dimakan, tetapi apabila bulunya
berdiri, boleh dimakan; dengan catatan, tidak membahayakan. Jika
membahayakan, haram dimakan bagaimana pun keadaannya. Demikian
pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, syarat bagi kehalalan binatang ialah
adanya unsur kehidupan sebelum disembelih, sekalipun sekadar dugaan
(tidak bisa dipastikan). Penjelasannya telah disebutkan pada syarat kedua
penyembelihan dalam jilid I buku ini.

Menurut madzhab Hambali, munkhanigah dan lain-lain yang tersebut
halal dimakan jika disembelih dalam keadan masih hidup, sekalipun tidak
lagi memiliki harapan hidup, dengan syarat ia masih menggerakkan kaki,
tangan, mata, atau ekornya, sekalipun pelan (sebentar), dengan catatan
gerakan tersebut melebihi gerakan meregang nyawa.
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Jika sama kadar gerakannya dengan gerakan meregang nyawa, tidak
halal dimakan meskipun disembelih. Begitu juga ketika tulang lehernya
putus atau isi perutnya keluar, tidak ada gunanya disembelih karena ia
dikategorikan sama seperti bangkai.

Sangat diharamkan mengkonsumsi segala sesuatu yang membahayakan
fisik; seperti opium, ganja, morfin, kokain, dan semua jenis narkoba, barang
berbahaya, dan racun.

Dihalalkan memakan binatang laut, yakni yang hidup di laut, sekalipun
bukan ikan, meskipun menyerupai babi? atau manusia’®; termasuk ikan yang
berbentuk ular (belut atau ular laut); dan semua jenis ikan; sedangkan buaya
air asin haram dimakan. Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hanafi, binatang laut yang tidak berbentuk seperti
ikan tidak halal dimakan. Maka, haram memakan duyung, pesut, kuda
laut, dan sebagainya, kecuali ikan berbentuk ular (belut atau ular laut).
Segala jenis ikan halal dimakan, sedangkan ikan yang mengambang ketika
mati dengan posisi perut di atas dan punggung di bawah haram dimakan.

Menurut madzhab Maliki, semua binatang laut halal dimakan, tanpa
kecuali.

Menurut madzhab Hambali, ular berbentuk ikan (belut atau ular laut)
tidak halal karena termasuk khaba'its (kotor dan menjijikkan).

Halal pula dimakan binatang yang suka memakan najis; binatang
macam ini disebut jallalah. Tetapi, jika ia berbau akibat najis yang
dimakannya, atau berubah rasanya, makruh dimakan. Makruh pula susu
ataupun telurnya yang sudah berubah. Agar baunya hilang, dianjurkan
agar ia dikarantina selama beberapa lama sebelum disembelih. Untuk onta,
supaya baunya hilang, dikarantina selama 40 hari; sapi 30 hari; kambing 7
hari; ayam 3 hari, berdasarkan riwayat Ibnu Umar tentang onta, dan hadits
lain untuk selain onta.

Menurut madzhab Hambali, jallalah (binatang yang suka memakan
najis) haram dimakan; susunya juga haram; dan makruh dikendarai karena
keringatnya berbau najis. Agar halal dimakan, ia mesti dikarantina selama
3 hari 3 malam, dengan hanya diberi makanan yang bersih.

2 Maksudnya adalah porpoise; orang Arab menyebutnya ‘babi laut’ (Edt).
3 Maksudnya adalah pesut atau duyung; orang Arab menyebutnya‘orang laut’ (Edt).
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Menurut madzhab Maliki, pendapat yang masyhur ialah daging

jallalah halal dimakan sedangkan susunya makruh diminum.

Yang Haram dan yang Halal Diminum

Minum arak (Al-Khamr) hukumnya haram mughallazhah (haram

tingkat berat); tergolong dosa besar terkeji dan kejahatan terbesar dalam

pandangan syariat Islam lantaran bahayanya bagi perilakuy, fisik dan sosial.

Keharamannya ditetapkan oleh Al-Qur an, Sunnah Nabi &, dan ijma’

(kesepakatan umum) para ulama.

Allah berfirman:
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Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) arak, berjudi,
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk
perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan
permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) arak dan
berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang.
Maka, apakah kamu akan berhenti (mengerjakannya)? (Al-Maa"idah: 90-91)
Ayat ini merupakan larangan yang paling keras; mencakup 10 hal yang

menunjukkan haramnya arak:

1.

AN LN N

Penyebutan arak dirangkai dengan penyebutan judi, korban untuk
berhala, dan pengundian nasib dengan panah; berarti tingkat
keharamannya sama seperti ketiga hal tersebut.

Ia disebut rijs (kekejian); rijs bermakna diharamkan.
Tergolong perbuatan setan.

Diperintahkan agar dijauhi.

Tindakan menjauhinya membuahkan keberuntungan.

Setan bermaksud menimbulkan permusuhan melalui konsumsi arak.
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7. Setan bermaksud menimbulkan kebencian melalui konsumsi arak.

8. Setan bermaksud menghalangi dari dzikir kepada Allah melalui
konsumsi arak.

9. Setan bermaksud menghalangi dari shalat melalui konsumsi arak.

10. Larangan berbentuk pertanyaan yang bermakna penekanan dan
penegasan, yakni: “Maka, apakah kamu akan berhenti (mengerjakannya)?”

Dalil sunnah sangatlah banyak, baik ihwal pengharaman arak maupun
perintah menjauhinya; antara lain sabda Rasul &: Tidaklah seseorang berzina
selagi ia beriman; tidaklah seseorang mencuri selagi ia beriman; tidaklah seseorang
minum arak selagi ia beriman.*

Para ulama dan imam bersepakat bahwa minum arak hukumnya
haram dan tergolong dosa besar yang paling hina sekaligus kejahatan
yang paling parah.

Disebut Al-Khamr karena ia membungkus (khamara) akal lalu
memabukkannya dan menghilangkannya. Maka, segala hal yang menutupi
(menghilangkan) akal disebut Al-Khamr, baik yang berasal dari anggur
yang dimasak sampai mendidih maupun yang berasal dari korma, madu,
ataupun gandum, bahkan yang berasal dari susu sekalipun, atau bahan
makanan apa saja yang memabukkan.

Nabi # telah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang jika banyak
maka memabukkan, meskipun sedikit hukumnya tetap haram, Sesuatu
yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya adalah haram.>

4 HR. Al-Bukhari, (46) Kitab Al-Mazhalim, (30) Bab An-Nahy bi Ghair Idzn Shahibih, hadits no.
3475; (86) Kitab Al-Hudud, (1) Bab Ma Yuhdzar Min Al-Hudud, hadits no. 6773; (74) Kitab Al-
Asyribah, (1) Bab Innamal-Khamru wa Al-Maisiru wa Al-Anshab, hadits no. 5578; HR. Muslim,
(1) Kitab Al-Iman, (34) Bab Bayan Nuqshan Al-Iman bi Al-Ma’ashi, hadits no. 101/57, hadits
no.102/57, hadits no. 104/57; HR. Abu Dawud, (26) Kitab As-Sunnah, (15) Bab Ad-Dalil ‘ala
Ziyadah Al-Iman wa Nugshanihi (hadits no. 4689); HR. At-Tirmidzi, (41) Kitab Al-Iman, (11)
Bab Ma Ja’a La Yazni Az-Zani wa Huwa Mu'min, hadits no. 2634; HR. An-Nasa'i, (46) Kitab
Qath’ As-Sarig, (1) Bab Ta’zhim As-Sarigah, hadits no. 4885, hadits no. 4886, 4887; HR.Ibnu
Majah, (36) Kitab Al-‘Itg, (3) Bab An-Nahy ‘an An-Nuhbah, hadits no. 3936; HR. Ahmad
dalam Al-Musnad, hadits no. 8904, juz Il dari Musnad Abi Hurairah; HR. Ad-Darimi,
Kitab Al-Asyribah, Bab fi At-Taghlizh li Man Syariba Al-Khamr, 2/115; HR. Al-Baihagqji, Kitab
Asy-Syahadat, Bab Jima’ Abwab Man Tajuzu Syahadatuhu wa Man La Tajuzu Min Al-Ahrar,
10/186; HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, Kitab Al-Iman, (4) Bab Fardh Al-Iman, hadits
no. 186; Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah, hadits no. 47; HR. Abu Nu’aim dalam Al-
Hilyah, 9/248, 249; dan Al-Humaidi dalam Musnadnya, hadits no. 1134.

5 HR. AbuDawud, (20) Kitab Al-Asyribah, (5) Bab Ma Ja’a fi As-Sakr, hadits no. 3681; HR.
At-Tirmidzi, (27) Kitab Al-Asyribah, (3) Bab Ma Ja"a Ma Askara Katsiruhu fa Qaliluhu Haram,
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Ada beberapa macam minuman memabukkan yang berasal dari
anggur:

1. Al-Khamr (arak); perasan anggur yang direbus hingga mendidih,
sehingga beraroma keras dan memabukkan.

2. Al-Badzig; anggur yang direbus hingga tersisa dua per tiganya-lebih
sedikit-dan memabukkan.

3. Al-Munashshaf, anggur yang direbus hingga tersisa separonya, sehingga
beraroma keras dan memabukkan.

4. Al-Mutsallats; anggur yang direbus hingga tersisa sepertiganya,
sehingga beraroma keras; jika banyak ia memabukkan, jika sedikit tidak
memabukkan.

Sementara minuman memabukkan yang berasal dari korma ada
beberapa macam:

1. As-Sakar; korma basah direndam dalam air sampai rasa manis buahnya
benar-benar hilang lalu beraroma keras dan memabukkan, tanpa
direbus.

2. Al-Fadhikh; korma kering direndam dalam air sampai rasa manis
buahnya benar-benar hilang lalu beraroma keras dan memabukkan.

3. Nabidz® korma; korma yang direbus sebentar hingga beraroma keras;
memabukkan jika banyak tetapi tidak memabukkan jika sedikit.
Semua jenis minuman tersebut diharamkan, baik banyak maupun

sedikit, sekalipun hanya setetes; termasuk anggur yang direbus hingga

mendidih lalu beraroma keras dan memabukkan.

Juga, campuran korma dan anggur yang disebut Al-Khasysyaf jika
beraroma keras dan memabukkan. Begitu pula nabidz madu, nabidz buah
tin, dan nabidz gandum.

Jika bisa memabukkan, sedikitnya sama haram seperti banyaknya;
haram diminum mukallaf yang berakal, kecuali yang dipaksa ataupun

terpaksa.

hadits no. 1872; HR. Ibnu Majah, (30) Kitab Al-Asyribah, (10} Bab Ma Askara Katsiruhu fa
Qaliluhu Haram, hadits no. 3393; HR. Ahmad dalam Al-Musnad, hadits no. 14709, juz V
dari Musnad Jabir bin Abdillah; HR. Al-Baihaqi, Kitab Al-Asyribah wa Al-Had fiha, Bab Ma
Askara Katsiruhu fa Qaliluhu Haram, 8/296; HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, (41) Kitab
Al-Asyribah, Bab Fasl fi Al-Asyribah, hadits no. 5352; Ibnul Jarud dalam Al-Muntaga, hadits
no. 860; At-Thahawi dalam Syarh Ma'ani Al-Atsar, 4/217.

6  Nabidz adalah semacam minuman fermentasi, Ed.
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Ada peminum bir dan sejenisnya yang mengira bahwa madzhab Hanafi
menilai bir halal jika hanya sedikit, padahal baik banyak maupun sedikit
hukumnya haram menurut madzhab Hanafi, sama seperti madzhab lain,
berdasarkan pendapat yang shahih difatwakan. Bahkan, hukumnya haram
berdasarkan kesepakatan umum (ijma’) para ulama madzhab Hanafi. Sebab,
perselisihan pendapat mereka hanya seputar 3 macam minuman:

- Al-Mutsallats yang jika diminum sedikit tidak memabukkan tetapi jika
banyak memabukkan, yang sering disebut thill.

- Nabidz korma; yakni yang direbus sebentar; jika banyak, memabukkan,
jika sedikit, tidak.

- Nabidz gandum yang jika banyak, memabukkan, jika sedikit, tidak.

Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, yang haram ialah yang banyak,
bukan yang sedikit.

Sedangkan menurut Muhammad bin Al-Hasan, baik banyak maupun
sedikit hukumnya haram, sama seperti pendapat tiga imam lainnya (Malik,
Asy-Syafi'i, dan Ahmad). Pendapat Muhammad inilah pendapat yang
shahih difatwakan menurut madzhab Hanafi. Maka, ketika itu, madzhab
Hanafi adalah madzhab Muhammad bin Al-Hasan juga. Pasalnya,
secara umum mereka menyepakati bahwa adalah yang sedikit dan tidak
memabukkan jika diminum untuk sekadar iseng atau hiburan, bukan untuk
menguatkan badan yang lemah, hukumnya haram, sekalipun hanya setetes,
persis seperti banyaknya. Jadi, bir dan semua jenis minuman keras haram
diminum, baik banyak maupun sedikit, menurut semua imam dan ulama.

Memperjualbelikan arak sama haramnya seperti meminumnya karena
sudah ditegaskan Nabi &: Dia Yang telah mengharamkan minumnya (arak)
telah mengharamkan pula penjualannya.’”

Hadits lain dari Anas bin Malik: Rasulullah 8 melaknat 10 orang terkait
dengan arak: (1) si pemerasnya; (2) orang yang diperaskan; (3) si peminumnya; (4)
si pembawanya; (5)orang yang dibawakan; (6)si penuangnya; (7) si penjualnya;
(8) si pemakan harganya; (9) si pembelinya; dan (10) orang yang dibelikan.?

7 HR. Ath-Thabarani dalam Mu’jam Al-Kabir, 10/412; Al-Haitsami dalam Majma’ Az-
Zawa’id, (11) Kitab Al-Buyu’, (38) Bab Fi Al-Khamr wa Tsamaniha, 13/64.

8 HR. At-Tirmidzi, (12) Kitab Al-Buyu’, (59) Bab An-Nahy ‘an Yuttakhadz Al-Khamr Khallan,
hadits no. 1298; HR. Ibnu Majah, (30) Kitab Al-Asyribah, (6) Bab Lu’inat Al-Khamru ‘ala
‘Asyrah Awjah, hadits no. 3381.
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Juga haram berobat dengan arak menurut pendapat yang lebih kuat,
berdasarkan sanggahan Nabi & ketika seseorang mengatakan kepada
beliau-dalam riwayat Muslim-bahwa arak adalah obat. Nabi & bersabda:
Arak bukanlah obat, melainkan penyakit.’

Beliau juga bersabda: Allah 3 menurunkan penyakit dan juga obat; Dia
pun menjadikan suatu obat bagi setiap penyakit. Nah, jangan berobat dengan
yang haram."

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, haram berobat dengan arak murni
jika tidak dilarutkan dengan bahan lain. Boleh berobat dengan sedikit arak
murni yang tidak memabukkan, dengan catatan khusus untuk berobat dan
tidak ada obat lain, menurut resep dokter muslim yang terpercaya. Boleh
pula untuk melancarkan makanan yang macet di tenggorokan, bahkan
bisa jadi wajib. Berobat dengan benda najis selain arak boleh asalkan
dilarutkan dengan bahan lain, dengan catatan tidak ada benda suci yang
bisa digunakan; kalau ada, hukumnya haram.

Minuman yang halal dikonsumsi sudah dirinci dalam masing-masing
madzhab. Antara lain: Al-Qara’, yakni nabidz yang dibuat di dalam labu
manis (calabash-Inggris); Al-Muzfat, yakni nabidz yang dibuat dalam wadah
berlapiskan gala-gala (damar); An-Nagir, nabidz yang dibuat dalam kayu
atau akar pohon kurma yang dilubangi, yakni setelah pohonnya ditebang,

9  HR. Muslim, (36) Kitab Al-Asyribah, (3) Bab Tahrim At-Tadawi bi Al-Khamr, 12/1984; HR.
Abu Dawud (22) Kitab At-Thibb, (11) Bab fi Al-Adwiyah Al-Makruhah, hadits no. 3873; HR.
At-Tirmidzi, (49) Kitab At-Thibb, (8) Bab Ma Ja"a fi Karahiyah At-Tadawi Bi Al-Muskir, hadits
no. 2053; HR. Ibnu Majah, (31) Kitab At-Thibb, (27) Bab An-Nahy ‘an Yutadawa bi Al-Khamr,
hadits no. 3500; HR. Ahmad dalam Al-Musnad, hadits no. 18884, juz VI dari Musnad Wail
bin Hujr; Abdurrazzaq dalam Al-Mushannaf, Kitab Al-Asyribah, Bab At-Tadawi bi Al-Khamyr,
hadits no. 17100; HR. Al-Baihagqi, Kitab Adh-Dhahaya, Bab An-Nahy ‘an At-Tadawi bi As-
Sakar, 10/ 4; HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, (54) Kitab At-Thibb, hadits no. 6065; Ibnu
Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, (16) Kitab At-Thib, (12) Bab Fi Al-Khamr Yutadawa bihi wa
As-Sakar, 5/431.

10 HR. Abu Dawud, (22) Kitab At-Thibb, (11) Bab Al-Adwiyah Al-Makruhah, hadits no. 3874;
HR. Al-Baihaqi, Kitab Adh-Dhahaya, Bab An-Nahyi ‘an At-Tadawi bima Yakunu Haraman fi
Ghairi Hal Ad-Dharurah, 10/ 5; Muttaqil-Hindi dalam Kanz Al-Ummal, hadits no. 28324;
At-Tabrizi dalam Misykah Al-Mashabih, hadits no.4538; As-Suyuthi dalam Jam’ Al-
Jawami’, hadits no. 4714; Adz-Dzahabi dalam Ath-Thibb An-Nawawi (45); Al-Baghawi
dalam Syarh As-Sunnah, 12/139; Al-Ajluni dalam Kasyf Al-Khafa, 1/258; Az-Zaila'i dalam
Nashbu Ar-Rayah, 4/ 285; Al-Kahhal dalam Al-Ahkam An-Nabawiyyah fi As-Shina’ah Ath-
Thibbiyyah,1/86.
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sisa pangkalnya dilubangi dan dimasukkan buah korma, anggur, dan

sebagainya untuk dibuat nabidz.

Pada mulanya, Nabi & pernah melarang pembuatan nabidz dengan cara-
cara tersebut, namun kemudian beliau menghapus (nasakh) larangannya.’

Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Maliki, yang boleh diminum:

a. Perasaan anggur pada awal perasan sebelum beraroma keras atau
sebelum memabukkan.

b. Al-Fugqa’, yakni minuman dari gandum dan korma, ada yang
berpendapat ia adalah air larutan kismis dan sejenisnya.

c. As-Subaya, yakni minuman dari beras yang dimasak sampai menjadi
bubur cair, dilarutkan dengan air, lalu disaring dan ditambahkan gula
supaya manis.

d. Al-Agid, yakni anggur yang dimasak sampai mendidih pada awal
mendidihnya, hingga mengental dan unsur memabukkannya hilang;
mendidihnya tidak sampai menyisakan sepertiganya, melainkan hanya
menghilangkan unsur memabukkannya. Semua ini boleh diminum
asalkan dijamin tidak memabukkan; jika tidak dijamin, haram diminum.

Menurut madzhab Hambali, boleh diminum perasan anggur
dan sejenisnya asalkan tidak sampai beraroma keras, tidak sampai
memabukkan, dan tidak didiamkan sampai 3 hari hingga berbusa meski
tidak sampai beraroma keras.

Apabila sudah berbusa sebelum 3 hari, haram diminum walaupun
tidak memabukkan.

Jika dimasak sebelum berubah menjadi haram, halal diminum setelah
tersisa sepertiga, asalkan tidak memabukkan.

11 Menurut madzhab Maliki, larangan membuat nabidz dengan cara itu tidak dihapuskan
(mansukh); hanya saja-menurut pendapat yang tepercaya dari madzhab Maliki-larangan
itu maksudnya makruh; jadi, dimakruhkan membuat nabidz dengan cara tersebut, baik
dari satu bahan saja maupun dari campuran dua jenis bahan, seperti anggur dengan
korma; sedangkan membuat nabidz dalam wadah lain dengan dua campuran bahan-
istilahnya Al-Khalithain-juga makhruh; larangan ini tergantung lamanya masa inapan;
jika hanya sebentar sehingga tidak mungkin memabukkan, halal diminum dan tidak
makruh; juga termasuk halal dan tidak makruh nabidz campuran kismis, ceri, dan aprikot
dalam satu wadah, bagi orang sakit, asalkan tidak diinapkan lama-lama sampai bisa
memabukkan.
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Apabila memabukkan, haram diminum, baik banyak maupun sedikit.
Menurut sebagian ulama madzhab Hambali, sisa sepertiga bukanlah syarat,
yang menjadi syarat hanyalah tidak memabukkan.

Boleh pula diminum Al-Khasysyaf-yang biasa disebut An-Nabidz, yakni
korma atau anggur yang direndam dalam air supaya manis, asalkan tidak
sampai 3 hari, baik ia sudah beraroma keras dan berbusa sebelum 3 hari
maupun tidak.

Jika direndam sampai 3 hari, haram diminum meski tidak memabukkan.

Apabila dimasak sebelum berbusa atau sebelum direndam sampai 3
hari supaya tidak memabukkan, layaknya Al-Marbah, tidak haram diminum
meski tidak sampai tersisa sepertiganya.

Jika buah anggur sudah beraroma keras dan berbusa sebelum diperas,
asalkan tidak memabukkan dan tidak membahayakan kesehatan, halal
dimakan.

Demikian pendapat madzhab Hambali.

Menurut madzhab Hanafi, semua yang disebutkan madzhab Maliki
dan Hambali tadi boleh diminum selama tidak memabukkan.

Sebagaimana telah Anda ketahui, pendapat madzhab Hanafi yang
tepercaya dalam hal ini ialah pendapat Muhammad bin Al-Hasan bahwa
semua yang bisa memabukkan haram diminum, baik sedikit maupun
banyak.

Menurut madzhab Asy-Syafi’i, halal diminum nabidz korma-baik tamr
maupun ruthab-serta nabidz gandum dan sejenisnya, asalkan dijamin tidak
memabukkan dan tidak berbusa berlebihan.

Jika berbusa berlebihan sampai bergejolak, haram diminum,
peminumnya harus dijatuhi hukuman had, dan hukumnya najis.

Yang Haram dan yang Halal Dikenakan
Haram hukumnya mengenakan pakaian dari harta haram atau yang
diperoleh melalui cara menipu, curang, ataupun merampas.

Rasulullah # menyatakan: Allah tidak menerima shalat atau puasa orang
yang berpakaian dari harta yang haram sebelum pakaian itu disingkirkan.”

12 Az-Zubaidi, Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin,10/172; Ibnu Adi, Al-Kamil fi Adh-Dhu’afa,
1/282; Al-Iraqi, Al-Mughni fi Haml Al-Asfar, 4/415.
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Haram pula mengenakan pakaian untuk berbangga diri dan sombong.

Thwal pakaian yang halal dan yang haram dikenakan telah dirinci
dalam masing-masing madzhab fikih.

Menurut madzhab Asy-Syafi’i, pria diharamkan mengenakan kain
sutra, baik ibrisim (sutra yang keluar dari ulat mati) maupun gazz (sutra
yang keluar dari ulat hidup), kecuali pada beberapa kondisi yang akan
disebutkan. Pria juga tidak boleh duduk di atas kain sutra ataupun
bersandar langsung padanya.

Jika ada penghalang-misalnya kain katun atau kapuk-yang melapisi
kain sutra itu maka boleh ia duduki atau ia sandari.

Jika kain sutra diberi dalaman kain katun, kulit, dan sebagainya, boleh
dikenakan selama lapisan itu dijahit. Begitu juga apabila sutra menjadi
dalaman bagi yang lain, boleh dipakai jika dijahit karena dalam kondisi
itu kain sutra hanyalah pelapis. Sutra hanya halal diduduki jika lapisannya
dijahit, dan hanya halal disandari supaya nyaman jika ada pelapisnya (tidak
langsung) sekalipun tidak dijahit. Pria juga haram tidur dalam kelambu
sutra tanpa pelapis meski bersama istrinya. Haram pula memasuki tenda
sutra atau berselimut sutra bersama istrinya, tetapi ikut masuk ke dalam
kain istrinya yang memakai sutra boleh hukumnya.

Haram pula bagi pria menulis atau menggambar pada kain sutra, atau
menghiasi rumah dengan sutra saat suasana senang, kecuali ada alasan
mendesak (misalnya tidak ada kain lain). Ka'bah boleh dibungkus sutra
jika tidak disertai emas atau perak. Menurut pendapat yang kuat, haram
hukumnya binatang dipakaikan kain sutra, sedangkan anak kecil dan
orang tidak waras boleh dipakaikan kain sutra tanpa selisih pendapat. Sapu
tangan sutra haram dipakai pria, tetapi wanita boleh menggunakannya
untuk melap badan.

Sedangkan yang dikecualikan dari pengharaman antara lain:

- Kantong mushaf Al-Qur an dari sutra, sedangkan kantong uang dari
sutra tidak boleh menurut pendapat yang kuat.

- Pita gantungan Al-Qur"an dari sutra.

- Pita gantungan pisau dan pedang.

- Benang timbangan, benang kunci, dan benang tasbih termasuk rumbai-
rumbainya selama memang sudah dari sananya (produsennya). Atau,
ini hukumnya haram menurut pendapat yang kuat.
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- Kain penyumbat tutup kendi atau teko.

- Kain penutup sorban dari sutra tidak boleh digunakan pria, tetapi boleh
digunakan wanita.

- Bulu atau benang sutra dalam bak tinta.

- Tali celana atau sabuk.

- Kancing sutra torbus (semacam peci).

Boleh pula pria mengenakan sutra karena terpaksa, misalnya pria yang
mengidap penyakit gatal-gatal atau kutuan, atau untuk menutup aurat
di waktu shalat atau saat buang hajat, jika tidak ada benda lain yang bisa
digunakan, namun haram hukumnya jika ada benda lain.

Pria diperbolehkan pula mengenakan pakaian separo sutra dan separo
katun, kapuk, wol, atau sejenisnya selama sutranya sama kadarnya atau
lebih kecil, jika lebih banyak maka haram. Halal bagi pria memberi bordiran
sutra pada kainnya selama tidak lebih besar daripada 4 jari tangan, juga
memberi tambahan sutra pada tepi kain selama tidak melebihi batas
kewajaran. Dalilnya adalah dua hadits Nabi # riwayat Muslim yang
membolehkan dan menyebutkan bahwa beliau mengenakan pakaian
seperti itu.

Wanita diperkenankan mengenakan pakaian sutra, atau kasur sutra
dan menggunakan sutra tanpa kecuali. Begitu pula anak yang belum
dewasa dan orang tidak waras. Khuntsa musykil (orang berkelamin ganda
yang sulit ditentukan jenis kelamin mana yang dominan) disamakan
hukumnya dengan pria. Juga diharamkan memakai baju yang seluruhnya
atau sebagian besarnya dicelup (diberi warna) za’faran (kunyit), sehingga
menurut kebiasaan baju itu disebut muza’far. Tidak haram apabila hanya
bintik-bintik za’faran. Makruh hukumnya memakai baju yang seluruhnya
atau sebagian besarnya dicelup oranye/usfur (tanaman terkenal berwarna
yang bijinya dibuat minyak, safflower-Inggris), namun jika hanya bintik-
intiknya saja, tidak makruh. Warna selain keduanya tidak diharamkan
dan tidak dimakruhkan, baik hitam, putih, kuning, merah, bintik-bintik,
maupun selainnya. Diharamkan pula memakai pakaian najis atau terkena
najis yang tidak dimaafkan dalam shalat atau ibadah lainnyai yang
disyaratkan harus berpakaian suci.

Menurut madzhab Hambali, haram bagi pria memakai sutra,
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baik dikenakan sebagai pakaian maupun selainnya, meski sutra hanya
digunakan sebagai pelapis. Memakai tali celana (sabuk) dari sutra tasbih
berbenang sutra dan sejenisnya juga haram, sedangkan kancing, atau
rumbai-rumbai yang ikut kepada yang lain halal dipakai. Duduk di atas
kain sutra, bersandar pada kain sutra, berbantal, dan menutupi dinding
dengan kain sutra-kecuali dinding Ka'bah-haram bagi pria. Dihalalkan
bagi pria memakai pakaian yang sebagiannya sutra dan sebagian lagi wol,
katun, dan sebagainya asalkan sutra itu sama kadarnya atau lebih kecil,
jika lebih banyak, tidak halal.

Apabila sutra lebih berat timbangannya walaupun yang selain sutra
lebih dominan pada pakaian tersebut, halal dipakai.

Jika bahan pokok pakaian itu bukan sutra sedangkan tambahannya
dari sutra, diharamkan oleh sebagian ulama namun diperbolehkan oleh
sebagian yang lain. Yang sama hukumnya dengan sutra adalah dibaj
(pakaian dari sutra).

Bocah lelaki dan pria tidak waras haram pula dipakaikan sutra. Karena
terpaksa, pria boleh memakai sutra, seperti untuk menghilangkan kutu
atau karena mengidap suatu penyakit yang sutra berguna meredakannya.
Juga boleh dipakai untuk perang meski tidak terpaksa, misalnya sebagai
lapisan topi baja atau baju besi, untuk menghindari panas atau dingin,
atau sebagai tameng dari musuh, dan sebagainya. Dihalalkan bagi pria
memakai hiasan sutra pada pakaian asalkan lebarnya tidak melebihi 4 jari.
Juga diperbolehkan menambal pakaiannya dengan sutra asalkan tidak
sampai selebar 4 jari normal yang dirapatkan. Begitu pula kerah baju,
boleh terbuat dari sutra selama tidak melebihi 4 jari. Juga diperbolehkan
membuat kantong mushaf Al-Qur-an dari sutra atau jilidannya dari benang
sutra serta kancing dari sutra. Diperbolehkan pula lapisan dalam jubah dan
lapisan dalam kasur dari sutra. Halal hukumnya karena ia bukan luaran
kasur yang ditiduri dan tidak kelihatan, sehingga tidak mengandung
kesombongan. Pria dimakruhkan menggunakan pewarna dari za'faran
(kunyit) dan warna merah polos, sedangkan merah bercampur warna
lain tidak makruh, sekalipun lapisan dalamnya merah polos. Pria juga
dimakruhkan mengenakan pakaian yang diwarnai dengan usfur (safflower)

dan pakaian thailasan (pakaian luar yang panjang dan bertudung, warnanya

Fikih Empat Madzhab Jilid 3 23



hijau dan biasa dipakai ulama Persia). Sedang wanita boleh memakai kain
sutra dalam semua bentuk termasuk pakaian bercelup warna apa saja; tidak
makruh. Demikian pendapat madzhab Hambali.

Menurut madzhab Hanafi, pria diharamkan mengenakan sutra yang
berasal dari ulat kecuali karena terpaksa. Tidur di atas kasur dan bantal
sutra boleh menurut pendapat yang masyhur. Juga boleh menggunakan
sutra selebar 4 jari. Hiasan (bordiran) sutra sekalipun melebihi 4 jari atau
edit kancing torbus dari sutra yang lebarnya tidak melebihi 4 jari halal
dipakai. Diperbolehkan pula menjadikan sutra sebagai tepian baju selama
lebarnya sekitar 4 jari. Tepian atau ekor jubah dan sejenisnya dari sutra
jika tidak melampaui 4 jari halal dipakai. Tali celana dari sutra hanya
dimakruhkan, tidak diharamkan, menurut pendapat yang shahih.

Jika sutra dijadikan isi selendang, tidak mengapa, sedangkan jika
dijadikan lapisan dalam, makruh hukumnya.

Yang masyhur menurut madzhab Hanafi, sutra haram bagi pria,
sekalipun ada yang melapisi. Telah diriwayatkan dari Abu Hanifah
bahwa sutra hanya haram jika langsung menempel pada badan, jika ada
lapisan, tidak haram. Ini merupakan rukhshah (keringanan) yang besar.
Dihalalkan bagi pria membuat kelambu dari sutra murni yang disebut
dibaj dan boleh tidur di dalamnya. Peci atau topi yang terbuat dari sutra
atau yang bergambar (bordiran) sutra selebar lebih dari 4 jari, makruh
dipakai. Diperbolehkan membuat kantong uang dari sutra, sedangkan
pembungkus jampi-jampi yang digantung, makruh dijadikan pegangan
pria. Diperbolehkan pula shalat di atas sajadah sutra boleh. Benang tasbih,
gantungan jam, gantungan kunci, timbangan, dan bulu tinta dari sutra juga
boleh. Media tulis dari sutra, atau bungkus mushaf Al-Qur*an dari sutra,
tirai pintu dan jendela dari sutra, isi kasur atau tempat tidur bayi dari sutra,
semuanya boleh, tetapi selimut sutra makruh dipakai.

Menurut madzhab Maliki, sutra haram bagi pria yang sudah baligh.
Bagi yang masih kecil, makruh; ada yang bilang haram. Sutra tidak boleh
dipakai pria pengidap penyakit gatal-gatal ataupun untuk mencegah kutu
dan sejenisnya. Juga tidak boleh dipakai saat perang. Pria duduk di atas kain
sutra menurut pendapat yang kuat tidak halal sekalipun ia duduk di atas

kasur sutra bersama istrinya. Pendapat kedua membolehkan suami duduk
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di atas kasur sutra bersama istrinya, namun haram duduk di atas kasur
berisi sutra. Tidak halal mengenakan pakaian berlapisan dalam sutra, atau
pakaian berisi sutra, atau pakaian bergambar (bordir) dari sutra, kecuali
jika kadarnya kurang dari satu jari. Lebih dari 1 sampai 4 jari, makruh; ada
yang berpendapat boleh. Lebih dari 4 jari, haram.

Halal menggantungkan kain sutra, bukan untuk diduduki, misalnya
tirai pintu atau jendela, tidak makruh. Halal pula menulis mushaf Al-Qur’an
pada media sutra, tidak makruh.

Sedangkan jika benang lungsinnya sutra, sementara kainnya katun,
wol, linen, atau yang lain, hukumnya makruh. Wanita diperkenankan
mengenakan dan menggunakan sutra. Pria diperkenankan menggunakan
secarik satu tangan sutra untuk melap badannya, asalkan tidak untuk
kebanggaan.

Sedangkan celemek makan dari sutra makruh. Pria dihalalkan
mengenakan pakaian berbenang lungsin sutra, sementara bahan pokoknya
katun, linen, wol dan sebagainya.

Jika sebaliknya, benang lungsinnya bukan sutra, sementara bahan
pokoknya sutra, hanya halal pada waktu perang saja. Halal pula pakaian
yang berbenang lungsin dan berbahan pokok sutra saat perang, tetapi
tidak boleh dipakai saat shalat, kecuali ketika cemas akan musuh. Sutra
diperbolehkan saat perang dengan dua syarat: sutranya tebal dan dapat
menghalangi bahaya musuh serta membuat musuh gentar.

Jika kedua syarat ini tidak terpenuhi maka tidak halal, sebagaimana
di luar peperangan.

Dimakruhkan bagi pria memakai baju yang diwarnai dengan za'faran
(kunyit) merah dan kuning menurut pendapat yang masyhur. Ada yang
berpendapat, tidak makruh sebagaimana warna lain. Wanita diperbolehkan
mengenakan pakaian sutra dalam semua bentuk penggunaan dan dengan

warna apa pun. Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Emas dan Perak yang Boleh dan yang Tidak Boleh Dipakai

Baik pria maupun wanita diharamkan menggunakan emas dan perak,
kecuali dalam beberapa kondisi yang akan diulas.
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Alasan pelarangannya sudah cukup jelas, yakni karena bisa
memperkecil jumlah emas dan perak sebagai mata uang, juga menyinggung
perasaan orang-orang miskin yang untuk makan sehari-hari saja harus
bekerja membanting tulang, sementara orang-orang kaya hidup berlebihan
dan boros, menggunakan emas perak seenaknya tanpa peduli orang miskin.
Lantaran gaya hidup orang kaya seperti itu, orang miskin merasa sakit hati.

Syariat Islam mengharamkan penggunaan emas bagi pria dan wanita,
kecuali pada kondisi tertentu. Salah satunya, kaum wanita diperbolehkan
menggunakan emas dan perak sebagai perhiasan karena mereka sangat
membutuhkan perhiasan. Pria juga diperkenankan memakai cincin perak
karena adakalanya membutuhkan cincin yang bertuliskan namanya.

Juga, diperbolehkan menggunakan sedikit emas dan perak selama tidak
memperkecil jumlah mata uang emas dan perak, yang akan dijelaskan,
insya Allah.

Diharamkan membuat wadah dari emas dan perak. Maka, tidak halal
bagi pria dan wanita makan dan minum dengannya, sesuai pesan Nabi &:
Jangan minum dengan gelas emas dan perak, juga jangan makan dengan piring
dari keduanya karena keduanya diperbolehkan bagi mereka (orang-orang kafir) di
dunia dan diperbolehkan bagi kalian (orang-orang mukmin) di akhirat.">

Juga, tidak halal mengenakan wewangian, minyak, dan sejenisnya
dalam wadah emas dan perak. Berhubung menggunakan wadah emas
dan perak tidak boleh, memilikinya pun tidak halal kecuali dengan tujuan
disewakan kepada orang yang boleh menggunakannya (orang kafir).

(74) Kitab Al-Asyribah, (27) Bab Asy-Syurb fi Aniyah Adz-Dzahab, hadits no. 5632; (77) Kitab Al-
Libas, (25) Bab Lubs Al-Harir li Ar-Rijal wa Qadr ma Yajuzu Minhu, hadits no. 583; HR. Muslim,
(37) Kitab Al-Libas wa Az-Zinah, (2) Bab Tahrim Isti’'mal Ina” Adz-Dzahab wa Al-Fidhdhah ‘ala
Ar-Rijalwa An-Nisa",4/2067 dan 5/2067; HR. Abu Dawud, (20) Kitab Al-Asyribah, (17) Bab Fi
Asy-Syurb fi Aniyah Adz-Dzahabwa Al-Fidhdhah, hadits no. 3723; HR. At-Tirmidzi, (27) Kitab
Al-Asyribah, (10) Bab Ma Ja"a fi Karahiyah Asy-Syurb fi Aniyah Adz-Dzahab wa Al-Fidhdhah,
hadits no. 1885; HR. An-Nasa'i, (48) Kitab Az-Zinah, (87) Bab Dzikr An-Nahy ‘an Labs Ad-Dibaj,
hadits no. 5316; HR. Ibnu Majah, (32) Kitab Al-Libas, (16) Bab Karahiyah Lubs Al-Harir, hadits
no. 3590, (30) Kitab Al-Asyribah, (17) Bab Asy-Syurb fi Aniyah Al-Fidhdhah, haditsno. 3414; HR.
Ahmad dalam Al-Musnad, hadits no. 23424, juz IX dari hadits Hudzaifah bin Al-Yaman;
HR. Ad-Darimi, Kitab Al-Asyribah, Bab Asy-Syurb fi Al-Aniyah, 2/121; Al-Baghawi dalam
Syarh As-Sunnah, hadits no. 3031; Abdurrazzaq dalam Al-Mushannaf, Kitab Al-Jami’, Bab
Al-Harir wa Ad-Dibaj dan Aniyah Adz-Dzahab wa Al-Fidhdhah, hadits no. 19928; HR. Ibnu
Hibban dalam Shahihnya, (41) Kitab Al-Asyribah, (1) Bab Adab Asy-Syurb, hadits no. 5339; Al-
Humaidi dalam Musnadnya, hadits no. 440; Ibnul Jarud dalam Al-Muntagqa, hadits no.865;
Al-Khathib Al-Baghdadi dalam At-Tarikh, 10/ 3.
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Diharamkan menggunakan sendok emas dan perak saat makan.
Diharamkan pula membuat alat celak mata, cermin, pena tinta, sisir,
pedupaan, botol minyak wangi, atau tempayan dari emas dan perak.

Membuat cangkir kopi, jarum jam, periuk tembakau, dan sebagainya
dari emas dan perak hukumnya haram. Yang diperbolehkan ada rinciannya
dalam keempat madzhab.

Menurut madzhab Hanafi, boleh memperindah rumah dengan wadah-
wadah dari emas dan perak tetapi tanpa digunakan (untuk makan atau
minum) dan bukan untuk kebanggaan, sebagaimana bolehnya duduk di
atas sutra dan berbantal sutra selama bukan untuk kebanggaan.

Jika makanan dan sejenisnya ditaruh di wadah emas atau perak, tidak
mengapa orang mengambil makanan tersebut, baik dengan tangannya
langsung maupun dengan sendok, dan memakannya. Yang hukumnya
makruh tahrim' ialah memegang wadah tersebut dengan tangannya sambil
memakan isinya. Gayung perak makruh digunakan untuk menuang air
ke kepala. Makan atau minum dengan wadah yang mengandung emas
atau perak boleh asalkan bagian yang ada emas atau peraknya diletakkan
di atas mulutnya. Halal menggunakan wadah, kursi, ranjang, dan
sejenisnya yang bertambalkan emas dan perak jika penggunaannya tidak
langsung menyentuh bagian yang ada emas atau peraknya. Diperbolehkan
menggunakan bingkai cermin dan sejenisnya yang terbuat dari emas atau
perak. Boleh tali kuda atau tempat duduknya diberi emas atau perak dengan
catatan si penunggang kuda tidak menduduki bagian yang ada emasnya
atau yang ada peraknya.

Halal mengenakan pakaian yang digambari dengan emas atau perak,
sebagaimana boleh menggunakan sesuatu yang dipoles emas atau perak
jika setelah cair atau meleleh tidak terlepas darinya sedikit pun emas atau
perak yang bernilai. Tidak dimakruhkan memasang emas atau perak pada
mata pisau atau gagang pedang asalkan saat memakainya tangan tidak
memegang bagian yang ada emas atau peraknya. Tidaklah mengapa hiasan
emas pada pedang dan gantungannya. Sabuk tidak haram diberi hiasan
perak. Berikut ini semuanya makruh tahrim: menghiasi pisau, gunting,
gunting kuku, tinta, dan cermin dengan emas hukumnya makruh tahrim.

14 Dimakruhkan karena bisa mengakibatkan perbuatan haram (Edt).
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Kalau dengan perak, ada dua pendapat. Boleh menggunakan jarum
jam, pintu dan sejenisnya dari emas dan perak. Pintu dari emas dan
perak, hukumnya makruh tahrim. Tidak mengapa memasang emas atau
perak pada alat perang dan memoles senjata dengan emas atau perak.
Menggunakan wadah yang dipoles emas atau perak boleh; sama seperti
menggunakan wadah dari batu akik, kristal, kaca, timah, ataupun mutiara
zabarjad.

Pria diperbolehkan memakai cincin perak asalkan modelnya seperti
yang biasa dipakai pria pada umumnya.

Jika bentuknya seperti cincin wanita, hukumnya makruh tahrim.
Dimakruhkan bagi pria mengenakan cincin dari selain perak, misalnya besi,
tembaga, ataupun timah, sedangkan cincin batu akik ada selisih pendapat.
Yang shahih, hukumnya boleh. Diperbolehkan menutup lobang cincin
dengan paku emas. Tidak sah cincin perak yang kadarnya melebihi satu
mitsqal. Pria dianjurkan bercincin perak jika ia sangat membutuhkannya,
seperti hakim untuk mencap (stempel) namanya, dan dipakai di jari manis
kiri, sekalipun boleh mengenakannya di tangan kanan. Boleh menguatkan
(mematri) gigi dengan perak tanpa ada selisih pendapat.

Sedangkan jika dengan emas, ada selisih pendapat. Juga diperkenankan
mengganti gigi yang copot dengan gigi palsu dari emas atau perak, dengan
selisih pendapat yang telah disebutkan.

Menurut madzhab Maliki, boleh menghiasi pedang pria dengan
emas dan perak, baik dijadikan gagangnya maupun sarungnya, sedangkan
pedang wanita tidak boleh dihiasi dengan emas dan perak karena bagi
wanita hanya diperbolehkan memakai emas dan perak sebagai perhiasan
dirinya, begitu pula alat-alat perang lainnya. Menghiasi mushaf dengan
emas atau perak dalam rangka mengagungkannya boleh asalkan bagian
luarnya; jika bagian dalam seperti tulisannya atau penanda juz-juznya
maka makruh. Buku-buku selain mushaf Al-Qur*an haram dihiasi emas
atau perak secara mutlak. Orang yang giginya tanggal, atau hidungnya
putus, boleh menggantinya dengan emas atau perak.

Pria diperbolehkan memakai cincin perak senilai dua dirham karena
Nabi # memakainya senilai itu, sehingga halal dalam rangka mengikuti
beliau, dan tidak boleh lebih. Jika nilainya lebih dari dua dirham maka
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diharamkan. Pria juga diharamkan memakai cincin campuran emas dan
perak, walaupun kadar emasnya hanya sedikit. Dianjurkan memasang
cincin pada jari manis kiri, dimakruhkan pada jari kanan. Perihal barang
tambang selain emas dan perak yang dipatri, ada dua pendapat: satu
membolehkan dan yang lain memakruhkan. Kedua pendapat ini sama
kuat. Sebaliknya, emas dan perak yang dipatri dengan yang lain, seperti
timah dan sebagainya, hukumnya ada dua: ada yang membolehkan dan
ada yang melarang. Pendapat yang kuat adalah yang melarang. Thwal
muthabbab, yakni wadah kayu atau sejenisnya yang patah lalu dipatri
dengan kawat emas atau perak (untuk menyambungnya), ada dua
pendapat: diperbolehkan dan dilarang. Kedua pendapat ini sama kuat.
Demikian pula halnya dzul halqah, wadah yang diberi gantungan melingkar.
Tentang wadah dari permata seperti mutiara atau intan, ada dua pendapat:
boleh dan haram. Kedua pendapat ini sama kuat. Mengenai lampu, pisau,
kendali kuda, dan sejenisnya yang dipoles emas atau perak, ada selisih
pendapat antar ulama, seperti yang telah disebutkan. Perihal gagang pisau
dan lain-lain dari emas atau perak, hanya ada satu pendapat dalam hal ini,
yaitu haram. Dimakruhkan membuat cincin dari besi, tembaga, timah bagi
pria dan wanita; boleh dengan batu akik dan sebagainya.

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi’i, dihalalkan bagi pria dan wanita
mengganti hidung, gigi dan jari yang tanggal dengan emas atau perak.
Diperbolehkan menghiasi mushaf Al-Qur'an dengan perak bagi pria dan
wanita, sedangkan dengan emas hanya boleh bagi wanita. Maksudnya,
mematri tipis dengan hanya beberapa karat.

Jika menyepuhnya dengan keduanya maka haram. Menyepuh berarti
memoles dengannya setelah dilelehkan. Boleh pula menulis mushaf Al-
Qur'an dengan emas atau perak, baik bagi pria maupun wanita, menurut
pendapat yang kuat. Boleh memakai wadah emas dan perak berlapiskan
tembaga dan sejenisnya dengan lapisan tebal yang jika terkena api,
tidak berubah. Khusus bagi pria, dihalalkan menghiasi alat perang atau
mengecatnya dengan perak. Diperbolehkan memperbaiki wadah dengan

rantai atau papan perak asalkan kadarnya kecil.

Kalau besar, hukumnya makruh. Itupun kalau mendesak diperlukan.
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Jika tidak mendesak maka haram. Yang disebut kadar besar ialah
yang sampai menutupi pinggiran wadah, sedangkan yang disebut kadar
kecil ialah kurang dari itu. Ada yang mengatakan, ukuran besar dan
kecilnya adalah menurut kebiasaan masyarakat setempat (‘urf). Bagi pria
diperbolehkan memiliki perhiasan emas dan perak untuk disewakan
kepada yang orang halal memakainya (misalnya orang kafir). Hukum ini
tidak ada perselisihan dalam madzhab Asy-Syafi'i.

Pria dihalalkan bercincin perak, bahkan dianjurkan, selama tidak
berlebihan menurut kebiasaan masyarakat setempat (‘urf).

Jika berlebih menurut kebiasaan masyarakat setempat (‘urf) maka
haram. Yang utama ialah dikenakan di jari manis kanan, dan dianjurkan
memasangnya matanya menghadap arah telapak tangan. Bagi pria, cincin
dari emas hukumnya haram mutlak, sedangkan cincin dari besi, tembaga,
dan timah hukumnya boleh menurut pendapat yang shahih.

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hambali, diperbolehkan membuat wadah
dari barang-barang tambang yang mahal sebagaimana diperbolehkan
menggunakannya sekalipun harganya mahal seperti mutiara, kristal,
zamrud. Yang tidak mahal pun boleh; seperti besi, timah, tembaga.
Yang haram adalah dari emas dan perak. Haram menggunakan wadah
bertambalkan emas dan perak bagi wanita dan pria.

Juga, haram membuat alat celak mata (sipat mata) dari emas dan perak.
diharamkan pula menggunakan wadah yang dipoles emas dan perak, juga
tempat makan dari keduanya. Haram pula memakai wadah yang bergambar
emas dan perak. Menggunakan emas untuk pakaian dan sejenisnya sekalipun
sedikit hukumnya haram. Yang diperbolehkan ialah batu cincin dari emas.

Demikianlah pendapat Hambali.

Binatang Buruan dan Sembelihan

Binatang buruan tergolong makanan baik dan halal yang diperbolehkan
Allah % untuk kita makan; yakni binatang yang dagingnya dimakan dengan
beberapa syarat yang akan dijelaskan. Binatang ini boleh diburu dan
dimakan selama tidak menimbulkan dampak negatif bagi manusia, seperti
berakibat tanaman manusia menjadi rusak atau tempat tinggal mereka
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terganggu; dan selama tidak diburu dengan tujuan main-main (iseng). Jika
sebaliknya, hukumnya haram.

Dalilnya:

Dalil Al-Qur’an, yaitu firman Allah Ta’ala:

wujwu\rs:)&\y@&muubw
L@\,Ka\rsmxcu U“K*C)‘:;‘”
B8 u@m‘;;\\,;sg(:;;z&s:;;\
Ooldlp

Mereka menanyakan kepadamu, “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?”

)

Katakanlah, “Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap)

oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu;

kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka,
makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas
binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah,

sesungguhnya Allah Mahacepat hisab-Nya.” (Al-Maa'idah: 4)

Juga firman-Nya: ...dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka
bolehlah berburu.... (Al-Maa'idah: 2)

Perintah berburu pada ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan
kehalalan.

Dalil sunnah sangat banyak; di antaranya riwayat Al-Bukhari dan Muslim
dari Abu Tsa'labah: Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, jika kita berada di wilayah
perburuan lalu aku berburu dengan panah, atau dengan anjingku yang tidak terlatih,
atau dengan anjingku yang terlatih, manakah yang boleh?” Rasulullah  menjawab,
“Yang kau panah dengan membaca basmalah makanlah; yang kau buru dengan anjing
terlatihmu yang kau lepas dengan dan membaca basmalah makanlah; yang kau buru
dengan anjingmu yang tidak terlatih makanlah jika sempat kau sembelih.”*®

15 HR. Al-Bukhari, (73) Kitab Ash-Shaid, (40) Bab Shaid Al-Qaus, hadits no. 5478, (10) Bab Ma
Ja'a fi At-Tashayyud, hadits no. 5488; HR. Muslim (34) Kitab As-Shaid wa Adz-Dzaba’ih, (1)
Bab Ash-Shaid bi Al-Kilab Al-Mu’allamah, 8/1930; HR. Abu Dawud, (11) Kitab Ash-Shaid, (23)
Bab Fi Ash-Shaid, hadits no. 2855; HR. At-Tirmidzi, (22) Kitab Ash-Shaid, (11) BabMa Ja'a fi
Al-Intifa’ bi Aniyah Al-Musyrikin, hadits no. 1566; HR. An-Nasai, (42) Kitab Ash-Shaid, (4) Bab
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Juga riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim &, ia
menuturkan: Aku bertanya kepada Rasulullah & tentang berburu dengan mi'radh,
yakni sejenis panah tak berbulu yang kedua ujungnya lancip sedangkan bagian
tengahnya tebal, lantas bagian tengah itu yang mengenainya, bukan bagian tajamnya.
Rasulullah & menjawab, “ Jika kena bagian tajamnya, makanlah; tetapi jika kena bagian
tengahnya, jangan makan; karena ia sama seperti binatang yang mati dipukul.”®

Muslim meriwayatkan dari Adi bin Hatim bahwa Rasulullah #
berpesan: Jika engkau memanah binatang buruan sambil membaca basmalah, lalu
ia kautemukan mati, makanlah; tetapi jika ia kautemukan mati di air, hindarilah.
Sebab, engkau tidak tahu apakah ia mati akibat jatuh di air ataukah oleh panahmu.”

Ttulah salah satu dalil dari As-Sunnah tentang hal ini. Itu mencakup
sebagian besar hukum berburu yang akan diuraikan.

Kaum Muslimin secara umum menyepakati kehalalan binatang
buruan, dengan syarat-syarat berikut ini:

Shaid Al-Kalb Alladzi Laisa bi Mu'allam, hadits no. 4277; HR. Ibnu Majah, (28) Kitab Ash-Shaid,
(3) Bab Ash-Shaid Al-Kalbi, hadits no. 3207; HR. Ahmad dalam Al-Musnad, hadits no. 17767,
juz VI dari hadits Abu Tsa'labah Al-Khasyani; HR. Al-Baihagi dalam Kitab Ash-Shaid wa
Adz-Dzaba’ih, Bab Ghair Al-Mu’allam idza Ashaba Shaidan, 9/244; HR. Ibnu Hibban dalam
Shahihnya, (45) Kitab Ash-Shaid, hadits no. 5879; Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah, hadits
no.2771; Ibnul Jarud dalam Al-Muntaga, hadits no. 917; Abdurrazzaq dalam Al-Mushannaf,
Kitab Al-Manasik, Bab Shaid Al-Jarihwa Hal Tura Al-Kilab As-Shaid ‘ala Al-Jaif, hadits no. 8503.

16 HR. Al-Bukhari, (4) Kitab Al-Wudhu", (33) Bab Al-Ma’ alladzi Yughsal bihi Sya’r Al-Insan,
hadits no. 175, (34) Kitab Al-Buyu’, (2) Bab Al-Halal wa Al-Haram wa bainahuma Musytabihat,
hadits no. 2054; HR. Muslim, (34) Kitab Ash-Shaid, (1) Bab Ash-Shaid bi Al-Kilab Al-
Mu/’allamah, 3/1929; HR. Abu Dawud (11) Kitab Ash-Shaid, (23) Bab Fi Ash-Shaid, hadits
no. 2854; HR. At-Tirmidzi, (16) Kitab As-Shaid, (7) Bab Ma Ja'a fi Shaid Al-Mi‘radh, hadits
no. 1476; An-Nasa'i, (42) Kitab Ash-Shaid, (7) Bab 1dza Wajada ma’a Kalbihi Kalban Ghairah,
hadits no. 4283 dan 4284; HR. Ibnu Majah (28), Kitab As-Shaid, (7) Bab Shaid Al-Mi'radh,
hadits no. 3214; HR. Ahmad dalam Al-Musnad, hadits no. 19388, juz VII dari hadits Adi
bin Hatim; HR. Al-Baihagi, Kitab Ash-Shaid wa Adz-Dzaba’ih, Bab Al-Mu’allam Ya "kul min
Ash-Shaid alladzi Qad Qutila, 9/236.

17 HR. Al-Bukhari, (72) Kitab Adz-Dzaba ih wa Ash-Shaid, (8) Bab Ash-Shaid idza Ghaba ‘Anhu
Yaumain, hadits no. 5484; HR. Muslim, (34) Kitab Ash-Shaid wa Adz-Dzaba’ih, (1) Bab Ash-
Shaid bi Al-Kilab Al-Mu'allamah, 6/1929 dan7/1929; HR. Abu Dawud, (11) Kitab Ash-Shaid,
(23) Bab Fi Ash-Shaid, hadits no. 2849 dan 2850; HR. At-Tirmidzi, (16) Kitab Ash-Shaid, (5)
Bab Ma Ja"a fi Man Yarmi Ash-Shaid fa Yajiduhu Mayyitan, hadits no. 1474; HR. An-Nasa'i,
(42) Kitab Ash-Shaid, (1) Bab Al-Amr bi At-Tasmiyah ‘inda Ash-Shaid, hadits no. 4274, (6) Bab
Idza Wajada Ma'a Kalbihi..., hadits no. 4279; HR. Ibnu Majah (28) Kitab Ash-Shaid, (6) Bab
Ash-Shaid Yaghibu Lailah, hadits no. 3213; HR. Ahmad dalam Al-Musnad, juz V11 datihadits
Adi bin Hatim, hadits no. 18287; HR. Ad-Daraquthni, Kitab Ash-Shaid wa Adz-Dzaba’ih,
4/294; HR. Al-Baihagqji, Kitab Ash-Shaid wa Adz-Dzaba’ih, Bab Ash-Shaid Yurma fa Yaqa'u
‘ala Jabal tsumma Yataraddaminhu. .., 9/ 248; Tbnul Jarud dalam Al-Muntaqa, hadits no. 920;
Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah, hadits no. 2768.
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1. Terkait dengan binatang yang boleh diburu:

Binatang yang halal diburu, ada yang halal dimakan dan ada yang

haram. Binatang yang haram dimakan boleh diburu untuk menolak

bahayanya, sebagaimana ini halal dibunuh. Ini juga halal diburu untuk

dimanfaatkan bulunya atau giginya.

Binatang yang halal dimakan, boleh diburu dengan sejumlah syarat:

a.

Liar, tidak jinak kepada manusia, baik siang maupun malam.
Misalnya keledai liar, sapi liar dan sejenisnya; halal diburu. Tetapi
jika ia berubah menjadi jinak untuk seterusnya (tidak lagi liar) maka
tidak halal diburu, melainkan harus disembelih.

Sedangkan binatang jinak (bukan binatang liar); misalnya sapi,
kerbau, onta dan sejenisnya, halal dimakan dengan cara tidak
diburu, melainkan dengan cara disembelih sesuai syariat. Tetapi jika
ia berubah menjadi liar, atau jika seekor kambing lari dan menjadi
liar sehingga sulit ditangkap maka ia boleh dipanah pada bagian
yang mana saja asalkan mengalirkan darah dan mematikannya,
sambil diniati menyembelih.

Juga, binatang yang jatuh di sumur dan sejenisnya, yang tidak
mungkin dapat disembelih, bagian tubuhnya yang mana saja boleh
dipanah. Ini disebut dzakat dharurah (penyembelihan darurat).
Bandel, sulit disembelih. Jika mudah disembelih seperti ayam atau
bebek jinak maka tidak halal diburu. Yang liar seperti burung yang
hidup di gunung, halal diburu karena susah disembelih.

Bukan milik orang; binatang milik orang haram diburu.

Bukan binatang bertaring ataupun bercakar; misalnya singa, burung
elang, dan sebagainya. Binatang macam ini tidak halal dimakan.
Ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Jika masih hidup maka
harus disembelih, dengan rincian yang terdapat dalam empat
madzhab.

Menurut madzhab Hambeali, jika binatang buruan ditemukan
masih memiliki unsur kehidupan sementara, yakni hanya bergerak-
gerak layaknya meregang nyawa, ia tidak perlu disembelih karena
pelepasan panah kepadanya tergolong menyembelih. Maka, ia halal
dengan syarat-syarat tersebut. Sama hukumnya jika ditemukan
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masih memiliki unsur kehidupan yang bertahan lebih dari hanya
sekadar gerakan meregang nyawa, tetapi waktunya terlalu sempit
untuk disembelih.

Apabila ditemukan memiliki unsur kehidupan dan masih sempat
disembelih, ia hanya halal dengan cara disembelih, layaknya
binatang lain yang bisa disembelih.

Kalau saat itu tidak ada alat untuk menyembelih, lalu ia terlanjur
mati, tidak halal karena ia sudah menjadi binatang yang haram
dimakan, kecuali jika disembelih.

Kalau saat itu anjing pemburu dilepas untuk memburunya, lalu
ditemukan mati, halal dimakan.

Demikianlah pendapat madzhab Hambeali.

Menurut madzhab Hanafi, jika ditemukan masih mempunyai
unsur kehidupan melebihi gerakan meregang nyawa, seperti
bertahan hidup satu atau setengah hari, hanya halal dimakan
setelah disembelih. Jika unsur kehidupannya sama seperti gerakan
meregang nyawa, misalnya akibat gigitan anjing pemburu mencabik
perutnya atau panah mengenai jantungnya, halal dimakan tanpa
harus disembelih, sekalipun sesudah itu ia tercebur di air karena
terceburnya ia tidak akan mempercepat kematiannya. Sama saja
antara dapat disembelih ataupun tidak. Beda halnya binatang
yang jatuh dari tempat tinggi, ia menjadi halal jika disembelih
selama masih bergerak seperti gerakan meregang nyawa karena
tidak disyaratkan harus jelas unsur kehidupannya, melainkan
cukup hanya ada kehidupan. Sebagian ulama berpendapat bahwa
buruan juga harus seperti itu, yakni harus disembelih sekalipun
unsur kehidupannya samar. Yang tidak tersisa hanyalah gerakan
meregang nyawa. Itu semua apabila ditemukan seperti itu lalu
langsung diambil. Jika dibiarkan saja padahal ada waktu untuk
disembelih maka haram dimakan.

Menurut madzhab Asy-Syafi’i, jika binatang buruan ditemukan
masih hidup tetapi hanya bergerak-gerak seperti gerakan meregang
nyawa, sementara urat leher besarnya putus, atau ususnya
keluar, halal dimakan tanpa harus disembelih. Matinya ia dengan
alat berburu merupakan penyembelihan terhadapnya, namun
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dianjurkan sekadar menjalankan pisau pada lehernya agar ia merasa
nyaman.

Jika didapatinya masih hidup melebihi gerakan meregang
nyawa maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika
tidak ada waktu untuk disembelih, bukan karena lalai ataupun
sengaja membiarkan, halal dimakan. Tetapi jika lalai, tidak segera
disembelih, tidak halal dimakan.

Contoh membiarkannya mati sebelum disembelih tanpa lalai
ialah mencari-cari alat penyembelih namun mati sebelum sempat
disembelih, padahal sudah diupayakan; atau binatang itu terlepas
sebelum sempat disembelih, lalu terlanjur mati sebelum sempat
disembelih.

Contoh membiarkan mati karena lalai atau tidak berupaya segera
menyembelihnya ialah tidak berusaha mencari alat penyembelih.
Maka, dalam kondisi seperti ini ia haram dimakan. Atau, ada alat
tetapi diasah terlebih dahulu sampai binatang itu terlanjur mati,
tidak halal dimakan karena perbuatan ini tergolong melalaikan.
Jika ditemukan terbalik lalu dibalik untuk disembelih, tetapi
terlanjur mati sebelum sempat disembelih maka halal dimakan.
Begitu pula jika binatang itu dihadapkan ke arah kiblat untuk
disembelih, lantas terlanjur mati.

Demikianlah menurut madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Maliki, jika binatang buruan ditemukan
masih hidup padahal alat berburu menembus bagian yang bisa
mematikannya, seperti levernya, atau ginjalnya, atau limpanya,
atau ususnya keluar, atau sedikit otaknya keluar dan sejenisnya
yang bisa menyebabkan kematian secara pasti, halal dimakan tanpa
harus disembelih.

Apabila ditemukan dalam keadaan alat berburu tidak menembus
bagian yang vital seperti itu, hanya halal dimakan setelah
disembelih.

Kalau lalai, misalnya sibuk membenabhi isi perutnya yang keluar
itu dan tidak segera menyembelihnya, lantas terlanjur mati, tidak
halal dimakan.
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Juga, tidak halal jika diserahkan kepada orang lain agar ditangani
lalu terlanjur mati sebelum disembelih. Haram pula apabila
anjing pemburu dilepas lalu si pemburu lambat mengikutinya,
lantas binatang tersebut ditemukan sudah tidak bernyawa karena
kemungkinan jika lebih cepat pasti sempat disembelih, kecuali jika
yakin bahwa sekalipun cepat tetap tidak sempat.
Sebagian ulama menambahkan syarat lain. Menurut madzhab
Hanafi, ada syarat lain: bukan termasuk binatang laut yang tidak
berbentuk ikan; misalnya duyung, pesut, kuda laut, dan sebagainya.
Semua ini haram dan tidak boleh diburu.
Sedangkan ular laut, sekalipun rupanya persis seperti ular darat,
halal diburu dan dimakan. Jadi, syarat binatang yang halal diburu
dan dimakan ada lima: (1) bukan jenis serangga atau hewan kecil
(termasuk ular); (2) bisa melawan atau melarikan diri dengan kaki
atau sayapnya; (3) memiliki taring atau cakar; (4) mati oleh binatang
yang dilatih untuk memburu atau panah; (5) jika masih hidup maka
harus disembelih.
2. Terkait dengan si pemburu:

Syarat-syarat pemburu adalah:

a. Muslim ataupun kafir kitabi (Ahli kitab).
Sedangkan sembelihan ataupun buruan orang majusi, orang
murtad, penyembah berhala, dan selain penganut agama samawi,
tidak halal dimakan.
Syarat-syarat buruan dan sembelihan kafir kitabi dirinci dalam
masing-masing madzhab yang empat.
Menurut madzhab Maliki, sembelihan kafir kitabi (Ahli kitab) halal
dimakan, sedangkan buruannya tidak halal jika mati terluka atau
terkena pada bagian yang mematikan.
Jika terkena pada bagian lain dan ditemukan dalam keadaan hidup
lalu disembelih oleh Kafir kitabi, hukumnya halal. Sebagian ulama
Maliki berpendapat bahwa buruan kafir kitabi sama halalnya dengan
sembelihannya, baik ditemukan dalam keadaan masih hidup
maupun sudah mati. Sembelihan kafir kitabi halal dengan tiga syarat:

Pertama, ia tidak menyebut selain nama Allah. Jika menyebut selain
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nama Allah saat menyembelih, misalnya menyebut nama berhala,
Yesus, dan sebagainya, dengan menjadikannya sebagai penghalalan,
layaknya nama Allah, atau mengharapkan berkahnya, hukumnya
tidak halal, baik untuk dikorbankan kepada tuhan-tuhan selain
Allah maupun hanya untuk dimakan.

Jika menyebut nama Allah tetapi ditujukan untuk berhalanya,
seperti yang dilakukan banyak kaum musimin yang menyembelih
untuk para wali, hukumnya makruh.

Jika menyembelihnya tanpa menyebut suatu nama pun maka halal
karena penyebutan nama Tuhan bukanlah syarat ihwal sembelihan
Ahli kitab. Sebagian ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa
sembelihan kafir kitabi yang haram dimakan ialah yang disembelih
untuk tuhan-tuhan mereka. Ini bukanlah makanan mereka yang
diperbolehkan untuk kita dalam ayat: “Dan makanan orang-orang
yang diberi Al-Kitab itu halal bagi kamu.” (Al-Maa’idah: 5) karena
mereka tidak memakannya, melainkan mempersembahkannya
untuk tuhan mereka.

Jika mereka menyembelihnya untuk dimakan maka halal bagi kita.
Jika mereka menyebut nama selain Allah maka makruh.

Kedua, ia menyembelih hewan miliknya sendiri. Jika ia menyembelih
hewan milik seorang Muslim maka hukumnya makruh menurut
pendapat yang kuat.

Ketiga, ia tidak menyembelih yang jelas-jelas diharamkan bagi
mereka menurut keterangan agama kita (Islam). Maka, tidak halal
makan binatang berkuku dan berjari rapat sembelihan orang
Yahudi; misalnya onta, bebek, jerapah, dan sebagainya karena itu
haram bagi mereka, sesuai keterangan Al-Quran.

Sedangkan yang tidak dinyatakan keharamannya oleh agama
kita bagi mereka; misalnya burung dara, ayam, dan sebagainya,
hukumnya halal bagi kita.

Jika mereka memberi tahu bahwa suatu binatang diharamkan bagi
mereka tetapi syariat kita tidak memberitahukan keharamannya,
hukumnya halal sekaligus makruh.

Jika ada kafir kitabi yang menganggap halal bangkai lalu
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ia menyembelih suatu binatang, hukumnya halal jika ia
menyembelihnya di hadapan seorang Muslim yang mengetahui
hukum-hukum penyembelihan.

Kalau ia menyembelihnya sendirian (tidak disaksikan seorang
Muslim yang tahu hukum penyembelihan) maka tidak halal. Khusus
dalam prosesi kurban, sembelihan kafir kitabi yang memenuhi syarat
tetap tidak halal karena pada kurban disyaratkan si penyembelih
harus Muslim yang sah berkurban.

Jika si penyembelih tidak dikenal, kemudian diketahui bahwa ia
nonmuslim, kurbannya tidak sah karena syarat si penyembelih
harus Muslim.

Sementara yang menguliti atau memotong-motong dagingnya tidak
harus Muslim. Hal lain yang patut disebutkan di sini adalah orang
yang sembelihannya tidak halal ada enam golongan: (1) anak kecil
yang belum tamyiz (belum bisa membedakan mana yang baik dan
mana yang buruk; usia 7-10 tahun); (2) orang gila saat kambuh
gilanya; (3) orang mabuk yang tidak bisa membedakan baik buruk;
(4) orang majusi; (5) orang murtad; dan (5) orang zindig.

Yang sembelihannya makruh juga ada enam golongan: (1) anak
kecil yang sudah tamyiz; (2) khuntsa (orang berkelamin ganda); (3)
wanita; (4) orang yang dikebiri; (5) orang yang tidak dikhitan; dan
(6) orang fasik.

Ada enam golongan yang diperselisihkan; ada yang memakruhkan,
ada pula yang tidak memakruhkan: (1) orang yang tidak salat;
(2) orang mabuk yang terkadang bisa membedakan baik buruk;
(3) pelaku bid’ah yang diperselisihkan kekufurannya; (4) orang
Arab beragama Nasrani; (5) orang Nasrani yang menyembelih
bagi seorang Muslim atas seizinnya; dan (6) orang non Arab yang
memeluk Islam sebelum baligh.

Pendapat yang masyhur berkenaan dengan sembelihan anak kecil
yang sudah tamyiz dan wanita adalah tidak makruh. Secara tersurat,
orang yang sembelihannya makruh, makruh pula buruannyé.
Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hanafi, sembelihan kafir kitabi (Yahudi atau
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Nasrani) halal dengan syarat ia tidak menyebut nama selain Allah;
misalnya Yesus, salib, babi, dan sebagainya.

Jika seorang Muslim menyaksikan penyembelihan itu dan ia
mendengar Yesus saja yang disebut atau disertai menyebut nama
Allah, hukumnya haram.

Jika ia tidak mendengar bacaan apa pun maka halal atas dasar baik
sangka bahwa ia menyebut nama Allah secara lirih.

Jika si Muslim tidak menyaksikan ataupun mendengar bacaan
apa pun, pendapat yang kuat menyatakan hukumnya halal, baik
si kafir kitabi meyakini Allah sebagai salah satu oknum trinitas
maupun meyakini bahwa Uzair (Ezra) sebagai putra Allah. Namun,
yang lebih baik tidak dimakan, kecuali jika terpaksa. Sama saja
baik Nasrani Arab, Bani Taghlib, Francs (bangsa Barat), Armenia
maupun Shabi'i jika mengakui Isa (Yesus).

Juga, tidak ada perbedaan baik Yahudi Samiri maupun lainnya.
Dimakruhkan memakan sembelihan mereka yang dipersembahkan
untuk gereja/sinagog mereka.

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, sembelihan Ahli kitab halal, baik
ia menyebut nama Allah maupun tidak, dengan syarat ia tidak
menyebut nama selain Allah; misalnya salib, Yesus, Ezra, dan
sebagainya. Diharamkan pula memakan sembelihannya yang
dipersembahkan untuk gereja/sinagog mereka.

Menurut madzhab Hambali, sembelihan Ahli kitab halal dengan
syarat menyebut nama Allah layaknya seorang Muslim.

Jika ia sengaja tidak menyebutnya atau menyebut nama selain Allah;
misalnya Yesus, sembelihannya tidak boleh dimakan.

Jika tidak diketahui apakah ia menyebut nama Allah ataukah tidak
maka diperbolehkan. Sembelihan untuk hari raya Ahli kitab atau
untuk gereja/sinagog, kalau yang menyembelih seorang Muslim,
hukumnya makruh, sama halnya jika yang menyembelih Ahli kitab
dengan menyebut nama Allah.

Jika ia menyebut nama lain atau sengaja tidak menyebut apa-apa
maka tidak halal.

Demikian pendapat madzhab Hambali.
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b. Sudah tamyiz (bisa membedakan mana yang baik dan mana yang
buruk) dan berakal. Maka, tidak halal buruan dan sembelihan anak
kecil yang belum tamyiz. Juga, tidak halal buruan dan sembelihan
orang gila dan orang mabuk.

Menurut madzhab Hanafi dan Asy-Syafi’i, buruan anak kecil
yang belum tamyiz, orang tidak waras, dan orang yang mabuk
halal asalkan berniat, sebagaimana sembelihannya, selama mereka
mengetahui tata cara penyembelihan. Namun, madzhab Hanafi
mempersyaratkan mereka tahu bacaan basmalah sekalipun mereka
tidak mengetahui bahwa basmalah adalah syarat kehalalannya,
sehingga tidak menyebutnya. Sembelihan orang tunanetra makruh,
tetapi kemakruhan ini tidak berlaku bagi buruannya.

Sedangkan madzhab Asy-Syafi'i tidak mempersyaratkan bacaan
basmalah karena ia bukanlah syarat penyembelihan; namun
sembelihan mereka makruh.

c. Menyebut nama Allah saat melepaskan anjing pemburu atau alat
berburunya.

Jika ia sengaja tidak membaca basmalah atau tidak tahu maka tidak
halal, sebagaimana sembelihannya.

Jika ia tidak membaca basmalah karena lupa maka buruannya boleh
dimakan, sama seperti sembelihannya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, bacaan basmalah bukanlah syarat
dalam melepaskan anjing pemburu atau panah ataupun dalam
menyembelih binatang, melainkan hanya sunnah mu akkadah.

Jika sengaja tidak dilakukan ataupun lantaran lupa, binatang buruan
atau sembelihannya tetap halal tanpa ada perselisihan. Dalam
membaca basmalah ada syarat-syarat yang dirinci dalam keempat
madzhab.

Menurut madzhab Hanafi, membaca basmalah memiliki beberapa
syarat, sebagian berkenaan dengan berburu dan sebagian lagi
menyangkut penyembelihan; untuk berburu ada tiga syarat:
Pertama, harus dari si pemburu. Jika dari orang lain maka tidak
halal.

Kedua, dibaca sambil melepaskan anjing pemburu atau panah dan
sebagainya. Jika sengaja tidak membaca basmalah saat melepasnya
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maka tidak halal. Manakala membaca basmalah saat melepaskan
panah atau alat lain, binatang yang kena halal dimakan sekalipun
bukan binatang yang dibidik. Sebab, bacaan basmalah dalam
berburu ditujukan pada alatnya, bukan binatangnya sehingga
binatang selain yang dituju jika terkena olehnya, halal dimakan.
Jika seseorang melepas anjingnya untuk memburu seekor kijang-
misalnya-sambil membaca basmalah, ternyata yang kena kelinci,
halal dimakan. Berbeda halnya dengan penyembelihan, bacaan
basmalah dalam penyembelihan ditujukan pada binatang yang
disembelih. Maka, jika kita menyembelih kambing sambil membaca
basmalah lantas dilepas dan digantikan kambing yang lain, ia tidak
halal karena bukan kambing yang dimaksud.

Jika ia membaca basmalah lalu mengganti pisaunya dengan pisau
yang lain maka sembelihannya halal sekalipun tidak membaca
basmalah pada pisau kedua. Sebab, bacaan basmalah ditujukan
pada binatangnya, bukan alatnya.

Sedangkan kalau ia membaca basmalah pada sebatang panah lalu ia
ganti dengan panah lain tanpa membaca basmalah maka buruannya
haram.

Ketiga, membacanya sendiri. Jika orang lain yang membacanya
maka buruannya tidak halal. Membaca basmalah dalam
menyembelih disyaratkan harus dari diri si penyembelih. Cukup
pula dengan hanya tasbih dan tahlil. Juga, harus zikir murni,
yakni menyebut salah satu nama Allah, baik digandeng dengan
sifat-Nya-seperti Allahu Akbar-maupun tidak digandeng dengan
sifat-Nya-seperti kata Ar-Rahman- dan dianjurkan berucap bismillahi
Allahu akbar. Bacaan ini mesti diucapkan si penyembelih sendiri saat
menyembelih, langsung sebelum pindah tempat.

Jika pindah untuk makan atau minum, kalau jedanya lama,
sembelihannya tidak halal tanpa diulang. Ukuran jeda yang
lama adalah menurut orang yang mengamati. Bacaannya tidak
dimaksudkan untuk hal lain; misalnya untuk mengharap berkah
di awal pekerjaan.

Jika demikian maka sembelihannya tidak halal. Ini diulas dalam
Kitab Adz-Dzakat.
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Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Asy-Syafi’i, membaca basmalah bukanlah syarat
penyembelihan, melainkan hanya sunnah. Dalam menyebut Nama
Allah tidak boleh menyebut selain-Nya; misalnya bismillahi wasmi
Muhammad (dengan Nama Allah dan nama Muhammad).

Kalau maksudnya menyekutukan Allah dengan selain-Nya maka
ia kafir dan sembelihannya haram.

Jika tidak bermaksud menyekutukan Allah tetapi untuk mencari
berkah maka makruh.

Jika tidak bermaksud apa pun melainkan sekadar terucap begitu
saja maka haram karena bisa mengandung dugaan menyekutukan
Allah. Ini dikupas dalam Bab Adz-Dzakat.

Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Maliki, membaca bacaan disyaratkan saat
melepaskan alat berburu dan ketika menyembelih binatang. Syarat
ini berlaku bagi Muslim.

Sedangkan bagi Ahli kitab tidak berlaku. Yang dimaksud dengan
bacaan ialah zikir menyebut Nama Allah, tidak khusus hanya
basmalah.

Menurut madzhab Hambali, disyaratkan dalam melepas panah
atau anjing pemburu untuk membaca basmalah, juga sewaktu
menggerakkan tangan dalam penyembelihan binatang. Bacaan
ini tidak bisa digantikan dengan yang lain. Penyembelihan harus
dengan bacaan khusus tersebut. Yang afdhal adalah bacaan:
bismillahi wallahu akbar. Tidak mengapa bacaan basmalah lebih
dahulu atau belakangan asalkan jedanya sebentar.

Jika melepas anjing pemburu tanpa membaca basmalah atau
terlambat dalam jeda yang lama, lalu ia membacanya, kemudian
ia susul dengan seruan perintah kepada anjing pemburunya,
buruannya halal.

Kalau sengaja tidak membacanya maka buruan dan sembelihannya
haram. .

Jika tidak membacanya karena lupa atau tidak tahu maka
sembelihannya halal, tetapi buruannya tidak halal. Sebab,
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penyembelihan sering dilakukan sehingga banyak lupa, berbeda
halnya dengan berburu.

Apabila membaca basmalah untuk seekor binatang buruan namun
yang kena adalah binatang lain maka halal.

Kalau tidak menggunakan panah yang telah dibacakan padanya
basmalah, lantas memakai panah lain yang belum dibacakan
basmalah maka buruannya tidak halal. Sebab, bacaan pada
penyembelihan ditujukan pada binatangnya sedangkan pada
perburuan ditujukan pada alatnya.

Demikian pendapat madzhab Hambeali.

. Melepas anjing pemburu dan sejenisnya untuk memburu binatang
buruan dengan tata cara yang dirinci dalam keempat madzhab.
Madzhab Maliki punya dua pendapat ihwal cara melepas anjing
pemburu:

Pertama, si anjing harus dipegang erat atau menempel padanya;
seperti ditahan di bawah tumitnya atau pada ikatannya. Jika tidak
maka buruannya tidak halal.

Kedua, hal itu tidak dipersyaratkan, sehingga seandainya si anjing
dipegangi pembantunya lalu ia menyuruhnya untuk melepasnya,
buruannya halal. Sebab, tangan pembantunya dianggap tangannya
sendiri. Dalam hal ini cukup baginya berniat melepaskannya sambil
membaca basmalah. Tidak disyaratkan pembantunya harus seorang
Muslim. Jadi, secara hukum, ia yang melepas, bukan si pembantu.
Tentang niat akan ada pembahasan khusus.

Menurut madzhab Hanafi, disyaratkan harus ada tindakan
pelepasan oleh si pemburu.

Jika seekor anjing pemburu atau binatang pemburu lain terlepas
tanpa disuruh atau tanpa disengaja, buruannya tidak halal. Tetapi
ketika anjing pemburu yang terlepas darinya karena hendak
mengejar buruan lantas dengan suaranya ia menyuruhnya agar
memburuy, kemudian si anjing mengejar buruan lebih cepat karena
perintahnya itu, hukumnya halal.

Jika ia membiarkannya tanpa memerintahkan maka buruannya
tidak halal.
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Kalau anjing pemburu terlepas dan mengejar sendiri buruannya,
lantas seorang Muslim (bukan si pemburu) menyuruhnya agar
mengejarnya lebih cepat, hukumnya halal secara istihsan. Namun,
apabila yang menyuruhnya seorang majusi maka haram.
Demikianlah pendapat madzhab Hambeali.

Madzhab Hambali mensyaratkan adanya tindakan pelepasan anjing
pemburu oleh si pemburu. Jika anjing itu terlepas dan mengejar
sendiri binatang buruan maka binatang buruan tersebut haram.
Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jika anjing pemburu terlepas dengan
sendirinya, bukan dilepaskan oleh pemiliknya, buruannya tidak
halal.

Jika terlepas dengan sendirinya lalu disuruh berhenti oleh
pemiliknya dan ia berhenti, dan setelah berhenti disuruh
meneruskan perburuannya lalu ia melanjutkannya, hukumnya
halal, tanpa ada selisih pendapat. Tetapi ketika ia disuruh berhenti,
ia tidak mau berhenti, hukumnya tidak halal, baik saat diminta
berhenti ia bertambah cepat larinya maupun tidak. Begitu juga
ketika disuruh lebih cepat, ia malah santai, tidak memperdulikan
perintah tersebut, hukumnya haram secara pasti.

Kalau disuruh agar lari lebih cepat, dan ia bertambah cepat, ada
dua pendapat: yang shahih adalah tidak halal.

Jika disuruh berhenti maka ia tidak patuh, lantas pemiliknya
menyuruhnya berlari lebih cepat, hukumnya tidak halal.
Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

e. Orang yang berburu atau yang menyembelih meniatkan kehalalan
binatang. Jika tidak meniatkannya, seperti memukulnya dengan
suatu alat pada lehernya lantas binatang itu mati, ia tidak halal
karena tidak berniat menjadikannya halal. Ini dirinci dalam keempat
madzhab.

Menurut madzhab Maliki, jika si pemburu atau si penyembelih
seorang Muslim maka disyaratkan harus berniat menjadikan halal
binatang yang ia buru atau ia sembelih, baik secara hakekat maupun
hukum. Yang dimaksud “niat secara hukum” ialah dia menyengaja
melakukan penyembelihan sesuai syariat sekalipun tidak meniatkan
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kehalalan dimakan karena perbuatannya menyembelih sesuai
syariat itu tercakup hukum meniatkan kehalalan dimakan.
Andaikan penyembelihan sesuai syariat tidak menjadi penyebab
kehalalannya, tentulah penyembelihan secara syar’i tidak ada
gunanya. Hal ini juga cukup dalam memantapkan niat penghalalan
walaupun ia ragu ihwal boleh tidaknya buruan tersebut; dengannya
ia menjadi halal.

Jika ia seorang Ahli kitab maka cukup baginya menyengaja (niat)
untuk menyembelih sekalipun hatinya tidak berniat menjadikannya
halal.

Sedangkan Ahli Kitab yang meyakini bangkai halal, sembelihannya
hanya boleh dimakan jika disaksikan seorang Muslim yang
mengetahui hukum-hukum penyembelihan. Sebab, niat untuk
menjadikan sembelihan halal tidak disyaratkan bagi ahli kitab.
Seorang mukallaf diharamkan berburu tanpa niat menjadikan
buruannya halal dimakan; misalnya, tanpa niat sama sekali atau
sekadar main-main dan iseng.

Jika niat berburunya karena tujuan syar’i; misalnya dalam rangka
mengajar berburu dengan anjing pemburu atau menyewakan
jasa untuk menambah penghasilan, sekalipun untuk memenuhi
kebutuhan sekunder, seperti buah-buahan, boleh hukumnya.
Sedangkan memburu binatang sebagai hiburan atau profesi utama,
ada dua pendapat: dibolehkan dan dilarang.

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hanafi, membaca basmalah merupakan syarat
berdasarkan teks dalil. Maka, ia harus disertai niat. Oleh karena itu,
sembelihan orang yang benar-benar tidak waras, yang tidak bisa
berniat, tidaklah halal. Orang berakal kurang yang tidak bisa berniat
tetapi mengerti bacaan basmalah dan sejenisnya serta paham aturan
penyembelihan sesuai syariat, sembelihannya halal sekalipun tidak
membaca basmalah karena tidak tahu bahwa berucap basmalah
adalah syarat. Sebab, orang yang bodoh sama seperti orang yang
lupa. Anak kecil dan orang mabuk sama hukumnya dengan orang
berakal kurang.
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Jika ia membaca basmalah tanpa disertai niat maka sembelihannya
halal karena dengan tindakan lahiriahnya itu ia dianggap
menyengaja membaca basmalah untuk menyembelih.

Jika membaca alhamdulillah, subhanallah atau la Ilaha illallah maka
harus disertai niat menyebut nama Allah karena semua bacaan ini
panggilan dari basmalah; sementara panggilan harus dengan niat.
Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, si pemburu atau si penyembelih
disyaratkan harus berniat mengarahkan perbuatan kepada sasaran
yang diinginkannya sekalipun perkiraannya salah; atau berniat
mengarahkan perbuatan kepada salah satu dari suatu kelompok.
Contoh untuk yang pertama: melepaskan panah ke sesuatu yang
disangka benda mati, ternyata binatang, maka binatang yang mati
itu boleh dimakan karena ia menyengaja kepada sesuatu yang
tertentu, sekalipun salah mengira.

Contoh untuk yang kedua: melepaskan panah ke sekawanan kijang,
lantas mengenai salah satunya hingga mati. Maka, halal dimakan
karena ia menyengaja ke suatu kawanan.

Jika ia berniat memanah salah seekor binatang tertentu lantas
mengenai yang lain, sementara ia tidak menyengaja kepada kawanan
binatang, selain binatang sendiri, ia tidak halal. Sama halnya
dengan sebilah pisau yang jatuh menimpa seekor binatang hingga
tersembelih, tidak halal. Tidak disyaratkan berniat menyembelih.
Yang disyaratkan ialah berniat melakukan perbuatan seperti yang
telah disebutkan. Oleh karena itu, jika seseorang diserang binatang
lalu ia menebasnya dengan pedang sampai mati maka halal,
sekalipun tidak berniat menyembelihnya. Sebab, patokannya ialah
berniat melakukan perbuatannya; dan itu telah terjadi.
Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hambali, wajib berniat menyembelih. Maka,
jika sebilah pedang jatuh menimpa bagian leher binatang yang
akan disembelih hingga mati, ia tidak boleh dimakan karena diniati.
Keinginan memakannya tidak cukup menjadi syarat bagi keinginan
menyembelihnya.
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3. Terkait dengan alat berbury; dengan anjing pemburu, panah, dan lain-

lain.

Alat berburu ada dua jenis: benda mati dan binatang. Benda mati

contohnya panah yang dilepaskan si pemburu. Binatang contohnya

anjing pemburu dan binatang buas lain semisal harimau yang diajari

berburu, atau burung yang buas seperti burung rajawali.

Syarat benda mati sebagai alat berburu:

a.

Melukai binatang buruan dengan bagian yang tajam dari benda itu.
Jika pisau, pedang, atau panah, digunakan, lalu mengenai binatang
buruan hingga mati, hukumnya halal. Jika yang mengenai binatang
bukan ujung panah/ujung tombak/mata pedang/mata pisau,
melainkan badannya, lantas binatang itu ditemukan mati, kemudian
disembelih, hukumnya tidak halal. Sama hukumnya jika binatang
itu terperangkap atau tercekik oleh jaring lalu mati sebelum sempat
disembelih. Juga, haram jika mati ditembak peluru.

Jika binatang itu besar dan mampu menahan luka tembakan, lalu
disembelih dalam keadaan masih hidup, hukumnya halal. Jadi,
berburu dengan senjata api diperbolehkan jika pelakunya ahli dan
binatang yang kena tidak langsung mati.

Menurut madzhab Maliki, tidak ada keterangan dari para ulama
terdahulu tentang berburu dengan senjata api, namun para ulama
belakangan (muta akhkhirin) yang tepercaya mengemukakan
halalnya memakan binatang hasil buruan dengan senjata api karena
dapat menumpahkan darah dan lebih cepat mematikan daripada
alat lain. Lagi pula, yang menjadi tujuan dari penyembelihan
secara syariat adalah mempercepat kematian binatang agar tidak
lama tersiksa proses kematian. Maka, semakin cepat suatu alat
membunuh semakin baik. Melukai tidak disyaratkan harus sobek
tetapi bisa pula lobang (seperti berkas peluru).

Menurut madzhab Hanafi, yang pokok ialah adanya keraguan,
apakah binatang buruan mati karena luka ataukah karena terpukul
alat berburu.

Jika dipastikan bahwa ia mati terpukul alat berburu atau diragukan,
hukumnya tidak halal apabila tidak ditemukan masih hidup lalu
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disembelih. Binatang yang ditembak senjata api, sekalipun peluru
dapat mengalirkan darah dan melubangi jasad, tetapi diragukan
apakah kematiannya benar-benar karena tertusuk peluru ataukah
karena terpukul oleh peluru.

Jika hal itu diragukan maka haram.

Jika diyakini ia mati karena luka, bukan karena terpukul alat
berburu, hukumnya halal. Timah sama seperti peluru.

Jika seekor binatang berukuran besar dibidik senjata api dan
diperkirakan tidak mungkin mati terpukul oleh pelurunya maka
halal. Sebab, ia dipastikan mati karena luka, tanpa diragukan.
Tetapi, jika yang dibidik adalah binatang kecil, seperti burung
gereja, yang bisa mati terpukul dorongan peluru, tidak halal kecuali
jika bisa dipastikan mati karena luka, bukan terpukul beratnya
beban timah/ peluru.

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

b. Alat berburu melukai binatang yang diburu dan mengalirkan
darah pada bagian badan mana saja, termasuk telinganya.
Madzhab Hanafi berselisih pendapat ihwal mengalirkan darah
binatang buruan. Sebagian ulama mempersyaratkannya secara
mutlak, sekalipun lukanyasedikit. Sebagian ulama lainnya tidak
mempersyaratkannya, melainkan cukup terluka saja. Ada yang
merinci jika lukanya besar (parah) maka darahnya tidak harus
mengalir, sedangkan jika lukanya kecil atau sedikit maka harus
disertai mengalirnya darah.

c. Harus dipastikan binatang buruan benar-benar mati karena panah
atau alat berburu lainnya, bukan karena penyebab lain.

Jika binatang buruan dipanah tetapi masih hidup, lalu jatuh ke
sungai kemudian mati, tidak halal karena ada kemungkinan ia mati
lantaran masuk ke air. Dalam kasus ini ia mati karena dua sebab:
terkena panah yang menjadikannya halal dan tenggelam di air
yang menjadikannya tidak halal. Maka, ia dihukumi haram sebagai
kehati-hatian. Sama halnya jika ia diburu dengan panah tetapi masih
hidup lalu jatuh ke gunung atau bukit kemudian mati, sementara
jatuh dengan cara seperti itu biasanya memang mematikan; maka
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ia haram. Tetapi, jika panah menembus salah satu bagian tubuhnya
yang vital dan menyobeknya, sehingga bisa dipastikan mati, dan
tidak tampak tanda-tanda kehidupan padanya selain gerakan
meregang nyawa, lalu ia masuk ke air atau jatuh ke gunung atau
bukit, halal dimakan. Ada yang dikecualikan dari ketentuan ini;
yaitu burung dipanah atau diburu saat terbang lalu jatuh ke tanah.
Maka, ia halal tanpa harus diselidiki apakah ia mati karena panah
atau karena jatuh. Sebab, apabila tidak dihukumi halal maka tidak
akan ada binatang buruan (terbang) yang halal.

Menurut madzhab Maliki, mengalirnya darah adalah syarat
kehalalan binatang buruan, sekalipun kulitnya tidak terkelupas,
kecuali apabila binatang tersebut sakit maka mengalirkan darah
tidak menjadi syarat. Yang menjadi syarat bagi binatang yang sakit
adalah terkelupas atau kulitnya sobek.

Jika tidak maka tidak halal. Juga halal burung atau binatang
yang ditembak atau dipanah saat terbang atau ketika berada di
permukaan air, lalu jatuh ke air, asalkan tidak tenggelam, sementara
bidikan atau tembakan tidak langsung mematikannya.

Menurut madzhab Hambali, jika binatang buruan dibidik lalu
jatuh dan tenggelam ke air dengan kadar tenggelam yang biasanya
mematikan, sampai ia mati, tidak halal bagaimanapun keadaannya,
sekalipun bidikan tersebut menyobek anggota tubuhnya yang vital.
Jika setelah ia jatuh dan tenggelam ke air, lalu terbang di permukaan
air, hukumnya halal. Sama halalnya jika badannya jatuh ke air tetapi
kepalanya di luar air.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jika tangan atau anggota badan
lainnya putus dengan kadar yang tidak mematikan, tetapi dengan
lemparan ini binatang tersebut mati, ia beserta anggota badannya yang
putus tersebut halal asalkan lukanya menyegerakan kematiannya,
dan saat ditemukan ia sudah mati, tidak terkena luka lain.

Jika dengan lemparan tersebut ia tidak langsung mati, melainkan
matinya karena luka lain maka yang halal dimakan ialah anggota
badannya yang tidak terputus. Juga, halal ketika ditemukan masih
hidup dan sempat disembelih.
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Jika seseorang memburu binatang lalu ditemukan badannya
terbelah dua maka ia halal keseluruhannya.

Kalau putus kepalanya setelah dipanah, atau putus salah satu
anggota badannya yang vital, semua anggota badannya halal.
Apabila salah satu anggota badan binatang buruan tersebut putus
yang masih memungkinkannya hidup, seperti tangannya atau
kakinya, baru kemudian mati, atau ditemukan masih hidup lalu
disembelih, binatang tersebut halal sedangkan anggota badannya
yang terputus itu haram karena dianggap terpisah dari binatang
hidup. Hukumnya sama seperti bangkai.

Kalau bagian yang putus tersebut masih menempel di badannya dan
masih bisa dikembalikan ke posisi semula maka halal. Namun, jika
bagian yang putus tersebut hanya sedikit menempel pada badannya,
seperti hanya pada kulitnya, dan tidak mungkin dikembalikan ke
posisi semula, tidak halal.

Menurut madzhab Hambali, jika anggota badan binatang buruan
masih menggantung pada kulitnya maka halal dimakan. Hukumnya
sama seperti anggota badannya yang lain.

Syarat-syarat binatang pemburu diuraikan secara detil dalam keempat
madzhab fikih.

Menurut madzhab Hambali, jawarih (binatang-binatang yang dilatih
berburu) ada dua jenis, yaitu yang memburu dengan taringnya; seperti
anjing, harimau dan sebagainya; serta yang memburu dengan cakarnya;
seperti burung rajawali, elang, dan sebagainya. Demi kehalalan binatang
yang diburu kedua jenis ini, dipersyaratkan keduanya harus dilatih,
sebagaimana firman Allah: Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang
dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan
(buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan
melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan
Allah kepadamu. Maka, makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan
sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya)....” (Al-
Maa“idah: 4) ‘

Anjing diajari 3 hal:

Pertama, mematuhi pemiliknya saat dilepas.
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Kedua, melaksanakan perintah untuk menerkam, baik buruannya
terlihat maupun tidak.

Ketiga, tidak memakan hasil buruannya.

Ketiga syarat tersebut khusus untuk anjing saja, sedangkan macan dan
sejenisnya, syaratnya cukup hanya tidak memakan buruan saja karena ia
tidak mungkin melaksanakan perintah. Kategori memakan buruannya
tidak mesti berulang kali, cukup hanya satu kali telan.

Ketika ia memakan binatang buruannya, ia haram kita makan.

Jika ia memburu yang lain dan tidak memakannya maka halal.

Jika anjing meminum darah binatang buruan tanpa memakannya,
tidaklah haram.

Jenis kedua (burung rajawali, elang dan sejenisnya) diajari 2 hal: patuh
saat dilepas dan kembali saat dipanggil. Tidak disyaratkan ia harus tidak
memakan binatang buruannya. Maka, sekalipun hasil buruannya ada yang ia
makan tetap halal. Yang disyaratkan baginya ialah melukai binatang buruan.
Dengan demikian, ketika ia membunuh binatang buruannya dengan cara
melemparnya atau mencekiknya, tidaklah halal. Mereka berpendapat bahwa
binatang buruan anjing hitam mulus haram dimakan, sebagaimana haram
memiliki anjing hitam mulus, berdasarkan hadits shahih yang pahami secara
tekstual; sedangkan buruan babi haram dimakan.

Menurut madzhab Asy-Syafi’i, binatang pemburu dapat dipastikan
benar-benar terlatih jika memenuhi 4 syarat:

Pertama, mematuhi perintah saat dilepas. Jika diperintah menerkam
tetapi tidak patuh, berarti belum terlatih. Juga, belum terlatih jika tidak
patuh ketika diperintahkan berhenti menggigit hasil buruan yang meronta-
ronta.

Kedua, dengan dilepas, ia bergerak menuju buruan.

Ketiga, ia menahan buruannya untuk diserahkan kepada tuannya dan
tidak melepasnya.

Keempat, ia tidak memakannya sedikit pun.

Syarat-syarat tersebut berlaku untuk anjing dan binatang buas
sejenisnya. Perihal burung pemburu, syaratnya ia bergerak mengejar
buruan ketika disuruh dan tidak memakannya, menurut pendapat terkuat.
Tidak disyaratkan ia harus bisa dilarang setelah terbang, juga tidak
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disyaratkan harus terbang pada awal perintah. Syarat bagi terpenuhinya
semua syarat tersebut adalah berulang kali dilakukan sampai diyakini
benar-benar terlatih. Untuk mengetahuinya harus ditanyakan kepada orang
yang sudah berpengalaman.

Kalau menurut mereka sudah layak maka buruannya halal. Tidak
bisa dinilai terlatih dengan hanya satu atau dua pengulangan, menurut
pendapat terkuat.

Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi maka buruannya haram,
kecuali jika ditemukan masih hidup lalu sempat disembelih maka menjadi
halal. Tidak disyaratkan baginya harus melukai binatang yang diburu.

Jika binatang pemburu menimpa binatang buruannya sampai mati
(dengan berat badannya) atau membenturkannya pada tembok atau batu
sampai mati maka halal.

Jika anjing pemburu yang jelas-jelas terlatih memakan buruannya maka
tidak halal menurut pandapat Imam Asy-Syafi'i yang paling populer. Ia
harus dilatih kembali.

Jika anjing pemburu menjilat darah buruannya, ia tetap dianggap
terlatih, dan bagian yang dijilatnya wajib dicuci dengan air dan debu,
menurut pendapat yang kuat, sebagaimana berlaku bagi najis anjing. Ada
yang berpendapat bagian tersebut wajib dicungkil atau dibuang. Ada
pula yang berperndapat najis itu dimaafkan sehingga tidak wajib dicuci.
Pendapat lain menyatakan ia suci. Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hanafi, untuk mengetahui dengan yakin apakah
binatang pemburu itu terlatih ataukah tidak, ia menahan hasil buruannya
kemudian memberikannya kepada tuannya, tidak memakannya, datang
jika dipanggil, dan patuh ketika disuruh mengejar buruan. Ia disebut terlatih
manakala setelah dilatih seperti itu sebanyak 3 kali, ia menjalankannya
dengan baik. Maka, pada kali yang keempat, hasil buruannya halal. Ada
yang berpendapat halal pada kali yang ketiga, bukan keempat. Syarat-syarat
tersebut berlaku bagi anjing dan binatang buas lain yang sejenis. Ihwal
burung pemburu seperti burung elang atau rajawali, tidak disyaratkan
harus tidak memakan buruannya. la disebut terlatih apabila datang ketika
dipanggil. Pada kali ketiga ia dipanggil lantas datang bukan lantaran ingin
mendapat makanan, berarti ia terlatih.
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Jika ia datang atau patuh lantaran ingin mendapat makanan maka
belum terlatih.

Kalau pada panggilan pertama dan kedua ia tidak datang maka
belum bisa dinilai tidak terlatih, tetapi apabila pada panggilan ketiga ia
juga tidak datang, berarti tidak terlatih. Anjing pemburu dan sejenisnya
disyaratkan harus melukai buruannya, jika ia mematikan buruan dengan
berat badannya (menimpanya) maka tidak halal, sedangkan burung elang
atau rajawali tidak disyaratkan harus melukai buruannya. Buruannya halal
sekalipun dibunuhnya hanya dengan mencekiknya atau menindihnya
saja. Hal ini disepakati. Perihal apakah harus mengalirkan darah terjadi
beda pendapat seperti pada pembahasan tentang benda mati sebagai alat
berburu.

Demikian menurut madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, binatang pemburu yang terlatih ialah yang
patuh ketika dilepas dan berhenti ketika disuruh berhenti, kecuali burung
rajawali yang tidak disyaratkan harus berhenti saat disuruh berhenti.
Satu kali binatang pemburu yang dilatih tidak patuh tidak lantas disebut
tidak terlatih. Juga ketika baru satu kali disuruh lalu ia patuh belum bisa
disebut terlatih. Yang menjadi tolak ukurnya adalah kebiasaan masyarakat
setempat (‘urf). Binatang pemburu juga disyaratkan harus melukai buruan
dan mengalirkan darah.

Jika binatang buruan sedang sakit maka tidak disyaratkan harus
mengalirkan darahnya, melainkan cukup hanya kulitnya tercabik.

Kalau hewan buruan mati tertimpa badan binatang pemburu atau
dihempaskannya ke tanah dan sejenisnya maka haram.Q
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RESEPSI PERNIKAHAN

Definisi

Wialimah (resepsi pernikahan) adalah istilah khusus bagi makanan yang
dihidangkan pada acara pernikahan. Istilah ini tidak digunakan untuk
mengartikan hal lain. Kata ‘urs (pengantin) bermakna akad dan masuk.
Para ahli fikih mengambil makna kedua (masuk) sehingga walimah al-"urs
menurut mereka berarti undangan makan pada momen seorang pria masuk
ke kamar wanita untuk membangun hidup baru dengannya.

Sedangkan makanan yang dihidangkan dalam suasana senang lainnya
dan orang-orang diundang untuk menyantapnya tidak bisa disebut walimah,
melainkan sebutan lain, seperti:

Makanan yang dihidangkan saat akad nikah dinamakan makanan imlak
yang berarti pernikahan. Juga, disebut syundakh yang artinya mendahului
yang lain, yakni mendahului “akad” dan juga mendahului “masuk.”

Makanan yang dihidangkan saat khitanan disebut makanan i’dzar.

Makanan yang dihidangkan karena selamatnya wanita dalam bersalin
disebut makanan khars.

Makanan yang dihidangkan karena pulang dari bepergian jauh disebut
makanan nagi’‘ah.

Makanan yang dihidangkan karena anak khatam Al-Qur’an dan
sebagainya disebut makanan hidzag; diambil dari kata hadzaq yang artinya
cerdas.

Makanan yang dihidangkan karena kematian disebut makanan
wadhi’ah.

Makanan yang dihidangkan karena membangun rumah atau bangunan
disebut makanan wakirah.
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Contoh hidangan khusus lainnya adalah makanan agigah.
Hukum Walimah

Wialimah berupa makanan yang dihidangkan saat pernikahan dan
mengundang orang untuk menyantapnya hukumnya sunnah mu “akkadah.

Menurut madzhab Maliki, walimah hukumnya mandub (dianjurkan),
bukan wajib ataupun sunnah, menurut pendapat yang shahih. Maka,
disunnahkan bagi mempelai pria untuk mengadakan walimah sesuai
kemampuannya. Yang mampu menyembelih binatang dianjurkan untuk
menyembelih minimal seekor kambing karena itulah kemampuan minimal
penyembelihan binatang. Dasarnya adalah pesan Rasulullah # kepada
Abdurrahman bin Auf #: Adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor
kambing™. (HR. Al-Bukhari)

Jika tidak mampu menyembelih seekor kambing maka cukup
sesuai kemampuan karena Al-Bukhari juga meriwayatkan bahwa Nabi
# mengadakan walimah atas salah seorang istrinya dengan dua mudd
gandum®.

18 HR. Al-Bukhari, (34) Kitab Al-Buyu’, (1) Bab Ma Ja"a fi Qaulillah Ta’ala; Fa Idza Qudhiyatish-
Shalatu fantasyiru fil-Ardh..., hadits no. 2049, (67) Kitab An-Nikah, (65) Bab Kaifa Yud'a li
Al-Mutazawwij, hadits no. 5155, (80) Kitab Ad-Da’awat, (53) Bab Ad-Du’ali Al-Mutazawwij,
hadits no. 6386; HR. Muslim (16) Kitab An-Nikah, (13) Bab Ash-Shadaq wa Jawaz Kaun Ta'lim
Al-Quran wa Khatam Hadid, 79/1427, 80/1427, 81/1427; HR. Abu Dawud, (6) Kitab An-
Nikah, (29) Bab Qillah Al-Mahr, hadits no. 2109; HR. At-Tirmidzi, (9) Kitab An-Nikah, (10)
Bab Ma Ja’a fi Al-Walimah, hadits no. 1096, (28) Kitab Al-Birr wa Ash-Shilah, (22) Bab Ma
Ja'a fi Muwasah Al-Akh, hadits n0.1940; HR. An-Nasa'i (26), Kitab An-Nikah, (74) Bab Du’a
Man lam Yasyhad At-Tazwij, hadits no. 3372, (75) Bab Ar-Rukhsah fi Ash-Shufrah ‘inda At-
Tazwij, hadits no. 3373, (84) Bab Al-Hadiyah li Man ‘ Arasa, hadits no. 3388; HR. Ibnu Majah,
(9) Kitab An-Nikah, (24) Bab Al-Walimah, hadits no. 1907; HR. Ahmad dalam Al-Musnad
IV dari Musnad Anas bin Malik, hadits no. 12975,13121, 13864; HR. Ad-Darimi, Kitab
An-Nikah, Bab Al-Walimah, 2/143; HR. Malik dalam Al-Muwaththa’, (28) Kitab An-Nikah,
(21) Bab Ma Ja’a fi Al-Walimah, hadits no. 1157; HR. Al-Baihagqi, Kitab Ash-Shadag, Bab Ma
Yajuzu an Yakuna Mahran, 7/236; Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah, hadits no. 2310dan
2309; Abdurrazzaq dalam Al-Mushannaf, Kitab An-Nikah, Bab Ghala Ash-Shadag, hadits no.
10411; HR. Ibnu Hibban dalam Shahiknya, (14) Kitab An-Nikah, hadits no. 4060 dan 4096;
Al-Humaidi dalam Musnadnya, hadits no. 1618; HR. Abu Ya'la dalam Musnadnya, hadits
no. 3781 dan 3824); Ath-Thahawi dalam Musykil Al-Atsar, 4/145; Ibnul Jarud dalam Al-
Muntaqa, hadits no. 726; HR. Ath-Thabarani dalam Al-Mu ‘jam Al-Kabir, 1/728.

19 HR. Al-Bukhari, (67) Kitab An-Nikah, (70) Bab Ma Awlama bi Agalla min Syat, hadits no.
5172; HR. Ahmad dalam Musnadnya, juz IX dari Musnad Sayyidah Aisyah w5, hadits
no. 24875; HR. Abu Ya’la dalam Musnadnya, hadits no. 4686; Al-Haitsami dalam Majma’
Az- Zawa'id, (10) Kitab Ash-Shaid wa Adz-Dzaba'ih, (23) Bab Ma Yajri fi Al-Walimah, hadits
no. 6144,
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Sedangkan makanan selain walimah yang dihidangkan saat suasana
gembira lainnya yang telah disebutkan, ada perinciannya dalam madzhab
yang empat.

Menurut madzhab Asy-Syafi’i, menghidangkan makan dan mengun-
dang orang dalam momen-momen suka cita disunnahkan, baik saat
pernikahan, khitan maupun sepulang dari bepergian jauh. Kata walimah
adalah istilah bagi hidangan pernikahan dan selain pernikahan, tetapi
penggunaannya untuk pernikahan lebih banyak. Menghidangkan makanan
sepulang dari bepergian jauh disunnahkan apabila bepergiannya lama
menurut kebiasaan masyarakat setempat (‘urf). Kalau sebentar atau dekat
maka tidak disunnahkan. Wadhimah adalah makanan yang dihidangkan
saat kematian. Adalah tetangga si mayit yang disunnahkan membuatnya.

Menurut madzhab Hanafi, yang sunnah ialah walimah al-‘urs (resepsi
pernikahan) dengan mengundang kerabat, tetangga dan teman. Untuk
mereka makanan dibuat dan kambing disembelih. Sedangkan mengundang
orang untuk makan saat khitanan atau sejenisnya, selain pernikahan, tidak
disunnahkan, hanya boleh (mubah) selama terbebas dari larangan syara’.
Makanan saat kematian boleh dibuat oleh orang lain untuk keluarga si
mayit yang tengah berkabung, dan boleh makan bersama mereka pada hari
pertama. Sebab, keluarga mayit pada hari itu sedang disibukkan kematian.
Pada hari kedua dan seterusnya makruh dimakan bersama mereka. Tidak
halal bertamu selama 3 hari di antara hari-hari berkabung. Adalah boleh,
bahkan tergolong baik, apabila makanan dibuat untuk orang-orang fakir
asalkan biayanya bukan dari yang rezekinya tidak lapang.

Menurut madzhab Maliki, yang dianjurkan ialah walimah al-‘urs
(resepsi pernikahan) saja. Makanan saat khitanan dan sejenisnya hanya
boleh (mubah), tidak sunnah, apalagi wajib.

Menurut madzhab Hambali, disunnahkan mengundang orang untuk
walimah al-‘urs (resepsi pernikahan) saja. Selain itu tidak disunnahkan,
melainkan sekadar boleh (mubah). Mengundang orang untuk makan
makanan kematian hukumnya makruh. [hwal mengundang makan saat
khitanan ada dua pendapat: makruh dan boleh. Sedangkan mengundang
makan saat agigah, hukumnya sunnah.
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Waktu Pelaksanaannya

Saat berlangsungnya acara akad pernikahan dirinci dalam keempat
madzhab fikih.

Menurut madzhab Maliki, waktu pelaksanaan walimah al-‘urs adalah
saat mempelai pria dipertemukan dengan mempelai wanita dalam satu
kamar, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Sebagian ulama menilai yang
sunnah adalah sebelumnya karena tujuan dari walimah ialah mengumumkan
pernikahan. Maka, lebih tepat sebelumnya. Apa yang diriwayatkan dari
Imam Malik bahwa walimah diadakan setelahnya, maksudnya ialah apabila
tidak dapat diadakan sebelumnya dan tidak mampu diadakan lagi. Yang
dianjurkan adalah mengundang untuk satu kali perjamuan. Tetapi boleh
lebih dari satu kali dalam waktu yang berbeda-beda jika undangan kedua
beda dari yang pertama.

Menurut madzhab Hanafi, waktu pelaksanaan walimah al-‘urs adalah
saat mempelai pria dan wanita masuk ke kamar pengantin, dan undangan
berlanjut setelah itu sampai satu hari sesudahnya, kemudian selesailah
walimah.

Menurut madzhab Hambali, waktu pelaksanaannya yang dianjurkan
fleksibel; antara setelah prosesi akad nikah sampai usai acara walimah. Maka,
tidak mengapa diadakan sebelumnya asalkan tidak terlalu lama menurut
tradisi yang berlaku. Walimah bisa berlanjut sampai dua hari. Hari ketiga
adalah makruh karena Rasulullah & menyatakan:

“Walimah hari pertama adalah hagq (disyariatkan); hari kedua adalah
ma’ruf (patut); hari ketiga adalah riya (ingin dipuji orang yang melihat)
dan sum’ah (ingin dipuji orang yang mendengar).” (HR. Abu Dawud,
Ibnu Majah dan lainnya)

Menurut madzhab Asy-Syafi’i, waktu pelaksanaan walimah al-‘urs
dihitung mulai saat acara akad nikah, dan tetap berlanjut sekalipun
waktunya lama. Ada yang berpendapat sampai 7 hari untuk gadis, dan
sampai 3 hari untuk janda. Lewat dari itu menjadi gadha”. Yang afdhal
diselenggarakan setelah mempelai pria dan wanita masuk satu kamar.

Memenuhi Undangan Resepsi Pernikahan dan Selainnya

Memenuhi undangan walimah yaitu resepsi pernikahan hukumnya
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fardhu sehingga bagi yang diundang dilarang tidak hadir. Madzhab Hanafi

mempunyai dua pendapat, yakni hukumnya sunnah mu akkadah, baik

undangan walimah maupun yang lain, selama syarat-syaratnya terpenuhi.

Pendapat kedua menyatakan hukumnya sunnah mu ‘akkadah mendekati

wajib untuk walimah. Inilah pendapat yang masyhur.

Sedangkan memenuhi undangan selain walimah lebih baik daripada
tidak memenuhi. Ada yang berpendapat bahwa memenuhi undangan
walimah hukumnya wajib.

Sedangkan memenuhi undangan selain walimah, seperti undangan
khitanan, undangan makan sepulang dari bepergian jauh, dan sebagainya,
hukumnya sunnah. Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, memenuhi undangan makan terbagi lima:

Pertama, wajib untuk undangan resepsi pernikahan (walimah).

Kedua, dianjurkan untuk undangan makan temu kangen.

Ketiga, mubah (boleh) untuk undangan makan bertujuan baik seperti
aqiqah, pulang dari perjalanan jauh, selesai membangun rumah, khitanan,
dan sebagainya.

Keempat, makruh untuk undangan makan bertujuan membanggakan
diri dan pamer.

Kelima, haram bagi orang yang haram menerima hadiah; misalnya
hakim diundang makan oleh salah seorang dari dua orang yang beperkara.

Undangan wajib atau sunnah dihadiri jika memenuhi syarat:

a. Sipengundangbukan orang yang menampakkan perbuatan fasik (dosa)
juga bukan orang yang zhalim atau bertujuan untuk membanggakan
diri dan riya, atau untuk mempengaruhi undangan agar membantu
proyek kemaksiatannya; seperti hakim diundang supaya memutuskan
hukum secara tidak adil.

b. Yang diundang tidak terhalang uzur syar’i yakni halangan yang
menjadikannya boleh tidak shalat berjam’ah seperti sakit.

¢. Undangan harus ditujukan secara khusus. Jika undangan bersifat
umum, misalnya: “Mari hadiri acara...”, tanpa menyebutkan namanya
maka memenuhinya tidak wajib.

d. Walimah tidak mengandung hal-hal yang diharamkan atau yang
dimakruhkan.
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Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka menghadiri
undangannya tidak sunnah, apalagi wajib. Detilnya diuraikan keempat
madzhab fikih.

Menurut madzhab Hambali, syarat orang wajib memenuhi undangan
antara lain:

Pertama, undangan ditujukan secara jelas kepadanya. Kalau undangan
berbunyi: “Hadirin sekalian, diharap menghadiri acara”, maka seseorang
dari mereka tidak wajib hadir karena ditujukan kepada umum (tidak khusus
menyebut nama seseorang). Atau, si pengundang berpesan kepada yang
ditugasi, “Undanglah siapa saja yang kaujumpai.”

Kedua, si pengundang seorang Muslim. Kalau si pengundang seorang
kafir dzimmi maka memenuhinya makruh. Juga, makruh apabila si
pengundang orang yang zhalim atau fasik atau pelaku bid’ah atau dalam
rangka membanggakan diri.

Ketiga, usaha (harta) si pengundang halal. Jika pekerjaannya haram
maka tidak wajib memenuhinya, bahkan haram.

Jika hartanya sebagian halal dan sebagian lagi haram maka ada
beberapa pendapat. Pendapat pertama, makruh. Ini yang paling kuat
menurut sebagian ulama. Pendapat kedua, haram. Pendapat ketiga, jika
lebih banyak haramnya maka haram memenuhinya.

Keempat, yang diundang bisa hadir. Jika ada halangan, seperti sakit,
merawat orang sakit, menjaga hartanya atau harta orang lain, panas terik,
dingin menusuk, atau becek, tidaklah wajib karena semua ini adalah
halangan syari’i.

Kelima, walimah itu tidak mengandung kemungkaran; misalnya
ucapan-ucapan keji, dusta, suara seruling, gitar, tari-tarian; atau jamuannya
meliputi barang-barang haram seperi arak, wadahnya dari perak.
Mendatangi acara seperti ini malah haram.

Jika ia mampu melenyapkan kemungkaran-kemungkaran tersebut
maka wajib datang sehingga untuk menjalankan dua kewajiban. Kewajiban
memenuhi undangan dan kewajiban melenyapkan kemungkaran.

Jika ia tidak mengetahui adanya kemungkaran ini, lalu ia hadir dan
menyaksikannya maka wajib baginya untuk melenyapkannya kalau
mampu. Jika tidak mampu, wajib segera pulang.
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Kalau ia tahu ada kemungkaran tetapi ia tidak menyaksikan (misalnya
sebelum ditampilkan) maka ia boleh datang lalu segera pulang.

Keenam, mengundang pada acara hari pertama. Jika acara hari kedua
maka memenuhinya dianjurkan. Sedangkan acara hari ketiga memenuhinya
dimakruhkan. Demikian pendapat madzhab Hambali.

Menurut madzhab Maliki, memenuhi undangan walimah wajib dengan
beberapa syarat:

Pertama, yang diundang namanya secara khusus disebutkan dalam
undangan dengan jelas; misalnya ia diundang langsung oleh si empunya
hajat atau melalui utusannya, sekalipun utusan itu anak-anak. Atau,
masuk ke dalam cakupan yang diundang seperti si pengundang menugasi
seorang untuk mengundang warga suatu kampung tertentu, setiap orang
warganya wajib hadir.

Kalau tidak jelas, misalnya seseorang berkata kepada utusannya,
“Undanglah siapa saja yang kaujumpai”, atau undangan untuk orang-orang
miskin (tanpa ditentukan yang mana) maka memenuhinya tidaklah wajib.

Kedua, dalam walimah itu tidak ada orang yang ditakuti bahayanya
bagi agama atau keterhormatannya; seperti ia takut akan dijahati seseorang.

Jika yang diundang takut melihat atau bertemu dengan seseorang
yang tidak ia sukai hanya semata-mata karena kepentingan pribadi maka
mendatanginya tetap wajib.

Ketiga, walimah itu tidak mengandung kemungkaran sesuai syariat;
misalnya tempat duduknya dari sutra, sekalipun sutra itu hanya pelapis,
wadah dari emas dan perak, atau nyanyian yang diharamkan.

Jika kemungkaran itu berada di lokasi lain sehingga ia tidak bisa
mendengar ataupun menyaksikannya, wajib menghadirinya karena
mendengar kemaksiatan sama seperti melihatnya.

Keempat, di tempat walimah tidak terdapat gambar binatang atau
gambar manusia yang bersosok (patung) dan beranggota badan yang tidak
mungkin hidup kecuali dengannya serta ada bayang-bayangnya.

Kalau gambar tersebut tidak sempurna dan tidak ada bayang-
bayangnya, misalnya dibuat (ukiran) pada dinding maka tidak mengapa.
Sebab, gambar makhluk bernyawa yang diharamkan ialah yang memenuhi
syarat-syarat tertentu yang akan dirinci. Sebagian ulama ada yang
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membolehkan menghadiri walimah yang mencakup hal yang diharamkan
dalam syariat jika si pengundang adalah penguasa atau tokoh yang ditakuti.

Kelima, tidak ramai dan berdesak-desakan.

Keenam, pintu rumahnya tidak tertutup, sekalipun untuk musya-
warah.

Jika tuan rumah menutup pintu untuk menghindari tamu tidak
diundang atau karena mengikuti aturan yang ada maka tetap harus hadir.

Ketujuh, si pengundang (tuan rumah) seorang Muslim dan yang
diundang tidak terhalangi uzur syar’i yang membolehkannya tidak hadir;
misalnya sakit. Juga, si pengundang bukan orang fasik, orang jahat, atau
suka berbangga diri, ataupun wanita yang bukan mahram. Demikian
pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hanafi, disunnahkan memenuhi undangan hanya
jika memenuhi sejumlah syarat berikut:

Pertama, si pengundang bukan orang yang suka menampakkan
kefasikan.

Jika ia fasik atau zhalim, lebih baik tidak datang karena menghindari
makanan orang seperti itu baik.

Kedua, sebagian besar kekayaan atau hartanya tidak haram. Jika ia
mengetahui bahwa sebagian besar kekayaannya haram maka tidak wajib
menunaikan undangannya. Ia tidak boleh makan makanan tersebut selama
tidak diberi tahu bahwa itu berasal dari harta yang halal.

Jika sebagaian besar hartanya halal maka boleh datang.

Ketiga, walimah itu tidak mengandung kemaksiatan; seperti arak dan
sebagainya. Orang yang tahu bahwa walimah itu mengandung kemaksiatan,
tidak disunnahkan menghadiri. Kalau tidak tahu, tetap disunnahkan.

Jika ia berangkat menghadirinya lalu ia mendapati itu mengandung
kemaksiatan, seperti arak atau patung, ia harus segera permisi.

Sedangkan apabila kemaksiatan tersebut lokasinya jauh dari sana,
tetapi ia bisa mendengarnya maka ia harus mencegahnya kalau mampu.
Jika tidak, ia segera pamit apabila si pengundang tokoh panutan.

Kalau bukan, tidak mengapa ia duduk, makan, lalu segera pulang.

Kalau ia mengetahui ada kemaksiatan di walimah yang akan dihadirinya
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maka tidak halal menghadirinya, kecuali ia punya pengaruh untuk
menghentikan kemungkaran itu maka wajib baginya hadir untuk mencegah
kemungkaran. Boleh memenuhi undangan orang Yahudi dan Nasrani karena
tidak ada larangan menyantap makanan dan sembelihan mereka. Sedangkan
makanan orang majusi yang selain sembelihan boleh dimakan.

Keempat, yang diundang tidak memiliki udzur syar’i; seperti sakit.

Kelima, undangan ditujukan secara tegas kepada dirinya.

Keenam, walimah diadakan pada waktu yang sesuai dengan ketentuan
syariat. Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, syarat seseorang wajib menghadiri
walimah pernikahan dan sunnahnya mendatangi undangan makan lainnya
ialah:

Pertama, yang diundang tidak khusus orang-orang kaya, tetapi juga
orang-orang miskin. Bukan berarti mengundang semua orang, melainkan
tidak membatasi undangan hanya orang kaya saja, yang menunjukkan
bangga diri, riya dan gila pujian. Agama tidak mengakui sikap seperti ini.

Jika orang-orang kaya diundang bukan karena bangga diri ataupun
riya, melainkan karena tetangga atau rekan kerja maka tidaklah mengapa.

Kedua, undangan itu untuk acara hari pertama. Jika walimah diadakan
selama 3 hari atau lebih maka yang wajib hanya pada hari pertama, sunnah
pada hari kedua, sementara hari berikutnya makruh.

Ketiga, si pengundang seorang Muslim. Jika orang kafir maka tidak
wajib.

Jika kafir dzimmi maka hukumnya sunnah ghairu mu akkadah.

Keempat, si pengundang memiliki hak mutlak melakukan tindakan
hukum. Jika ia diampu (dicegah dari bertransaksi) maka haram dipenuhi
apabila walimah dibiayai harta si pengampu (orang yang diserahi wewenang
transaksi bagi orang yang diampu).

Jika yang menyelenggarakan adalah walinya atas biayanya sendiri
maka wajib dipenuhi. ,

Kelima, undangan jelas-jelas ditujukan kepada pribadi, baik oleh si
pengundang maupun oleh utusannya.

Keenam, si empunya hajat mengundang bukan karena takut terhadap
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yang diundang; bukan karena ingin memanfaatkan pengaruhnya; bukan
pula untuk membantunya melakukan kebatilan.

Ketujuh, yang diundang tidak menyatakan udzur kepada si
pengundang lalu ketidakdatangannya direlakan dengan lapang dada,
bukan karena malu. Hal ini bisa diketahui melalui indikasi-indikasinya.

Kedelapan, si pengundang bukan orang fasik atau yang suka
membanggakan diri.

Kesembilan, sebagian besar kekayaan si pengundang tidak haram.
Jika haram maka mendatanginya makruh.

Jika ia tahu bahwa makanan yang dihidangkan kepadanya jelas-jelas
dari hasil yang haram maka ia tidak boleh menyantapnya karena harta
yang haram, haram pula dimakan.

Kalau keharamannya tidak jelas-jelas pada makanan tersebut maka
diperbolehkan memakan apa yang diinginkan.

Jika sebagian besar kekayaannya syubhat-bukan haram-maka
menghadiri undangannya boleh, tidak wajib ataupun sunnah.

Kesepuluh, jika si pengundang wanita, apabila bukan mahram, si
pengundang harus didampingi mahramnya atau yang diundang membawa
mahramnya, sehingga tidak terjadi khalwat (berdua-duaan) sekalipun
kemungkinan terjadinya khalwat ketika itu kecil.

Kesebelas, undangan ditujukan pada acara walimah, yakni sejak
dilangsungkannya akad nikah.

Kedua belas, yang diundang bukan hakim atau pejabat. Maka, hakim
atau pejabat tidak wajib menghadirinya selama masih dalam wilayah
kerjanya. Bahkan, haram ia menghadirinya jika si pengundang sedang
beperkara yang kasusnya ia tangani.

Ketiga belas, yang diundang tidak memiliki udzur syar’i yang
membolehkannya tidak shalat berjamaah; misalnya sakit.

Keempat belas, yang diundang bukan seorang wanita atau remaja laki-
laki tanggung yang berpotensi menimbulkan godaan atau mempermalukan
si pengundang.

Kelima belas, si pengundang tidak lebih dari satu. Kalau lebih dari satu
maka yang didahulukan ialah yang lebih dahulu mengundang, kemudian
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yang lebih dekat hubungan kekerabatannya, kemudian yang lebih dekat
rumahnya. Kalau sama maka diundi.

Orang yang menghadiri undangan berarti telah menjalankan hal wajib
atau sunnah. Ia tidak dituntut harus makan. Makan hanya dianjurkan.
Tentang masalah ini ada dua pandangan di kalangan madzhab Maliki:
Pertama, makan tidak wajib; yang wajib ialah memenuhi undangan; inilah
pendapat yang lebih kuat. Kedua, wajib bagi yang tidak puasa.

Jika diundang padahal sedang puasa maka ia harus datang dan
memberitahu tuan rumah bahwa ia tengah puasa. Ia datang untuk
mendoakan lalu pamit untuk pulang.

Kalau tuan rumah merasa keberatan dan tersinggung, jika puasanya
sunnah maka dianjurkan berbuka karena pahala menyenangkan orang lain
lebih besar daripada pahala puasa sunnah.

Jika puasanya fardhu maka tidak boleh berbuka. Adalah etis apabila si
tuan rumah menerima alasannya dan tidak mendesaknya berbuka puasa
atau makan.

Menurut madzhab Hanafi, jika yakin dapat berpuasa lagi pada hari
lain maka lebih baik berbuka untuk menyenangkan tuan rumabh. Jika tidak
yakin maka tidak perlu berbuka, meski tuan rumah tidak senang. Ini apabila
sebelum matahari condong. Kecuali, jika tetap berpuasa mengakibatkan
durhaka terhadap orang tua.

Menurut madzhab Maliki, tidak boleh berbuka sekalipun puasa
tersebut sunnah, kecuali jika orang tua yang memintanya. Dan, sekalipun
ia disumpahi talak tiga, kecuali jika sumpah itu mengakibatkan keburukan
lantaran hatinya cenderung kepada istrinya dan dikhawatirkan ia
berhubungan suami istri padahal sudah jatuh talak. Maka, dalam kondisi
ini ia boleh berbuka dan tidak perlu mengganti (qadha’) puasanya.

Hukum Gambar

Masih berkaitan dengan memenuhi undangan walimah, apakah
kewajiban menghadirinya gugur jika yang diundang tahu bahwa walimah
itu memuat gambar-gambar? Jawabannya ialah tidak gugur, kecuali apabila
gambar tersebut diharamkan syariat.

Sebab, gambar adakalanya berupa selain binatang; misalnya matahari,
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bulan, pepohonan, masjid dan sejenisnya. Juga, terkadang gambar hewan
yang berakal dan yang tidak berakal. Yang pertama (selain binatang) jelas
halal; tidak perlu dikomentari. Yang kedua (hewan/makhluk bernyawa)
ada rinciannya.

Patut dicatat bahwa yang diharamkan menurut syariat ini hanya jika
bertujuan negatif; seperti dijadikan berhala untuk disembah di samping
Allah. Orang yang melakukannya mendapat ganjaran terburuk. Begitu juga
yang mengakibatkan penyerupaan dengan berhala atau membangkitkan
syahwat yang merusak. Ini tergolong kabirah (dosa besar). Maka, tidak
halal mengerjakannya, melestarikannya, ataupun menjadikannya hiburan.

Kalau tujuannya positif-untuk pelajaran misalnya-maka boleh, tidak
berdosa. Oleh karena itu sebagian madzhab fikih mengecualikan darinya
mainan anak-anak perempuan, yaitu boneka. Ini boleh, sehingga boleh pula
diperjualbelikan, karena bertujuan melatih anak perempuan mengurus
anak. Gambar yang dibuat pada selimut, seprai, atau bantal hukumnya
boleh karena untuk dihinakan (dipakai). Jauh dari diagungkan seperti
berhala.

Kesimpulannya, tujuan syariat Islam ialah menghabisi paganisme
beserta bekas-bekasnya. Maka, segala hal yang mendekatinya, atau
membangkitkan ingatan padanya, diharamkan. Selain itu boleh;
perinciannya ada dalam keempat madzhab.

Madzhab Maliki menetapkan empat syarat bagi keharaman gambar:

Pertama, gambar tersebut adalah gambar hewan, baik yang berakal
maupun tidak berakal. Gambar selain hewan seperti perahu, masjid, atau
menara adzan, boleh secara mutlak.

Kedua, gambar tersebut bersosok (patung atau ukiran) baik terbuat
dari benda padat yang tahan lama-seperti kayu, besi, adonan tepung atau
gula-maupun yang tidak tahan lama-seperti kulit semangka yang kalau
dibiarkan akan rusak binasa. Ada ulama yang membolehkan gambar yang
terbuat dari benda yang tidak tahan lama.

Jika gambar tidak bersosok (lukisan atau gambar) seperti gambar
binatang atau manusia di atas kertas, baju, atau dinding, para ulama
berselisih pendapat. Ada yang membolehkan secara mutlak dan ada yang
merinci. Halal jika pada pakaian, karpet dan sejenisnya, dan tidak boleh
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kalau di dinding. Ada pula yang berpendapat hanya boleh pada kain seprai
dan tidak boleh pada yang lain. Jadi, pada kain seprei boleh-boleh saja.

Ketiga, gambar tersebut sempurna atau utuh anggota badannya yang
tanpanya tidak dapat hidup. Kalau perutnya sobek, atau kepalanya buntung
maka tidak haram.

Keempat, bisa menimbulkan bayang-bayang. Jika bersosok tetapi tidak
bisa menimbulkan bayang-bayang, seperti (ukiran) pada dinding dan tidak
tampak darinya selain sesuatu tanpa bayang-bayang, tidak diharamkan.
Yang dikecualikan dari hukum haram ialah mainan anak perempuan
(boneka) dan sejenisnya. boleh dibuat dan diperjualbelikan sekalipun
bersosok (seperti patung) karena bertujuan mengajari anak perempuan
mengasuh anak. Dari sini bisa diketahui bahwa tujuan pengharaman ialah
melenyapkan paganisme dan segala rupanya.

Menurut madzhab Asy-Syafi‘i, gambar selain binatang boleh; seperti
pepohonan, perahu, matahari, bulan, dan sebagainya. Sedangkan binatang
tidak boleh, baik yang berakal maupun tidak. Akan tetapi ada orang
yang menggambarnya secara tidak bersosok (lukisan atau gambar) dan
ada yang bersosok (patung atau ukiran). Perihal yang tidak bersosok,
boleh jika digambar pada tanah atau karpet yang diinjak atau pada bantal
yang disandari. Gambar yang bersosok halal kalau tidak utuh; misalnya
kepalanya putus atau pinggangnya putus atau ada lobang pada perutnya,
yang dengannya binatang atau orang tidak akan hidup. Dari sini, bisa
kita ketahui bolehnya gambar berupa bayangan, seperti film, selama
tidak mengandung yang haram, karena ia adalah gambar yang tidak
utuh. Boneka atau sejenisnya untuk anak perempuan boleh dibuat dan
diperjualbelikan, namun ada yang mensyaratkan harus tidak utuh.

Menurut madzhab Hambali, gambar selain binatang boleh; misalnya
pepohonan dan sebagainya. Sedangkan gambar binatang tidak halal, baik
yang berakal maupun tidak, kecuali yang ada pada kain sebagai sprei atau
untuk diinjak (seperti karpet) atau pada bantal. Jika bersosok (patung atau
ukiran) tetapi tidak memiliki anggota badan yang membuatnya bisa hidup-
misalnya kepala-maka boleh.

Menurut madzhab Hanafi, gambar selain binatang-misalnya
pepohonan dan sebagainya-boleh. Gambar binatang jika terdapat pada

66 = Fikih Empat Madzhab Jilid 3



karpet, selimut, bantal, atau kertas, hukumnya boleh karena dengannya
gambar tersebut dihinakan (tidak diagungkan). Juga, boleh gambar yang
kurang anggota badannya yang tanpanya ia tidak bisa hidup, seperti
tidak ada kepala. Gambar yang diletakkan di suatu tempat terhormat atau
anggota badannya utuh, tidak diperbolehkan.

Hukum Nyanyian

Hal lain yang berkaitan dengan walimah ialah nyanyian dan lagu.
Apakah kewajiban menghadirinya gugur jika ada nyanyian atau
permainan yang biasa digelar masyarakat pada umumnya? Jawabannya,
menghadirinya tetap wajib sekalipun permainan atau nyanyian itu tidak
diperkenankan syariat. Dan, tentu saja, permainan ringan atau nyanyian
yang mubah (diperkenankan syariat) tidak menggugurkan kewajiban kita
menghadiri walimah.

Berhubung tujuan syariat Islam yang luas ialah membersihkan akhlak
dan mensucikan jiwa dari kotornya syahwat yang rusak maka aktivitas
apa pun yang membuka peluang munculnya kemungkaran adalah haram,
sekalipun ia positif. Bernyanyi dari sisi olah vokal adalah boleh namun
terkadang menimbulkan hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan.
Begitu pula halnya permainan. Maka, bernyanyi diharamkan apabila
menimbulkan godaan wanita yang tidak halal atau remaja laki-laki
tanggung. Nyanyian juga diharamkan jika menyebabkan adanya minuman
keras, membuang-buang waktu dan menelantarkan kewajiban.

Ketika tidak menimbulkan hal-hal tersebut hukumnya boleh.

Menyanyikan lirik lagu tentang wanita tertentu yang masih hidup
tidaklah halal karena bisa membangkitkan birahi dan menimbulkan godaan.

Jika wanita tersebut sudah meninggal, tidaklah mengapa karena tidak
mungkin dijumpai. Nyanyian tentang remaja laki-laki tanggung sama
hukumnya dengan nyanyian tentang wanita yang masih hidup.

Nyanyian dengan lirik lagu tentang arak haram karena dapat
memotivasi orang mencarinya dan mendatangi tempat-tempat minum
arak. Itu adalah sebuah kejahatan dalam kacamata syariat. Menghina
atau mencela orang Islam atau kafir dzimmi melalui lagu juga tidak
diperkenankan. Agama melarangnya.
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Nyanyian berisi nasehat dan anjuran berbuat baik; melukiskan
keindahan bunga, aneka warna, kelok air dan sebagainya, atau ihwal
keindahan seseorang yang bersifat umum tanpa menimbulkan hal yang
haram, diperbolehkan.

Permainan diperbolehkan selama tidak mengandung kata-kata kotor;
dusta; pembukaan aurat; atau penghinaan orang.

Tarian wanita di hadapan pria yang bukan mahram, seperti yang
menjadi tradisi masyarakat, dan mengandung hal-hal yang diharamkan,
tidak boleh disaksikan. Walimah tersebut tidak perlu dihadiri.

Demikianlah kaidah syar’i yang dapat saya sampaikan kepada Anda.
Perinciannya berikut ini:

Menurut madzhab Asy-Syafi’i, seperti diuraikan Imam Al-Ghazali
dalam kitab Thya™ Ulum Ad-Din, teks-teks dalil yang ada menunjukkan
bolehnya bernyanyi, menari, menabuh rebana, dan bermain perisai serta
tombak. Juga, diperbolehkan menonton tarian orang-orang Abyssinia
pada momen-momen bahagia sebagai giyas dari hari lebaran karena ia
hari bahagia. Yang semakna dengannya adalah saat walimah, aqiqah,
khitan, kepulangan dari bepergian jauh, dan semua momen bahagia.
Yakni, hal-hal yang diperbolehkan syara’ untuk dirasakan bahagia; seperti
berkumpulnya kawan-kawan di suatu tempat untuk makan-makan dan
berbincang-bincang. Pasalnya nyanyian bermacam-macam. Ada yang
mengandung godaan dan larangan agama, atau ucapan-ucapan kotor
menurut pandangan agama. Yang tidak diharamkan misalnya tarian
berupa gerakan yang dilakukan kaum pria yang tidak seronok ataupun
menimbulkan syahwat di hadapan sesama pria. Tarian wanita di depan
orang yang tidak halal baginya adalah haram berdasarkan kesepakatan
umum (ijjma’) ulama karena menimbulkan nafsu syahwat dan mengundang
godaan, selain mengandung buka-bukaan aurat. Sama halnya dengan
tarian remaja laki-laki tanggung di hadapan pria yang menyenanginya.
Ihwal bolehnya tarian, Al-Ghazali sang guru besar berdalil dengan tarian
orang-orang Abyssinia di Masjid Nabawi pada hari Id (hari raya) ketika
Rasulullah & membiarkan mereka dan membolehkan istrinya, Aisyah #,
menontonnya bersama beliau (di balik bahunya). Seperti Anda ketahui,
tentu saja tarian semacam itu tidak membangkitkan hawa nafsu. Jadi, tarian
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yang diperbolehkan ialah yang tidak menimbulkan nafsu yang merusak.
Telah dikutip dalam kitab Ihya™ Ulum Ad-Din oleh Imam Al-Ghazali bahwa
Asy-Syafi’i pernah bertutur, “Saya tidak menemukan seorang ulama Hijaz
pun yang menilai makruh mendengarkan nyanyian, kecuali yang liriknya
mengandung penggambaran (kecantikan wanita).Sementara bersenandung
sewaktu menggiring onta atau binatang lain, mengenang reruntuhan
bangunan dan hujan musim semi, mengindahkan suara melalui bait-bait
syair adalah boleh.” Lalu terangnya, “Yang dikutip dari Imam Asy-Syafi'i
bahwa nyanyian adalah permainan yang dimakruhkan dan serupa dengan
kebatilan tidak menafikan kebolehannya. Sebab, yang ia maksud ialah
nyanyian yang dilarang, bukan yang diperbolehkan. Dan, yang dimaksud
dengan kata-katanya tersebut hanya haram jika menimbulkan hal-hal
yang dilarang syariat.” Imam Al-Ghazali begitu panjang lebar dalam
mengemukakan argumen ihwal bolehnya nyanyian. Silahkan merujuk
kitabnya. Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hanafi, nyanyian yang diharamkan ialah yang
mengandung lirik yang tidak halal; seperti menggambarkan (keelokan)
para remaja laki-laki tanggung dan wanita tertentu yang masih hidup atau
minuman keras yang membangkitkan nafsu; menghina orang Islam atau
kafir dzimmi jika tujuannya menghina; jika tujuannya mengambil bukti
penguat perihal keindahan bahasa maka tidaklah haram. Melukiskan
keindahan warna-warni bunga, semilir angin, aliran air, indahnya
gunung, awan, dan sejenisnya, tidak dilarang. Demikian dalam kitab Fath
Al-Qadir. Riwayat bahwa Abu Hanifah menilai makruh nyanyian dan
menggolongkan dosa mendengarnya, maksudnya ialah nyanyian yang
diharamkan. Dan, makruh tahrim® menurut madzhab Hanafi berlaku
pada permainan catur, dadu, rebab, gitar, kecapi, seruling, terompet, dan
sejenisnya, sebagaimana dijelaskan pada bagian musabaqah (perlombaan).

Menurut madzhab Maliki, alat-alat permainan yang terkenal untuk
acara pernikahan boleh dipakai khusus pada acara tersebut saja; seperti
gendang dan rebana yang menimbulkan suara gemerincing, juga seruling
dan terompet asalkan tidak menimbulkan banyak permainan (hal-hal tidak
berguna). Itu diperbolehkan bagi pria dan wanita. Sebagian berpendapat

20 Dimakruhkan karena bisa mengakibatkan perbuatan haram (Edt).
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khusus boleh saat walimah saja, sedangkan yang lain berpendapat boleh
saat acara pernikahan dan momen-momen bahagia. Nyanyian yang
diperbolehkan ialah senandung syair model bahr rajaz, seperti nyanyian
gadis-gadis kecil Anshar berikut ini:

Kami mendatangimu, kami mendatangimu

ramaikanlah kami, kami pun ramaikanmu

Seandainya bukan karena biji coklat

tidaklah kami singgah di lembahmu

Menurut madzhab Hambali, alat kecapi, seruling, gendang, rebab, dan
sebagainya haram. Sama halnya dengan permainan dadu dan catur. Jika
dalam walimah ada hal-hal seperti itu maka tidak boleh dihadiri.

Sedangkan nyanyian dan memperindah suara itu sendiri hukumnya
boleh, bahkan dianjurkan saat tilawah Al-Qur‘an, asalkan tidak sampai
mengubah huruf atau menambah kata. Kalau dapat mengubahnya maka
memperindah suara itu tidak boleh. Demikian pula halnya melagukan atau
memperindah suara dalam memberi nasihat atau kata-kata hikmah dan
sebagainya. Menurut mereka, membaca Al-Quran dengan dilagukan dan
mendengarnya makruh.Q
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MENGHILANGKAN RAMBUT
DAN MEMOTONG KUKU

HUKUM persoalan ini dirinci dalam keempat madzhab fikih.

Menurut madzhab Asy-Syafi’i, salah satu sunnah yang patut
dikerjakan pada hari Jum’at adalah mencukur kumis sampai tepi bibir
kelihatan. Artinya, tidak hanya ala kadarnya, melainkan sampai bibir yang
ada di baliknya terlihat, tetapi tidak boleh dicabut, sebagaimana tidak
diperkenankan mencukur semuanya.

Kalau sebagian dicukur dengan silet sebagian dipangkas dengan
gunting, boleh. Janggut makruh dicukur dengan silet dan makruh pula
dipangkas pendek-pendek dengan gunting.

Jika panjang janggut melebihi satu genggam maka boleh-boleh
saja dipangkas pendek, terutama jika janggut yang terlalu panjang itu
memperburuk penampilan. Termasuk sunnah yang dianjurkan pada hari
Jum’at ialah mencabut bulu ketiak. Orang yang mampu mencabutnya
dimakruhkan mencukurnya, sedangkan yang tidak mampu menahan
sakitnya dicabut boleh mencukurnya. Sunnah yang lain ialah mencukur
bulu sekitar kemaluan bagi pria dan mencabutnya bagi wanita. Khusus istri,
harus membuangnya jika suami menyuruhnya. Dimakruhkan mencabut
bulu hidung, yang sunnah justru mengguntingnya kalau panjang, dan
membiarkan sebagiannya karena ada manfaatnya. Rambut di kepala boleh
dicukur dan boleh dibiarkan panjang bagi yang bisa memeliharanya dengan
bersih dan rapih.

Jika memeliharanya dengan tujuan menyerupai kelompok tertentu,
supaya beda di mata orang-orang maka tidak boleh. Memotong kuku
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yang panjang pada hari Jum’at adalah sunnah bagi yang sedang tidak
ihram. Begitu pula hari Kamis dan Senin. Cara terbaik memotong kuku
ialah dimulai dari jari telunjuk tangan kanan sampai kelingking, lalu ibu
jarinya, dilanjutkan ke kelingking tangan kiri sampai ibu jarinya. Untuk
kaki diawali dari jari kelingking kanan sampai kelingking kaki kiri secara
berturut-turut. Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hanafi, pria haram mencukur janggut denganssilet.
Panjangnya disunnahkan tidak melebihi genggaman tangan; selebihnya
digunting. Tidak mengapa menggunting sambil memegangi ujung janggut,
mencukur rambut ketiak dengan silet, dan mencabut uban. Disunnahkan
mencukur kumis banyak-banyak sampai tepi bibir atas. Ada yang menilai
sunnah mencukur kumis. Pendapat ini dialamatkan kepada Abu Hanifah
dan kedua muridnya (Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan, Penerj).
Dianjurkan menghilangkan rambut di sekitar kemaluan pria, baik dengan
cara dicukur maupun diberi obat perontok bulu.

Sedangkan wanita dalam menghilangkan rambut di sekitar
kemaluannya disunnahkan dengan cara dicabut. Dan, disunnahkan
menghilangkan rambut pada ketiak dengan cara dicukur dengan silet atau
dicabut; tetapi dicabut lebih afdhal. Mencukur bulu punggung dan dada
tidak afdhal. Membiarkan kuku, kumis dan rambut ketiak tumbuh dan
tidak mencukurnya lebih dari 40 hari hukumnya makruh tahrim?. Terjadi
perselisihan mengenai rambut kepala pria, ada yang berpendapat sunnah
mencukurnya setiap hari Jum’at bagi yang sedang tidak ihram. Ada yang
berpendapat boleh dicukur atau dibiarkan panjang.

Jika tidak dicukur, yang afdhal disisir rapi dengan dibuat belahan.
Tidak mengapa mencukur bagian tengah kepala sampai plontos dan
membiarkan sisanya tanpa dikepang karena itu makruh. Rambut wanita
haram dicukur plontos tanpa alasan mendesak, sekalipun suaminya
mengizinkannya karena wanita haram menyerupai pria, sebagaimana pria
tidak boleh menyerupai wanita. Disunnahkan memotong kuku dengan
selain gigi, selama sedang tidak ihram. Tidak ada dalil shahih tentang
cara memotong kuku dan harinya. Potongan kuku dan rambut, juga kain
pembalut wanita bekas, sepatutnya dikubur karena jelas bahwa semua ini
mengandung etika dan kebersihan.

21 Dimakruhkan karena bisa mengakibatkan perbuatan haram (Edt).
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Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, diharamkan mencukur janggut dengan
silet dan disunnahkan menggunting kumis, tetapi tidak sampai seluruhnya.
Justru, yang disunnahkan ialah menggunting ujung kumis yang memanjang
menutupi bibir. Ini dihilangkan sampai tepi bibir kelihatan; sisanya
makruh digunting. Disunnahkan mencabut bulu ketiak karena mencabut
lebih baik daripada mencukurnya dengan silet ataupun cara lain; dimulai
dari ketiak kanan. Setelah mencabutnya disunnahkan mencuci tangan.
Disunnahkan mencukur rambut sekitar kemaluan atau menghilangkannya
dengan obat perontok, baik bagi pria maupun wanita. Dimakruhkan
mencabutnya. Diperbolehkan mencukur semua rambut yang ada pada
badan; seperti rambut dada, tangan, sekitar anus dan bokong. Rambut
kepala dimakruhkan dicukur semuanya bagi yang tidak bersorban dan
diperbolehkan bagi yang bersorban, menurut pendapat yang populer.
Wanita wajib menghilangkan segala sesuatu yang membuatnya tidak
cantik. Maka, wajib baginya menghilangkan bulu di badannya jika tidak
disukai suami. Juga, wajib menghilangkan kumis kalau tumbuh. Ia pun
wajib memelihara rambut yang menjadikannya cantik. Pria dan wanita
disunnahkan memotong kuku, kecuali saat ihram, minimal sepekan sekali.
Dimakruhkan memotongnya dengan gigi. Tidak ada ketentuan waktu dan
caranya.

Menurut madzhab Hambali, janggut haram dicukur dengan silet.
Tidaklah mengapa menggunting janggut yang berjuntai lebih dari satu
genggaman, juga boleh memeliharanya. Diperbolehkan menghilangkan
rambut yang tumbuh di sekitar anus. Mencabut uban hukumnya makruh.
Dalam menggunting kumis disunnahkan banyak-banyak. Disunnahkan
membiarkan rambut tumbuh jika dapat dipelihara dengan rapih dan
bersih. Jika dibiarkan panjang, hendaknya dicuci, disisir dari arah kanan,
dan dibuat belahan. Kalau panjangnya sampai ke pundak maka dijadikan
kelabang. Dimakruhkan mencukur rambut wanita sampai plontos ataupun
mengguntingnya tanpa alasan mendesak, seperti berkutu-misalnya.
Mencukurnya karena suatu musibah hukumnya haram.

Disunnahkan menghilangkan rambut di sekitar kemaluan dengan

cara dicukur dengan silet, digunting, ataupun diberi obat perontok.
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Disunnahkan mencabut bulu ketiak kalau mencukurnya dengan silet
sulit dilakukan. Boleh menggunting sedikit rambut cambang atau alis.
Disunnahkan memotong kuku dengan cara bagaimana saja karena tidak
ada keterangan tentang caranya. Dimakruhkan tidak memotong kuku dan
tidak mencukur rambut kemaluan dengan silet lebih dari 40 hari. Demikian
pendapat madzhab Hambali.OQ
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MENGECAT RAMBUT

PERIHAL mencelup (mewarnai atau mengecat) rambut, para ulama fikih
keempat madzhab merincinya.

Menurut madzhab Maliki, makruh tanzih? hukumnya pria mengecat
uban dengan warna hitam. Itu jika tidak bertujuan membuat musuh
takut.Kalau tujuannya syar’i seperti itu maka boleh, bahkan berpahala.
Jika bertujuan untuk mengecoh calon istri maka haram. Tidak makruh
mengecat uban dan janggutnya dengan warna kuning, seperti pacar dan
sebagainya. Tidak boleh pria memakai pacar pada tangan atau kakinya,
kecuali karena alasan mendesak karena itu untuk wanita. Pria tidak boleh
menyerupai wanita.

Menurut madzhab Hanafi, pria dianjurkan mengecat janggut dan
rambutnya. Dimakruhkan mengecat tangan dan kakinya karena akan
menyerupai wanita. Juga, dimakruhkan mengecat rambutnya dengan
warna hitam tanpa tujuan syar’i. Jika tujuannya syar’i seperti agar musuh
takut maka baik. Kalau melakukannya untuk berhias bagi istri maka
makruh. Ada yang berpendapat tidak makruh. Abu Yusuf menambahkan,
“Sebagaimana istri saya menyukai saya berhias baginya.”

Menurut madzhab Hambali, disunnahkan mengecat uban dengan
pacar dan sejenisnya, seperti kunyit. Mengecat uban dengan warna hitam
makruh jika bukan untuk tujuan syar’i, seperti untuk menampakkan
kegagahan di hadapan musuh. Jika tujuannya tidak benar maka tercela,
seperti untuk menyerupai penganut agama tertentu. Juga, makruh
mengecatnya dengan warna putih supaya tampak tua, agar dihormati dan
agar kesaksiannya diterima atau motivasi lain. Memberi warna putih pada
janggut hukumnya makruh; sama hukumnya dengan mencabut uban.O

22 Dimakruhkan karena bisa mengakibatkan kehilangan pahala (Edt).
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PACUAN KUDA, PANAHAN, DAN
PERLOMBAAN LAINNYA

SYARIAT Islam melarang menyakiti binatang, kecuali menyembelihnya
untuk dimakan. Maka, haram membebani binatang dengan muatan
melebihi kemampuannya. Juga, haram menyiksanya dengan menyuruh
jalan melebihi kesanggupannya. Namun, pacuan kuda diperbolehkan,
yakni adu cepat antara satu kuda dan kuda lain; kuda dan onta, atau onta
dan onta lain. Sebab, perlombaan ini mengandung latihan jihad. Sehingga
ada ulama yang berpendapat bahwa hukum pacuan ini wajib jika menjadi
media untuk jihad dan perang membela negara. Hal itu dirinci dalam
keempat madzhab fikih.

Menurut madzhab Maliki, perlombaan bisa wajib jika untuk jihad dan
membela negara. Bisa sunnah jika untuk latihan keterampilan jihad dan
perang. Bisa mubah (boleh) kalau semata-mata perlombaan.

Menurut madzhab Asy-Syafi’i, perlombaan disunnahkan bagi
pria. Jika dalam rangka jihad maka wajib. Jika bertujuan untuk hal yang
diharamkan maka haram, seperti untuk merampok. Kalau motivasinya
untuk hal yang dimakruhkan maka makruh. Kalau motivasinya semata-
mata berlomba maka boleh.

Menurut madzhab Hanafi, perlombaan tersebut sunnah jika
motivasinya olah raga dan latihan jihad. Jika tidak ada motivasi apa-apa,
boleh. _

Menurut madzhab Hambali, perlombaan boleh, baik ada hadiahnya
maupun tidak. Rinciannya akan dijelaskan.

Syariatjuga melarang keras maysir (perjudian) dengan segala bentuknya
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sehingga syariat menutup setiap celah ke arahnya dan mengingatkan
agar kaum Muslimin menjauhinya dari segala penjuru. Namun, Islam
memperbolehkan mengambil hadiah dalam pacuan kuda karena manfaat
umumnya dituntut oleh kepentingan yang urgen. Sebab, syariat Islam
selalu mendatangkan kemaslahatan atau manfaat dan menolak kerusakan
(kerugian). Adanya transaksi dalam pacuan kuda boleh dengan sejumlah
syarat dalam keempat madzhab fikih.

Menurut madzhab Maliki, syarat-syarat sahnya pelombaan ialah:

Pertama, garis start dan finish harus ditentukan. Jarak tidak harus
sama, boleh saja berbeda jika disepakati.

Kedua, kendaraannya harus ditentukan, apakah kuda ataukah onta.

Ketiga, hadiah harus jelas, besarannya harus diketahui. Tidak boleh
berupa barang yang tidak sah diperjualbelikan; seperti arak, bangkai, dan
sebagainya. Boleh berupa penjahitan baju, perbuatan baik, pemaafan tindak
pidana, atau bentuk jasa lainnya.

Keempat, kalau panahan, siapa yang memanah dan jumlah
ketepatan sasaran harus ditentukan. Kriteria tepat sasaran (cukup dengan
berlobangnya sasaran atau harusnya panah tetap menancap) juga mesti
ditentukan. Tentang seperti apa model anak panahnya tidak harus
ditentukan dengan cara diperlihatkan ataupun disebutkan. Juga, tidak
harus berjumlah ganjil. Ini adalah aturan wajib yang tidak boleh dilanggar
semua peserta. Syarat lain: pesertanya harus mukallaf yang berakal dan
normal. Setiap peserta boleh melepaskan panah sesukanya. Masing-masing
peserta disyaratkan belum mengetahui kemampuan lari kuda lawan.
Hadjiah harus dari pihak lain, bukan peserta.

Jika dinyatakan bahwa peserta yang menang akan mendapat hadiah
maka si pemenang boleh mengambilnya.

Jika yang memberi hadiah salah seorang peserta, misalnya ia akan
memberikan hadiah kepada lawannya yang menang, sedang lawannya
tidak menjanjikan apa-apa, lalu si lawan menang, ia boleh mengambil
hadiah tersebut.

Jika yang menang adalah yang menjanjikan hadiah maka hadiah harus
diberikan kepada para penonton. Ia tidak boleh mengambilnya sendiri.

Kalau masing-masing peserta menyiapkan hadiah untuk yang menang
maka tidak boleh karena itu tergolong gimar (taruhan).

Fikih Empat Madzhab Jilid 3 # 77



Jika ada tiga peserta, yang dua menyiapkan hadiah untuk pemenang
sedangkan yang ketiga tidak, baik karena kemampuan lari kudanya sudah
diketahui pasti akan menang maupun pasti akan kalah, si peserta ketiga
tidak boleh mengambil hadiahnya jika ia menang, berdasarkan hadits:
“Barangsiapa memasukkan kuda di antara dua kuda sementara ia tahu akan
mengalahkan keduanya maka itu tergolong taruhan”, dan jika ia kalah maka si
pemenang (salah satu dari yang dua) pun tidak boleh mengambil hadiah
itu. Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, akad pacuan kuda dengan hadiah sah
dengan 10 syarat:

Pertama, macam perlombaan harus diketahui dengan jelas dan
garis start semua peserta harus sama. Tidak boleh ada yang lebih depan,
atau lebih dekat garis finishnya daripada garis finish peserta lain, jika
perlombaan itu dengan binatang.

Kedua, dalam panahan, macam perlombaannya harus sama bagi
tiap perserta; misalnya masing-masing peserta dijelaskan cara memanah
bagaimana yang masuk hitungan.

Ketiga, yang diperlombakan ialah binatang-binatang yang dipakai
dalam peperangan; misalnya kuda, bighal, onta, keledai, dan gajah. Untuk
onta, yang menjadi ukuran menang adalah pundaknya melewati garis
finish, bukan lehernya karena saat lari lehernya dipanjangkan.

Sedangkan kuda, yang menjadi ukuran menang adalah lehernya
melewati garis finish. Ketentuan ini berlaku dalam lomba balapan.

Kalau juara kedua tertinggal jauh oleh juara pertama maka tidak perlu
dijelaskan.

Keempat, binatang yang dikendarai jelas; misalnya peserta bersepakat
berlomba dengan kuda.

Kelima, sifatnya juga jelas; misalnya, peserta bersepakat untuk balapan
kuda yang memiliki sifat tertentu.

Keenam, setiap peserta memiliki peluang menang yang sama. Kalau
salah satu sangat lemah, sedangkan yang lain sangat kuat maka tidak sah.

Ketujuh, kedua peserta menunggangi binatangnya. Kalau tidak
ditunggangi maka tidak sah.
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Kedelapan, jaraknya wajar, dapat ditempuh tanpa harus menghabiskan
tenaga dan kemampuan.

Kesembilan, yang dijadikan hadiah harus jelas jenisnya, sifatnya, dan
besarannya.

Kesepuluh, tidak mengajukan syarat yang cacat hukum; misalnya
dengan menyatakan, “Jika engkau menang maka engkau mendapatkan
uang ini asalkan kaubagi bersama teman-temanmu.” Dalam lomba
memanah tidak disyaratkan menentukan anak panah ataupun busur. Boleh
diganti anak panah atau busur lain.

Jika dipersyaratkan tidak boleh ganti anak panah atau busur maka
akadnya cacat hukum.

Ketika syarat-syarat terpenuhi maka kesepakatan lomba wajib
dijalankan. Hadiah sah diambil jika datang dari satu pihak; misalnya,
salah seorang peserta berkata, “Engkau akan mendapatkan hadiah ini jika
mengalahkan saya, tetapi jika saya yang menang, saya tidak mengambil
apa pun darimu.” Jika yang menang ialah yang dijanjikan hadiah maka
ia boleh mengambilnya. Jika yang menang ialah yang menjanjikan hadiah
maka ia boleh mengambil kembali hadiah itu.

Apabila masing-masing peserta menyiapkan hadiah untuk yang
menang maka tidak halal, kecuali jika ada peserta lain yang tidak
menyiapkan hadiah. Peserta yang satu ini disebut muhallil (si penghalal).
Jika si muhallil menang maka ia mengambil hadiah yang mereka siapkan.

Kalau si muhallil kalah maka ia tidak memberi apa pun kepada yang
menang. Kemudian jika dua peserta mencapai garis finish bersamaan maka
tidak ada hadiah apa pun bagi masing-masing.

Kalau sampainya berurutan (tidak bareng) maka si pemenang
mengambil hadiah yang ia siapkan sendiri dan juga hadiah yang disiapkan
lawannya.

Jika si muhallil menjadi juara kedua, hadiah hanya untuk si pemenang,
sedangkan si muhallil tidak mendapatkan apa pun. Begitu pula ketika si
muhallil sampai garis finish terakhir bersamaan dengan salah satu peserta.
Demikian menurut madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hanafi, akad perlombaan dengan hadiah bukanlah
akad yang wajib dijalankan, menurut pandangan yang masyhur. Hadiah
boleh diambil jika syarat-syarat terpenuhi.
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Jika ada pihak yang tidak mau memberikan hadiah, tidak boleh dipaksa.
Pendapat lain, justru harus dijalankan. Hadiah halal diambil dengan syarat
ia dikeluarkan salah seorang peserta saja (jika satu lawan satu).

Misalnya, salah seorang dari mereka berkata, “Kalau engkau menang,
hadiah ini akan saya berikan kepadamu. Jika saya yang menang, saya
tidak mengambil apa pun.” Atau, ada pihak lain (bukan peserta) yang
menyiapkan hadiah dengan mengatakan, “Yang menang akan mendapat
hadiah dari saya.” Tidak diperbolehkan semua peserta menyiapkan hadiah
masing-masing karena itu tergolong taruhan, kecuali ada peserta lain
sebagai muhallil maka diperbolehkan, dengan dua syarat:

Pertama, kudanya setaraf dengan kuda mereka berdua, sehingga tidak
bisa dipastikan menang ataupun kalah.

Kedua, semua peserta kepada si muhallil, “Jika engkau menang, engkau
mendapat hadiah dari kami, jika kami menang, kami tidak mengambil
apa pun darimu.” Untuk peserta selain muhallil, siapa yang menang akan
mengambil hadiah peserta lainnya.

Jika si muhallil menang, ia mengambil dari masing-masing peserta
hadiah yang dijanjikan.

Jika si muhallil kalah, ia tidak memberikan apa pun.

Jika peserta selain muhallil yang menang maka ia mengambil dari
peserta lain apa yang telah disyaratkan.

Jika si muhallil kalah, lalu dua peserta lain sampai garis finish
bersamaan, maka masing-masing tidak mendapat hadiah apa pun.

Jika si muhallil sampai garis finish bersamaan dengan salah satu peserta
lain sebagai pemenang, peserta lain itu tidak mendapatkan apa pun,
sedangkan si muhallil memperoleh hadiah yang disyaratkan kepadanya,
sama halnya seperti ketika si muhallil menang, sedang si muhalllil tidak
mendapatkan apa-apa jika kalah. Jarak tempuh harus yang memungkinkan
dicapai oleh kuda, dan masing-masing mungkin untuk menang.

Jika dengan onta maka ukuran menangnya ialah pundaknya mencapai
garis finish, bukan lehernya. Untuk kuda, ukurannya adalah leher.
Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Hambali, perlombaan dengan hadiah hukumnya
boleh. Ini termasuk kesepakatan yang boleh dibatalkan masing-masing
pihak, sekalipun sudah dimulai.
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Jika salah satu peserta jelas-jelas punya kelebihan, misalnya pernah
menang dalam sebuah lomba atau pernah memanah tepat sasaran
lebih banyak daripada lawannya maka yang tidak diunggulkan tidak
boleh membatalkan kesepakatan, yang boleh membatalkan ialah yang
diunggulkan. Untuk keabsahan kesepakatan harus terpenuhi 5 kriteria:

Pertama, kendaraan yang dinaiki harus ditentukan dengan cara dilihat,
harus sama dalam garis start dan garis finish, dan harus ditentukan siapa
saja yang memanah.

Kedua, kendaraan ataupun kuda sama jenisnya. Jika yang satu kuda
Arab yang lain bukan maka tidak sah. Juga, tidak sah perlombaan antara
busur model Arab (disebut An-Nabl) dan panah model Persia (disebut
An-Nisyab).

Ketiga, jarak dan sasaran harus ditentukan dan harus sama bagi
setiap peserta. Sebab, ada peserta yang lambat pada saat start dan kencang
menjelang finish, atau sebaliknya. Dalam panahan juga harus ditentukan
jaraknya. Diukur menurut tradisi atau dengan hasta-misalnya. Tidak sah
lomba panahan jika pemenang ditentukan berdasarkan jarak panah yang
paling jauh.

Keempat, hadiah harus jelas dengan cara diperlihatkan, atau sifat-
sifatnya disebutkan. Hadiah bisa tunai dan bisa ditunda pemberiannya,
dengan syarat diperbolehkan. Hadiah berupa barang yang diharamkan
seperti arak atau babi tidak sah.

Kelima, tidak menyerupai taruhan; yakni yang menyiapkan hadiah
bukan semua peserta.

Jika yang menyediakan hadiah adalah pemerintah, dari kas negara,
boleh karena mengandung maslahat dan memotivasi latihan jihad serta
bermanfaat bagi kaum Muslimin. Orang lain (bukan peserta) diperbolehkan
menyumbang dengan suka rela untuk hadiahnya.

Kalau semua peserta menyediakan hadiah maka hanya boleh jika ada
peserta lain yang tidak menyediakan apa pun. Ia disebut muhallil. Ketika
itu si pemenang boleh mengambilnya.

Muhallil memberi manfaat seperti itu dengan beberapa syarat:

Pertama, kemampuan memanahnya setara dengan peserta lain, atau
kudanya seimbang dengan kuda peserta lain.

Fikih Empat Madzhab Jilid 3 = 81



Kedua, jika si muhallil menang maka ia mengambil hadiah yang
disediakan peserta lain.

Ketiga, jika dua peserta selain muhallil menang (melewati garis
finish) bersamaan, sementara si muhallil kalah maka masing-masing
tidak mendapat hadiah dari satu sama lain, dan si muhallil pun tidak
mendapatkan apa-apa karena ia tidak menang, dan ia tidak harus memberi
hadiah apa pun.

Keempat, jika salah seorang peserta selain muhallil yang menang maka
ia mengambil hadiah yang ia siapkan sendiri dan hadiah yang disiapkan
peserta lain, sedangkan muhallil tidak mendapatkan apa pun.

Kelima, jika si muhallil menang (melewati garis finish) bersamaan
dengan salah seorang peserta maka mereka berdua tidak mengeluarkan
apa pun sedangkan yang kalah memberi hadiahnya sesuai kesepakatan
dan dibagi antara si muhallil dengan si peserta yang menang bersamanya
itu. Sebab, kemenangan itu kemenangan berdua sehingga hadiahnya pun
dibagi dua.

Keenam, kalau semua peserta melewati garis finish bersamaan dan
tidak ada yang menang maka tidak ada yang memperoleh hadiah. Dalam
melepas onta atau kuda juga harus bersamaan atau serentak. Pada garis start
ada yang menyaksikan dan mengawasi, begitu juga pada garis finish atau
sasaran, supaya tidak terjadi perselisihan. Kuda pacuan disebut menang
apabila lehernya melewati garis finish lebih dahulu daripada kuda lain.

Sedangkan dalam perlombaan antar binatang yang leher masing-
masing tidak sama-misalnya antara kuda dan onta-yang jadi ukuran adalah
pundaknya, bukan lehernya.

Jika salah seorang peserta mensyaratkan kemenangan diukur oleh
langkah kaki melewati garis finish maka tidak sah. Setiap peserta dengan
kudanya dilarang menyingkirkan kuda lain atau melepas kuda di belakang
kudanya untuk menghambat laju kuda lawan, juga dilarang berteriak ketika
mendahului kuda lawan. Demikianlah pendapat madzhab Hambali.

Perlombaan berhadiah tidak sah pada selain kuda, onta dan memanah.
Diperbolehkan mengadakan perlombaan perahu, lari, dan sejenisnya
dengan rincian yang disebutkan para ulama fikih keempat madzhab.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, pacuan keledai; bighal; atau gajah yang
berhadiah juga diperbolehkan, menurut pendapat yang kuat.
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Menurut madzhab Maliki, balap perahu, balap lari, adu cepat merpati
pos menyampaikan berita, adu gulat, lomba angkat beban, dan sebagainya
adalah sah. Semua itu dengan dua syarat:

Pertama, peserta tidak dipungut biaya untuk hadiah.

Kedua, tujuannya untuk olah raga atau latihan tugas dan jihad.

Kalau tujuannya untuk permainan dan saling mengalahkan maka
haram. Juga diharamkan permainan dadu dan catur, sekalipun tanpa
hadiah.

Madzhab Asy-Syafi’i memperbolehkan pacuan sapi, anjing, atau burung
tanpa taruhan. Perlombaan kapal layar tidak diperbolehkan, sedangkan kapal
lain seperti kapal uap, mobil, kapal selam, dan kapal terbang boleh karena
bermanfaat untuk perang. Perlombaan gulat, renang, jalan kaki, berdiri di
atas satu kaki, catur, bola, angkat beban, membuat jaring dengan jari-jemari,
semuanya boleh asalkan tanpa hadiah. Perlombaan menembak dengan
hadiah boleh karena menembak sama seperti memanah.

Menurut madzhab Hanafi, semua perlombaan yang disebutkan
para ulama Madzhab Asy-Syafi’i tersebut boleh tanpa taruhan, kecuali
catur karena ia haram. Sebab, permainan catur membuat pemainnya
melupakan hal lain. Terjadi selisih pendapat mengenai balapan burung.
Lomba menembak dan melontar batu sama seperti memanah, semua
diperbolehkan dengan syarat bertujuan olah raga dan menguatkan badan,
bukan untuk hiburan dan permainan yang menghabiskan waktu.

Menurut madzhab Hambali, perlombaan jalan kaki tanpa hadiah
boleh. Juga, boleh pacuan binatang seperti onta, kuda, bighal, dan gajah;
termasuk balapan burung, yakni burung merpati menurut pendapat
yang shahih. Perlombaan perahu diperbolehkan. Begitu pula lontar batu
dengan tangan atau alat pelontar, gulat, dan angkat beban dalam rangka
mengetahui siapa yang paling kuat. Juga, diperbolehkan setiap perlombaan
yang mengandung olah raga dan latihan jihad, sesuai ayat:

@35 o3 kil G J%el;

“Dan persiapkanlah bagi mereka apa yang kamu mampu dari kekuatan apa
saja....” (Al-Anfal: 60)
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Lagi pula, ada sebuah hadits shahih dari Ibnu Umar bahwa Nabi &
memperlombakan kuda-kuda yang digemukkan. Tarian, forum syair, dan
segala permainan seperti dadu, catur, catur jawa (bingo), dan setiap hal
yang mengantarkan kita kepada yang haram hukumnya juga haram jika
tidak mengandung kemaslahatan yang lebih besar daripada kerugiannya.

Pertandingan adu sapi, adu ayam, adu kambing, dan sejenisnya
diharamkan, termasuk menontonnya.Q
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MENYEBARKAN SALAM

SALAM berarti keselamatan. Saat seseorang berucap salam kepada yang
orang lain maka seakan-akan ia berkata, “Saya ingin engkau selamat dan
aman dari segala hal yang merugikanmu.” Tentu, menyebar salam termasuk
etika Islam yang utama karena menebarkan rasa aman sebagai kebutuhan
pokok manusia dan merupakan kelebihannya yang membedakannya dari
binatang buas yang tidak hanya bertujuan memenuhi keinginannya dan
membunuh dengan kebuasannya. Salam merupakan kesepakatan Islami
agar orang-orang tidak saling membunuh; menginjak-injak kehormatan;
ataupun merampas harta. Penyebaran salam di tengah umat manusia
mengandung pengumuman bahwa orang-orang jahat tidak sesuai dengan
prinsip-prinsip Islam. Ini juga menuntut penegakan aturan mulianya
agar manusia saling mengasihi, bersaudara, saling membantu. Ini pun
dan menegaskan pentingnya stabilitas keamanan di antara mereka serta
keselamatan dari kejahatan satu sama lain.

Oleh karena itu, Rasulullah & dalam banyak hadits menganjurkan
kita menyebarkan salam. Salah satunya yang diriwayatkan Abdullah bin
Amr bin Al-Ash ¥ bahwa seorang pria bertanya kepada Rasulullah #,
“Islam yang manakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Memberi makan
orang dan mengucapkan salam kepada orang yang kaukenal dan juga yang tidak
kaukenal.”*

23 HR. Al-Bukbhari, (2) Kitab Al-Iman, (6) Bab Ith’'am Ath-Tha’am min Al-Islam, hadits no. 12,
(20) Bab Ifsya” As-Salam min Al-Islam (hadits no.38), (79) Kitab Al-Isti'dzan, (9) Bab As-Salam
Ii Al-Ma’rifah wa Ghair Al-Ma’rifah, hadits no. 6236; HR. Muslim, (1) Kitab Al-Iman, (14) Bab
Bayan Tafadhul Al-Islam wa Ayyu Umurihi Afdhal, 63/39; HR. Abu Dawud, (35) Kitab Al-
Adab, (131) Bab Ifsya” As-Salam , hadits no. 5194; HR. An-Nasa’i, (47) Kitab Al-Iman, (12) Bab
Ayyu Al-Islam Khair, hadits no. 5015; HR. Ibnu Majah, (29) Kitab Al-Ath’imah, (1) Bab Ith’am
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Juga sabda beliau: “Kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman,
dan kalian tidak akan beriman sebelum kalian saling mencintai. Maukah kalian
kuberi tahu tentang perbuatan yang jika kalian kerjakan niscaya kalian saling
mencintai? Yaitu sebarkanlah salam di antara kalian.”?* (HR. Muslim dll.)

Hukum Memulai dan Menjawab Salam

Memulai salam hukumnya sunnah ‘ain bagi orang yang sendirian dan
sunnah kifayah bagi sekelompok orang.

Menurut madzhab Hanafi, memulai salam terkadang hukumnya
wajib, yaitu ketika pengendara berjumpa dengan pejalan kaki di padang
sahara demi keamanan.

Jika salah satu dari sekelompok orang itu mengucapkan salam maka
sunnahnya gugur dari yang lain. Yang afdhal, salam diucapkan mereka
semua agar masing-masing mendapat pahala sunnah. Ada dua redaksi
memulai salam, yakni: As-Salamu ‘alaikum dan salamun ‘alaikum. Yang
utama ialah redaksi pertama (As-Salamu ‘alaikum). Dimakruhkan berucap
“Alaikas-salam ” atau “Salamullahi ‘alaik” karena ucapan itu adalah salam
untuk orang mati, bukan orang hidup. Maka, yang sunnah dalam memulai
salam ialah mengucapkan: As-Salamu ‘alaikum atau salamun “alaikum, baik
yang disalami satu orang maupun banyak.

Menurut madzhab Maliki, sunnahnya salam adalah ucapan As-Salamu

Ath-Tha'am, hadits no. 3253; HR. Ahmad dalam Musnadnya, juz I dari Musnad Abdullah
bin Amr bin Al-Ash, hadits no. 6593; HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, (6) Kitab Al-Birr
wa Al-Thsan, (9) Bab Ifsya” As-Salam wa Ith’am Ath-Tha’am, hadits no. 505; Abu Nu'aim
dalam Al-Hilyah, 1/287; Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah, hadits no. 3302; Al-Khathib
Al-Baghdadi dalam At-Tarikh, 8/169; Al-Mundziri dalam At-Targhibwa At-Tarhib, 2/ 62;
Ibnu Hajar dalam Talkhish Al-Habir, 4/93; Az-Zubaidi dalam Ithaf As-Sadat Al-Muttagin,
3/237,5/239; An-Nawawi dalam Al-Adzkar (216); At-Tabrizi dalam Misykat Al-Mashabih
(4629; Al-Muttaqil-Hindi dalam Kanz Al-Ummal, hadits no.108; Ibnu Taimiyah dalam
Al-Kalim At-Thayyib, hadits no. 9194.

24 HR. Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, hadits no. 260 dan 980; HR. Muslim, (1) Kitab
Al-Iman, (22) Bab Bayan annahu La Yadkhul Al-Jannah illa Al-Mu minun...,93/54,94/54; HR.
AbuDawud, (35) Kitab Al-Adab, (131) Bab Ifsya” As-Salam , hadits no. 5193; HR. At-Tirmidzi,
(43) Kitab Al-Isti"dzan, (1) Bab Ma Ja"a fi Ifsya” As-Salam , hadits no. 2697; HR. Ibnu Majah,
(33) Kitab Al-Adab, (11) Bab Ifsya’ As-Salam , hadits no. 3692, dan dalam Al-Mugadimah
(9) Bab Al-Iman; hadits no. 68; HR. Ahmad dalam Musnadnya, juz Il dari Musnad Abu
Hurairah, hadits no. 10655; HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, (5) Kitab Al-Iman, (5) Bab
Shifat Al-Mu minin, hadits no. 236; Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah, hadits no. 3300;
Abu Awanah dalam Musnadnya, 1/30; Ibnu Mandah dalam Al-Iman, hadits no. 331, 332
dan 333.
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‘alaikum. Jika orang berucap wa salamun ‘alaitkum maka tidak termasuk
mengucapkan salam, menurut pandangan terkuat.

Menurut madzhab Hambali, sunnahnya salam bisa dengan ucapan
As-Salamu ‘alaika.

Membalas atau menjawab salam hukumnya fardhu ‘ain bagi orang
yang sendirian, dan fardhu kifayah bagi sekelompok orang. Jika salah satu
dari sekelompok orang itu menjawab salam maka kewajiban yang lain
gugur.

Menjawab salam harus segera (langsung). Kalau menunda tanpa
alasan yang mendesak, berdosa. Juga, harus terdengar oleh si pengucap
salam. Jika pelan sehingga tidak terdengar oleh si pengucap salam maka
kewajiban menjawab tidak gugur.

Kalau si pengucap salam tunarungu maka menjawabnya disertai
isyarat bahwa salamnya dijawab. Redaksi jawaban yang afdhal ialah Wa
‘alaikumus-salam. Juga, sah dengan kata-kata: Salamun ‘alaikum.

Seorang Muslim disunnahkan memulai salam sebelum bicara.

Jika dua orang bertemu sementara salah seorang dari keduanya
berucap salam maka yang satunya wajib menjawab dengan suara yang
bisa didengarnya. Disunnahkan berucap salam kepada keluarga setiap
kali akan masuk rumah atau berjumpa dengannya.

Jika memasuki rumah tanpa penghuni maka ucapannya As-Salamu
‘alaina wa ‘ala ‘ibadillahis-shalihin. Disunnahkan yang muda mengucapkan
salam kepada yang tua; pengendara kepada pejalan kaki; yang berdiri
kepada yang duduk; yang sedikit kepada yang banyak.

Jika yang terjadi sebaliknya-yang banyak mengucapkan salam kepada
yang sedikit, yang tua kepada yang muda-maka pahala sunnah salam tetap
diperoleh namun keutamaan urutan tidak diperoleh.

Jika seseorang berkirim salam kepada orang lain, wajib disampaikan
dan dijawab. Redaksi jawabannya: wa’alaika wa ‘alaihis-salam (juga semoga
bagimu dan baginya tercurah keselamatan). Begitu juga jika kiriman salam
itu secara tertulis.

Dimakruhkan seorang pria mengucapkan salam kepada seorang
wanita yang bukan mahramnya, kecuali kepada nenek-nenek atau wanita
buruk rupa yang tidak membuatnya tertarik. Demikian pendapat madzhab
Hambali.
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Menurut madzhab Asy-Syafi’i, seorang pemudi yang sendirian di
suatu tempat makruh disalami seorang pria dan haram bagi si pemudi
menjawab salamnya ataupun mengucapkan salam kepadanya, baik ia
pemudi yang buruk rupa dan tidak punya daya tarik maupun bukan.

Sedangkan nenek-nenek dianggap sama seperti pria.

Jika si pemudi bersama sekelompok pria atau sekelompok wanita maka
ia dianggap sama seperti pria dalam hal mengucapkan dan menjawab salam.

Jika wanita itu mahram maka disunnahkan berucap salam kepadanya
sebagaimana kepada keluarganya. Salam makruh diucapkan di kamar kecil
atau kepada orang yang telanjang atau kepada orang yang begitu sibuk dan
kiranya tidak sempat menjawab. Juga, makruh diucapkan kepada orang
yang sedang melantunkan ayat-ayat Al-Qur’an atau sedang mengkaji ilmu.

Menurut madzhab Asy-Syafi’i dan Maliki, mutlak tidak disunnahkan
berucap salam kepada orang yang sedang membaca Al-Qur’an atau
berzikir, berdoa, shalat, ataupun makan dan minum. Juga, ketika adzan
dan igamat berkumandang; dan kepada hakim di pengadilan. Makruh pula
kepada orang yang sedang menyampaikan ceramah atau nasehat. Mereka
semua tidak wajib menjawabnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, salam tidak dimakruhkan saat adzan
atau iqamat berkumandang, juga ketika hakim sedang di pengadilan serta
saat lain yang disebutkan. Seorang pria diharamkan berucap salam kepada
seorang pemudi yang sendirian, sebagaimana diharamkan bagi pemudi
tersebut mengucapkan salam. Haram juga mengucapkan salam kepada
orang yang jelas-jelas menampakkan kefasikannya. Orang berkelamin
ganda dianggap sama seperti pemudi. Dimakruhkan berucap salam kepada
orang yang mendengar khutbah. Kalaupun orang yang mendengar khutbah
disalami, ia wajib menjawab.

Jika salam disampaikan khusus kepada satu orang di antara
sekelompok orang, seperti ucapan “As-Salamu ‘alaikum, hai Muhammad”,
maka Muhammad wajib menjawab. Kalau orang lain yang menjawab,
kewajiban Muhammad tidak gugur. Jika salam diucapkan sambil memberi
isyarat kepada Muhammad yang berada di tengah-tengah sekelompok
orang tanpa memanggil namanya maka gugur kewajiban Muhammad
untuk menjawabnya jika salah seorang dari mereka menjawabnya. Sebab,
isyarat tersebut mengandung kemungkinan ditujukan kepada rombongan.
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Jika ucapan salam kepada sekelompok orang berbunyi As-Salamu ‘alaika
tanpa isyarat ditujukan kepada orang tertentu, ketika salah seorang dari
sekelompok orang itu menjawab maka kewajiban yang lain gugur, karena
bicara kepada sekelompok orang dengan menggunakan kata ganti mufrad
(tunggal) diperbolehkan. Demikian pendapat madzhab Syafi'i

Dimakruhkan berucap salam kepada orang yang sedang sibuk
mengajar atau belajar. Sekelompok orang yang tengah makan bersama juga
diberi salam dengan perincian dalam keempat madzhab fikih.

Menurut madzhab Hanafi, jika ada orang sedang makan, lalu seseorang
yang butuh makan meyakini jika ia mengucapkan salam kepadanya maka
ia pasti diajak makan, boleh baginya mengucapkan salam kepadanya. Kalau
tidak yakin maka tidak boleh.

Menurut madzhab Asy-Syafi’i, boleh mengucapkan salam kepada
orang yang sedang makan, tetapi tidak wajib dijawab jika orang yang
sedang makan tidak bisa menjawab lantaran mulutnya masih penuh
makanan. Jadi, salam kepadanya dan orang lain tidak dimakruhkan, kecuali
yang telah disebutkan sebelumnya.

Menurut madzhab Maliki, boleh secara mutlak mengucapkan salam
kepada orang yang sedang makan.

Menurut madzhab Hambali, ada dua pendapat tentang ini: Pertama,
makruh karena yang disalami sedang sibuk makan, sementara orang yang
sedang sibuk tidak diucapkan salam. Kedua, tidak makruh.

Salam tidak dimakruhkan kepada anak-anak bahkan afdhal diucapkan
kepada mereka dalam rangka mendidik budi pekerti, namun mereka tidak
wajib menjawab karena mereka belum mukallaf.

Jika seorang anak kecil berucap salam kepada mukallaf (orang dewasa),
ia wajib menjawab kalau anak tersebut sudah mumayyiz (bisa membedakan
baik buruk).

Jika seorang anak bersama orang-orang mukallaf disalami maka tidak
cukup hanya anak tersebut yang menjawab menurut pandangan yang
shahih, harus ada di antara para mukallaf itu yang menjawabnya.

Makruh mengucapkan salam kepada orang gila; orang mabuk; orang
tidur; dan orang yang membaca talbiyah. Kata-kata terakhir dari salam ialah
wa barakatuh. Maka, yang berucap salam maupun yang membalasnya tidak
boleh lebih dari ucapan wa barakatuh itu.O
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MENDOAKAN ORANG BERSIN

MENDOAKAN orang bersin maknanya ialah mendoakan kebaikan dan

keberkahan dengan berucap yarhamukallah (semoga Allah merahmatimu).

Kalimat itu jelas mengandung hikmah luhur karena tujuannya membangun

kasih sayang antara manusia dan mempererat jalinan persaudaraan dan

cinta; terwujudnya kebaikan bagi saudaranya; menjauhkan permusuhan
dan kebencian; juga nilai-nilai lain yang termasuk akhlak mulia.

Mendoakan orang bersin hukumnya fardhu kifayah seperti halnya
menjawab salam, dengan syarat berikut:

1. Yang bersin berucap alhamdulillah atau alhamdulillahi Rabbil-"alamin, atau
alhamdulillahi ‘ala kulli hal; yang hukumnya sunnah bagi yang bersin.
Jika ia tidak mengucapkannya maka tidak berhak didoakan.

2. Ucapan hamdalah itu diperdengarkan. Kalau pelan sehingga tidak
terdengar maka tidak wajib didoakan.

Sedangkan menurut madzhab Asy-Syafi'i, mendoakan orang yang
bersin hukumnya sunnah.

Setelah didoakan si pendengar, yang bersin menjawab dengan bacaan
yaghfirullahu li wa lakum (semoga Allah mengampuni saya dan engkau), atau
yahdikumullahu wa yushlihu balakum (semoga Allah memberimu petunjuk
dan memperbaiki keadaanmu).

Jika bersin berulang-ulang maka tetap didoakan sampai kali yang
ketiga. Jika lebih dari tiga kali, tidak wajib didoakan.

Hukum bersin bagi wanita sama seperti hukumnya dalam salam.

Jika wanita (pemudi) bukan mahram bersin, tidak perlu didoakan.

Jika nenek-nenek atau pemudi yang tidak menarik bersin maka boleh
didoakan. Wanita mahram dianggap sama seperti pria, begitu juga antar

wanita.O
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SUMPAH

Definisi Al-Yamin

Kata Al-Yamin secara bahasa bermakna tangan kanan, kekuatan,
dan sumpah. Kata ini mempunyai tiga makna tersebut, lalu digunakan
dengan makna sumpah karena di zaman jahiliyah orang-orang yang
saling bersumpah masing-masing memegang tangan kanan satu sama lain,
atau karena yang bersumpah memperkuat ucapannya dengan sumpah,
sebagaimana tangan kanan lebih kuat daripada tangan kiri.

Hukum Sumpah

Hukum sumpah berbeda-beda sesuai keadaan. Bisa wajib jika suatu
kewajiban bergantung padanya, seperti keselamatan nyawa orang
yang tidak berdosa. Haram hukumnya bersumpah atas perbuatan yang
diharamkan atau bersumpah dengan sesuatu yang haram disumpahkan.
Bisa pula hukum-hukum lain sebagaimana dirinci dalam keempat madzhab
fikih.

Menurut madzhab Maliki, hukum asal dari sumpah adalah boleh
selama menggunakan nama Allah atau sifat-Nya, sekalipun sumpah
tersebut tidak diminta. Ini menjadi dianjurkan jika dalam urusan keagamaan
yang besar, baik untuk memotivasi maupun untuk mengancam. Namun,
memperbanyak sumpah tanpa alasan mendesak tergolong bid’ah yang
diperbuat setelah generasi salaf (pendahulu). Berhubung sumpah itu boleh
maka membatalkannya juga boleh, dengan disertai pembayaran kafarat
(denda pelanggaran).

Apabila pembatalan mengandung hal lebih baik maka hukumnya pun
ikut kepadanya.
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Jika seseorang bersumpah untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban
maka wajib membatalkan sumpah tersebut.

Jika seseorang bersumpah untuk melakukan kemaksiatan, wajib
membatalkannya. Bersumpah untuk mengerjakan kewajiban, atau untuk
tidak bermaksiat, diharamkan membatalkannya. Demikian pendapat
madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hambali, sumpah adakalanya haram dan
terkadang wajib. Juga, bisa makruh jika bersumpah untuk berbuat makruh
atau untuk tidak melakukan sunnah.

Contoh sumpah yang makruh ialah sumpah dalam jual beli, karena
hadits: “Sumpah itu membuat laku dagangan tetapi menghapus keberkahannya.”
(HR. Ibnu Majah)

Sumpah menjadi sunnah apabila mengandung kemaslahatan, misalnya
mendamaikan antara dua orang yang berseteru, sekalipun yang bersumpah
adalah salah seorang dari mereka; atau melenyapkan kedengkian dari
hati; atau menghilangkan keburukan, dan sebagainya. Sumpah untuk
mengerjakan yang wajib atau tidak bermaksiat tidaklah dianjurkan. Sumpah
yang hukumnya boleh misalnya bersumpah untuk mengerjakan hal yang
diperbolehkan atau tidak mengerjakannya. Atau, untuk memperkuat berita
yang disampaikan orang yang jujur atau disangka jujur. Termasuk sumpah
yang boleh ialah sumpah untuk melakukan ibadah dan tidak bermaksiat.

Jika sumpah untuk berbuat maksiat atau untuk tidak mengerjakan
kewajiban maka wajib dibatalkan dengan cara mengerjakan ibadah dan
tidak mengerjakan kemaksiatan tersebut.

Ketika bersumpah untuk mengerjakan sunnah dan meninggalkan yang
makruh maka disunnahkan memenuhi sumpah itu.

Kalau sebaliknya, yakni bersumpah untuk tidak mengerjakan sunnah
dan mengerjakan yang makruh maka dimakruhkan memenuhi sumpahnya
dan disunnahkan membatalkannya.

Apabila bersumpah untuk melakukan yang mubah atau tidak
melakukannya maka diperbolehkan membatalkannya atau memenuhinya.
Tetapi memenuhinya lebih baik daripada membatalkannya. Demikian
pendapat madzhab Hambali.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, hukum asal dari sumpah adalah
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makruh sesuai ayat: “Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu

sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan....” (Al-Baqarah: 224)

Adakalanya hukumnya mubah seperti bersumpah untuk melakukan
ibadah atau untuk tidak melakukan hal makruh atau dalam berdakwa di
depan hakim disertai kejujuran, atau untuk menekankan suatu pernyataan,
seperti dalam hadits: “Demi Allah, Allah tidak akan jenuh sebelum kamu sendiri
yang jenuh.” Atau, untuk mengagungkan suatu hal, seperti sabda Nabi #:
“Demi Allah, jika kamu mengetahui apa yang kuketahui, pastilah kamu sedikit
tertawa dan banyak menangis.” Sumpah bisa menjadi sunnah jika bersumpah
untuk mengerjakan sunnah atau untuk tidak melakukan hal makruh. Ihwal
membatalkan sumpah, ada lima hukum:

1. Hukumnya wajib ketika bersumpah untuk berbuat maksiat atau tidak
mengerjakan yang wajib. Maka, wajiblah orang yang bersumpah untuk
minum arak atau tidak shalat membatalkan sumpahnya dan wajib pula
membayar kafarat (denda pelanggaran).

2. Hukumnya haram jika kebalikan yang barusan disebutkan; misalnya,
bersumpah untuk mengerjakan shalat fardhu atau tidak berzina. Maka,
wajib baginya memenuhi sumpahnya dan haram membatalkannya.

3. Hukumnya dianjurkan ketika bersumpah untuk melakukan hal yang
dianjurkan dan tidak melakukan hal makruh.

4. Hukumnya makruh ketika bersumpah untuk tidak melakukan hal yang
dianjurkan dan mengerjakan hal makruh.

5. Hukumnya menyalahi yang terbaik (khilaful awla) ketika bersumpah
untuk mengerjakan yang mubah atau tidak mengerjakannya, seperti
makan dan minum. Di sini yang terbaik jalah memenuhi sumpahnya
demi menjaga Nama Allah.

Dalam semua keadaan tersebut, wajib baginya membayar kafarat jika
membatalkannya. Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hanafi, hukum asal dari sumpah dengan menyebut
Nama Allah atau Sifat-Nya adalah boleh, tetapi yang afdhal ialah tidak
memperbanyaknya.

Jika sumpah untuk bermaksiat, seperti bersumpah tidak akan bicara
dengan orang tua selama sehari, wajib membatalkannya.

Jika bersumpah tidak akan berbuat maksiat maka wajib baginya
memenuhi sumpabh itu.
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Jika bersumpah akan menjalankan kewajiban maka wajib baginya
memenuhi sumpahnya itu.

Kalau bersumpah akan meninggalkan kewajiban maka wajib
membatalkannya karena meninggalkan kewajiban hukumnya haram.

Sedangkan bersumpah untuk mengerjakan sesuatu yang lebih baik
ditinggalkan, seperti bersumpah akan makan bawang hari ini, atau untuk
mengerjakan sesuatu yang lebih baik dilakukan, seperti shalat duha hari
ini, atau untuk mengerjakan suatu perbuatan yang melakukan atau tidak
melakukannya sama, seperti bersumpah untuk tidak makan roti maka ada
dua pendapat:

Pertama, untuk sumpah akan memakan bawang maka lebih baik
dibatalkan, sedang untuk sumpah akan shalat duha maka memenuhinya
lebih baik daripada membatalkannya, juga memenuhinya lebih afdhal untuk
contoh ketiga, yakni bersumpah melakukan sesuatu yang mengerjakan dan
tidak mengerjakannya sama.

Kedua, semuanya wajib dipenuhi karena Allah berfirman: Dan
peliharalah sumpahmu. (Al-Maa“idah: 59)

Jadi, hukum membatalkan atau memenuhi sumpah sesuai dengan
kewajiban dan keharaman perbuatan itu. Bagi selain perbuatan wajib dan
haram, memenuhi sumpah wajib, berdasarkan pendapat kedua. Yakni,
orang yang bersumpah untuk melakukan shalat duha (hukumnya sunnah)
wajib baginya memenuhi sumpah itu. Pembatalan sumpah hanya tampak
jelas jika sumpah itu terikat waktu tertentu, contoh, “Saya akan melakukan
sesuatu pada hari ini atau bulan ini.” Jika tidak terikat waktu maka tidak
ada pembatalan hanya tampak jelas pada akhir hidupnya melalui wasiatnya
agar kafarat (denda pelanggaran) dibayarkan setelah kematiannya. Bayar
kafarat wajib jika orang yang terkait dengan sumpahnya sudah meninggal
dunia terlebih dahulu sebelum dirinya. Demikian pendapat madzhab
Hanafi.

Dalil Sumpah

Sumpah dengan menyebut Nama Allah atau Sifat-Nya telah
disyariatkan dalam Islam. Hikmah di balik pensyariatannya ialah

mendorong orang memenubhi janjinya lantaran mengagungkan Allah.
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Dasarnya adalah Kitabullah, As-Sunnah dan kesepakatan umum para

ulama (ijma’).

Dalil Kitabullah ialah ayat:
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Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak
dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan
sumpah-sumpah yang kamu sengaja. (Al-Maa“idah: 89)

Dalil As-Sunnah antara lain:

Riwayat Abu Dawud dari Nabi &, beliau bersabda, “Demi Allah, aku
benar-benar akan menyerbu Quraisy”; beliau mengucapkannya tiga kali.
Lalu ucapnya pada kali yang ketiga, “Insya Allah.”*

Riwayat yang termaktub dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim bahwa
Nabi #& pernah bersumpah melalui ucapannya: “Tidak, demi Sang
Pembolak-balik hati.” Terkadang beliau berucap, “Demi Dia yang jiwaku
berada di tangan-Nya.”*

26

HR. Abu Dawud, (16) Kitab Al-Ayman wa An-Nudzur, (17) Bab Al-Istitsna™ fial-Yamin ba’da
As-Sukut, hadits no. 3285, 3286; HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, (18) Kitab Al-Ayman,
hadits no.4343), Al-Baihaqi dalam Kitab Al-Ayman, Bab Al-Halif Yaskutu bayna Yaminih Wa
Istitsna™"ihi, 10/48; HR. Ath-Thabarani dalam Mu’jam Al-Kabir, 11/11742; HR. Abu Ya'la
dalam Musnadnya, hadits no. 2674, 2675; Ath-Thahawi dalam Musykil Al-Atsar, 3/378;
Abdurrazzaq dalam Al-Mushannaf, Kitab Ath-Thalag, Bab Al-Istitsna™ fi Ath-Thalag, hadits
no. 11306, Kitab Al-Ayman wa An-Nudzur, Bab Al-Istitsna’" fi Al-Yamin, hadits no. 16123; Al-
Haitsami dalam Majma’ Az-Zawa’id, (12) Kitab Al-Ayman wa An-Nudzur, (6) Bab Al-Istitsna™
fiAl-Yamin, hadits no. 6927; Ath-Thabarani dalam Mu’jam Al-Awsath, hadits no. 1008; Al-
Muttaqil-Hindi dalam Kanz Al-Ummal, hadits no. 11304; Al-Khathib Al-Baghdadi dalam
Tarikh Baghdad, 7/404; Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Adh-Dhu'afa, 2/743.

HR. Al-Bukhari, (12) Kitab Al-Qadar, (14) Bab Yahulu Baina Al-Mar i wa Qalbihi, hadits no.
6617, (83) Kitab Al-Ayman wa An-Nudzur, (3) Bab Kaifa Kanat Yamin An-Nabi..., hadits no.
6628; HR. Abu Dawud, (16) Kitab Al-Ayman wa An-Nudzur, (9) Bab Ma Ja"a fi Yamin An-Nabi
Ma Kanat, hadits no. 3263; HR. At-Tirmidzi, (21) Kitab Al-Ayman wa An-Nudzur, (13) Bab
Ma Ja“a Kaifa Kana Yamin An-Nabi..., hadits no. 1545; HR. An-Nasa'i, (35) Kitab Al-Ayman
wa An-Nudzur, bab 1, hadits no. 3770; HR. Ibnu Majah, (11) Kitab Al-Kaffarat, (1) Bab Yamin
Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam allati Kana Yahlifu biha, hadits no. 2092; HR. Ahmad
dalam Al-Musnad, juz II dari Musnad Ibni Umar, hadits no. 4788; HR. Ad-Darimi, Kitab
An-Nudzur wa Al-Ayman, Bab Bi Ayyi Asma’illah Halafta Lazimaka, 2/187; HR. Al-Baihaqi,
Kitab Al-Ayman, Bab Al-Halif Billahi Azza wa Jalla aw bismin min Asma’illah Azza wa Jalla,
10/27; HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, (18) Kitab Al-Ayman, hadits no. 4332; HR. Ath-
Thabarani dalam Mu’jam Al-Kabir, 12/13163 dan 11/13164; 11/13165, 13166; Ibnu Abi
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Dalil ijma’ adalah semua kaum Muslimin secara umum telah
menyepakati bahwa sumpah disyariatkan.

Jenis-jenis Sumpah

Yamin (sumpah) terbagi tiga:

1. Yamin laghwin (redaksi sumpah yang tidak dimaksudkan untuk
bersumpah). Ini tidak mengandung dosa dan tidak ada istilah kafarat
(denda pelanggaran).

2. Yamin mun’aqadah (redaksi sumpah yang benar-benar dimaksudkan
untuk bersumpah). Wajib dibayarkan kafarat jika dibatalkan atau
dilanggar.

3. Yamin ghamus (sumpah palsu). Ini merupakan dosa besar, dan kafarat
(denda pelanggaran) tidak berguna untuk menghapusnya. Pembagian
sumpah ini dirinci para ahli fikih keempat madzhab.

Menurut madzhab Hanafi, yamin ghamus ialah bersumpah menyebut
nama Allah dengan sengaja berdusta. Redaksi sumpahnya tidak mesti
menggunakan kata kerja kala lampau (fi'il madhi), seperti “Demi Allah,
saya tidak pernah memukul Muhammad”, padahal ia tahu bahwa ia telah
memukulnya, atau “Demi Allah, itu sekarang emas”, padahal ia tahu
bahwa itu perak, atau “Demi Allah, saya tidak berutang 1000 kepadanya”,
padahal ia tahu bahwa ia punya utang 1000. Namun, sumpah palsu
kebanyakan menggunakan kata kerja kala lampau (fi'il madhi) karena orang
biasanya sengaja berdusta tentang masa lalu, misalnya mengatakan, “Saya
melakukan... atau saya tidak melakukan...” Sumpah palsu hanyalah yang
dengan menyebut nama Allah. Tidak ada kafarat (denda pelanggaran/
pembatalan) baginya. Pelakunya berdosa dan harus bertaubat.

Sedangkan sumpah dengan selain nama Allah Ta’ala, seperti sumpah
untuk mentalak dengan sengaja berdusta, sumpah itu dianggap sungguh-
sungguh dan talak pun jatuh. Begitu juga yamin laghwin (ucapan sumpah
tanpa maksud bersumpah) untuk mentalak, talak tersebut jatuh. Ada
perbedaan pendapat antarulama apakah yamin ghamus tergolong kabirah

Ashim dalam Kitab As-Sunnah, 1/105; Abu Nu’aim dalam Al-Hilyah, 8/172 dan 9/38;
disebutkan Al-Khathib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, 4/325, 11/315, 14/225;
Az-Zubaidi dalam Ithaf As-Sadat Al-Muttaqin, 7/302; At-Tabrizi dalam Misykat Al-
Mashabih, hadits no. 3406; dan oleh Al-Iraqgi dalam Al-Mughni fi Haml Al-Asfar, 3/44.
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(dosa besar) ataukah tidak. Satu pendapat menyatakan ia termasuk kabirah
secara mutlak karena mengandung penghinaan nama Allah. Pendapat
yang lain menyatakan tidak tergolong kabirah kecuali jika mengakibatkan
suatu hak dikurangi (tidak terpenuhi) dan menyakiti pihak lain, atau
mengakibatkan terlantarnya orang yang tidak berdosa, dan sejenisnya.

Jika tidak mengakibatkan hal hal tersebut maka tergolong shaghirah
(dosa kecil). Redaksi sumpah tanpa maksud bersumpah (yamin laghwin)
mencakup dua hal:

Pertama, bersumpah atas sesuatu yang diyakini atau diduga kuat
namun ternyata tidak benar; seperti bersumpah bahwa ia kemarin tidak
masuk ke rumah si A karena ia meyakini atau menduga demikian, padahal
ia telah memasukinya. Atau, bersumpah bahwa ia tidak punya uang
sekarang karena mengira ia tidak punya uang, ternyata ia punya. Tidak
ada perbedaan antara dugaan kuat atau dugaan lemah.

Kedua, lidah terpeleset (terlanjur berucap) sumpah namun sama
sekali tidak ada maksud bersumpah; misalnya, “Tidak, demi Allah”, atau,
“Tentu, demi Allah.” Ini yang termasuk yamin laghwin menurut madzhab
Hanafi hanyalah yang konteksnya kala lampau atau kala kini, sedangkan
sumpah yang konteksnya kala mendatang seperti, “Demi Allah, saya akan
berangkat besok”, sumpah itu benar-benar sumpah yang sah, pengucapnya
wajib membayar kafarat jika melanggarnya (membatalkannya), sekalipun
tidak ada maksud bersumpah. Yamin ghamus mesti menunjukkan kala
mendatang karena tujuannya sengaja berdusta. Maka, jika seseorang
bersumpah bahwa ia tidak akan masuk ke rumah si B besok padahal
ia bertekad akan memasukinya, berarti ia menyengaja untuk berdusta,
dan sumpahnya itu adalah sumpah palsu (yamin ghamus). Yamin laghwin
di akhirat tidak mendapat siksa dan di dunia tidak berdosa serta tidak
dikenai kafarat (denda pelanggaran). Yamin laghwin hanyalah berucap
kata-kata sumpah dengan menyebut nama Allah. Sumpah dengan nama
selain Allah, konsekuensinya tetap ada; misalnya bersumpah untuk talak
atau memerdekakan budak atau bernadzar untuk bersedekah. Maka, talak
tersebut sah dan jatuh dan nadzar atau memerdekakan hamba tersebut
juga jadi dan sah. Sedangkan yang disebut yamin mun’aqadah (benar-benar
sumpah) ialah sumpah dengan menyebut Allah atau sifat-Nya.
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Menurut madzhab Maliki, yamin ghamus meliputi dua hal:

Pertama, bersumpah dengan sengaja berdusta. Sumpah ini
membenamkan pelakunya ke neraka atau ke dalam dosa yang
mengakibatkannya masuk neraka, dan tidak ada istilah kafarat (denda
pelanggaran) karena kafarat dalam sumpah semacam ini tidak berguna
bagi pelakunya. Ia harus bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah
sesuai kemampuan dengan cara berpuasa, bersedekah atau amalan lainnya.

Kedua, bersumpah dalam keraguan atau dugaan yang lemah, seperti,
“Demi Allah, saya tidak jumpa dengan si A kemarin”, padahal ia tidak tahu
apakah ia berjumpa dengannya ataukah tidak. Dalam kondisi seperti ini
ada beberapa kemungkinan: ia menampakkan kebenarannya sesudah itu
atau memperlihatkan kedustaannya, atau keduanya tidak nampak.

Jika dustanya nampak atau tidak tampak padanya apa pun dan tetap
dalam keraguannya atau dalam dugaannya yang lemah maka ia berdosa
karena sengaja berdusta.

Jika kebenarannya tampak maka ada dua pendapat:

Pertama, ia terbebas dari sumpahnya sehingga ia tidak berdosa.

Kedua, tetap berdosa karena dosanya itu akibat kelancangannya
bersumpah padahal ia tidak yakin dengan kebenarannya. Dosa ini hanya
bisa terhapus dengan cara bertaubat, sekalipun sesuai dengan kenyataan.
Namun, dosa orang yang bersumpah karena ragu atau bersandar pada
dugaan yang lemah lebih ringan dibandingkan dosa bersumpah dengan
sengaja berdusta.

Kalau bersumpah karena yakin atau bersandar pada dugaan kuat dan
ternyata berbeda dari kenyataannya maka tidak disebut yamin ghamus,
melainkan yamin laghwin (ucapan sumpah tanpa maksud bersumpah).

Jika yang diucapkan dalam sumpah menunjukkan kala lampau maka
ulama sepakat tidak ada kafarat (denda pelanggaran), seperti ucapan,
“Demi Allah, saya tidak pernah berbuat sesuatu”, padahal ia yakin ia
berbuat. Begitu juga jika ia ragu atau bersandar pada dugaan.

Kalau ia bersumpah dengan sesuatu yang tidak mungkin seperti,
“Demi Allah, saya akan naik ke langit”, atau bersumpah dengan sesuatu
yang ia tahu bahwa hal itu tidak mungkin dapat ia laksanakan; misalnya,
“Demi Allah, saya akan membunuh si A”, sementara ia tahu bahwa si
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A sudah mati, atau ia berkata, “Demi Allah, matahari besok tidak akan
terbit” maka terdapat perbedaan pendapat antara ulama. Ada yang
berpendapat sumpah ini tergolong yamin ghamus yang tidak ada istilah
kafarat (denda pelanggaran). Sebagian lainnya berpendapat ada kafarat
karena menurutnya yamin ghamus berkenaan dengan kala lampau.

Kalau menyangkut kala mendatang atau kala kini, bukan yamin ghamus
menurut pendapat terkuat. Yamin ghamus bisa mengakibatkan talak.

Jika seseorang bersumpah dengan sengaja berdusta untuk mentalak
maka ia berdosa dan talaknya jatuh. Yamin laghwin (main-main, ucapan
sumpah tanpa maksud bersumpah) mencakup sumpah atas sesuatu yang
mantap diyakini atau diduga kuat saat bersumpah lalu terungkap bahwa
kenyataannya berbeda; seperti ia berkata, “Demi Allah, tidak ada uang”,
ia yakin dengannya atau sesuai dengan dugaan kuatnya, setelah itu
diperiksa ternyata ia punya uang. Maka, kafaratnya (denda pelanggaran)
harus dibayar.

Jika yang diucapkan dalam sumpah menunjukkan kala lampau
maka ulama sepakat tidak harus membayar kafarat (denda pelanggaran);
misalnya, ia berucap, “Demi Allah, Muhammad tidak datang”, sambil
meyakini bahwa Muhammad benar-benar tidak datang, ternyata
Muhammad datang.

Jika menggunakan kata-kata yang menunjukkan kala mendatang,
seperti “Demi Allah, Muhammad besok tidak akan datang”, sementara ia
yakin ia benar-benar tidak akan hadir, tentang ini ulama berselisih, ada yang
mengatakan bahwa yamin laghwin tidak terjadi pada yang menunjukkan
kala mendatang, karena orang yang bersumpah berkenaan dengan kala
mendatang yang merupakan hal gaib dan tidak jelas berarti ia lancang. Ia
harus membayar kafarat. Berbeda halnya dengan ucapan yang konteksnya
kala lampau. Ini adalah sumpah tentang masa lalu yang ia ketahui,
sedangkan masa depan belum diketahui. Sebagian ulama berpendapat
tidak wajib baginya membayar kafarat seperti yang berlaku dalam ucapan
yang konteksnya kala lampau dan kala kini. Yamin laghwin tidak berlaku
dalam sumpah dengan selain Allah. Maka, jika seseorang bersumpah untuk
mentalak atau memerdekakan hamba sahaya atau bernadzar untuk sedekah
atau sejenisnya maka tetap dihukumi sebagai sumpah yang sebenarnya,
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bukan yamin laghwin, sehingga talak tersebut jatuh, nadzar dan sedekah
tersebut pun wajib ditunaikan, sekalipun nadzar tersebut bersifat samar.

Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi’i, yamin (sumpah) terbagi dua: laghwin
(bukan sumpah yang sesungguhnya) dan mun’agad (sumpah yang
sesungguhnya). Yamin laghwin mencakup tiga hal:

Pertama, sumpah yang diucapkan tanpa sengaja atau tanpa maksud
untuk bersumpah (keterpelesetan lidah); misalnya orang berucap,
“Demi Allah, saya akan memukul Muhammad”, padahal yang ingin
ia katakan adalah “Demi Allah saya akan makan besok.” Orang yang
mengatakan bahwa ia tidak bermaksud bersumpah seperti itu, secara
lahiriah pengakuannya tersebut dipercaya selama tidak ada indikasi
yang menunjukkan kedustaannya, kecuali pada tiga hal: talak, ila’, dan
memerdekakan hamba sahaya. Untuk ketiga hal ini pengakuannya tidak
boleh dipercaya karena menyangkut hak orang lain.

Kedua, lidahnya terlanjur berucap kata-kata sumpah tanpa maksud
apa-apa; misalnya, ia marah sampai berucap, “Tidak, demi Allah...”

Ketiga, sumpah yang diucapkan sebagai tambahan bagi ucapannya;
misalnya, “Tidak, demi Allah...”, atau “Tentu saja, demi Allah.” Menurut
pendapat yang terkuat, ucapan ini adalah yamin laghwin.”

Sedangkan yamin mun’agadah (benar-benar sumpah) adalah sumpah
dengan menyebut nama Allah Ta’ala atau sifat-Nya untuk mewujudkan
apa yang diucapkan dengan sejumlah syarat berikut. Sumpah mun’agadah
harus mengandung maksud sengaja mewujudkan isi sumpahnya. Tidak
ada perbedaan antara yamin laghwin dan mun’agadah dalam konteks kala
lampau (madhi) maupun konteks kala mendatang (mustagbal).

Contoh yamin laghwin yang konteksnya kala lampau: “Demi Allah,
saya tidak makan apel kemarin”, padahal yang ia maksud adalah delima.

Contoh yamin laghwin yang konteksnya kala mendatang: “Demi Allah,
saya benar-benar bepergian jauh besok”, padahal maksudnya ia akan
memasuki rumah Muhammad besok.

Contoh yamin mun’aqadah yang konteksnya kala lampau: “Demi Allah,
saya telah mengerjakan anu...”, atau: “Saya tidak pernah melakukan hal
itu...” Contoh yamin mun’aqadah yang konteksnya kala mendatang: “Demi
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Allah, saya benar-benar akan mengerjakan hal itu...”, atau:.”..tidak akan
mengerjakan hal itu...” Wajib baginya membayar kafarat (denda) jika ia
tidak melaksanakan sumpahnya itu, dalam kondisi apa pun.

Sumpah yang disebut yamin ghamus (sumpah palsu), menurut madzhab
Asy-Syafi'i, pelakunya wajib membayar kafarat, baik yang konteksnya kala
lampau maupun kala mendatang.

Sedangkan yamin laghwin tidak wajib kafarat dan pengucapnya
tidak terkena hukum, baik yang konteksnya kala lampau maupun kala
mendatang. Demikian menurut madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hambali, yamin (sumpah) ada tiga macam:
mun’agadah (benar-benar sumpah), laghwin (sumpah main-main) dan ghamus
(sumpah palsu). Yamin mun’aqadah ialah sumpah untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu di kala mendatang; misalnya, “Demi Allah, saya
benar-benar akan i'tikaf besok”, atau, “Demi Allah, saya tidak akan berzina
selamanya.” Sumpah dengan konteks kala mendatang sah, sekalipun isi
sumpahnya mustahil. Yamin laghwin terbagi tiga:

Pertama, sumpah yang diucapkan karena terpeleset lidah (tanpa
maksud apa-apa) seperti, “Tidak, demi Allah,” atau, “Tentu saja, demi
Allah”, sekalipun konteksnya kala mendatang.

Kedua, bersumpah karena meyakini sesuatu benar, tetapi belakangan
ia sadari kenyataannya salah. Juga, tergolong laghwin sumpah dengan nama
Allah dalam nadzar dan zhihar, sedang sumpah main-main dalam talak
dan memerdekakan hamba sahaya tidak tergolong laghwin, melainkan
dianggap benar-benar sumpah (mun’agadah).

Ketiga, bersumpah untuk sesuatu di masa depan yang disangka benar
ternyata tidak.

Misalnya, ia bersumpah bahwa seseorang pasti patuh kepadanya,
ternyata tidak. Atau, seseorang pasti mengerjakan sesuatu yang ia
inginkan tanpa mengetahui tujuannya. Itu semua masuk ke kategori
laghwin. Pengucapnya tidak dikenai sanksi hukum ataupun kafarat (denda
pelanggaran).

Sedangkan yamin ghamus (sumpah palsu) ialah sumpah dengan konteks
kala lampau dengan sengaja berdusta dan sadar bahwa itu dusta. Sumpah
ini tidak ada kafaratnya. Disebut ghamus karena membenamkan si pengucap
ke dalam dosa dan neraka. Demikian pendapat madzhab Hambali.
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Syarat-syarat Sumpah

Sumpah sah dengan syarat-syarat:

1. Yang bersumpah orang mukallaf. Maka, tidaklah sah sumpah yang
diucapkan orang gila atau bocah.

2. Atas kemauan sendiri. Maka, tidaklah sah sumpah orang yang dipaksa.
Juga, tidak melanggar sumpah orang yang dipaksa melanggarnya;
sebagaimana halnya orang yang lupa atau tidak sengaja, tidak apa-apa.
Menurut madzhab Hanafi, sumpah orang yang dipaksa tetap sah. Ia
wajib membayar kafarat (denda) jika melanggar sumpahnya.

Jika ia dibuat melanggar sumpahnya oleh orang lain, misalnya ia
bersumpah tidak minum sesuatu lantas orang lain meminumkannya
kepadanya secara paksa maka tidak termasuk melanggar.

Jika ia melanggar sumpah karena lupa, seperti ia bersumpah untuk
tidak akan bersumpah lalu ia bersumpah karena lupa maka ia wajib
membayar kafarat.

Jika ia melanggar sumpahnya dalam keadaan tidak waras atau mabuk
maka ia termasuk melanggar sumpahnya. Tetapi jika ia bersumpah
saat tidak waras atau mabuk maka sumpahnya tidak sah karena syarat
sahnya sumpah tidak terpenuhi, yaitu berakal. Sama halnya dengan
orang yang tidak sengaja. Demikian pendapat madzhab Hanafi.
Menurut madzhab Maliki, sumpah tidak sah jika dipaksa. Sumpah
sah tanpa paksaan; seperti sumpah untuk melakukan sesuatu (disebut
yamin hanats), ataupun sumpah untuk tidak melakukan sesuatu (disebut
yamin barr).

Jika orang dipaksa melanggar yamin barr, misalnya orang yang
bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan masuk rumah”, dipaksa
masuk ke rumah tersebut maka ia tidak wajib membayar kafarat (denda
pelanggaran).

Jika ia dipaksa makhluk tak berakal untuk melanggar sumpahnya,
misalnya kuda yang ia kendarai tiba-tiba binal dan membawanya masuk
ke rumah tersebut, kalau ia tidak mampu mengendalikannya dan tidak
bisa turun darinya maka ia tidak wajib membayar kafarat karena tidak
tergolong melanggar sumpah.

Apabila sebenarnya ia mampu turun atau mengendalikan kuda
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itu tanpa membahayakan keselamatan dirinya tetapi ia tidak
melakukannya maka wajib membayar kafarat. Atau, ia dipaksa masuk
oleh seseorang ke rumah tersebut tanpa berupaya menolak, padahal ia
mempu menolak tanpa membahayakan keselamatan dirinya, berarti ia
melanggar sumpah dan wajib membayar kafarat.

Jika ia dipaksa melanggar yamin hanats, misalnya si A bersumpah,
“Demi Allah, saya benar-benar akan makan roti”, lantas seseorang
menghalanginya sehingga ia tidak bisa melakukannya, ada perbedaan
pendapat. Salah satu pendapat menyatakan ia wajib membayar kafarat
karena tergolong melanggar. Inilah pendapat yang masyhur. Pendapat
kedua menyatakan tidak termasuk melanggar berdasarkan giyas.
Disepakati bahwa yang tidak melanggar sumpah hanyalah orang yang
dipaksa melanggar yamin barr saja. Sebab, pelanggaran dalam yamin barr
ialah melakukan perbuatan tersebut, sehingga orang yang bersumpah
tidak akan masuk rumah melanggar sumpah itu dengan memasukinya,
berbeda halnya dengan yamin hanats. Sebab, cara memenuhi yamin barr
adalah dengan tidak melakukan perbuatan tersebut, sementara faktor
penyebab untuk tidak melakukannya banyak, sehingga kemungkinan
melanggarnya kecil.

Sedangkan cara memenuhi yamin hanats adalah dengan melakukan
perbuatan tersebut, sementara faktor penyebab untuk melakukannya
sedikit, sehingga kemungkinan melanggarnya besar. Orang yang
dipaksa melanggar sumpah tidak termasuk melanggar jika memenuhi
enam syarat:

Pertama, saat bersumpah ia tidak tahu akan dipaksa melanggarnya.
Kedua, ia tidak menyuruh orang lain untuk memaksanya.

Ketiga, ia tidak bersumpah terhadap orang yang bisa ia paksa, sehingga
jika ia bersumpah agar istrinya tidak masuk rumah lantas ia sendiri
memaksanya masuk rumabh, berarti ia melanggar. Berbeda halnya jika
yang memaksanya orang lain, bukan ia sendiri.

Keempat, paksaan bukan bersifat syar’i. Maka, ia termasuk melanggar
sumpah jika bersumpah tidak akan masuk penjara lantas berdasarkan
dakwaaan sesuai syariat ia dijebloskan ke penjara, atau jika ia
bersumpah tidak akan membayar utang bulan ini, lalu dipaksa hakim
untuk membayarnya, ia termasuk melanggar sumpah.
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Kelima, sumpahnya tidak berbunyi: “Saya tidak akan melakukan
(sesuatu) karena patuh ataupun karena dipaksa.” Maka, jika ia
bersumpah untuk tidak memasuki rumah seseorang karena patuh
ataupun karena dipaksa, lantas ia dipaksa memasukinya berarti ia
melanggar sumpah.

Keenam, tidak melanggarnya ketika sudah tidak ada pemaksaan. Maka,
ketika pemaksaan sudah tidak ada barulah ia melanggar sumpahnya, ia
tergolong melanggar sumpah dan wajib membayar kafarat. Orang yang
melanggar sumpah karena lupa dianggap melanggar sumpah selama
sumpahnya tidak mengandung pengecualian syarat lupa; misalnya
“Demi Allah, saya tidak akan memakannya selama tidak lupa.” Maka,
jika ia memakannya karena lupa, berarti ia tidak melanggar sumpah.
Yang sama seperti lupa adalah keliru atau tidak tahu.

Jika ia bersumpah untuk tidak memasuki rumah seseorang, lalu ia
memasukinya karena meyakini rumah tersebut rumah orang lain maka
ia termasuk melanggar.

Contoh tidak tahu ialah ia bersumpah akan memasuki rumah seseorang
malam ini sementara ia meyakini dengan ketidaktahuannya bahwa ia
pasti memasukinya malam ini, ternyata ia tidak dapat memasukinya,
berarti ia melanggar dan ketidaktahuannya tidak dapat dijadikan
alasan.

Demikian pendapat madzhab Maliki.

. Menyengaja. Maka, tidaklah sah sumpah orang yang tidak bermaksud
bersumpah, namun lidahnya terlanjur berucap sumpah. Sumpahnya
itu bukanlah sumpah.

. Menyebut Nama atau Sifat Allah. Rinciannya akan dipaparkan pada
pembahasan redaksi sumpah.

Isi sumpahnya bukan sesuatu yang sudah pasti, baik menurut logika
maupun kebiasaan. Sumpah menjadi laghwin jika berisi hal yang sudah
pasti menurut logika atau kebiasaan; misalnya, “Demi Allah, alam ini
akan hancur”, atau, “Demi Allah, matahari benar-benar akan terbit
dari ufuk timur”, atau, “Demi Allah, saya pasti akan mati.” Semua itu
bukanlah sumpah karena sudah pasti akan terjadi menurut logika dan
kebiasaan.
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Contoh lain: “Demi Allah, saya tidak akan naik ke langit”, atau, “Demi

Allah, saya tidak akan mengubah batu ini menjadi emas”, “Demi Allah,

saya tidak akan mengembalikan hari kemarin.” Semua itu tergolong

yamin laghwin karena sudah pasti tidak akan terjadi menurut logika dan
kebiasaan. Untuk selain yang barusan disebutkan, sumpah dinilai sah,
yaitu:

a. Yang mungkin terjadi menurut logika dan kebiasaan; seperti, “Demi
Allah, saya benar-benar akan masuk rumah”, atau, “Demi Allah,
saya tidak akan masuk rumah.” Isi sumpah ini mungkin terjadi
secara logika dan kebiasaan.

b. Hanya mustahil terjadi menurut kebiasaan saja; misal, “Demi
Allah, saya benar-benar akan menaiki langit”, atau.”..akan memikul
gunung.” Semata-mata dengan bersumpah seperti itu, pengucapnya
telah melanggar sumpah. Begitu pula jika ia bersumpah akan
membunuh seseorang yang ia ketahui telah meninggal. Hal ini
dirinci keempat madzhab fikih.

Menurut madzhab Hanafi, jika isi sumpahnya mustahil menurut
akal dan kebiasaan maka tidak sah.

Jika isi sumpahnya mustahil menurut kebiasaan maka dengan
semata-mata bersumpah, ia melanggar sumpah jika tidak
menentukan waktunya.

Jika waktunya ditentukan maka ia tidak melanggar sumpah sebelum
waktunya berlalu. Maka, kalau seseorang bersumpah, “Demi Allah,
saya benar-benar akan naik ke langit setahun lagi”, ia baru dianggap
melanggar sumpah jika tidak kunjung naik setelah setahun itu
berlalu.

Apabila ia bersumpah akan membunuh si A padahal si A sudah
meninggal maka ada dua kemungkinan.

Jika ia tidak tahu bahwa si A sudah meninggal, kemudian
belakangan ia baru tahu si A ternyata sudah meninggal maka ia
tidak melanggar sumpah karena ia bersumpah perihal orang yang
ia yakini masih hidup. »
Kalau ia mengetahui si A telah meninggal maka ia melanggar
sumpah karena sekalipun menurut kebisaan tidak mungkin
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dibunuh lantaran sudah meninggal, tetapi secara substansi itu
mungkin karena Allah Mahakuasa menghidupkannya kembali.
Berbeda halnya dengan sumpah meminum air yang berada di
cangkir tanpa ditentukan waktunya, lantas orang yang bersumpah
atau orang lain menumpahkan air tersebut, atau cangkir tersebut
jatuh sendiri hingga airnya tumpah. Ini berarti ia melanggar
sumpah. Bedanya kasus air dalam cangkir ini dari kasus orang mati
tadi, air yang telah tumpabh itu tidak mungkin dapat dikembalikan
masuk ke dalam cangkir. Yang mungkin menurut akal ialah diganti
dengan air baru karena air yang sudah tumpah lenyap secara akal
tidak mungkin dapat dikembalikan seutuhnya. Air baru yang-
seandainya-Allah ciptakan lagi di dalam cangkir bukanlah air yang
tadi disumpahkan. Air yang disumpahkan tadi telah tumpah dan
lenyap.

Sedangkan bersumpah untuk membunuh orang yang sudah mati,
andaikan Allah menghidupkannya lagi, unsur kehidupannya
adalah unsur kehidupan yang sama sebagai manusia semasa
hidupnya dulu. Ihwal air dalam cangkir ada empat kasus:
Pertama, sumpahnya mengandung pembatasan waktu, sementara
di dalam cangkir tidak ada air; misalnya ia berkata, “Demi Allah,
saya benar-benar akan minum air yang ada di cangkir ini hari ini”,
padahal tidak ada air di dalamnya.

Kedua, sumpah mengandung pembatasan waktu, sementara cangkir
berisi air, lalu tumpah. Kedua kasus ini bukanlah pelanggaran
sumpah karena pada kasus pertama, sumpahnya tidak sahnya sama
sekali.

Sedangkan pada kasus kedua, sumpah tersebut menjadi batal setelah
sebelumnya sah karena sekalipun sumpah tersebut diucapkan saat
air masih ada di cangkir sehingga sah, namun menjadi batal dengan
tumpahnya air tersebut.

Ketiga, sumpah tidak dibatasi waktu dan tidak ada air dalam
cangkir; misalnya ia berkata, “Demi Allah, saya benar-benar akan
minum ajr yang ada di cangkir ini”, padahal tidak ada air di dalam
cangkir. Untuk kasus ini, tidak pula terjadi pelanggaran sumpah
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karena sumpahnya sama sekali tidak sah lantaran tidak ada air, baik
ia tahu maupun tidak tahu mengenai ketiadaaan air di cangkir itu.
Keempat, sumpah tidak dibatasi dengan waktu, sementara di
cangkir ada air. Maka, ia melanggar sumpah ketika melakukan
perbuatan yang menyalahi sumpahnya, baik ia mengetahui
adanya air maupun tidak mengetahui, baik air itu tumpah dengan
sendirinya, ia tumpahkan sendiri maupun ditumpahkan orang lain.
Berdasarkan hal ini, beberapa persoalan muncul, antara lain: si A
bersumpah akan memenuhi hak si B besok, lantas salah seorang
di antara mereka meninggal sebelum esok hari tiba, ia pun tidak
disebut melanggar sumpah karena sumpahnya menjadi batal.
Persoalan lain, apabila seorang suami berkata kepada istrinya,
“Jika engkau tidak shalat besok maka engkau kuceraikan”, lantas
si istri mendapat haid sebelum waktu shalat habis atau ketika baru
shalat satu rakaat. Menurut pendapat paling shahih, ia melanggar
sumpahnya. Berbeda halnya dengan kasus air di cangkir tadi.
Apabila seseorang berkata, “Demi Allah saya akan puasa sejak
hari ini setelah makan siang”, sumpahnya itu sah dan tidak boleh
dilanggar karena puasa bisa terjadi bagi yang makan, seperti orang
yang lupa bahwa ia berpuasa. Orang yang makan karena lupa
sedang berpuasa tetap dianggap puasa. Maka, ketika itu dapat
dikatakan puasa disyariatkan sekalipun makan. Persoalan lain
yang muncul adalah seseorang berkata kepada istrinya pada pagi
hari, “Demi Allah, kalau malam saya tidak menyetubuhimu berarti
kamu...”, jika ia tidak meniatkan malam tertentu maka berlaku
untuk malam berikutnya.

Jika ia meniatkan semalam yang telah lewat maka sumpahnya tidak
sah. Berarti ia tidak melanggar sumpah ketika melakukan perbuatan
yang menyelisihi sumpahnya.

Apabila setelah terbit fajar, ia berkata, “Demi Allah, saya tidak
akan tidur malam ini”, sementara ia tidak tahu bahwa fajar sudah
menyingsing maka ia tidak melanggar sumpah. Persoalan lain,
seorang suami berkata kepada istrinya, “Kalau engkau tidak
mengembalikan harta yang kauambil ke tempat semula, jatuh
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talak”, padahal si istri tidak mengambilnya, dan harta itu tetap
di tempatnya maka ia tidak melanggar sumpah karena yang
disumpahkan tidaklah mungkin. Mustahil mengembalikan harta
yang tidak pernah diambilnya. Persoalan lain, si A bersumpah
untuk hanya memberikan sesuatu kepada si B dengan seizin Zaid,
lantas Zaid meninggal dunia. Maka, memberinya tidak termasuk
melanggar sumpah. Orang yang bersumpah akan membayar
utangnya besok lantas ia bayar hari itu tidak termasuk melanggar
sumpah. Juga, jika ia bersumpah akan makan roti itu besok, tetapi
ia menyantapnya hari ini maka tidak termasuk melanggar. Atau, ia
berkata, “Demi Allah, saya akan membunuh si A besok”, lantas si
A meninggal hari ini maka ia tidak termasuk melanggar sumpah,
atau jika ia menjadi tidak waras pada hari itu maka ia melanggar
sumpah.”

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, dalam menjalankan sumpahnya
seseorang bisa terhalang oleh suatu penghalang menurut akal (mani’
agli) seperti bersumpah akan membunuh seseorang tetapi orang
tersebut sudah mati, atau bersumpah akan menyembelih seekor
burung namun telah mati. Di sini kematian adalah penghalang
secara akal. Atau, bisa terhalang oleh suatu penghalang menurut
kebiasaan (mani’ ‘urfi) seperti bersumpah akan menyembelih seekor
burung, ternyata burung tersebut dicuri orang. Bisa juga terhalang
oleh suatu penghalang menurut hukum (mani’ syar’i) seperti
bersumpah akan mengggauli istrinya malam ini ternyata ia datang
bulan. Jadi, penghalang dalam menjalankan sumpah ada tiga: yang
berkaitan dengan akal, kebiasaan, dan hukum.

Jika berkaitan dengan akal maka hanya dianggap melanggar
sumpah jika terjadi setelah sumpah, tidak membatasi waktunya,
dan menelantarkan (menunda-nunda) pelaksanaannya.

Apabila ia bersumpah, “Demi Allah, saya akan menyembelih
burung ini”, lalu burung itu mati sesudah ia bersumpah dan ia
menelantarkan (tidak segera menyembelihnya), berarti ia melanggar
sumpah.
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Sedangkan jika ia bersumpah, “Saya akan menyembelih burung ini
besok, lalu pagi-pagi sekali ia bersegera hendak menyembelihnya,
ternyata ditemukannya sudah mati maka tidak termasuk melanggar.
Jika mati sebelum sumpah maka jelas tidak melanggar sumpah,
baik dalam sumpahnya ia menentukan waktunya maupun tidak,
bersegera maupun tidak.

Apabila halangan berkaitan dengan kebiasaan (‘urfi), seperti burung
itu dicuri, jika dicurinya sebelum sumpah maka ia tidak tergolong
melanggar sumpah, baik ia bersegera menyembelihnya maupun
tidak, baik menentukan waktunya maupun tidak. Jika burung
itu dicuri sesudah sumpah maka ia tergolong melanggar sumpah
sekalipun ia bersegera menyembelihnya.

Kalau halangan berkaitan dengan hukum, seperti bersumpah akan
menyetubuhi istrinya malam itu ternyata si istri datang bulan
maka ia termasuk melanggar sumpah secara mutlak dengan tidak
jadi menyetubuhinya, baik sumpahnya itu sebelum datang haid
maupun setelahnya. Dengan kata lain, penghalang yang bersifatnya
syar'i membuat orang yang bersumpah melanggar sumpahn)}a,
baik penghalang syar’i tersebut datangnya sebelum ia bersumpah
maupun sesudahnya.

Ketika ia bersumpah akan menyetubuhi istrinya tanpa menentukan
waktunya, yakni tanpa menyebutkan “malam ini”-misalnya-lalu
istrinya haid maka ia dapat menunggu sampai haidnya berhenti
dan berganti masa suci.

Jika ia menyetububhi istrinya dalam keadaan haid karena ingin
menepati sumpahnya maka ada selisih pendapat. Pendapat pertama,
ia tidak termasuk melanggar sumpah karena menepati sumpahnya.
Pendapat kedua, melanggar sebab bertentangan dengan hukum
syariat. Perselisihan ini terjadi jika sumpah diucapkan setelah haid.
Kalau sebelum haid dan ia menelantarkan (tidak segera menepati
sumpahnya) sehingga istri datang bulan maka berdasarkan giyas
disepakati ia tergolong melanggar sumpah. '
Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hambali, jika seseorang bersumpah, “Demi
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Allah saya akan membunuh si A”, ternyata si A sudah mati maka
ia tergolong melanggar sumpah, baik ia mengetahui si A mati
sebelum ia bersumpah maupun tidak mengetahui. Sama halnya
jika ia bersumpah akan meminum air yang ada di cangkir, padahal
tidak air di dalamnya, baik ia tahu maupun tidak tahu.

Jika ia bersumpah, “Demi Allah, saya akan memukul binatang ini
besok”, lantas binatang tersebut mati sebelum dipukul, berarti ia
melanggar sumpah sekalipun waktunya masih ada.

Jika ia bersumpah, “Demi Allah, saya benar-benar akan memakan
makanan ini besok”, kemudian pada malamnya (sebelum esok
hari tiba) makanan tersebut basi atau hancur, berarti ia melanggar
sumpah, baik karena ulah dirinya sendiri maupun bukan.

Jika ia bersumpah, “Saya akan minum air ini hari ini”, atau, “Saya
akan pukul anak ini”, lantas air itu lenyap atau anak itu meninggal
dunia sebelum ia menepati sumpahnya berarti ia melanggar
sumpah. Begitu juga ia mengucapkan sumpah secara mutlak tanpa
membatasi waktunya, misalnya, “Demi Allah, saya akan makan
roti ini”, lantas roti tersebut hancur atau hilang sebelum ia makan
berarti ia melanggar sumpah.

Apabila ia berkata, “Demi Allah, saya akan pukul anak ini besok”,
lantas ia memukulnya hari ini, berarti ia tidak melaksanakan
sumpahnya. Sama halnya ketika ia bersumpah akan puasa hari
Jum’at, lantas ia puasa hari Kamis.

Apabila ia meninggal hari itu atau tidak waras hingga melewati
hari Jum’at berarti ia tidak melanggar sumpah. Demikian pendapat
Madzhab Hambali.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jika seseorang bersumpah, “Saya
akan bunuh si A”, padahal si A telah meninggal maka ia melanggar
sumpah secara mutlak.

Jika ia bersumpah akan makan suatu makanan besok, lantas
keesokan harinya makanan itu hancur atau rusak dengan sendirinya,
atau dirusak seseorang sementara ia mampu mencegahnya tetapi
ia membiarkannya, ia melanggar sumpah jika tidak bersegera
memakannya selagi ada kesempatan. Jadi, selama kurun waktu
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itu berakhir, ia dianggap melanggar sumpah, sekalipun makanan
itu hancur di akhir hari. Sama halnya jika ia meninggal dunia esok
hari itu, padahal ia punya kesempatan untuk menepati sumpahnya,
namun tidak bersegera menepatinya, sekalipun ia meninggal di
akhir siang.

Jika makanan tersebut rusak atau hancur sebelum esok hari tiba
maka ia tidak melanggar sumpah. Ia dianggap melanggar sumpah
setelah mengalami sepenggal masa esok hari itu yang cukup untuk
menepati sumpahnya namun ia tidak segera melakukannya.

Jika ia memajukan pemenuhan sumpahnya dari waktu yang
ditetapkan atau memundurkan waktunya, padahal ia bisa
memenuhinya tepat waktu, ia melanggar sumpah. Maka, orang
yang bersumpah akan menunaikan hak si A saat matahari
terbenam, lantas ia menunaikannya sebelum itu, padahal ia bisa
menunaikannya tepat waktu, dianggap melanggar sumpah.

Jika ia bersiap-siap untuk menunaikannya dengan terlebih dahulu
menimbang, menakar atau sejenisnya sebelum waktu yang
ditetapkan, lantas ia telat dari waktunya penunaiannya maka ia
tidak melanggar sumpah. Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

c. Yang tidak mungkin terjadi menurut logika dan kebiasaan; seperti,
“Demi Allah, saya benar-benar akan menyatukan kehidupan dan
kematian si A.” Dengan semata-mata bersumpah seperti ini, ia telah
melanggar sumpah.

d. Yang wajib menurut syariat; seperti, “Demi Allah, saya akan shalat
zhuhur.” Atau, yang dilarang syariat; seperti, “Demi Allah, saya
akan minum arak.” Ini juga termasuk sumpah yang sah.

6. Tidak ada pengecualian (istitsna) dalam kata-kata sumpah. Maka,
tidak sah sumpah dengan redaksi: “Demi Allah, saya tidak akan
berbuat sesuatu, insya Allah” Atau:.”. .kecuali jika Allah menghendaki.”
Penjelasan tentang hukum pengecualian dan syarat-syaratnya dirinci
para ahli fikih keempat madzhab.

Menurut madzhab Maliki, istitsna” (pengecualian) bisa berupa

ungkapan masyi‘ah (insya Allah; jika Allah menghendaki) atau

ungkapan illa (kecuali) atau kata-kata lain yang semakna. Pengecualian
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berupa ungkapan masyi‘ah hanya berlaku pada sumpah yang menyebut
nama Allah dan nadzar yang samar, yakni nadzar yang tidak disebutkan
apa yang dinadzarkan. Maka, jika orang berucap, “Demi Allah, saya
tidak akan melakukan sesuatu, insya Allah”, atau.”..kecuali jika Allah
menghendaki”, lantas ia melakukannya maka ia tidak wajib membayar
kafarat (denda pelanggaran) dengan sejumlah syarat yang nanti
disebutkan.

Sedangkan apabila suami mewajibkan dirinya menceraikan istrinya
jika si suami melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kalau Allah
menghendaki, kata-kata “kalau Allah menghendaki” itu tidak berlaku,
sehingga sumpah tetap jadi dan sah. Ada perbedaan pendapat ihwal
sumpah dengan ungkapan iradah (jika Allah menginginkan), tagdir (jika
Allah menakdirkan) atau gadha (jika Allah menetapkan). Ada ulama
yang berpendapat ia sama seperti ungkapan masyi‘ah (insya Allah;
jika Allah menghendaki). Jadi, andaikan ia berkata, “Demi Allah, saya
tidak akan melakukan ini jika Allah menginginkan”, atau.”..jika Allah
menakdirkan”, atau.”.jika Allah menetapkan”, lantas ia melanggar
maka ia tidak wajib membayar kafarat. Inilah pendapat yang lebih
kuat. Menurut pendapat kedua, yang berlaku hanyalah istitsna’
(pengecualian) dengan ungkapan masyi ah saja. Pengecualian dengan
ungkapan illa (kecuali), atau kata lain yang semakna, berlaku bagi
semua bentuk sumpah.

Jika seseorang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan bicara dengan
Zaid kecuali pada hari Kamis”, atau.”..selain pada hari kedatangannya”,
atau.”. kecuali hari pernikahannya”, atau.”..selain hari berkabungnya”,
atau.”..bukan pada hari ia sakit”, atau.”..pada hari kematiannya
saja”, maka pengecualian tersebut berlaku. Perkataan suami kepada
istrinya: “Engkau ditalak tiga jika memasuki rumah, kecuali satu”,
pengecualiannya ini berlaku dengan syarat-syarat yang akan disebutkan.
Istitsna’ (pengecualian) berlaku untuk setiap hal yang berkaitan dengan
sumpah, baik konteksnya kala lampau maupun kala mendatang,
baik sumpah yang benar-benar maupun sumpah palsu. Jadi, dalam
sumpah palsu, pengecualian itu membuat pelakunya tidak berdosa.
Maka, orang yang bersumpah akan meminum air laut atau memikul
gunung atau mematikan orang yang sudah mati sambil mengecualikan
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dengan ungkapan “jika Allah menghendaki” atau “kecuali” atau kata
lain yang semakna, ia tidaklah berdosa. Pengecualian sumpah juga bisa
dengan cara mengikatnya dengan syarat, sifat atau batas akhir sesuatu;
misalnya, “Saya tidak akan masuk rumah Zaid jika ia ada di dalamnya”,
atau “Saya tidak akan masuk ke rumahnya yang besar”, atau “Saya
tidak akan masuk ke rumahnya sampai waktu sekian”, atau.”..saat ia
sakit”, atau.”..pada bulan sekian” maka, syarat dan pengecualian ini
berlaku. Pengecualian sah dengan lima syarat:

Pertama, ististna” (pengecualian) bersambung dengan yang dikecualikan,
baik dengan ungkapan masyi*ah maupun yang lain, kecuali jika ada
pemisah yang tidak mungkin dicegah, seperti bersin, batuk, sesak nafas,
atau menguap.

Jika sekadar diam atau menjawab salam sebelum mengungkapkan
pengecualian maka pengecualian itu tidak sah karena tidak bersambung
dengan yang dikecualikan.

Kedua, niat mengecualikan. Kalau ungkapan pengecualian diucapkan
tanpa disengaja (terpeleset lidah) ataupun tanpa diniatkan maka
pengecualian itu tidak sah.

Ketiga, ungkapan pengecualian bertujuan untuk membatalkan
sumpah, baik diniatkan pada awal berucap sumpah maupun di
tengah-tengahnya. Para ulama sepakat bahwa pengecualian ini sah
jika diniatkan setelah berucap sumpah; juga sah selama ungkapan
pengecualian itu bersambung dengan yang dikecualikan, seperti
telah diuraikan, sekalipun dengan cara diingatkan orang lain agar ia
mengungkapkan pengecualian itu.

Kalau tidak bertujuan membatalkan sumpahnya, melainkan hanya
dalam rangka mencari keberkahan dengan berucap “Insya Allah”-
misalnya-maka pengecualian ini tidak berlaku atau tidak sah.
Keempat, istitsna® harus diucapkan dengan menggerakkan lidah,
sekalipun pelan. Ungkapan pengecualian dengan suara pelan atau
samar hanya sah jika sumpahnya tidak berkaitan dengan hak orang
lain seperti jual beli, sewa menyewa, dan sejenisnya karena yamin
(sumpah) ketika itu berdasarkan niat pelakunya yang tidak mau ada
pengecualian.
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Kelima, tidak pertama-tama meniatkan sesuatu, baru kemudian
dikeluarkan (dikecualikan) setelah itu. Maka, jika orang meniatkan
sesuatu dalam sumpahnya, lantas kemudian ia keluarkan (kecualikan),
pengecualian tersebut tidak berlaku. Ia harus meniatkan pengecualian
itu sebelum bersumpah. Maka, jika ia bersumpah, “Setiap yang halal,
bagi saya adalah haram maka saya tidak akan melakukan perbuatan
anu”, sebelum mengucapkan kata-kata ini ia berniat mengecualikan
istrinya darinya, kemudian ia melanggar sumpahnya maka tidak
mengapa ia menggauli istrinya. Tetapi jika pertama-tama ia berniat
memasukkan istrinya ke cakupan “setiap yang halal bagi saya haram”,
baru kemudian ia mengecualikan istrinya maka pengecualian ini tidak
berguna dan tidak berlaku. Kasus ini istilahnya muhasyah karena suami
mengecualikan istrinya dari sumpahnya sejak awal.

Ketika istri dikeluarkan (dikecualikan) darinya maka sumpah menjadi
laghwin karena mengharamkan yang halal, selain istri dan budak wanita,
adalah laghwin. Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi’i, istitsna” (pengecualian) sah dan berlaku
dalam semua bentuk sumpah dan akad dengan lima syarat:
Pertama, isi pengecualian diucapkan bersambung dengan yang
dikecualikan menurut kebiasan masyarakat setempat (‘urf), yakni
tergolong satu kalimat utuh. Tidaklah mengapa jika lamanya jeda
antara isi pengecualian dengan yang dikecualikan hanya satu tarikan
nafas, batuk ringan, dan keterputusan suara. Tetapi batuk berat yang
lama, pembicaraan dengan orang lain, sekalipun sebentar, dan diam
yang lamanya melebihi satu tarikan nafas, atau suaranya habis, semua
ini membatalkan pengecualian.

Kedua, pengecualian dimaksudkan dalam rangka menghilangkan
hukum sumpah. Jika maksudnya bukan untuk itu maka percuma (tidak
sah).

Ketiga, berniat mengecualikan sebelum usai berucap kata-kata sumpah.
Keempat, isi pengecualian tidak menelan yang dikecualikan. Maka,
jika suami berkata, “Ia ditalak tiga kecuali tiga”, maka pengecualian
di sini tidak sah dan tidak berguna karena isi pengecualian menelan

semua yang dikecualikan.
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Kelima, harus diucapkan dengan suara yang dapat didengar dirinya
sendiri pada suasana normal, bukan dalam keadaan bising atau gaduh.
Menurut madzhab Hanafi, sumpah dipersyaratkan tidak mengandung
pengecualian, baik dengan ungkapan masyi“ah (insya Allah: Jika Allah
mengizinkan) maupun yang lain. Maka, jika seseorang berkata, “Saya
tidak akan melakukan perbuatan itu, insya Allah”, atau.”. kecuali
jika Allah menghendaki”, atau.”..masya Allah (sesuai yang Allah
kehendaki)”, atau.”..kecuali apabila tampak bagi saya selain itu”,
atau.”. kecuali jika menurut saya”, lantas ia melakukannya maka ia
melanggar sumpah.

Jika seseorang berkata, “Saya tidak akan melakukan ini jika Allah
menolong saya untuk tidak melakukannya”, atau “jika Allah
memudahkan hal itu”, atau ia berkata,.”...dengan pertolongan Allah,”
atau.”..dengan dengan kemudahan dari-Nya”, atau semacamnya
maka ia tidak disebut melanggar sumpah kalau ia melakukannya
dan tidak wajib membayar kafarat (denda pelanggaran). Menurut
mereka, pengecualian dalam sumpah hanya sah dalam sumpah yang
menyebut nama Allah, namun berkenaan dengan talak, jika suami
berkata, “Saya akan menceraikannya jika Allah menolong saya”,
atau.”..dengan pertolongan Allah”, dan dengan perkataannya itu ia
bermaksud mengecualikan maka sah antara dirinya dengan Allah,
tetapi tidak sah dalam putusan hukum di pengadilan. Keabsahan
istitsna” (pengecualian) memiliki beberapa syarat:

Pertama, harus diucapkan dengan huruf yang didengar diri sendiri.
Jika tidak didengar diri sendiri, misalnya dalam hati, dan tidak
diucapkan maka tidak sah menurut pendapat yang shahih. Jika ia
tunarungu maka sah.

Kedua, harus bersambung antara isi pengecualian dengan yang
dikecualikan. Jika antara isi pengecualian dengan yang dikecualikan
ada pemisah (jeda), padahal tidak ada hal mendesak, pengecualian itu
tidak sah.

Jika pemisah (jeda) itu ada karena hal mendesak, misalnya karena
menarik nafas, bersin, atau mulutnya gagap, sehingga lama untuk
mengucapkannya maka sah. Tidak disyaratkan menyengaja untuk

mengecualikan.
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Jika suami berkata kepada istrinya, “Engkau tertalak”, lantas tanpa
sengaja mulutnya bergucap pengecualian maka talak tidak jatuh. Ini
adalah pendapat yang kuat.

Ketiga, isi pengecualian harus lebih banyak yang dikecualikan;
misalnya, “Ia ditalak tiga, kecuali empat.”

Keempat, kedua-duanya sama; misalnya “ia ditalak tiga, kecuali tiga.”
Istitsna’ al-kull min al-kull (pengecualian keseluruhan dari keseluruhan)
dengan lafazh berbeda juga sah; misalnya “Istri-istri saya tertalak,
kecuali Zainab, Fathimah, dan Salma”, padahal ia tidak punya istri
selain mereka bertiga. Maka, istitsna” (pengecualian) seperti ini sah.
Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Hambali, pengecualian sah dalam semua sumpah
yang pelakunya bisa dikenai kafarat (denda pelanggaran), seperti
sumpah dengan menyebut nama Allah dan nadzar, namun ia tidak
berlaku dalam talak.

Jika orang berkata, “Demi Allah, saya tidak akan berbuat ini, insya
Allah”, atau “saya bernadzar akan... jika melakukan..., kecuali apabila
Allah menghendaki.” Sumpah ini tidak sah. Begitu pula halnya
jika ungkapan masyi'ah diganti dengan ungkapan iradah (jika Allah
menginginkan) selama maksudnya adalah masyi ah.

Jika maksud dari ungkapan iradah adalah cinta Allah maka
pengecualian tidak berlaku. Begitu juga jika maksud ungkapan iradah
itu untuk mempertegas sumpah, bukan menjadikannya sebagai syarat,
pengecualian itu tidak ada artinya. Istitsna” (pengecualian) sah dengan
sejumlah syarat:

Pertama, bersambung dengan yang dikecualikan. Jika terputus maka
tidak sah.

Jika jedanya sebentar seperti karena menarik nafas, batuk ringan, bersin,
atau menguap maka tetap sah.

Kedua, pengecualian diucapkan (sampai terdengar). Jika dalam hati
maka tidak sah.

Ketiga, berniat mengecualikan sebelum usai mengucapkan yang
dikecualikan.

Jika ia bersumpah ada niat mengecualikan lalu seusai berucap kata-
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kata sumpah muncullah pengecualian maka tidak sah. Begitu juga

ketika mulutnya menyebut pengecualian hanya untuk menegaskan

sumpahnya tanpa sengaja mengecualikan, atau sudah kebiasaan suka
menyebut pengecualian maka pengecualian itu tidak dianggap (tidak
sah).

Demikian pendapat madzhab Hambali.

7. Sumpah harus diucapkan. Jika hanya diniatkan dalam hati tanpa
diucapkan maka sumpah tidak sah. Ada madzhab fikih yang
menambahkan syarat-syarat lain.

Menurut madzhab Hanafi, ada syarat tambahan bagi sumpah, yakni:

Pertama, tidak adanya hal yang memisahkan antara sumpah dan isi
sumpahnya, baik berupa diam maupun sejenisnya.

Jika seseorang berkata kepada temannya, “Ucapkanlah, ‘Demi Allah’”,
lantas temannya itu mengucapkannya, lalu ia berkata lagi, “Ucapkanlah,
‘Saya tidak akan melakukan perbuatan ini’”, lantas temannya itu
mengucapkannya, ucapan sumpah ini tidak sah karena ia mengucapkannya
meniru ucapan orang lain, lagi pula diamnya saat mendengar ucapan
temannya memisahkan antara penyebutan nama Allah dengan isi
sumpahnya. Juga, tidak melanggar sumpah ketika seseorang berkata,
“Saya wajib memenuhi janji dengan Allah dan janji dengan Rasul-Nya
untuk mengerjakan ini”, lantas ia tidak menepati sumpahnya ini. Kenapa?
Karena kata-kata “dan janji dengan Rasul-Nya” menjadi pemisah antara
sumpahnya dengan nama Allah dengan isi sumpahnya.

Kedua, Islam. Ini adalah syarat sumpah yang mewajibkan kafarat
(denda pelanggaran), shalat atau puasa.

Redaksi Sumpah yang Sah

Yamin (sumpah) sah dan jadi dengan menyebut nama Allah seperti:
wallahi, billahi, tallahi (semuanya berarti demi Allah). Juga, sah dan jadi
dengan menyebut Sifat Allah. Madzhab yang empat telah merinci hal ini.

Menurut madzhab Hanafi, sumpah sah dan jadi dengan dua cara:

Pertama, sumpah dengan menyebut nama Allah; seperti “ Wallahi (demi
Allah) atau billahi. Macam ini terbagi dua:
a. Dengannama yang khusus bagi Allah semata, bukan selain-Nya; seperti
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Allah dan Ar-Rahman. Sumpah seperti ini mutlak sah dan jadi, tanpa
harus ada niat dan tidak perlu melihat ‘urf (kebiasaan masyarakat
setempat).
. Dengan nama yang tidak khusus bagi Allah semata, melainkan
terkadang bagi selain-Nya; seperti Al-Alim, Al-Halim, Al-Malik, dan
sebagainya.
Jika yang mengucapkannya bertujuan untuk sumpah maka sumpahnya
jadi dan sah tanpa ada selisih pendapat.

Kalau tujuannya bukan sumpah maka sumpahnya tidak sah, kecuali
jika berkaitan dengan hak orang lain, seperti talak dan ila".
Jika orang berkata, “Kalau saya bersumpah maka istri saya tertalak”,
atau “Saya tidak akan mendekati istri saya lebih dari empat bulan”, lalu
ia bersumpah dengan ini, lalu ia mengaku tidak bermaksud sumpah
maka pengakuannya itu tertolak dalam putusan di pengadilan, namun
diterima antara ia dan Allah.
Jika tidak bermaksud apa-apa maka sumpahnya sah menurut pendapat
yang kuat karena redaksinya menunjukkan sumpah.

Apabila ia berkata, “ Bismillah, saya tidak akan bangun”, atau “Wasmillah
(demi nama Allah), saya berikan kepadamu satu dirham” -sebagaimana
sumpahnya sebagian orang Nasrani-maka ada yang berpendapat bahwa
ini bukan sumpah karena tidak adanya pihak yang disumpahkan.
Pendapat lain menyatakan itu adalah sumpah karena nama dan yang
dinamakan adalah pihak yang sama. Sebagian ulama menilai pendapat
ini lebih kuat.

Kedua, bersumpah dengan salah satu sifat Allah Ta’ala. Yang dimaksud

dengan sifat Allah di sini ialah baik yang hanya menunjukkan sifat-Nya saja-

seperti qudratullah (kemahakuasaan Allah), ‘izzatullah (kemahaperkasaan

Allah), ‘azhamatullah (kemahaagungan Allah)-maupun yang menunjukkan

sifat dan diri yang disifati sekaligus-seperti kata Al-Alim (Yang Mahatahu)-

hukumnya sama-sama sah. Bersumpah dengan sifat Allah sah jika yang

digunakan dalam sumpah ialah sifat Allah yang menurut kebiasaan

masyarakat setempat (‘urf) digunakan untuk bersumpah. Sebab, menurut

pandangan yang shahih, sumpah itu berlandaskan kebiasaan masyarakat

setempat (‘urf). Bersumpah dengan Al-Qur’an dan firman Allah juga sah
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karena termasuk sifat Allah. Bersumpah dengan mushaf, seperti meletakkan
tangan pada mushaf Al-Qur*an sambil berucap, “Demi kemuliaan mushaf
ini”, sebagaimana yang diperbuat orang banyak, tidaklah sah. Sementara
ucapan: “Saya bersumpah dengan isi kandungan mushaf ini”, tergolong
sumpah.

Sedangkan sumpah dengan sifat Allah yang tidak biasa digunakan
untuk bersumpah, seperti: “Dengan rahmat Allah”, atau “Demi ridha-Nya”,
atau “Demi murka-Nya”, atau “Demi azab-Nya”, atau “Demi Diri-Nya”,
atau “Demi syariat-Nya”, atau “Demi agama-Nya”, atau “Demi aturan-
Nya” atau “Demi Subhanallah”, tidaklah sah sebagai sumpah.

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, redaksi sumpah yang sah ada empat
macam: 4

Pertama, dengan lafazh yang khusus dipergunakan bagi Allah semata,
bukan bagi selain-Nya, seperti Rabb Al-’Alamin (Tuhan Pemelihara semesta
alam), Allah, salah satu nama-Nya (Ar-Rahman, Ar-Rahim...), Khalig Al-Khalg
(Pencipta makhluk), demi Dia yang jiwaku berada di tangan-Nya.

Kedua, dengan lafazh yang dipergunakan bagi Allah dan diperbolehkan
bagi selain-Nya, namun kebanyakan dipergunakan bagi Allah, seperti Ar-
Rahim, Ar-Razzaq, Rabb, Khalig.

Jika tidak digandengkan dengan nama makhluk berarti hanya
dipergunakan bagi Allah. Lafazh-lafazh ini bisa dipergunakan untuk selain
Allah jika terikat, misalnya khalig Al-Ifk (pembuat kebohongan), rahim Al-
Qalb (penyayang hati), razig Al-Jaisy (pemberi gaji pasukan), rabb Ad-Dar
(tuan rumah) dan sebagainya.

Ketiga, lafazh yang dipergunakan bagi Allah dan boleh pula untuk
selain-Nya, seperti Al-Maujud (yang ada), Al-Alim (yang tahu), Al-Hayyu
(yang hidup). Lafazh-lafazh ini boleh dipergunakan bagi Allah tanpa
terikat. Sumpah sah dengan ketiga macam lafazh tersebut jika diniatkan
untuk sumpah. Jika tidak diniatkan maka tidak sah. Sumpah dengan ketiga
lafazh tersebut memiliki tiga kemungkinan:

a. Maksudnya sumpah.
b. Maksudnya bukan sumpabh, tetapi maksud lain.

c. Tidak ada maksud apa-apa, melainkan semata-mata terucap.
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Jika maksudnya sumpah atau terucap begitu saja tanpa ada maksud
apa-apa maka sumpah sah dan jadi dengan ketiga macam lafazh tersebut.

Jika maksudnya bukan sumpabh, tetapi maksud lain, maka sumpah ini
tidak sah dengan ketiga macam lafazh tersebut. Oleh karena itu, ucapan:
“Demi Allah, saya tidak melakukan perbuatan itu”, yang maksudnya bukan
sumpah, tetapi maksud lain, tidaklah tergolong sumpah, sehingga jika
orang mengaku mengucapkan itu dengan maksud bukan sumpah, tetapi
maksud lain, maka pengakuannya itu harus diterima, kecuali dalam talak,
memerdekakan hamba sahaya, dan ila. Dalam ketiga hal ini pengakuannya
tertolak secara lahir.

Apabila orang berkata, “Jika saya bersumpah dengan menyebut Allah
maka engkau tertalak”, atau “Saya tidak akan menyetububhi istri saya lewat
dari empat bulan”, lantas ia bersumpah dengan menyebut nama Allah,
kemudian mengaku bahwa ucapannya itu maksudnya bukan sumpah,
tetapi maksud lain, maka pengakuannya itu tertolak secara lahir sekalipun
secara batin ia tidak berdosa. Ada tiga pertimbangan lain:

a. Yang dimaksud dengan redaksi sumpahnya adalah Allah.
b. Yang dimaksud dengan redaksi sumpahnya bukanlah Allah.
c. Tidak dimaksudkan apa-apa.

Jika yang dimaksud adalah Allah maka sumpah sah dan jadi dengan
semua macam lafazh tersebut.

Jika yang dimaksud bukanlah Allah maka sah dan jadi pada macam
lafazh pertama tetapi tidak sah pada macam lafazh kedua dan ketiga
karena lafazh yang diperuntukkan khusus bagi Allah menjadi untuk Allah,
sekalipun dimaksudkan selain Allah. Berbeda halnya dengan lafazh yang
diperuntukkan bagi Allah dan juga bagi selain-Nya. Lafazh sumpah yang
dimaksudkan Allah sekaligus selain Allah tidaklah jadi dan tidak sah.

Jika orang mengucapkan kata sumpah tanpa maksud apa-apa maka
sumpabh itu tetap sah dengan lafazh macam pertama dan kedua.

Sedangkan sumpah dengan lafazh yang diperuntukkan bagi Allah
dan juga bagi selain Allah hanya sah atau jadi apabila dimaksudkan hanya
Allah semata. Sebab, ketika lafazh seperti itu mirip kiasan, sehingga hanya
sah jika dengan maksud.

Keempat, bersumpah dengan salah satu sifat Diri Allah, seperti “Demi
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ilmu Allah”, atau “Demi kekuasaan-Nya”, atau “Demi kalam-Nya”, atau
“Demi kehendak-Nya”, atau “Demi keagungan-Nya”, dan sejenisnya.

Sedangkan sifat-sifat perbuatan-Nya, seperti “Demi penciptaan”, atau
“Demi rezeki”, bukanlah sumpah.

Jika yang digunakan dalam sumpah adalah sifat salbiyyah Allah maka
terjadi perbedaan pendapat.

Jika yang dimaksudkan adalah makna lain yang dikandungnya, seperti
yang dimaksudkan dari sifat Al-Qudrat adalah hal yang dikuasai; dari sifat
Al-'llm adalah hal yang diketahui, dan sifat lainnya yang dimaksudkan
adalah pengaruh sifat tersebut-seperti pengaruh keagungan (Al-‘Azhamah)
dan kebesaran (Al-Kibriya") adalah hancurnya para tiran dan pengaruh
firman (Al-Kalam) adalah huruf dan suara-maka sumpah dengannya
tidak sah. Sumpah sah dengan ucapan: “Demi Kitabullah”, atau: “Demi
Al-Qur’an”, “Demi Mushaf”, “Demi Taurat”, dan “Demi Injil”, kecuali
jika yang dimaksud dengan Al-Qur*an adalah khutbah dan shalat; seperti
dalam ayat: “ Apabila dibacakan kepada kamu Al-Qur an maka dengarkanlah...”
(Al-A’raf: 204), maksud Al-Qur an di sini adalah khutbah (nasehat).

Sedangkan dalam ayat: “Sesungguhnya Qur an Al -Fajr...” (Al-Isra: 78),
maksudnya adalah shalat.

Jika yang dimaksud dengan Al-Qur*an adalah kedua makna ini maka
bersumpah dengan menyebutnya tidaklah sah. Juga, sumpah tidak sah
kalau yang dimaksud dengan mushaf dalam sumpah adalah lembaran atau
kulit, atau yang dimaksud dengan kalamullah adalah huruf dan suara, bukan
firman-Nya. Sumpah sah dengan ucapan ugsimu billah atau ahlifu billah atau
haliftu billah (ketiganya berarti saya bersumpah dengan menyebut Allah).

Apabila dengan ucapannya ini ia bermaksud memberitahu bahwa
ia telah melakukan suatu pekerjaan di kala lampau dan akan melakukan
suatu pekerjaan di kala mendatang maka itu tidak sah sebagai sumpah.
Inilah pendapat yang kuat. Sebagian ulama berpendapat bahwa jika secara
jelas-jelas menggunakan kata-kata “saya bersumpah” maka ia sah sebagai
sumpah.

Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Maliki, redaksi sumpah yang sah sebagai sumpah
ialah dengan menyebut salah satu Asma" Al-Husna (Nama-nama Allah yang
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paling indah), baik itu nama untuk Diri Allah seperti lafazh Allah maupun
nama untuk sifat-Nya, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sumpah juga sah
dengan menyebut salah satu sifat Allah, baik sifat nafsiyyah seperti wujud
maupun sifat ma’ani seperti qudrat, ‘ilm, dan hayat.

Sedangkan perihal sifat salbiyyah Allah seperti wahdaniyat, baga’, qidam
terjadi perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat sah dan ada yang
berpendapat tidak sah sebagai sumpah.

Adapun sifat afal (perbuatan) Allah seperti mencipta, memberi rezeki,
dan sejenisnya, ulama madzhab Maliki sepakat bahwa sumpah dengannya
tidak sah. Sumpah harus menyebut lafazh, sehingga sumpah yang
diucapkan dalam hati tidak dianggap sebagai sumpah, menurut pendapat
yang kuat. Sumpah cukup sah dengan berucap seperti, “Saya bersumpah”,
atau “Saya bersaksi”, tanpa menyebut nama Allah yang mulia selama
ucapan tersebut diniatkan untuk bersumpah. Sumpah sah pula dengan
berucap, “Allah”, atau “Ha Allah”, atau “Hagqgillah”, atau “Azhamatillah”,
atau “Jalalillah”, atau “ Iradatillah”, atau “ Kafalatillah”, dengan makna firman-
Nya yang Mahadahulu. Juga, sah sumpah dengan ucapan: “Demi kalam
(firman)-Nya”, atau “Demi Al-Quran”, atau “Demi mushaf”, jika yang
dimaksudkan adalah firman yang Mahadahulu.

Kalau yang dimaksud dengan ucapan ini adalah tulisan atau kertas
dalam Al-Qur'an, atau tidak diniatkan apa-apa maka tidak dianggap
sebagai sumpah. Sumpah juga sah dengan ucapan “Wa ‘izzatillah”, jika
yang dimaksud adalah kekuatan dan keperkasaan Allah sebagai salah satu
sifat-Nya, sedangkan jika yang dimaksud adalah kondisi spiritual yang
diciptakan Allah pada suatu ibadah maka ia tidak sah, dan tidak boleh
bersumpah dengannya. Ungkapan: “Demi amanat Allah”, atau “Demi
janji Allah”, jika yang dimaksud adalah firman Allah maka sah sebagai
sumpah, sedang jika yang dimaksud adalah sebagaimana yang kita kenal,
seperti yang disebutkan dalam ayat “Sesungguhnya kami telah menawarkan
amanat...” (Al-Ahzab: 72) maka ucapan tersebut tidak sah sebagai sumpah,
bahkan dilarang bersumpah dengannya. Sumpah sah dengan ucapan:
“ A’zimu billah” karena maksud a’zimu ialah menyengaja (berniat). Berbeda
halnya dengan kata-kata ugsimu atau ahlifu (saya bersumpah) yang cukup
dengan meniatkan penyebutan nama Allah (tidak mesti menyebut nama
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Allah) asalkan sudah diniatkan. Sumpah tidak sah hanya dengan berucap,
“Saya berjanji untuk tidak akan melakukan anu”, atau “Benar-benar saya
akan melakukan anu.” Juga, sumpah tidak sah dengan berucap, “Engkau
kuberi janji yang harus saya tunaikan bahwa saya akan melakukan...”
atau.”..tidak akan melakukan...” Juga, tidak sah sumpah dengan berucap,
“Saya menekankan kepadamu dengan menyebut Allah, jangan katakan...”
atau.”. jangan kerjakan...” atau “Saya berlindung kepada Allah, saya tidak
pernah...” atau.”..tidak akan melakukan...” Kalau berucap, ma‘adallah, bukan
ma’adzallah (saya berlindung kepada Allah) maka boleh dianggap sumpah
karena ma’adallah berarti saya kembali kepada Allah. Dengan ungkapan
Allahu ra’in atau Allahu kafil (Allah sebagai penolong dan penanggung)
tidak sah. Jika maksudnya menyatakan bahwa Allah sebagai Penolong
dan Penanggung sekaligus diniatkan sumpah maka sah sebagai sumpah.

Juga, sumpah sah ketika menyebut lafazh Allahi (dengan kasrah)
tanpa menyebutkan huruf gasam (seperti huruf waw, ba dan sebagainya
yang berarti “demi”) asalkan ada kesengajaan tidak menampakkan huruf
gasam, melainkan dalam hati saja, walaupun tidak dimaksudkan untuk
bersumpah. Keterputusan (jeda) antara ucapan “ Allah” (sumpah) dan yang
disumpahkan karena terhalang kata kafil atau ra'in tidak memengaruhi
keabsahan sumpah. Maka, jika seseorang berkata, “ Allah mengetahui...”,
sambil bermaksud sumpah maka sah, jika tidak bermaksud demikian
maka tidak sah.

Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hambali, sumpah sah dengan dua hal:

Pertama, sumpah dengan nama Allah seperti: wallahi, billahi, tallahi
(semuanya berarti demi Allah) sekalipun meniatkan yang lain, sumpah
dengan kata-kata ini tetap sah sebagai sumpah karena kata-kata ini khusus
diperuntukkan bagi Allah. Nama Allah yang boleh diperuntukkan bagi
yang lain, apabila diucapkan secara tidak terikat, otomatis maksudnya
adalah Allah; seperti Al-"Azhim, Ar-Rahim, Rabb, Maula; baik diniatkan Allah
maupun tidak diniatkan apa pun tetap sah sebagai sumpah.

Sedangkan kalau dimaksudkan bukan Allah maka tidak sah sebagai
sumpah.

Jika bersumpah dengan nama yang tidak otomatis maksudnya
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adalah Allah ketika diucapkan secara tidak terikat, namun mengandung
kemungkinan maksudnya adalah Allah; seperti Asy-Syai~ Al-Maujud, Al-
Hayy, Al-'Alim, Al-Wahid, Al-Mukarram, apabila diniatkan Allah maka ia sah
sebagai sumpah, namun jika diniatkan bukan Allah atau tidak meniatkan
apa pun maka tidak sah sebagai sumpah.

Apabila bersumpah dengan sesuatu yang digandengkan dengan nama
Allah Ta’ala maka sah; misalnya “Demi kebesaran Allah”, atau “Demi
janji Allah”, atau “Demi nama Allah”, atau “Demi keagungan Allah”, dan
sebagainya, dan wajib membayar bayar kafarat (denda) jika melanggar.
Juga, jika berucap, “Saya wajib memenuhi janji Allah/perjanjian dengan-
Nya”, maka sah sebagai sumpah karena digandengkan dengan Allah.
Sumpah sah dengan kata-kata: “amanat Allah”, namun makruh. Ada
selisih pendapat tentang kemakruhannya; apakah makruh tahrim? ataukah
makruh tanzih®.

Jika kata-kata, “demi perjanjian/demi kesepakatan/demi amanat”
tidak digandengkan dengan nama Allah maka tidak sah sebagai sumpabh,
kecuali jika maksudnya adalah sifat Allah.

Kedua, bersumpah dengan salah satu sifat Allah; misalnya Ar-Rahman,
Ar-Rahim, Al-Azali, Khalig Al-Khalg, Razig Al-'Alamin, Rabb Al-"Alamin, Al-
‘Alim bi kulli syai’, Rabb As-Samawati wa Al-Ardhi, Al-Awwal alladzi laisa
qablahu syai”, Malik Yaumiddin, ‘azhamatillah, qudratillah, ilmillah, jabarutillah,
wajhillah.... Sumpah sah dengan sifat-sifat ini, sekalipun tidak berniat
sumpah atau diniatkan selain Allah, karena jelas maksudnya (yakni Allah)
sehingga tidak perlu diniatkan bahwa maksudnya adalah Allah. Juga,
sumpah sah dengan kalam Allah karena firman Allah adalah salah satu
sifat-Nya. Sumpah sah pula tanpa makruh dengan menyebut mushaf karena
si pengucap memaksudkan apa yang ditulis dalam mushaf, yakni Al-
Qur an. Bersumpah dengan menyebut Al-Qur’an atau kebesaran Al-Qur an
juga sah. Dengan menyebut Taurat atau Injil atau Zabur atau Al-Furqan atau
Suhuf Ibrahim atau Suhuf Musa juga sah karena semuanya adalah firman
Allah. Sumpah sah pula dengan ungkapan “Saya bersumpah/ bersaksi/
bertekad kuat dengan Allah”, atau “Saya bersumpah/bersaksi/bertekad

27 Dimakruhkan karena bisa mengakibatkan perbuatan haram (Edt).
28 Dimakruhkan karena bisa mengakibatkan kehilangan pahala (Edt).
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kuat karena Allah”, tetapi jika nama Allah tidak disebut maka sumpahnya
tidak sah, kecuali jika ada niat digandengkan dengan Allah.

Jika orang berkata, “Saya niatkan ucapan saya, ‘Saya bersumpah
demi Allah’, sebagai pemberitahuan ihwal sumpah yang telah lampau”
maka pengakuannya ini dapat diterima di pengadilan. Sumpah tidak
sah dengan ucapan “Saya memohon pertolongan kepada Allah”, atau
“Saya berpegang teguh pada Allah”, atau “Saya bertawakal pada Allah”,
atau “Allah Mahatahu”, atau “Allah Mahaperkasa”, atau “Mahasuci
Allah (subhanallah)”, atau “Segenap puji bagi Allah (alhamdulillah)”, dan
sejenisnya, meskipun diniatkan sumpah. Demikian pendapat madzhab
Hambali.

Bersumpah dengan Selain Allah Ta’ala

Bersumpah dengan selain Allah; seperti bersumpah dengan Nabi #,
Ka’bah, Jibril, dan setiap hal yang diagungkan selain Allah tidak sah dan
tidak ada kafarat (denda pelanggaran).

Jika mengucapkan itu dengan tujuan mengagungkannya selain Allah
berarti syirik.

Jika bertujuan menghina Nabi £, menghina Ka'bah, atau yang lain
maka ia kafir.

Jika tidak bertujuan apa-apa selain hanya bersumpah maka hukumnya
dirinci dalam keempat madzhab fikih.

Menurut madzhab Hanafi, bersumpah dengan redaksi taklik; misalnya,
“Saya tidak akan berbuat...”, atau “Jika saya melakukan... maka saya wajib
mentalak”, jika tujuannya agar lawan bicara memercayai ucapannya maka
boleh tanpa makrubh, tetapi jika tujuannya bukan untuk itu, atau jika sebagai
sumpah atas masa lalu, dimakruhkan. Juga, dimakruhkan sumpah dengan
berucap, “Demi ayahmu”, atau “Demi umurmu”,...dan sebagainya.

Menurut madzhab Asy-Syafi’i, bersumpah dengan selain Allah jika
tidak dimaksudkan apa-apa dari yang tadi disebutkan hukumnya makruh.
Juga, makruh bersumpah dengan talak.

Menurut madzhab Hambali, haram bersumpah dengan selain Allah
dan selain sifat-Nya sekalipun dengan nama Nabi # ataupun wali. Orang
yang bersumpah dengan selain Allah harus memohon ampunan dan
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bertaubat atas perbuatannya itu, tetapi tidak wajib membayar kafarat
(denda pelanggaran). Juga, dimakruhkan bersumpah dengan talak dan
i'taq (memerdekakan hamba sahaya).

Menurut madzhab Maliki, ada dua pendapat tentang bersumpah
dengan sesuatu yang diagungkan dalam syariat seperti Nabi #, Ka'bah
dan sejenisnya, yakni haram dan makruh. Pendapat yang masyhur
adalah haram. Bersumpah dengan yang tidak diagungkan dalam syariat,
seperti dengan darah yang biasa disumpahkan di zaman jahiliah atau
sesuatu yang disembah selain Allah, disepakati keharamannya jika tidak
bertujuan mengagungkannya, tetapi jika bertujuan mengagungkannya
maka kafir. Juga, tidak sepantasnya ada perselisihan mengenai haramnya
bersumpah dengan bapak, nenek moyang, penguasa, hidupnya mereka,
dan sebagainya.

Bersumpah Demi Allah untuk Meminta Sesuatu atau agar Orang
Lain Melakukan Sesuatu

Jika seseorang berkata kepada orang lain, “Saya bersumpah demi Allah
agar engkau...,” atau “Saya bersumpah demi Allah agar engkau benar-benar
melakukan...”, atau.”. jangan sampai engkau melakukan...”, perinciannya
ada dalam keempat madzhab fikih.

Menurut madzhab Hanafi, jika seseorang berkata kepada lawan
bicaranya, “Demi Allah, engkau akan mengerjakan...”, atau “Demi Allah,
engkau mesti melakukan...”, jika tujuannya meminta si lawan bicara
bersumpah, tanpa ada maksud bersumpah, maka itu bukanlah sumpah
dan tidak ada sanksi apa pun bagi mereka berdua, tetapi jika ia bermaksud
bersumpah atau tidak berniat apa pun maka itu tergolong sumpah, dan ia
melanggar sumpah ketika si lawan bicara tidak mematuhinya.

Apabila ia berkata, “Saya bersumpah benar-benar engkau harus
mengerjakan perbuatan itu”, atau “saya bersumpah demi Allah...”, atau
“Saya bersaksi kepada Allah...”, atau “Saya bertekad kuat demi Allah...”,
baik ia mengucapkan alaika (engkau harus) maupun tidak, ucapannya itu
merupakan sumpah yang harus ia penuhi, sedang si lawan bicara tidak
terkena sanksi apa pun.

Apabila dengan ucapannya itu ia bermaksud bertanya atau meminta
penjelasan, bukan bersumpah, maka itu bukanlah sumpah.
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Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, jika seseorang mengucapkan sumpah
terhadap lawan bicaranya, seperti “Saya bersumpah (haliftu/agsamtu)
terhadapmu dengan menyebut nama Allah agar engkau benar-benar
akan melakukan...”, atau.”..engkau benar-benar tidak akan melakukan...”,
atau.”.. tidak akan mengerjakan sesuatu”, lantas si lawan bicara tidak
mematuhinya maka si pengucap melanggar sumpah dan wajib membayar
kafarat (denda), sedangkan si lawan bicara tidak terkena sanksi apa-apa.

Jika maksudnya bukan sumpah, tetapi maksud lain, maka ada
perbedaan pendapat. Yang masyhur, tidak ada sanksi apa pun baginya.
Begitu juga kalau tidak ada maksud apa-apa. Seandainya ia berkata,
“Saya bersumpah terhadapmu...” tanpa berucap “demi Allah” dan tidak
meniatkan Allah maka ia tidak wajib membayar kafarat. Begitu pula halnya
kalau ia berkata, “Saya bertekad kuat terhadapmu demi Allah...”, atau
“Saya telah bertekad kuat terhadapmu demi Allah...”, atau “Saya meminta
kepadamu dengan (nama) Allah...” tanpa ada maksud bersumpah maka
yang shahih, itu bukanlah sumpabh. Si lawan bicara dianjurkan memenuhi
permintaan si pengucap sumpah karena ia memintanya dengan menyebut
nama Allah, selama tidak ada halangan syar’i, dan selama si pengucap
sumpah tidak bertujuan membebani atau mempersulit diri si lawan bicara.
Mematuhinya sangat dianjurkan bagi si lawan bicara dalam hal yang
bisa mewajibkan si pengucap sumpah membayar kafarat. Demikianlah
pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jika seseorang berkata kepada lawan
bicaranya, “Saya bersumpah terhadapmu demi Allah...”, atau “Saya
meminta kepadamu dengan (nama) Allah agar engkau melakukan...,”
maka ucapan ini merupakan sumpah jika maksudnya adalah sumpah si
pengucap. Tetapi jika dimaksudkan menjadi sumpah bagi si lawan bicara,
atau maksudnya adalah menolong, atau tidak ada maksud apa-apa, maka
itu bukan sumpah.

Jika seseorang bersumpah terhadap lawan bicaranya bahwa si lawan
bicara harus makan dengan maksud agar benar-benar makan maka itu
adalah sumpah.

Kalau maksudnya adalah menolong si lawan bicara dengan menyebut

128 = rikih Empat Madzhab Jilid 3



nama Allah supaya ia mau makan, atau maksudnya agar si lawan bicara
bersumpah dengan nama Allah maka ia bukan sumpah karena ketika
itu ia dan temannya tidak bersumpah. Disunnahkan bagi si lawan bicara
mematuhinya jika si pengucap bermaksud sumpah.

Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hambali, jika seseorang bersumpah terhadap
lawan bicaranya, “Demi Allah, hai polan, engkau benar-benar harus
melakukan...”, atau.”. jangan sampai engkau melakukan...”, lantas silawan
bicara tidak mematuhinya maka si pengucap sumpah melanggar sumpah
dan wajib membayar kafarat (denda pelanggaran), sedangkan si lawan
bicara tidak terkena sanksi apa-apa menurut pendapat yang lebih kuat.

Apabila seseorang berkata, “Saya meminta kepadamu dengan (nama)
Allah agar engkau benar-benar melakukan...”, jika maksudnya sumpah
maka itu sah sebagai sumpah dan ia wajib membayar kafarat jika melanggar.

Jika maksudnya bukan sumpah, melainkan minta tolong maka bukan
sumpah. Disunnahkan menepati sumpah itu, dam disunnahkan pula
memenuhi permintaan orang yang meminta dengan (nama) Allah.

Demikian pendapat madzhab Hambeali.

Hal-hal yang Mewajibkan Kafarat Sumpah
Kafarat (denda) pelanggaran sumpah wajib karena beberapa hal yang

disebutkan secara rinci oleh keempat madzhab.

Menurut madzhab Hambali, kafarat al-yamin (denda pelanggaran
sumpah) wajib dibayarkan karena beberapa hal berikut:

Pertama, melanggar sumpah yang sah dengan syarat-syarat yang telah
disebutkan.

Kedua, mengucapkan nadzar yang tidak terikat, yakni nadzar
yang tidak mengandung ketentuan perbuatan yang akan dikerjakan;
seperti orang yang berucap, “Saya wajib menepati nadzar”, atau “Allah
berhak atas nadzar yang wajib saya tepati”, baik disertai ucapan”..
jika saya melakukan...” maupun tidak. Ia wajib membayar kafarat jika
tidak meniatkan apa pun dalam nadzar. Kalau meniatkan maka ia wajib
menunaikan nadzar itu.

Ketiga, mengharamkan sesuatu yang halal, selain istri; misalnya orang

Fikih Empat Madzhab Jilid 3 * 129



berucap, “Apa saja yang dihalalkan Allah bagi saya selain istri adalah
haram bagi saya”, maka ia wajib membayar kafarat sedangkan yang halal
tetap halal baginya.

Jika orang berkata, “Makanan ini haram bagi saya”, maka makanan
tersebut tidak berubah menjadi haram, namun ia wajib membayar kafarat.

Keempat, mengucapkan, “Saya wajib menepati sumpah jika saya
melakukan...”, atau,.”..tidak melakukan...” Ucapan ini mewajibkannya
membayar kafarat.

Jika ia berucap, “Harta saya untuk orang-orang melarat kalau saya
melakukan...”, atau.”..kalau saya tidak melakukan...” maka itu menjadi
sumpah jika bermaksud sumpah, sehingga wajib membayar kafarat apabila
melanggarnya.

Kelima, jika bersumpah atas selain agama Islam; misalnya, “Saya
menjadi Yahudi, Nasrani, atau kafir kalau saya....”, atau “Saya akan
menyembah salib jika saya melakukan...”, atau “Saya berlepas diri dari
Allah kalau saya melakukan...”, atau.”..dari Al-Qur’an...”, atau.”..dari
Islam...”, atau “Saya akan minum arak jika saya berbuat...”, atau “Zina
halal bagi saya...,” maka ia wajib membayar kafarat kalau ia melanggarnya.
Ada yang berpendapat ia tidak wajib membayar kafarat. Ia tidak divonis
kafir atas ucapannya itu, namun ia telah melakukan hal haram yang
mengharuskannya bertaubat kepada Allah.

Keenam, mengucapkan, “Sumpah-sumpah kaum Muslimin harus saya
penuhi jika saya melakukan...”, sementara ia tidak melakukannya. Ia wajib
membayar kafarat jika diniatkan sumpah.

Kalau niatnya shalat, zhihar, atau nadzar maka sesuai niatnya. Sebab,
ungkapan “sumpah-sumpah kaum Muslimin” merupakan kiasan dari
sumpah demi Allah, atau talak, atau zhihar, ataupun memerdekakan hamba
sahaya. Demikian pendapat madzhab Hambali.

Menurut madzhab Maliki, kafarat (denda pelanggaran) wajib
dibayarkan karena empat hal:

Pertama, nadzar yang tidak jelas, yakni yang tidak mengandung
ketentuan perbuatan yang akan dilakukan; misalnya, “Allah berhak atas
nadzar yang wajib saya penuhi jika saya melakukan...”, atau.”. jika saya
tidak melakukan...” Maka, ia wajib membayar kafarat kalau melanggarnya.
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Begitu pula halnya orang yang berkata, “ Apabila Allah menyembuhkan
saya maka saya wajib menepati nadzar”, atau,”..maka Allah berhak atau
nadzar yang wajib saya tepati”, lantas Allah menyembuhkannya maka ia
wajib membayar kafarat pelanggaran sumpah.

Sedangkan nadzar mu’ayyan ialah nadzar yang mengandung ketentuan
perbuatan yang akan dilakukan; misalnya “ Allah berhak atas nadzar yang
wajib saya tepati untuk berpuasa...” atau.”..untuk bersedekah sebesar...”
maka ia wajib menepati nadzar tersebut atau sesuai dengan niatnya.

Kedua, kata-kata sumpah seperti: “Saya wajib menepati sumpah”,
atau “Allah berhak atas sumpah yang wajib saya tepati”, atau “Jika
saya melakukan itu maka saya wajib menepati sumpah”, maka ia wajib
membayar kafarat jika melanggarnya.

Ketiga, sumpah yang sah berupa yamin barr, yakni mengandung makna
negatif; misalnya “Demi Allah, saya tidak akan masuk rumah”, sumpah ini
disebut yamin barr karena selama pengucapnya belum memasuki rumah,
berarti ia masih menepati sumpah (bara ah).

Keempat, sumpah yang sah berupa yamin hanats, yakni mengandung
makna positif; contohnya “Demi Allah, saya benar-benar akan melakukan
itu”, atau “ Apabila saya tidak berbuat itu...” Sumpah ini dinamakan yamin
hanats karena selama pengucapnya belum melakukan itu, berarti ia masih
melanggar sumpah (hanats). Jadi, jika orang berkata, “Demi Allah, saya
benar-benar akan bepergian jauh”, maka ia dituntut berpergian jauh dan
masih melanggar sumpah selama belum bepergian jauh. Demikian pula
halnya jika ia berkata, “ Apabila saya tidak bepergian jauh maka saya wajib
melakukan...” Namun, kedua ucapan yamin hanats ini disyaratkan tidak
mengandung ketentuan waktu.

Jika redaksinya: “Demi Allah, saya benar benar akan berangkat sebulan
lagi”, maka sumpah ini termasuk yamin barr sampai berjalan satu bulan.

Jika lewat dari satu bulan belum dilaksanakan juga maka ia melanggar
selama tidak ada halangan, baik secara hukum (syar‘ii) maupun secara
kebiasaan (‘urfi), sedangkan halangan secara akal tidak berlaku.

Jika sumpahnya tidak terikat, misalnya, “Demi Allah, saya akan
berangkat”, atau “Demi Allah, saya tidak akan bicara dengan si A”, maka
hanya dilanggar dengan kematian.
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Jika orang berkata, “Saya benar-benar akan mentalak istri saya”, maka
ia baru melanggar sumpah ketika istrinya terlanjur meninggal dunia
sebelum sempat ia ceraikan.

Kalau ia berucap bahwa ia adalah orang Yahudi/murtad/keluar dari
Islam jika melakukan suatu perbuatan, dan ia memang tidak melakukannya,
maka ia tidak wajib membatar kafarat namun sumpah tersebut haram.

Jika mengucapkannya bukan sebagai sumpah maka ia murtad,
sekalipun hanya main-main. Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hanafi, kafarat yamin (denda pelanggaran sumpah)
wajib dibayarkan karena beberapa hal:

Pertama, melanggar sumpah yang sah beserta syarat-syaratnya yang
telah dipaparkan. Kafarat tidak sah dibayarkan sebelum sumpah dilanggar.

Kedua, mengucapkan nadzar yang tidak ditentukan perbuatannya,
seperti orang yang mengucapkan, “Saya wajib menepati nadzar, saya tidak
melakukan...” atau.”..saya melakukan...”, jika dilanggar maka kafarat yamin
wajib dibayarkan. Sebab, ia tidak menentukan perbuatan apa pun, tetapi
dengan ungkapan seperti itu ia wajib membayar kafarat. Seolah-olah ia
bernadzar membayar kafarat. Ini berlaku manakala tidak ada niat apa pun.
Jika ada niat tertentu maka jelas-jelas wajib.

Ketiga, mengatakan, “Saya wajib menepati sumpah benar-benar
akan melakukan...” Ucapan ini sah sebagai sumpah sekalipun tanpa
menyebutkan nama Allah, pengucapnya wajib membayar kafarat jika
melanggarnya, selama ucapannya tidak dimaksudkan untuk memberitahu
bahwa ia punya tanggungan sumpah.

Keempat, mengharamkan untuk diri sendiri sesuatu yang halal;
misalnya berucap, “Makanan ini haram bagi saya”, maka makanan itu
tidak berubah menjadi haram baginya, namun ia wajib membayar kafarat
kalau ia memakannya.

Apabila ia berkata, “Jika saya menyantap makanan ini maka ini haram
bagi saya”, lantas ia memakannya maka ia tidak terkena sanksi apa pun.
Pada kasus pertama, ia mengharamkan makanan yang benar-benar ada,
sedangkan pada kasus kedua ini ia baru mengharamkannya setelah ia
makan; yakni makanan itu belum ada saat ia mengharamkannya.

Jika ia mengharamkan bagi dirinya sesuatu yang memang haram,
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seperti, “Arak haram bagi saya”, kalau ia meminumnya maka wajib
membayar kafarat yamin, dengan syarat niatnya adalah sumpah. Kalau
niatnya sekadar memberitahu atau tidak ada niat apa pun maka tidak
wajib membayar kafarat; yang serupa dengan ini adalah ucapan “Harta si
A haram bagi saya.”

Jika orang berucap, “Setiap hal yang dihalalkan Allah-atau dihalalkan
bagi orang Islam-adalah haram bagi saya”, maka menurut pendapat yang
difatwakan, jika ia punya istri maka istrinya itu tertalak bain sekaligus
(tidak bisa dirujuk). Jika istrinya lebih dari satu maka semuanya tertalak
bain sekaligus (tidak bisa dirujuk). Jika ia niatkan tiga maka talak tiga.

Kalau tidak beristri maka tetap sah sebagai sumpah dan tergolong
melanggar sumpah dengan hanya sekadar makan atau minum. Ia wajib
membayar kafarat kalau ia bersumpah untuk kala mendatang.

Jika sumpah untuk kala lampau maka tergolong sumpah palsu (yamin
ghamus) jika bermaksud dusta, dan termasuk yamin laghwin kalau tidak
bermaksud dusta.

Kelima, mengucapkan, “Saya berlepas diri dari Allah jika melakukan...”,
maka wajib membayar kafarat jika maksudnya bersumpah. Begitu juga
apabila ia berucap, “Saya berlepas diri dari Rasul, dari Al-Qur’an, dari
setiap ayat dalam Al-Qur'an...” maka wajib membayar kafarat karena
melanggar.

Jika ia mengucapkan ucapan itu berkali-kali, berarti ia bersumpah
berkali-kali sesuai pengulangannya.

Jika ia berucap, “Saya berlepas diri dari Allah dan saya berlepas diri
dari Rasulullah, saya tidak melakukan...”, berarti ia melanggar dua sumpah
sekaligus kalau ia melakukannya.

Kalau ditambah dengan ucapan: “Allah dan Rasul-Nya lepas dari
saya...” maka sumpahnya bertambah menjadi empat.

Ketika ia menyatakan berlepas diri dari Islam, atau dari puasa
Ramadhan, atau dari shalat, atau dari orang-orang beriman maka
ucapannya itu adalah sumpah yang mewajibkannya membayar kafarat.

Keenam, menyatakan bahwa kalau ia berbuat sesuatu maka ia menjadi
Yahudi atau Nasrani, atau mengatakan, “Saksikan bahwa saya Nasrani
jika berbuat...”, jika ia melanggarnya maka wajiblah ia membayar kafarat
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jika sumpahnya untuk yang kala mendatang. Kalau untuk kala lampau,
sementara ia tahu bahwa kenyataannya berbeda maka itu sumpah palsu
(yamin ghamus). Orang yang bersumpah demikian, kalau meyakini itu
adalah sumpah maka ia tidak murtad, menurut pandapat yang shahih,
tetapi jika meyakini itu mengakibatkan murtad maka ia murtad karena ia
rela menjadi kafir.

Ketujuh, mengatakan, “Puasa saya untuk Yahudi jika saya pernah
mengucapkan...”, jika dengan ucapannya ini ia berniat mendekatkan diri
pada Allah maka ia termasuk sumpabh. Jika ia berniat mendapat pahala
maka bukanlah sumpah. Juga, tidak wajib membayar kafarat atas ucapan
“Jika saya melakukan itu maka tidak ada Tuhan di langit.” Juga, tidak wajib
membayar kafarat atas ucapan “Saya menjadikan Allah sebagai saksi...”,
“Saya menjadikan malaikat sebagai saksi...”, atau “Saya berlepas diri dari
syafa’at Rasul Al-Musthafa....”

Demikian pendapat madzhab Hanafi

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, kafarat yamin (denda pelanggaran
sumpah) wajib dibayarkan atas sumpah yang memenuhi syarat-syaratnya,
juga atas sumpah palsu; seperti sumpah seseorang berulang kali bahwa
uangnya sekian ada pada si A, padahal ia berdusta.

Jika orang berucap, “Saya bernadzar melakukan sesuatu jika bicara
dengan si A”, nadzar ini disebut nadzar lgjjaj yang akan dijelaskan. Ketika
yang disyaratkan itu terjadi maka ada tiga pendapat:

Pertama, ia wajib membayar kafarat yamin.

Kedua, harus menjalankan apa yang ia ucapkan.

Ketiga, dipersilahkan untuk memilih antara membayar kafarat atau
menjalankan ucapannya. Pendapat ketiga inilah yang lebih kuat.

Jika berniat untuk melakukan yang bukan ibadah, misalnya “Saya
bernadzar akan makan atau minum sesuatu... maka ia wajib membayar
kafarat yamin.

Jika berucap, “Jika saya memasuki tempat itu maka saya wajib
membayar kafarat sumpah-atau kafarat nadzar-maka ia wajib membayar
kafarat sumpah jika memasuki tempat tersebut. .

Jika orang berucap, “Jika saya masuk maka saya bernadzar”, tanpa
menentukan pekerjaan nadzarnya maka ia boleh memilih antara membayar
kafarat sumpah atau menjalankan nadzarnya itu.
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Jika orang berucap, “Jika Allah menyembuhkan anak saya maka saya
bernadzar”, maka ia wajib menentukan ibadah apa yang harus ia kerjakan
karena ucapan kedua ini merupakan nadzar tabarrur sehingga kafarat tidak
ada gunanya sama sekali.

Jika orang berucap, “Saya wajib menepati sumpah”, maka ucapan itu
adalah laghwin (sumpah main-main) dan tidak terkena sanksi apa pun.
Sama halnya dengan ucapan, “Kalau saya berbuat sesuatu maka saya
menjadi Yahudi”, atau.”. keluar dari Islam”, atau.”..berlepas diri dari
Allah”, atau.”..dari Al-Qur’an”, dan sejenisnya. Ini adalah sumpah yang
tidak sah, melainkan laghwin (sumpah main-main). Namun, jika dengan
sumpah itu ia bermaksud menyatakan mustahil ia melakukan itu, atau
tidak bermaksud apa pun, maka ia tidak kafir tetapi berdosa. Hendaklah
ia beristighfar dan berucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.

Kalau maksudnya ia bersedia melakukan itu dengan senang hati maka
ia kafir seketika itu juga. Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Cara Menunaikan Kafarat Sumpah

Kafarat yamin (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan 10
orang melarat atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang
hamba sahaya. Diperbolehkan memilih salah satu dari ketiganya.

Jika tidak mampu melakukan salah satu darinya maka harus berpuasa
selama tiga hari. Puasa tersebut hanya layak dilakukan setelah benar-benar
tidak mampu melakukan salah satu di antara 3 hal tersebut. Perinciannya
ada dalam keempat madzhab fikih.

Menurut madzhab Hanafi, ada 6 syarat dalam pemberian makan:

Pertama, masing-masing dari 10 orang melarat itu diberi %2 sha’ gandum
burr atau 1 sha’ korma atau 1 sha’ gandum sya’ir, atau uangnya saja (senilai
harganya). Tepung gandum burr sama seperti biji gandum burr, cukup %2
sha’ saja. Tepung gandum sya’ir sama seperti biji gandum sya’ir, cukup 1
sha’. Setiap jenis makanan yang disebutkan dalam teks dalil tidak boleh
menjadi pengganti jenis makanan lain yang juga disebutkan oleh teks
dalil, meskipun harganya lebih mahal; misalnya memberi %2 sha” korma
bagus yang harganya lebih mahal daripada 1 sha” gandum. Ini tidak boleh.
Setengah sha’ itu satu gelas takaran (model Mesir) ditambah sepertiganya.
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Boleh juga dengan cara menjamu masing-masing dari 10 orang itu makan
siang dan makan malam.

Kedua, keseluruhan kafarat (denda pelanggaran) itu tidak diberikan
kepada satu orang melarat saja, baik sekaligus dalam satu hari maupun
dibagi-bagi untuk sepuluh hari. Jadi, apabila orang itu diberi ¥ sha’ tiap
jam maka tidak sah.

Jika berupa uang senilai harga V2 sha’ setiap hari, seolah-olah kepadanya
diberikan uang senilai total denda dalam kurun sepuluh hari, maka boleh,
karena setiap hari muncul kebutuhan baru yang membuatnya seperti orang
melarat baru, dan seolah-olah uang tersebut dibagi-bagikan kepada 10
orang miskin.

Ketiga, jika berupa makanan jadi, disyaratkan masing-masing dari 10
orang melarat itu diberi makan siang dan juga makan malam.

Jika ada satu di antara mereka yang hanya diberi makan siang saja,
sedangkan makan malamnya untuk orang melarat lain maka tidak boleh
karena berarti memecah makanan 10 orang untuk 20 orang. Ini tidak sah
sebagaimana tidak sahnya porsi makanan satu orang melarat diberikan
kepada dua orang.

Jika satu orang melarat diberi makan siang lalu makan malamnya
diganti dengan uang (senilai harganya) maka boleh.

Keempat, makan siang dan makan malam itu harus ada dalam satu
hari. .

Jika diberi makan siang saja pada suatu hari lalu diberi makan malam
saja pada hari lain maka tidak sah. Ada yang berpendapat sah. Dengan
demikian, apabila seseorang membayar kafarat pada bulan Ramadhan
dengan mengganti makan siangnya dengan makan malam pada malam
lain maka sah.

Kelima, roti gandum sya’ir dan jagung harus disertai lauk agar
mengenyangkan. Sedangkan roti gandum burr, pemberian lauknya hanya
dianjurkan.

Keenam, di antara 10 orang melarat tersebut tidak ada anak yang
disapih dan tidak ada yang sudah kenyang sebelum menyantap pemberian
tersebut.

Syarat pembayaran kafarat berupa pakaian ialah:
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Pertama, pakaian layak bagi ukuran orang normal.

Kedua, bisa bertahan sampai lebih dari 3 bulan.

Kalau pakaian bekas atau baru yang tidak tahan lama sampai lebih 3
bulan maka tidak sah.

Ketiga, harus menutupi semua bagian badan atau sebagian besarnya.
Maka, sah pakaian seperti sema-sema (kain penutup paha perempuan
waktu berjalan), jubah, gamis, selendang, kain tenda, dan sarung jika bisa
menutupi aurat dan bisa digunakan sebagai selempang. Tidak sah berupa
sorban atau celana panjang, menurut pandangan yang shahih. Untuk wanita
kainnya harus disertai kerudung.

Jika seorang melarat diberi kain yang tidak dapat menutupi sebagian
besar tubuhnya-misalnya celana-senilai harga %2 sha’ makanan gandum atau
1 sha’ korma maka sah. Tidak disyaratkan dalam memberi kain itu ada niat
memberi makanan-menurut pandangan madzhab-madzhab secara tersurat-
namun niat tetap menjadi syarat sahnya kafarat. Sah memberi makanan atau
pakaian dengan ucapan “Itu menjadi milikmu”, baik sebelum diserahkan
maupun sesudahnya selama sedekah itu masih di tangan si miskin.

Jika ia memberi makan orang-orang melarat di rumahnya dengan
ucapan “Kalian boleh makan sepuasnya”, kemudian ia meniatkannya
sebagai pembayaran kafarat maka tidak sah.

Sedangkan kafarat berupa memerdekakan hamba sahaya tidak sah
jika niatnya baru dilakukan setelah memerdekakan; misalnya orang
memerdekakan hamba sahayanya, baru setelah itu ia meniatkannya
sebagai pembayaran kafarat. Orang yang tidak sah diberi zakat mal tidak
sah pula diberi kafarat, kecuali ahli dzimmah yang melarat, namun kaum
Muslimin yang melarat lebih diutamakan. Dalam kafarat, hamba sahaya
yang dimerdekakan harus hamba sahaya penuh; harus milik pribadi si
pembayar kafarat; dan harus disertai niat. Tidak disyaratkan bersumpah
dalam memerdekakan hamba sahaya.

Kafarat berupa puasa, harus selama tiga hari berturut-turut. Jika seorang
wanita datang bulan saat berpuasa kafarat maka puasanya batal dan harus
mengulang dari awal. Orang melakukan puasa ini setelah tidak mampu
melakukan ketiga pilihan kafarat sebelumnya. Ketidakmampuannya
terhitung saat ia hendak menunaikan kafarat.
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Apabila saat melanggar sumpah ia berharta, lantas hartanya lenyap
sehingga ia berpuasa untuk membayar kafarat, kemudian ia punya harta
lagi maka puasanya tadi sah. Ketidakmampuannya menunaikan salah
satu dari tiga macam kafarat tersebut berlanjut sampai ia selesai berpuasa
3 hari berturut-turut.

Jika orang yang tidak punya harta berpuasa untuk membayar kafarat,
lantas setelah puasanya baru berjalan dua hari ia menjadi orang kaya, maka
puasanya tidak sah karena ia menjadi mampu membayar kafarat dengan
selain puasa. Kaya berarti melebihi orang yang memiliki harta pas-pasan.
Pas-pasan artinya punya tempat tinggal, punya pakaian untuk menutup
auratnya, dan punya makanan sehari-hari. Orang yang berharta tetapi
memiliki utang sebanyak hartanya itu juga, jika ia membayarnya utangnya
sebelum membayar kafarat maka sah membayar kafarat dengan puasa.

Sedangkan jika utangnya belum dibayar maka ada dua pendapat.
Pendapat pertama, ia harus membayar kafarat dengan harta. Pendapat
kedua, boleh dengan cara berpuasa. Suami boleh melarang istrinya yang
miskin membayar kafarat dengan puasa.

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, dalam pemberian makan ada sejumlah
syarat:

Pertama, si melarat atau si miskin menerima 1 mudd makanan. Satu
mudd ialah sepenuh dua tangan orang berukuran normal yang dirapatkan,
tanpa dilebarkan ataupun diciutkan. Jumlah itu sama dengan sepertiga
gelas takaran model Mesir; yakni makanan yang sah dikeluarkan sebagai
zakat fitrah, antara lain gandum gamh, gandum sya’ir, gandum sult, kismis,
jagung, beras, dan keju. Bagi selain penduduk Madinah dianjurkan lebih
dari 1 mudd, sedangkan bagi penduduk Madinah tidak dianjurkan begitu
karena harta mereka sedikit; atau disyaratkan menerima 2 rithl roti seperti
1 rithl Baghdad yang sedikit lebih kecil daripada rith! Mesir. Menurut
pendapat yang lebih kuat, cukup hanya rotinya saja, tanpa lauk. Lauk hanya
sekadar dianjurkan. Korma dan sayuran termasuk lauk. Juga, sah dengan
membuat kenyang orang-orang melarat itu dengan makanan jadi sebanyak
dua kali, yakni makan siang dan makan malam, atau dua kali makan siang,
atau dua kali makan malam, baik berturut-turut maupun tidak, baik 10

138 Fikih Empat Madzhab Jilid 3



orang melarat itu berkumpul jadi satu maupun terpisah-pisah, baik sama
dalam makannya maupun tidak. Ada ulama yang mensyaratkan kalaupun
tidak sama dalam makan paling tidak mendekati sama.

Kedua, si papa yang diberi makan ialah orang merdeka (bukan hamba
sahaya), muslim/muslimah, dan bukan tanggungan si pembayar kafarat.
Maka, tidak boleh orang membayar kafarat dengan memberi makan
anaknya sendiri yang miskin.

Kalau perempuan memberi makan suami atau anaknya boleh karena
ia tidak berkewajiban menafkahi keduanya.

Ketiga, pemberian kepada satu orang tidak boleh lebih dari satu kali.
Maka, tidak sah satu orang miskin diberi makan 10 mudd selama 10 hari
seperti menurut pendapat madzhab Hanafi. Syarat ini juga berlaku bagi
pemberian pakaian.

Keempat, jatah tidak boleh dikurangi, melainkan harus utuh. Maka,
tidak boleh dua puluh orang miskin diberi 10 mudd-masing-masing %2
mudd-kecuali jika sepuluh orang dari mereka kemudian masing-masing
diberi Y2 mudd lagi.

Kelima, kafarat yang diberikan tidak boleh terdiri atas campuran
dua macam atau lebih, seperti separo makanan dan separo lagi pakaian.
Tidak sah pula lima orang diberi makanan sedangkan yang lima lagi
diberi pakaian. Sah jika pakaian diberikan kepada lima orang yang diberi
makanan, asalkan ia juga memberikan makanan kepada lima orang miskin
yang lain, begitu pula sebaliknya. Sah dan boleh jika satu jenis kafarat
yang diberikan ukurannya tidak sama; misalnya, lima orang diberi makan
masing-masing 1 mudd, 5 orang yang lain masing-masing 1 rithl. Tidak
disyaratkan harus masih ada sedekah di tangan si melarat dalam pemberian
satu macam kafarat yang ukurannya berbeda seperti itu, melainkan cukup
ditambah saja, meskipun di tangan si melarat sudah tidak ada makanan
lagi. Yang mirip seperti itu tetapi makruh adalah pemberian kafarat untuk
kurang dari 10 orang.

Sedangkan untuk melengkapi pemberian kepada lebih dari 10 orang,
ada ulama yang mensyaratkan masih adanya sedekah di tangan si melarat,
namun pendapat yang lebih kuat menyatakan hal itu tidak disyaratkan.
Pemberian pakaian untuk pria disyaratkan berupa kain yang bisa menutupi
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seluruh badan, atau sarung yang bisa digunakan untuk shalat. Maka, sorban
dan sarung yang pendek tidak memenuhi syarat. Untuk wanita, harus
berupa gamis yang menutupi semua auratnya disertai kerudung. Pakaian
yang diberikan sebagai kafarat tidak harus sesuai standar masyarakat
setempat melainkan kualitasnya boleh sedikit lebih rendah dari itu.

Sedangkan makanan harus berupa makanan pokok masyarakat
setempat, bukan makanan pokok si pembayar kafarat, ini menurut
pendapat yang kuat.

Jika yang diberi pakaian atau makanan adalah anak kecil, jatahnya tetap
harus seperti yang diberikan kepada orang dewasa, menurut pendapat
yang kuat.

Jika si anak tidak membutuhkan ASI maka harus diberikan kepadanya 1
mudd atau 1 rithl roti seperti yang diberikan kepada orang dewasa, ini adalah
pendapat yang kuat. Dalam membayar kafarat berupa memerdekakan
hamba sahaya disyaratkan harus hamba sahaya mukmin yang tidak cacat.

Jika saat hendak membayar kafarat ia tidak mampu melakukan
salah satu dari ketiganya (memberi makan, atau memberi pakaian, atau
memerdekakan hamba sahaya) maka ia wajib berpuasa selama tiga hari.
Tidak wajib dilakukan secara berturut-turut, melainkan hanya dianjurkan.

Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, dalam memberi makan ada 10 syarat:

Pertama, setiap orang dari 10 orang melarat itu diberi makanan
sebanyak 1 mudd, yakni satu 1/3 rithl, atau %2 gelas takaran model Mesir
ditambah 1/8 takaran. Satu rithl sama berat dengan 128 Dirham ditambah
4/7 dirham.

Kedua, harus berupa makanan pokok sebagian besar masyarakat
setempat, baik ia membayar kafarat itu sendiri maupun orang lain yang
membayarkan untuknya. Ada yang berpendapat kalau orang lain yang
membayarkannya maka patokannya adalah makanan pokok si pembayar.
Jadi, kafarat tidak boleh berupa korma ataupun keju jika itu bukan makanan
pokok sebagian besar masyarakat setempat yang biasa mereka keluarkan
untuk zakat fitrah. Berdasarkan keutamaannya, urutan makanan yang
dijadikan kafarat ialah gandum burr, gandum sult (sejenis gandum yang
disebut Nabi #), gandum sya'ir, jagung, beras, kacang hammash, kacang
adas, kacang tanah, korma, kismis, keju, susu, dan mentega.
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Jika sebagian besar masyarakat setempat biasa makan selain makanan
yang dirinci dalam zakat fitrah-misalnya daging-maka tidak sah dijadikan
kafarat.

Ketiga, masing-masing dari mereka harus diberi 1 mudd penuh. Jika
10 orang melarat diberi makanan dengan jumlah mudd bagi 11 orang maka
tidak sah. Atau, hanya bagi 5 orang padahal ada 10 orang juga tidak sah.
Juga, tidak sah lima orang diberi makan sementara yang lima lainnya
diberi pakaian.

Kafarat berupa pakaian harus yang biasa dipakai; seperti gamis, sorban,
kerudung, atau rok yang dipakai bekerja di rumah.

Jika ada sepuluh jenis pakaian berbeda dibagikan kepada 10 orang
melarat maka sah. Yang tidak sah adalah khuff (semacam kaos kaki yang
terbuat dari kulit), kaos kaki, sarung tangan, sandal, sabuk, peci, ataupun
topi. Disyaratkan pakaian itu harus tahan lama dan bermanfaat. Tidak
harus baru, yang bekas atau telah dicuci juga boleh asalkan belum usang.

Kafarat dengan cara memerdekakan hamba sahaya, dipersyaratkan
hamba sahaya mukmin yang tidak cacat, yakni cacat yang dapat
mengurangi produktivitas kerja.

Jika si pelanggar sumpah tidak mampu menunaikan ketiga jenis kafarat
tersebut, dengan kata lain hartanya pas-pasan untuk biaya hidupnya dan
keluarganya saja, sekalipun jumlahnya mencapai satu nishab, ia boleh
membayar kafarat dengan cara berpuasa selama 3 hari. Menurut pendapat
yang kuat tidak harus dilakukan berturut-turut.

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hambali, makanan harus diberikan kepada 10
orang Muslim melarat yang merdeka, sekalipun masih kecil. Masing-
masing menerima 1 mudd makanan, yakni satu 1/3 rithl Irak (1 rithl Irak
seberat 128 dirham). Atau, ¥2 sha” korma, atau gandum sya’ir, atau kismis,
atau keju (satu gelas takaran model Mesir sama dengan %2 sha’). Mereka
tidak boleh diberi roti atau biji-bijian yang rusak (basi) atau yang terkena air
dan sejenisnya. Disyaratkan mereka bukan orang yang menjadi tanggungan
si pembayar kafarat (denda pelanggaran); misalnya istri, anak, saudara
perempuan yang tidak ditanggung hidupnya oleh yang lain, dan lain-lain.
Juga, bukan orang tua (termasuk kakek-nenek terus ke atas) ataupun anak
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(termasuk cucu terus ke bawah), sebagaimana telah dijelaskan ihwal kafarat
puasa. Dalam memberi pakaian disyaratkan harus dapat menutupi aurat
yang wajib ditutupi saat shalat. Maka, seorang pria boleh diberi pakaian
bekas yang menutupi auratnya dalam shalat asalkan belum usang.

Jika sudah usang, lapuk, dan cepat sobek maka tidak sah. Juga, boleh
diberi baju gamis yang yang sah dipakai shalat fardhu, yakni tidak hanya
pas-pasan menutupi aurat. Yang tidak sah dipakai shalat fardhu tidak sah
pula diberikan. Celana panjang sah. Wanita sah diberi gamis yang menutupi
seluruh tubuhnya ditambah dengan kerudung, yang keduanya sah dipakai
shalat. Jika diberi selembar kain saja tetapi dapat menutupi seluruh badan
dan kepalanya maka sah.

Kafarat tidak harus berupa satu jenis barang. Boleh-boleh saja satu
orang melarat diberi gandum, satu orang melarat lainnya diberi korma.
Juga, sah satu orang melarat diberi makanan, sementara satu orang melarat
yang lain diberi pakaian. Perihal memerdekakan hamba sahaya, harus
hamba sahaya Mukmin yang tidak cacat.

Jika tidak mampu memberi makan ataupun pakaian kepada 10
orang melarat dan tidak mampu memerdekakan hamba sahaya, kafarat
dibayarkan dengan cara berpuasa selama 3 hari berturut-turut kalau tidak
ada udzur syar’i seperti haid. Kafarat berupa selain puasa hanya wajib bagi
orang yang memiliki harta lebih dari kebutuhan pokoknya; seperti punya
rumah, kendaraan, atau pembantu.

Jika ia memiliki barang dagangan yang kalau dijual untuk membayar
kafarat maka ia terancam bangkrut, atau perhiasan istri yang dipakai, dan
lain-lain, ia tidak harus menjual semua itu. Ia boleh membayar kafarat
dengan berpuasa. Demikianlah pendapat madzhab Hambali.

Waktu Pembayaran Kafarat Sumpah

Kafarat (denda pelanggaran) sumpah boleh dikeluarkan sebelum
ataupun sesudah pelanggaran (pembatalan) sumpah. Uraiannya dirinci
dalam keempat madzhab fikih. .

Menurut madzhab Hanafi, kafarat (denda pelanggaran/ pembatalan)
sumpah sama sekali tidak sah dikeluarkan sebelum pelanggaran/
pembatalan sumpah, baik dengan cara berpuasa, memberi makan/ pakaian
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kepada orang melarat, maupun memerdekakan hamba sahaya karena
penyebab kafarat ialah pelanggaran atau pembatalan sumpah. Maka, ia
tidak boleh didahulukan.

Jika kafarat terlanjur diberikan kepada para orang melarat sebelum
pelanggaran sumpah maka tidak boleh diambil kembali karena ia adalah
suatu ibadah (diniatkan sebagai kafarat). Ia mendapat pahala ibadah itu
dan tidak patut ia batalkan dengan cara mengambilnya kembali.

Jika sumpah dilanggar maka kafarat langsung wajib dibayarkan.
Kewajiban itu tidak gugur dengan kematian.

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, kafarat (denda pelanggaran) sah dibayar
sebelum pelanggaran sumpah, baik sumpah berupa nadzar yang tidak
ditentukan perbuatannya, sumpah dengan kafarat, sumpah dengan berucap
demi Allah, sumpah dengan yamin barr (bersumpah tidak akan berbuat
sesuatu), maupun sumpah dengan yamin hanats (bersumpah akan berbuat
sesuatu).

Kalau yamin barr, yang lebih baik ialah membayarnya sesudah
pembatalan, dan sah sebelumnya.

Jika sumpah mengandung penentuan waktu maka pembayarannya
disunnahkan setelah berlalunya waktu tersebut, dan kafarat wajib dengan
segera dibayarkan ketika melanggar sumpah, menurut pendapat yang
kuat. Jadi, syarat wajib kafarat adalah pelanggaran ataupun pembatalan
sumpah, sedang penyebabnya adalah sumpah. Mendahulukan kafarat atas
sumpah-yang merupakan penyebab-disepakati ulama sebagai tidak sah.
Kafarat wajib dengan syarat-syarat yang telah dipaparkan; salah satunya
tidak dipaksa.

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi’i, kafarat (denda pelanggaran) sumpah
terjadi karena dua penyebab: sumpah dan pelanggaran terhadapnya.
Kafarat boleh didahulukan atas keduanya asalkan selain puasa, sedangkan
kafarat berupa puasa tidak boleh didahulukan karena itu ibadah fisik. Ini
tidak boleh dilakukan sebelum waktunya kecuali jika bertabrakan dengan
puasa Ramadhan, maka boleh layaknya menjamak dua shalat dengan
jamak taqdim. Kafarat yang terjadi karena satu penyebab saja, misalnya
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kafarat lantaran bersetubuh pada siang hari bulan Ramadhan, tidak boleh
didahulukan atas persetubuhan tersebut.

Jika kafarat sumpah sudah dibayar lalu ternyata sumpah itu tidak
dilanggar maka boleh diambil kembali asalkan ia sudah mensyaratkan
bahwa ia akan diambil kembali, atau si melarat tahu bahwa kafarat tersebut
dibayar di muka.

Kalau ia belum mensyaratkan seperti itu atau si melarat tidak
mengetahui bahwa itu dibayar di muka maka tidak boleh diambil kembali.
Membayar kafarat lebih dahulu sebelum melanggar boleh sekalipun
sumpah tersebut sumpah mengandung hal haram, misalnya melanggar
sumpah untuk tidak melakukan hal wajib atau untuk melakukan hal haram.

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hambali, kafarat (denda pelanggaran) sumpah dan
nadzar wajib dibayar segera setelah pelanggaran/pembatalan. Si pelaku
sumpah juga boleh membayar kafarat sebelum melanggarnya, sehingga
itu merupakan penghapus dosa sesudah dilanggar sekaligus penghalalan
pelanggaran sumpah sebelum dilanggar. Pasalnya, penyebab kafarat
ialah sumpah, sementara syarat wajibnya ialah pelanggaran/pembatalan,
sehingga sah mendahulukan kafarat sebelum melanggar/membatalkan
sumpah, sedangkan mendahulukan kafarat sebelum bersumpah tidaklah
sah karena tidak boleh mendahulukan sesuatu atas penyebabnya. Adalah
sah mendahulukan kafarat, baik dengan cara berpuasa maupun cara
lainnya, sekalipun sumpah tersebut mengandung hal haram, misalnya
bersumpah untuk minum arak.

Membayar Kafarat Berkali-kali sesuai Sumpah Berkali-Kali

Jika sumpah diucapkan berkali-kali, kafaratnya (denda pelanggaran)
pun harus dibayar berkali-kali. Para ahli fikih merinci hal ini dalam
madzhab-madzhab mereka.

Menurut madzhab Hanafi, ada dua pendapat dalam persoalan ini:

Pertama, kafarat dibayar berkali-kali sesuai dengan sumpah yang
diucapkan berkali-kali, baik semuanya diucapkan di satu tempat atau di
tempat yang berbeda-beda.

Jika si pelaku menyatakan bahwa sumpah keduanya dimaksudkan
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sebagai sumpah pertamanya (sebagai penegas) maka pengakuannya itu
tertolak.

Kedua, sumpah yang berkali-kali diucapkan, kafaratnya hanya satu
kali. Ini adalah pendapat Muhammad bin Al-Hasan yang disetujui oleh
sebagian ulama madzhab ini.

Demikianlah pendapat Madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Hambali, jika seseorang berucap sumpah berkali-
kali maka kemungkinan pertama: kafarat (denda pelanggaran) sumpah
berikutnya sejenis dengan kafarat sumpah yang pertama, misalnya, “Demi
Allah, saya tidak makan, demi Allah saya tidak minum, demi Allah saya
tidak berpakaian”, jika sumpah semacam ini dilanggar maka ia hanya wajib
membayar satu kafarat karena sumpahnya sejenis dan tumpang tindih,
baik ia melanggar semuanya atau salah satunya. Sama hukumnya jika ia
bernadzar tentang satu hal berkali-kali. Kemungkinan kedua, apabila jenis
sumpahnya berbeda-beda, misalnya ia bersumpah dengan menyebut nama
Allah lalu mengucapkan zhihar maka kafaratnya lebih dari satu karena
jenisnya berbeda. Orang yang bersumpah satu hal tetapi diucapkan lebih
dari satu kali, misalnya, “Demi Allah, saya tidak akan makan”, maka
kafaratnya hanya satu karena satu jenis. Sumpah kedua dan seterusnya
hanyalah penegasan.

Menurut madzhab Maliki, kafarat (denda pelanggaran) bisa
dibayarkan berkali-kali karena beberapa hal:

Pertama, seseorang bersumpah dengan maksud pelanggarannya
bisa berkali kali, misalnya, “Demi Allah, saya tidak akan bicara dengan
Zaid”, sambil berniat bahwa setiap kali bicara dengan Zaid berarti ia
melanggar sumpah. Maka, ia wajib membayar kafarat berkali-kali sesuai
pelanggarannya itu.

Kedua, berkali-kalinya pelanggaran diukur menurut kebiasaan
masyrakat setempat (‘urf), bukan semata-mata karena redaksi sumpah.
Maka, orang yang tidak shalat witir lalu dicela orang lantaran tidak
melakukannya, lantas ia bersumpah untuk tidak meninggalkan shalat
witir maka ia wajib membayar kafarat setiap kali meninggalkannya. Sebab,
kebiasaan masyarakat setempat (‘urf) menunjukkan sumpah itu berarti ia
tidak akan meninggalkan witir meskipun hanya satu kali. Seolah-olah ia
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berkata, “Setiap kali saya meninggalkan witir maka saya wajib membayar
kafarat.”

Ketiga, berkali-kali sumpah tentang satu hal, misalnya, “Demi Allah,
saya tidak akan masuk, demi Allah, saya tidak akan masuk, demi Allah,
saya tidak akan masuk”, sambil berniat berniat membayar kafarat berkali-
kali. Maka, apabila ia masuk, wajib baginya membayar kafarat 3 kali.

Jika ucapan kedua dan ketiga diniatkan hanya sebagai penegasan maka
kafaratnya hanya satu kali. Para ulama menyepakati hal ini.

Kalau niatnya bahwa sumpah yang kedua dan ketiga bukanlah
penegasan, melainkan sumpah baru, maka ada perbedaan pendapat. Yang
masyhur ialah kafaratnya tidak berkali-kali, baik diucapkan di satu tempat
maupun di beberapa tempat. Begitu pula halnya jika yang jenis sumpahnya
berbeda-beda, misalnya, “Demi Allah, saya tidak akan masuk, tidak akan
makan, dan tidak akan memakai pakaian itu”, kalau niatnya adalah berkali-
kalinya kafarat maka ia wajib membayar kafarat berkali-kali sesuai niatnya,
sedangkan apabila diniatkan sebagai sumpah yang baru (sehingga ada 3
sumpah) maka terjadi perbedaan pendapat. Yang masyhur ialah kafarat
tidak wajib berkali-kali dan tidak pula dapat dikatakan sebagai penegasan
karena penegasan hanya berlaku pada jenis sumpah yang sama.

Keempat, bersumpah dengan redaksi yang menunjukkan berkali-
kali dengan pola jamak, misalnya, “Jika saya berbuat itu maka saya wajib
membayar beberapa sumpah”, atau.”..beberapa kafarat.” Maka, wajiblah ia
membayar kafarat sejumlah minimal dari bilangan jamak (menurut bahasa
Arab, Ed), yakni 3 kali, jika ia tidak meniatkan lebih dari 3.

Kalau ia mengatakan, “Jika saya berbuat itu maka saya wajib membayar
10 kafarat”, maka ia wajib membayar 10 kali.

Kelima, redaksi sumpahnya menunjukkan berkali-kali.

Misalnya, “Setiap kali saya berbuat itu maka saya wajib membayar
sumpah atau kafarat”, maka ia wajib membayar kafarat berkali-kali setiap
kali ia berbuat itu karena ungkapan “setiap kali” dan yang sejenisnya
menunjukkan makna berkali-kali, sedangkan ucapan, “Bilamana saya
melakukan itu maka saya wajib membayar kafarat”, kafarat sumpah
seperti ini tidak wajib dibayarkan berkali-kali. Inilah pendapat yang rajh
(kuat). Juga, kafarat tidak wajib lebih dari satu kali jika seseorang berucap,
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“Demi Al-Qur*an, Taurat, dan Injil, saya tidak melakukan hal itu”, lalu
ia melanggarnya karena Al-Qur*an, Taurat, dan Injil sama-sama firman
Allah, semuanya satu jenis. Inilah pandangan yang rajh (kuat). Juga,
tidak wajib membayar kafarat berkali-kali jika seseorang berucap, “Demi
Allah, saya tidak akan bicara dengannya besok dan lusa”, setelah itu ia
mengucapkan, “Demi Allah, saya tidak akan bicara dengannya besok”,
lantas ia melanggarnya, maka ia hanya wajib membayar satu kafarat saja
karena patokan waktu dalam sumpah kedua merupakan bagian dari
patokan waktu sumpah pertama.

Sedangkan jika ia berucap, “Demi Allah, saya tidak akan bicara
dengannya besok”, setelah itu ia bersumpah lagi dengan mengatakan,
“Demi Allah, saya tidak akan bicara dengannya besok ataupun lusa”,
lantas keesokan harinya ia melanggarnya, maka ia wajib membayar dua
kafarat karena sumpah kedua tidak berhubungan dengan sumpah pertama.
Tetapi kalau hari berikutnya (lusa) ia melanggarnya maka ia hanya wajib
membayar satu kafarat.

Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi’i, kafarat (denda pelanggaran) wajib
dibayarkan berkali-kali jika sumpahnya juga berkali-kali, termasuk yamin
ghamus (sumpah palsu), misalnya orang berbohong dengan mengucapkan,
“Saya bersumpah, si A punya utang kepada saya sekian”, dan diulangi
lebih dari satu kali. Juga, ketika seseorang berkata, “Demi Allah, setiap
kali saya berjumpa denganmu, saya benar-benar mengucapkan salam
kepadamu”, ia wajib membayar kafarat jika ia tidak mengucapkan salam
setiap kali berjumpa.

Jika orang berucap, “Demi Allah, saya tidak akan masuk rumah”, lalu ia
mengulangi ucapan ini, ia wajib membayar kafarat satu kali saja sekalipun
antara ucapan pertama dan yang kedua ada jeda, kecuali jika setelah

berucap sumpah pertama ia membayar kafarat atas pelanggarannya.”

Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Dasar Penetapan Suatu Sumpah Dipenuhi atau Dilanggar

Dasar-dasar pertimbangan bagi fatwa dan pengadilan untuk
menetapkan apakah suatu sumpah dipenuhi ataukah dilanggar ialah:
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1. Niat.
. Kebiasaan masyarakat setempat (‘urf).
3. Maknaredaksi sumpah, baik makna etimologis (bahasa) maupun makna
terminologis (istilah).
4. Faktor yang menyebabkan diucapkannya sumpah.

Hal ini dirinci para ulama dalam madzhab-madzhab mereka.

Menurut madzhab Hanafi, dasar-dasar untuk menetapkan apakah
suatu sumpah dipenuhi ataukah dilanggar adalah:

Pertama, kebiasaan masyarakat setempat (‘urf). Ini adalah landasan
umum sumpah bagi masyarakat, sehingga harus didahulukan atas dasar-
dasar yang lain. Sebab, makna redaksi sumpah harus dilihat dari kacamata
masyarakat (makna ‘urfi), baik itu ‘urfkhusus (kebiasaan masyarakat yang
khusus) maupun umum, tanpa memandang makna bahasa (etimologi)
ataupun istilah (terminologi).

Misalnya, orang yang berucap, “Demi Allah, saya tidak akan makan
kepala”, tergolong melanggar sumpah apabila makan kepala yang biasa
diperjualbelikan orang di pasar, seperti kepala kambing atau sapi. Sebab,
makna “kepala” yang biasa dimakan menurut masyarakat (makna
‘urfi) ialah kepala kambing atau sapi, sehingga orang yang memakan
kepala unggas-seperti bebek, angsa, atau burung-atau kepala ikan, tidak
melanggar sumpah apabila itu tidak biasa dimakan masyarakat. Padahal,
menurut bahasa, arti “kepala” bersifat umum, mencakup kepala apa saja.
Inilah contoh makna ‘urfi. Orang yang berucap, “Demi Allah, saya tidak
akan menaiki watad (pasak)”, tidak melanggar sumpah jika ia menaiki
gunung, sekalipun Al-Qur’an menyebut gunung sebagai watad karena
menurut masyarakat watad bukanlah gunung. Dan, redaksi sumpah mesti
mengandung lafazh yang menunjukkan makna ‘urfi yang dimaksud.

Jika ada satu lafazh yang tidak menunjukkan makna ‘urfi maka tidak
bisa dipahami sebagai makna ‘urfi, misalnya orang yang berucap “Demi
Allah, saya tidak akan keluar dari pintu”, lantas ia keluar dari atap, maka
ia tidak melanggar sumpah, meskipun maksudnya dari ucapan itu ialah ia
tidak akan keluar rumah lewat mana pun, namun karena ucapannya tidak
mengandung lafazh yang menunjukkan maksud tersebut, keluarnya ia dari
atap tidak termasuk melanggar sumpah.
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Contoh lain, orang yang bersumpah tidak akan memukul dengan pecut,
lantas ia memukul dengan tongkat, berarti ia tidak melanggar sumpah.
Sekalipun maksudnya dari ucapan itu ialah tidak akan menyakiti dengan
cara apa pun, ia tetap tidak dianggap melanggar sumpah ketika memukul
dengan tongkat karena lafazh “tongkat” tidak diikutsertakan dalam ucapan
tersebut. Begitu pula halnya jika ada orang berkata, “Demi Allah, saya tidak
akan menjual barang ini seharga 10 Pound”, lantas ia menjualnya seharga
9 Pound, perbuatannya ini tidaklah melanggar sumpah karena meskipun
ucapan ini secara ‘urfi (menurut kebiasaan masyarakat setempat) dipahami
bahwa ia akan menjualnya seharga lebih dari 10 Pound-bukan seharga 9
Pound atau lebih rendah-namun maksud ini tidak tersebut dalam redaksi
sumpah, yang hanya ada angka 10 tanpa mengikutsertakan angka 9. Jadi,
‘urf tidak bisa memaksakan suatu lafazh yang tidak tercantum dalam
redaksi sumpah menjadi tercantum. Begitu pula halnya jika orang berkata,
“Saya tidak akan menjualnya seharga 10 Pound”, lantas ia menjualnya
seharga 11 Pound, maka ia tidak melanggar sumpah karena tujuannya-
selaku pedagang-tentu harga yang lebih tinggi daripada 10 Pound, bukan
pas seharga 10 Pound. Meskipun kata ‘asyrah berarti 10 dan disebut pula
pula dalam bilangan belasan (misalnya 11 adalah ahada ‘asyar), namun
menurut kebiasaan masyarakat setempat (‘urf), ‘asyrah khusus berarti 10
saja, yang menjadi patokan, sehingga ia tidak melanggar sumpah.

Jika ada orang bersumpah tidak akan membeli barang itu seharga
10 Pound, lantas ia membelinya seharga 11 Pound, berarti ia melanggar
sumpah karena menurut pemahaman ‘urfi tentulah maksudnya-selaku
pembeli-akan membelinya seharga kurang dari 10 Pound, bukannya lebih
mahal. Lagi pula, lafazh 10 dalam redaksi sumpahnya itu menunjukkan
demikian karena kata ‘asyrah selain berarti 10 juga disebut dalam bilangan
belasan. Maka, ia melanggar sumpah dengan membeli seharga 11 (ahada
‘asyar) yang terdiri atas ‘asyar (10) dan ahad (1).

Jika orang bersumpah tidak akan membelinya seharga 10 Pound, lantas
ia membelinya seharga 7 Pound maka ia tidak melanggar sumpah karena
bilangan 10 tidak ada (dalam angka 7), baik sendirian maupun digabung
bilangan lain. Jelaslah bahwa penetapan dipenuhi atau dilanggarnya suatu
sumpah didasari lafazh ‘urfi serta maksud-maksud yang dikandung lafazh
itu, sedangkan maksud-maksud ‘urfi (menurut kebiasaan masyarakat
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setempat) yang berada di luar lafazh “urfi itu tidak bisa dijadikan dasar.
Untuk menentukan salah satu makna lafazh yang ambigu, bisa dilihat
pada contoh ini: suami yang berkata bahwa istrinya tercerai jika si suami
keluar hari ini, dengan maksud “keluar” itu sebagai bepergian jauh, maka
pengakuannya (bahwa maksudnya demikian) diterima secara kepercayaan
(antara dirinya dan Allah %) saja karena kata “keluar” merupakan lafazh
bermakna ambigu, yakni bisa berarti bepergian jauh dan bisa pula
berarti sekadar keluar dari rumah atau dari masjid, atau dari mana saja.
Maka, sah-sah saja jika diniatkan salah satu dari makna-makna tersebut,
tetapi pengakuannya (bahwa niatnya demikian) hanya diterima secara
kepercayaan (antara dirinya dan Allah %) saja, tetapi tidak diterima secara
pengadilan. Begitu pula halnya orang yang berucap, “Demi Allah, saya
tidak akan tinggal bersamanya”, dengan maksud tinggal di suatu rumah
tertentu, pengakuannya (bahwa maksudnya demikian) hanya diterima
secara kepercayaan (antara dirinya dan Allah ) saja karena kata “tinggal”
mengandung dua kemungkinan, antara tinggal bersamanya di suatu rumah
tertentu dan tinggal bersamanya di mana saja. Maka, jika ia meniatkan
suatu rumah tertentu, pengakuannya (bahwa ia meniatkan demikian)
diterima karena ia meniatkan suatu makna yang mungkin diartikan dari
lafazh ambigu tersebut.

Sedangkan orang yang meniatkan arti kata “keluar” sebagai melancong
ke negeri Syam, dan orang yang meniatkan arti kata “tinggal” sebagai
tinggal di rumah miliknya, bukan bertetangga dengannya, pengakuannya
(bahwa ia meniatkan demikan) tidak diterima karena lafazh dalam redaksi
sumpahnya tidak menunjukkan maksud tersebut dan tidak mengandung
makna itu. Jadi, makna ‘urfihanya bisa menjadi arti lafazh jika jika kebiasaan
masyarakat setempat (‘urf) tidak mengartikan lafazh itu sebagai makna
lain secara kiasan.

Misalnya, apabila orang bersumpah bahwa ia tidak akan menginjakkan
kakinya di rumah ini maka makna ucapan ini secara bahasa (etimologi)
ialah tidak menginjakkan kakinya di rumah itu, sementara makna “urfi
(vang dipahami menurut kebiasaan masyarakat) ialah bukan hanya sekadar
menginjakkan kakinya melainkan masuk ke rumah itu. Maka, ketika ia
menginjakkan kakinya atau meletakkan kakinya tanpa masuk, ia tidak
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melanggar sumpah karena secara ‘urf makna dari ungkapan “menginjakkan
kaki” ialah masuk.

Ketika seseorang berkata, “Demi Allah, saya tidak akan memakan
sesuatu pun dari pohon ini”, sementara pohon tersebut tidak ada buahnya,
secara ‘urfi maksud dari sumpahnya itu ialah memakan buahnya. Maka,
apabila ia memakan batang pohon tersebut, ia tidak melanggar sumpah
karena memakan batang pohon bukanlah yang dimaksud dari lafazh itu
secara ‘urfi.

Kedua, niat. Ini dijadikan dasar untuk menentukan suatu makna lafazh
dalam redaksi sumpah, sekalipun bukan makna ‘urfi.

Misalnya, orang yang bersumpah tidak akan menghancurkan rumah,
sementara yang ia niatkan adalah sarang laba-laba, jika ia menghancurkan
sarang laba-laba maka ia melanggar sumpah, sekalipun makna menurut
kebiasaan masyarakat (makna ‘urfi) kata “rumah” bukanlah sarang laba-
laba, tetapi berhubung sarang laba-laba (bait al-ankabut) adalah salah satu
makna yang dikandung lafazh bait (rumah) maka berlakulah hukum sesuai
niatnya. Niat membuat yang umum menjadi khusus.

Jika orang mengucapkan sumpah demi Allah sebagai pihak yang
dizhalimi, seperti apabila ia disuruh secara zhalim untuk bersumpah
tentang sesuatu, lantas ia bersumpah dengan niat yang berbeda dari
keinginan orang yang menyuruhnya, maka ia tidak melanggar sumpah
dan pengakuannya (bahwa niatnya berbeda) diterima. Sedangkan jika ia
melakukan sumpah itu sebagai pihak yang menzhalimi maka yang berlaku
ialah niat orang yang menyuruhnya.

Orang yang bersumpah sebagai pihak yang dizhalimi untuk
menceraikan istrinya, pengakuannya (bahwa ia tidak berniat menceraikan)
hanya diterima secara kepercayaan (antara dirinya dan Allah ¥%) saja.
Atau, bagaimanapun ia dianggap melanggar sumpah secara kepercayaan
(antara dirinya dan Allah #), seperti halnya ia dianggap melanggar sumpah
menurut pengadilan. Tidak seperti niat, kebiasaan masyarakat setempat
(‘urf) selalu diterima, baik secara kepercayaan (antara si pelaku sumpah
dan Allah 3 saja) maupun secara pengadilan. Niat dapat mengkhususkan
macam tertentu dengan memaksudkan salah satu macam yang ada. Niat
dapat pula menentukan salah satu makna dari sekian makna lafazh ambigu.

Fikih Empat Madzhab Jilid 3 #* 151



Sedangkan penyebutan lafazh khusus yang diniatkan bermaksud
umum, misalnya jika orang bersumpah, “Demi Allah saya tidak akan
minum air hidangan si A”, dengan niat tidak sudi menerima segala
pemberiannya, niatnya itu tidak dianggap karena lafazh redaksi sumpahnya
tidak menunjukkan makna tersebut.

Contoh penyebutan lafazh umum yang diniatkan bermaksud khusus
ialah orang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan makan suatu
makanan”, atau.”..tidak akan minum suatu minuman”, dengan maksud
makanan tertentu dalam niatnya. Maka, pengakuannya (bahwa niatnya
demikian) hanya diterima secara kepercayaan (antara dirinya dan Allah
3%) saja.

Sedangkan jika orang bersumpah tidak akan makan, tanpa
menyebutkan kata “makanan”, tetapi dengan niat makanan tertentu,
maka pengakuannya (bahwa niatnya demikian) tidak diterima, baik secara
kepercayaan (antara dirinya dan Allah % saja) maupun secara pengadilan,
karena redaksi sumpahnya tidak mengandung lafazh umum (seperti
“makanan”).

Kalau orang berucap, “Demi Allah, saya akan memukulnya 50 kali”,
dengan niat memukulnya pakai pecut tertentu, maka ia tidak melanggar
sumpah jika memukulnya dengan alat apa saja karena kata “pecut” tidak
disebut dalam redaksi sumpahnya, sehingga pengkhususannya tidak sah;
karena niat hanya diberlakukan terhadap apa yang diucapkan. Maka,
dalam kondisi semacam ini niat tidak dianggap. Sementara jika ia berniat
sesuatu sambil membatasi pada hal lain yang dikaitkan dengannya, niat
itu tidak dianggap pula.

Misalnya, ada orang bersumpah tidak akan makan suatu makanan
pada masa tertentu atau di tempat tertentu, maka niatnya tidak sah karena
masa atau tempat tidak termasuk macam-macam makanan.

Sedangkan orang yang berucap, “Demi Allah, saya tidak akan makan
suatu makanan”, dengan niat daging-misalnya-niatnya itu dianggap karena
ungkapan “suatu makanan” mencakup aneka makanan seperti daging,
sayur-mayur, buah-buahan, roti, dan lain-lain. Jadi, jika lafazh umum
dalam redaksi sumpah diniatkan salah satu macamnya, niat itu diterima,
tetapi jika ia diniatkan demikian sambil membatasi dengan hal lain yang
dikaitkan dengannya maka niatnya tidak diterima.
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Contoh lain ihwal mengkhususkan lafazh umum dengan meniatkan
salah satu macamnya ialah orang yang bersumpah tidak akan menikahi
seorang wanita, dengan niat wanita bangsa tertentu-Arab misalnya-
pengakuannya (bahwa niatnya demikian) diterima secara kepercayaan
(antara ia dan Allah # saja) karena manusia terdiri atas berbagai bangsa.
Maka, mengkhususkan suatu golongan dengan salah satu macamnya
adalah sah.

Sedangkan jika dalam pengkhususan itu diniatkan salah satu sifat
pokoknya, seperti wanita Mesir, wanita Irak, wanita Syam, dan lain-
lain, maka niatnya tidaklah berguna dan pengakuannya (bahwa niatnya
demikian) tidak diterima, baik menurut kepercayaan (antara ia dan Allah
3% saja) maupun pengadilan karena sifat tersebut bukan termasuk makna
lafazh “wanita”, melainkan pengkhususan ihwal tempat, sehingga niat
tidak berguna dalam hal ini.

Ketiga, makna secara bahasa (etimologi). Makna secara bahasa tidak
berlaku (diabaikan) ketika berbenturan dengan kebiasaan masyarakat
setempat (‘urf).

Jika makna etimologi tersebut ambigu, antara makna bahasa dan
makna kebiasaan masyarakat setempat (‘urf), maka makna bahasalah yang
dijadikan patokan lantaran dianggap bagian dari “urf. Sama seperti makna
syar'i (makna istilah/ terminology hukum).

Keempat, faktor yang menyebabkan diucapkannya sumpah; bisa juga
disebut pemicu diucapkannya sumpah; merupakan dasar pertimbangan
keempat.

Jika orang bersumpah lantaran suatu sifat yang ada pada objek sumpah,
ketika sifat tersebut hilang, maka pelakunya tidaklah melanggar. Tetapi
jika sifat tersebut tetap ada atau ketika bersumpah sifat tersebut tidak ada
sama sekali pada objek sumpah maka termasuk melanggar.

Contoh sifat yang tadinya ada kemudian hilang ialah orang bersumpah,
“Saya tidak akan memakan anggur segar ini”, jika tidak lagi segar (sudah
mengering) lalu ia memakannya setelah menjadi kismis maka ia tidak
melanggar sumpabh, tetapi jika sifat segarnya masih ada maka ia melanggar
sumpah ketika memakannya. Ini jelas sekali.

Sedangkan contoh sifat yang tidak ada saat sumpah diucapkan ialah

Fikih Empat Madzhab Jilid 3% 153



orang berucap, “Demi Allah, saya tidak akan berbicara dengan bocah
ini”, atau.”..saya tidak akan memakan anak kambing itu’, jika ia berbicara
dengan anak tersebut setelah menjadi orang tua, atau ia memakan anak
kambing tersebut sesudah menjadi kambing besar, maka ia melanggar.
Adanya kata tunjuk (ini atau itu) menjadikan sifat “kecil” yang dikandung
kata “bocah” dan kata “anak kambing” tidak dianggap, yang dianggap
adalah pribadi yang tetap ada pada objek itu, baik saat masih kecil maupun
sudah besar. Otomatis, sifat “kecil” itu seolah tidak ada saat sumpah
diucapkan, sehingga tidak dianggap.

Jika yang mendorongnya untuk bersumpah adalah sifat lain di samping
sifat “kecil” tadi maka sumpah didasari oleh sifat itu, misalnya orang
bersumpah, “Saya tidak akan berbicara dengan bocah itu karena khawatir
menanggung malu”, atau.”.karena ia anak yang tolol”, maka tidaklah
melanggar sumpah jika ia berbicara dengan bocah itu sesudah beranjak
dewasa ketika ia tidak lagi malu berbicara dengannya atau si bocah sudah
tidak tolol lagi. Penyebab ia tidak mau bicara dengannya telah hilang. Sifat
tersebut ada saat ia bersumpah dahulu, tetapi sekarang sudah tiada. Hal
ini mirip dengan istilah bisath al-yamin (landasan sumpah) menurut para
ulama madzhab Maliki.

Kelima, perbuatan yang proses berlangsungnya bisa diperpanjang;
misalnya berdiri, duduk, tinggal, berpakaian, dan berkendara. Proses
berlangsungnya semua ini dan yang sejenisnya bisa diperpanjang sampai
waktu tertentu, sehingga ada ungkapan: “Ia berdiri satu jam”, atau “Ia
duduk sehari”, atau “Ia tinggal di rumah selama satu bulan”, atau “Ia
mengenakan baju itu selama dua hari.”.. dan lain-lain.

Apabila orang bersumpah tidak melakukan perbuatan semacam
itu padahal ia sedang dalam keadaan itu, seperti berucap, “Demi Allah,
saya tidak berdiri” sementara ia tengah berdiri, “Demi Allah, saya tidak
duduk” padahal ia sedang duduk maka ada perbedaan pendapat. Ada
yang berpendapat ia sama sekali tidak melanggar sumpah. Ada pulayang
berpendapat ia wajib seketika itu juga memenuhi sumpahnya itu, dan
masa toleransinya hanya selama waktu yang cukup untuk melakukannya.

Jika orang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak menaiki kendaraan”,
padahal ia sedang menaikinya, ia wajib segera turun, kalau tidak, berarti
ia melanggar sumpahnya.
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Jika ia bersumpah, “Demi Allah, saya tidak berdiri”, saat ia tengah
berdiri, ia wajib duduk saat itu juga, jika tidak, berarti ia melanggar
sumpahnya.

Sedangkan jika orang bersumpah ihwal perbuatan yang tidak sedang
ia lakukan, seperti orang yang tidak sedang menaiki kendaran bersumpah,
“Demi Allah, saya tidak menaiki kendaraan”, kemudian ia menaikinya,
maka ia melanggar sumpah itu dengan mulai menaikinya dan tetap berada
di atasnya, ada yang berpendapat bahwa hanya dengan mulai menaikinya
saja ia sudah melanggar sumpah itu. Pendapat ini dinilai lebih kuat oleh
sebagian ulama madzhab Hanafi. Yang menjadi tolak ukur adalah kebiasaan
masyarakat setempat (‘urf).

Jika menurut ‘urf tetapnya ia menaiki kendaraan, berdiri, dan
duduk disebut sebagai perbuatan “menaiki”, “berdiri”, atau “duduk”,
maka dengan tetapnya ia menaiki kendaraan, berdiri, atau duduk itu, ia
melanggar sumpah.

Sedangkan kalau menurut ‘urf artinya tidak demikian maka ia tidak
melanggar sumpah. Orang yang bersumpah ihwal perbuatan yang proses
berlangsungnya tidak bisa diperpanjang-seperti masuk, keluar, bersuci,
menikah, dan sebagainya-tidaklah melanggar sumpah ketika ia sedang
berada dalam keadaan itu.

Misalnya, orang yang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak menikah”,
padahal ia seorang suami, atau “Demi Allah, saya tidak bersuci”, padahal
wudhunya belum batal, atau “Demi Allah, saya tidak memasuki rumah ini”,
padahal ia sedang berada di dalamnya, tidaklah melanggar sumpah dengan
tetapnya ia berada dalam keadaan tersebut (menjadi suami, wudhunya
belum batal, atau berada di dalam rumah). Ada kaidah-kaidah lain perihal
ini yang akan diuraikan kemudian.

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, dasar-dasar untuk menetapkan apakah
suatu sumpah dipenuhi ataukah dilanggar ada lima:

Pertama, niat. Ini didahulukan atas semua dasar yang lain. Niat dapat
menjadikan lafazh umum (‘am) bermakna khusus (khash), menjadikan lafazh
tak terikat (muthlag) bermakna terikat (mugayyad), dan menjadikan lafazh
luas (mujmal) bermakna spesifik (bayyin). Lafazh sumpah yang bersifat
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umum ialah lafazh yang mencakup semua hal yang patut baginya tanpa
terbatas, contohnya orang berucap, “Demi Allah, saya tidak akan memakan
suatu lemak”, lafazh “suatu lemak” adalah lafazh umum yang mencakup
semua hal yang tercakup dalam kelompoknya, seperti lemak domba, lemak
sapi, lemak kerbau, lemak onta, dan sebagainya.

Jika dengan sumpahnya itu ia berniat hanya tidak makan lemak domba
saja- misalnya-sedangkan lemak yang lain hendak ia makan, atau ia berniat
hanya tidak makan lemak domba saja tanpa ada kehendak makan lemak
yang lain, niat tersebut dalam kedua kasus ini sama-sama dianggap. Dalam
kasus pertama (berniat hanya tidak makan lemak domba, sedangkan lemak
yang lain hendak ia makan), niat tersebut diterima tanpa ada beda pendapat
karena niat itu benar-benar menyelisihi tuntutan lafazh umum. Lafazh
umum itu menuntutnya tidak makan segala macam lemak, sementara niat
itu membolehkannya memakan selain lemak domba. Di antara keduanya
ada peniadaan hakiki yang disyaratkan harus ada oleh sebagian ulama.
Kondisi itu mengadakan syarat tersebut sehingga niat dianggap, tanpa
diperselisihkan. Dalam kasus kedua (berniat hanya tidak makan lemak
domba saja tanpa ada kehendak makan lemak yang lain), niat tersebut
diterima menurut pendapat yang kuat karena ia memberi makna khusus
pada lafazh umum. Lafazh umum “suatu lemak” diberi makna khusus,
yaitu “lemak domba.” Tidak terdapat peniadaan antara lafazh umum
macam-macam makna yang dicakupnya.

Sedangkan contoh lafazh tak terikat ialah ucapan orang: “Demi Allah,
saya tidak akan bicara dengan seorang pria”, dengan niat pria bodoh, atau
pria di dalam masjid, atau pada malam hari.” Maka, tidaklah melanggar
sumpah ketika berbicara dengan seorang pria berilmu, atau seorang pria di
luar masjid, atau seorang pria di siang hari. Sama halnya jika ia bersumpah
akan menjamu seorang pria, dengan niat si Zaid. Maka, ia tidak memenuhi
sumpahnya jika menjamu pria lain. Sebab, kata “seorang pria” yang
diucapkannya bersifat bebas, tetapi ia jadikan terikat dengan Zaid yang ia
niatkan, sehingga maknanya menjadi menjamu Zaid saja.

Contoh lafazh luas ialah ucapan suami: “Zainab tertalak”, sementara ia
punya dua istri yang sama-sama bernama Zainab. Jika ia mengaku bahwa
yang ia niatkan adalah Zainab yang kedua maka dialah yang tertalak.

156 = Fikih Empat Madzhab Jilid 3



Orang yang bersumpah menjatuhkan talak dan sejenisnya dengan
menggunakan lafazh umum atau lafazh tak terikat disyaratkan keduanya
harus mengandung kemungkinan makna lain yang diniatkan, yang sama
kuat menurut kebiasaan masyarakat setempat (‘urf). Jadi, jika seorang suami
bersumpah, “Demi Allah, selama istriku hidup, aku tidak akan menikah
lagi”, dengan niat selama hidup sebagai istrinya, kemudian ia menjatuhkan
talak tiga terhadap si istri, lantas menikah lagi dengan mengaku bahwa
ucapan “selama istriku hidup” dalam sumpahnyaia niatkan selama hidup
sebagai istrinya, bukan selama hayatnya masih dikandung badan, maka
pengakuannya itu diterima secara pengadilan karena kata-kata “selama
istriku hidup” mencakup setiap fase waktu hidup si istri, baik saat masih
berstatus sebagai istrinya maupun sudah tidak lagi.

Jika suami berniat bahwa maksud ucapan “selama istriku hidup”
adalah makna khusus, yakni hanya saat masih berstatus sebagai istrinya,
ia tidak akan menikah lagi, berarti ia menjadikan lafazh umum “selama
istriku hidup” bermakna khusus. Pasalnya, dua makna selama ia hidup
sebagai istriku ” dan “selama hayatnya masih dikandung badan” yang
dikandung kata-kata “selama istriku hidup” sama-sama kuat.

Jika suatu lafazh mengandung dua makna yang tidak sama kuat,
melainkan berat sebelah, maka ada dua kemungkinan: apa yang diniatkan
lebih dekat dengan makna tersurat lafazh, atau apa yang diniatkan berbeda
jauh dari makna tersurat lafazh.

Jika niatnya lebih dekat dengan makna tersurat lafazh maka
pengakuannya (bahwa niatnya demikian) diterima secara fatwa (antara
dirinya dan Allah % saja) secara mutlak, baik sumpahnya demi Allah,
bersumpah menjatuhkan talak; maupun bersumpah memerdekakan hamba
sahaya. Secara pengadilan, pengakuannya (bahwa niatnya demikian) hanya
diterima ihwal sumpah demi Allah saja, sementara jika sumpahnya ihwal
talak atau memerdekakan hamba sahaya maka pengakuannya (bahwa
niatnya demikian) ditolak.

Sedangkan jika niatnya berbeda jauh dari makna tersurat lafazh maka
pengakuannya (bahwa niatnya demikian) ditolak mentah-mentah, baik
menurut pengadilan maupun menurut fatwa.

Contoh niat yang berbeda dari makna tersurat lafazh tetapi masih
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mendekati ialah contoh tadi: “Demi Allah, saya tidak akan makan suatu
lemak”, dengan niat lemak domba, bukan semua lemak. Ungkapan
“suatu lemak” bersifat umum, mencakup lemak domba yang ia niatkan
dan juga lemak-lemak lain, tetapi kata “lemak” secara tersurat biasanya
menunjukkan selain lemak domba-misalnya lemak kerbau, sementara
lemak domba tidak berbeda jauh darinya. Menggunakan lafazh umum
seperti itu dengan meniatkan sesuatu yang khusus adalah sah dan boleh,
baik disertai niat menyingkirkan macam yang lainnya maupun tidak,
menurut pendapat yang kuat. Hal ini berlaku apabila yang dimaksud
dari kata “lemak” biasanya lemak kerbau atau sapi, sedangkan jika yang
dimaksud dari kata “lemak” biasanya adalah lemak domba maka apayang
diniatkannya itu sama dan cocok dengan makna tersurat lafazh.

Contoh niat yang berbeda jauh dari makna tersurat lafazh ialah ucapan:
“Istri saya tertalak”, dengan niat istrinya yang telah meninggal, atau ucapan
“Istri saya haram”, dengan niat tindakan istrinya memakan harta anak
yatim. Makna yang diniatkan itu berbeda jauh dari makna tersurat lafazh,
sehingga pengakuannya (bahwa niatnya demikian) tidak diterima, baik
secara fatwa (antara dirinya dan Allah # saja) maupun secara pengadilan.

Kedua, landasan sumpah (bisath al-yamin). Yakni, faktor yang
menyebabkan diucapkannya sumpah.

Jika tidak ada niat yang jelas atau meragukan maka faktor yang
menyebabkan diucapkannya sumpah pun menjadi dasar untuk
menetapkan apakah suatu sumpah dipenuhi ataukah dilanggar. Pasalnya,
faktor penyebab ini sama seperti niat, bisa menjadikan lafazh umum (‘am)
bermakna khusus (khash) dan menjadikan lafazh tak terikat (muthlag)
bermakna terikat (mugayyad).

Misalnya, lantaran padatnya pengunjung kios daging, seseorang
bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan membeli daging malam ini’,
lantas kios daging itu tidak ramai lagi, atau ia pergi ke kios daging lain,
kemudian membelinya, berarti ia tidak melanggar sumpahnya karena
faktor penyebab ia bersumpah tadi bersifat khusus, yakni kepadatan
pengunjung kios daging.

Contoh lain, seseorang mendengar keterangan dokter bahwa berbahaya
mengkonsumsi daging binatang yang sakit, lantas ia bersumpah, “Demi
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Allah, saya tidak akan makan daging”, ia tidak melanggar sumpah
dengan memakan daging binatang yang sehat karena faktor penyebabnya
bersumpah tadi bersifat khusus, yakni sakitnya binatang. Demikian pula
halnya jika orang bersumpah, “Demi Allah, saya akan membeli rumah
si A”, tetapi ternyata si A menolak menjualnya karena harganya tidak
cocok, maka ia tidak melanggar sumpahnya lantaran tidak jadi ia membeli
karena sumpahnya terikat oleh kerelaan si pemilik rumah. Ini menurut
pendapat yang shahih. Sama hukumnya jika orang bersumpah, “Demi
Allah, saya akan menjual...”, ternyata ditawar dengan harga yang tidak
sesuai keinginannya, maka batal menjualnya tidaklah melanggar sumpah.

Jika ada orang memungut zakat dari masyarakat untuk disalurkan
kepada fakir miskin, lalu seseorang berkata kepadanya, “Engkau melakukan
itu agar bisa kauambil sebagiannya”, lantas ia bersumpah, “Demi Allah,
zakat itu tidak dikeluarkan”, tanpa niat apa pun, ia tidak melanggar sumpah
apabila ia menunaikan zakat malnya. Ia hanya melanggar sumpah apabila
menyalurkan zakat untuk masyarakat. Sama halnya dengan orang yang
kehilangan surat nikahnya kemudian ia bersumpah kepada para saksi
cerai, “Demi Allah, surat nikah itu tidak ada di rumahku”, agar dibuatkan
surat nikah yang baru, kemudian belakangan surat nikah itu ditemukan
di rumahnya, berarti ia tidak melanggar sumpah.

Ketiga, kebiasaan masyarakat setempat (‘urf). ‘Urfini terbagi dua: ‘urf
gauli yaitu makna suatu ucapan yang biasa dipahami masyarakat pada
umumnya secara spontan; misalnya, kata dabbah (binatang berkaki empat)
biasa dipahami sebagai keledai; kata tsaub (kain) biasanya dipahami sebagai
baju gamis. Maka, orang yang bersumpah tidak akan membeli dabbah, tidak
melanggar sumpah ketika ia membeli kuda. Orang yang bersumpah tidak
akan membeli tsaub tidak melanggar sumpah dengan membeli sorban. ‘Urf
yang kedua adalah ‘urf fi'li yaitu kebiasaan yang dipakai atau diperbuat
masyarakat pada umumnya. Orang yang bersumpah tidak akan makan roti
tidak melanggar sumpah saat ia makan roti gandum gamh ketika yang biasa
dimakan masyarakat setempat adalah roti gandum sya'ir, kendati kata roti
meliputi roti gandum sya‘ir dan roti gandum gamh. Ada yang berpendapat
bahwa ‘urf fi'li tidak menjadikan lafazh umum (‘am) bermakna khusus

(khash), sehingga orang yang makan gandum gamh melanggar sumpah.
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Yang kuat ialah pendapat pertama (tidak melanggar sumpah).Urf dijadikan
dasar ketika tidak ada niat ataupun faktor penyebab diucapkannya sumpah.
Keempat, referensi syar’i atau rujukan menurut istilah hukum
(terminologi). Orang yang bersumpah tidak akan shalat, atau tidak akan
bersuci harus dipahami bahwa maksudnya adalah shalat dan bersuci
menurut istilah hukum, bukan makna bahasa, sehingga ia melanggar
sumpah ketika shalat zuhur, ashar, atau shalat yang lain. Makna istilah
hukum diutamakan atas makna bahasa, menurut pendapat yang lebih kuat.
Kelima, referensi lughawi atau rujukan menurut bahasa (etimologi).
Orang yang bersumpah tidak akan menaiki seekor dabbah (binatang berkaki
empat) melanggar sumpabh jika ia menaiki setiap binatang yang berkaki
empat, termasuk buaya. Orang yang bersumpah tidak akan mengenakan
suatu tsaub (kain) melanggar sumpah dengan mengenakan sorban. Makna
bahasa ini dijadikan dasar ketika dasar-dasar sebelumnya tidak ada.

Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hambali, dasar-dasar untuk menetapkan apakah
suatu sumpah dipenuhi ataukah dilanggar ialah:

Pertama, niat. Ada dua syarat niat dijadikan dasar: Dasar pertama,
si pengucap sumpah tidak zhalim. Kalau ia zhalim maka niatnya tidak
dianggap, yang dijadikan dasar adalah niat orang yang disuruh bersumpah
secara zhalim.

Dasar kedua, lafazh yang diucapkan mengandung makna yang ia
niatkan.

Jika makna yang dikandung lafazh sumpahnya dekat atau pertengahan
dengan makna yang ia niatkan maka pengakuannya (bahwa ia berniat
demikian) diterima menurut kepercayaan (antara dirinya dan Allah 3%)
dan menurut pengadilan.

Jika jauh maka hanya diterima menurut kepercayaan (antara dirinya
dan Allah %) saja.

Kalau lafazh tersebut tidak mengandung kemungkinan makna yang
diniatkan, misalnya orang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan makan
roti”, dengan meniatkan maksudnya tidak akan masuk ke rumah, niatnya
itu tidak dianggap. Macam-macam niat yang dianggap antara lain:

Macam pertama, lafazh umum (‘am) yang diniati bermakna khusus
(khash).
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Contohnya ucapan orang;: “Saya bersumpah tidak akan makan daging”,
kata “daging” mencakup macam-macam daging seperti daging kambing,
daging sapi, daging onta, daging kerbau, daging ayam, dan lain-lain.

Jika kata “daging” yang masih umum itu ia niatkan sebagai salah satu
macam daging yang dicakupnya maka niatnya itu sah dan pengakuannya
(bahwa niatnya demikian) diterima.

Macam kedua, bersumpah melakukan atau tidak melakukan sesuatu
yang ia niatkan untuk waktu tertentu.

Misalnya, orang berucap, “Demi Allah, saya tidak akan makan
siang”, dengan niat tidak akan makan siang hari ini. Atau, orang berucap,
“Demi Allah, saya tidak akan makan”, dengan niat hari ini, maka niatnya
itu dianggap. Niat tersebut menjadikan sumpahnya yang masih umum
bermakna khusus.

Macam ketiga, sumpah dengan niat sesuatu yang berbeda dari yang
dipahami pendengar.

Misalnya, suami berkata kepada istrinya, “Engkau tercerai tiga”,
dengan niat istrinya itu tercerai dari suatu kesepakatan atau dari pekerjaan
tertentu, menjahit misalnya. Maka, secara kepercayaan (antara dirinya
dengan Allah 3 saja) istrinya tidak tercerai, tetapi secara pengadilan niatnya
itu tidak dianggap karena kata “cerai” itu jauh dari makna yang ia niatkan.

Macam keempat, lafazh khusus (khash) yang diniati bermakna umum
(am).

Misalnya, “Demi Allah, saya tidak akan minum air si B sekalipun haus”,
dengan niat apa saja milik si B, tidak hanya air, seperti makanan, pakaian,
uang, dan sebagainya. Penggunaan kata-kata khusus untuk maksud umum
seperti ini adalah sah dan dibenarkan. Niatnya dalam sumpah dianggap
dan dijadikan dasar. Tetapi apabila ia duduk di bawah naungan rumah si B
atau di bawah cahaya lampunya maka tidak termasuk melanggar sumpah
karena perbuatan itu tidak termasuk cakupannya.

Jika suami bersumpah tidak akan tinggal bersama istrinya di rumah A,
dengan niat memutuskan hubungan dengannya dan tidak menggaulinya,
maka niatnya itu dianggap karena ucapannya yang khusus itu ia
maksudkan bermakna umum.

Jika orang bersumpah akan melunasi utangnya besok, dengan niat

Fikih Empat Madzhab Jilid 3 * 161



memang untuk menunda pelunasannya, lantas ia melunasinya hari ini
juga, maka ia melanggar sumpahnya karena sumpah berdasarkan apa yang
diniatkan, sedangkan ia menyelisihinya.

Kedua, faktor penyebab diucapkannya sumpah. Jika lafazh sumpah
tidak diniatkan apa pun, baik makna tersuratnya maupun makna yang
mungkin dikandungnya, maka yang menjadi dasar adalah faktor penyebab
diucapkannya sumpah itu.

Misalnya, jika pemberi utang menagih utang dengan mendesak,
sehingga orang yang berutang bersumpah akan melunasinya esok hari,
tiba-tiba ia mendapat uang lantas melunasinya hari ini juga, maka ia tidak
melanggar sumpah karena faktor penyebab ia bersumpah adalah “tuntutan
pelunasan dengan segera.” Lagipula, faktor penyebab itu menunjukkan
niat.

Sedangkan kalau niat tidak ada dan faktor penyebab pun tidak ada
maka ia melanggar sumpah ketika melunasinya hari ini (sebelum besok).
Sama halnya jika ia membayarnya lewat dari esok hari.

Jika orang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan mengenakan
pakaian ini”, lantaran pakaian itu adalah pemberian orang lain, kemudian
ia menjualnya dan membeli pakaian lain dari hasil penjualan pakaian tadi,
lantas mengenakan pakaian baru itu, maka ia melanggar sumpahnya.
Tetapi jika pakaian pemberian tadi ia beli, sehingga tidak lagi berstatus
pemberian, lantas ia kenakan, maka ia tidak melanggar sumpahnya karena
faktor penyebabnya sudah tidak ada.

Ketiga, berubahnya sifat objek sumpah sehingga namanya pun
berubah, kemudian sifat itu ada lagi seperti sedia kala; seperti dahan pohon
yang patah lalu tumbuh lagi, atau pena yang patah lalu disambung lagi,
atau rumah yang roboh kemudian dibangun lagi.

Apabila orang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan bernaung di
bawah dahan ini”, kemudian dahan tersebut patah atau tumbang, setelah itu
ia tumbuh lagi, maka ia melanggar sumpah kalau bernaung di bawahnya.

Jika ada orang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan memakai pena
ini, kemudian pena itu patah, lalu diperbaiki, maka ia melanggar sumpah
ketika menggunakannya.

Jika orang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan masuk rumah ini”,
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kemudian rumah tersebut hancur, lalu dibangun lagi, maka ia melanggar
sumpah ketika memasukinya.

Keempat, berubahnya sifat objek sumpah tetapi tidak sampai
mengubah namanya.

Misalnya, orang bersumpah tidak akan makan suatu daging, yang
ketika itu berupa daging goreng, kemudian daging tersebut direbus, lantas
ia makan, maka ia melanggar sumpah karena namanya tetap daging.

Jika orang bersumpah tidak akan mengenakan suatu kain, yang ketika
itu berupa selendang, kemudian ia mengubahnya menjadi sarung, lantas
mengenakannya, maka ia tidak melanggar sumpahnya karena tidak lagi
bernama selendang.

Kelima, makna yang ditunjukan nama. Macam makna ada tiga: makna
‘urfi (menurut pemahaman masyarakat setempat), makna syar’i (menurut
istilah hukum) dan makna lughawi (menurut bahasa). Makna lughawi yang
merupakan makna hakiki harus didahulukan atas makna syar’i. Tetapi
jika orang bersumpah tidak akan shalat tanpa meniatkan apa pun, berarti
dasar untuk menetapkan apakah sumpah itu dipenuhi ataukah dilanggar
adalah makna syar’i, bukan makna lughawi, yang mengartikan “shalat”
sebagai doa. Maka, ia melanggar sumpah ketika melakukan shalat jenazah
karena shalat jenazah termasuk makna shalat secara syar’i. Dan, ia sudah
melanggar sekadar dengan bertakbiratul ihram karena takbiratul ihram
merupakan unsur dari definisi shalat secara syar’i.

Jika orang berucap, “Demi Allah, saya tidak akan mengerjakan suatu
shalat”, maka ia tidak melanggar sumpah hanya dengan bertakbiratul
ihram, sebelum ia merampungkan satu rakaat karena definisi “suatu shalat”
disyaratkan minimal terdiri atas satu rakaat. Dan, ia tidak melanggar
sumpah jika tata cara shalatnya tidak benar, seperti ia shalat tanpa
bertakbiratul ihram atau tanpa bersuci. Sama hukumnya dengan orang
yang bersumpah tidak akan melakukan suatu transaksi. Ia tidak disebut
melanggar sumpah manakala transaksinya cacat hukum. Berbeda halnya
dari ibadah haji. Orang yang bersumpah tidak akan melakukan ibadah
haji tetap melanggar sumpahnya jika ia melakukan haji yang cacat hukum.
Makna ‘urfi harus diutamakan atas makna lughawi.

Jika orang bersumpah, “Demi Allah, akan kujual barang ini seharga
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10 Pound”, lantas ia menjualnya lebih tinggi dari 10 Pound, maka ia tidak
melanggar sumpah.

Sedangkan jika ia menjualnya lebih murah dari 10 Pound maka ia
melanggar sumpah karena menurut kebiasaan masyarakat di mana-mana
(‘urf) penjual berharap dagangannya terjual dengan harga setinggi-
tingginya.

Sedangkan kalau orang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan
membelinya seharga 10 Pound, lantas ia membelinya lebih murah dari 10
Pound, maka ia tidak melanggar sumpah.

Sedangkan jika ia membelinya lebih mahal dari 10 Pound maka ia
melanggar sumpah karena menurut kebiasaan masyarakat di mana-mana
(‘urf) pembeli berharap bisa memiliki barang dengan harga serendah-
rendahnya.

Keenam, penentuan dengan kata tunjuk. Manakala si pengucap
sumpah tidak punya niat dan tidak ada faktor penyebab ia mengucapkan
sumpah maka kata tunjuk (“ini” atau “itu”) dijadikan dasar untuk
menetapkan apakah sumpah dipenuhi ataukah dilanggar. Sebab, kata
tunjuk menentukan maksud dan mengisyaratkan tujuan si pengucap
sumpah dengan jauh lebih jelas daripada lafazh semata. Karenanya, jika
orang bersumpah sambil mengucapkan kata tunjuk, misalnya: “Demi
Allah, saya tidak akan memakan telur ini”, maka ia melanggar sumpah
ketika memakannya, selama ia tidak meniatkan sesuatu yang mungkin
menjadi makna lafazh, dan selama tidak ada faktor yang menyebabkan ia
bersumpah seperti itu.

Apabila sifat objek sumpah itu hilang, seperti andaikan telur itu
menetas menjadi itik, maka ada tiga kemungkinan: Kemungkinan pertama,
sifatnya hilang, namanya berubah, unsur-unsurnya pun berubah, sehingga,
seperti telur menjadi itik; benih menjadi padi; arak menjadi cuka.

Jika ia memakan itik, padi dan cuka itu maka ia melanggar sumpah.
Kemungkinan kedua, sifatnya lenyap, namanya pun berubah, tetapi
unsur-unsurnya tetap, misalnya ruthab (korma segar) berubah menjadi
tamr (korma yang diolah agar tahan lama) atau menjadi dibs (korma yang
sudah terlalu manis, sehingga seperti manisan). Dalam hal ini, unsur-
unsurnya tidak hilang, kendati sifat dan namanya berubah. Maka, jika
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orang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan memakan ruthab ini”,
maka ia melanggar sumpah jika memakannya setelah menjadi tamr atau
dibs karena unsur-unsurnya sebagai korma tidak hilang.

Jika orang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan bicara dengan
bocah ini”, maka ia melanggar sumpah ketika bicara dengannya setelah
ia sudah menjadi kakek-kakek karena sekalipun sifat dan namanya telah
berubabh, tetapi unsur-unsurnya masih tetap.

Jika orang bersumpabh, “Saya tidak akan memakan anak kambing ini”,
maka ia melanggar sumpah ketika ia memakan kambing itu setelah menjadi
induk atau kambing tua. Kemungkinan ketiga, bergantinya kepemilikan.

Misalnya, orang berucap, “Saya bersumpah tidak akan masuk rumah
Umar”, kemudian rumah itu dijual sehingga menjadi milik Ali, maka ia
melanggar sumpah jika memasuki rumah tersebut meski telah menjadi
milik Ali. Atau, orang bersumpah tidak akan bicara dengan istrinya,
kemudian ia menceraikannya, lantas ia berbicara dengannya, maka ia
melanggar sumpah.

Demikian pendapat madzhab Hambeali.

Menurut madzhab Asy-Syafi’i, sumpah demi Allah didasarkan pada
kebiasaan masyarakat setempat (‘urf). Lafazh sumpah harus diartikan
ke makna ‘urf, sekalipun berupa kata-kata kiasan, baik kiasan yang telah
dikenal maupun tidak.

Sedangkan sumpah dengan kata-kata talak harus diartikan ke makna
bahasa (etimologi) dengan mengabaikan ‘urf. Jadi, jika ada orang berkata,
“Demi Allah, saya tidak akan makan pohon ini”, maka ia hanya melanggar
sumpah saat makan buahnya, kendati makna hakiki dari kata “pohon” ialah
pohon berikut daunnya, tetapi ‘urf memahami ungkapan “makan pohon”
sebagai makan buahnya, sehingga buah menjadi referensi bagi ungkapan
“pohon” tadi menurut ‘urf.

Apabila seorang penguasa bersumpah untuk tidak membangun
rumahnya maka ia melanggar sumpah ketika orang lain yang membangun
rumah baginya.

Kalau ada orang bersumpah tidak akan bercukur maka ia melanggar
sumpah jika orang lain yang mencukurnya atas perintahnya, menurut
pendapat yang dijadikan pegangan. Sebab, semua itu dikembalikan kepada
‘urf, selama tidak diniatkan yang lain.

Fikih Empat Madzhab Jilid 3 %+ 165



Jika ada orang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan makan
telur ini”, lantas ia menelannya langsung tanpa mengunyahnya maka ia
melanggar sumpah karena menurut ‘urf, menelan sama seperti memakan.

Sedangkan jika orang bersumpabh, “Istriku tertalak jika saya memakan
telur ini”, lantas ia menelannya langsung, maka ia tidak melanggar sumpah
karena menurut bahasa, menelan langsung tanpa mengunyah tidak disebut
makan. Sebab, sumpah dengan redaki “talak”, dasarnya adalah bahasa,
bukan ‘urf. Niat dalam sumpah dijadikan dasar dan dianggap selama niat
itu suatu (makna) mengandung kemungkinan maksud tersebut.

Jika ada orang berucap, “Wallah (bukan wallahi = demi Allah), saya
tidak pernah melakukan itu”, dengan niat mengatakan huwallah (Dialah
Allah) maka itu tidak sah sebagai sumpah.

Jika ada orang berucap, “Billahi, saya telah mengerjakan perbuatan
itu”, dengan niat memohon pertolongan Allah, bukan “demi Allah”,
maka pengakuannya bahwa ia tidak bermaksud bersumpah diterima
secara kepercayaan (antara dirinya dan Allah 3 saja) tetapi tertolak secara
pengadilan karena tauriyah (mengucap suatu lafazh dengan maksud makna
lain) sah-sah saja, kecuali di hadapan hakim.

Jika orang meniatkan hal yang mustahil dalam sumpah maka niat itu
harus diabaikan.

Misalnya, orang berucap, “Wal Janabir-Rafi’ (demi janab yang tinggi),
dengan niat sumpah demi Allah, ucapan ini tidak menjadi sumpah karena
makna janab adalah halaman atau samping rumah, mustahil bagi Allah.
Niat tidak berlaku bagi yang mustahil.

Jika orang bersumpah tidak akan shalat maka ia tidak melanggar
sumpah kalau shalat jenazah karena shalat menurut yang biasa dipahami
masyarakat (‘urf) bukanlah shalat jenazah, sekalipun dari segi syariat
shalat jenazah juga shalat. ‘Urf didahulukan dalam sumpah. Ia melanggar
sumpah ketika ia shalat dengan benar yang terdiri atas sujud, rukuk, dan
sebagainya. Ketentuan ini berlaku pada semua akad dan ibadah. Maka, si
pengucap sumpah hanya melanggar sumpah jika melakukan transaksi yang
sah. Khusus untuk haji, jika orang bersumpah tidak akan naik haji lantas
ia melakukan ibadah haji yang tidak benar, ia tetap melanggar sumpah.

Demikian pendapat madzhab Syafi'i.
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Sumpah lhwal Makanan dan Minuman

Saya akan menguraikan pembahasan ini dan persoalan-persoalan
berikutnya berdasarkan pokok-pokok yang telah disajikan. Ada persoalan
yang menjadi pokok atau dasar bagi persoalan lainnya. Ada pula pokok
yang didasari pokok lainnya. Hal ini dirinci oleh masing-masing madzhab.

Menurut madzhab Maliki, jika orang bersumpah, “Demi Allah, saya
tidak akan makan roti ini”, lantas ia menyantapnya satu suapan maka ia
melanggar sumpah. Juga, termasuk melanggar seandainya ia bersumpah,
“Demi Allah, saya tidak akan makan roti ini semua”, menurut pendapat
yang masyhur. Ini berlaku jika ia tidak berniat apa-apa dan tidak ada
landasan sumpahnya (faktor yang menyebabkannya bersumpah),
sebagaimana telah dijelaskan.

Apabila orang berucap, “Saya benar-benar akan makan roti ini”, maka
ia melanggar sumpah jika tidak memakannya sampai habis, misalnya
hanya memakannya satu suap saja. Ini berlaku meski ia tidak mengucapkan
“seluruhnya.” Kesimpulannya, jika orang bersumpah tidak akan melakukan
sesuatu yang terdiri atas bagian-bagian tertentu maka ia melanggar sumpah
ketika mengerjakan salah satu bagiannya, baik ia berucap “seluruhnya”,
maupun “sebagiannya”, menurut pendapat yang masyhur, jika tanpa niat.

Jika orang bersumpah akan melakukan sesuatu yang terdiri atas bagian-
bagian tertentu maka ia melanggar sumpah ketika tidak melakukan salah
satu bagiannya, selama tidak ada niat ataupun indikasi yang menunjukkan
maksudnya.

Jika orang bersumpah tidak akan makan malam maka ia tidak
melanggar sumpah ketika makan sahur di penghujung malam, selama
tidak berniat untuk tidak makan di seluruh bagian malam.

Jika orang bersumpah tidak akan makan daging maka ia melanggar
sumpah dengan makan daging ikan dan burung, kecuali jika ada niat-
misalnya daging onta-ataupun landasan bagi sumpahnya (faktor yang
menyebabkannya bersumpah).

Jika orang bersumpah tidak akan makan telur maka ia melanggar
sumpah ketika makan telur ikan atau burung, bahkan telur buaya sekalipun,
selama ia tidak membatasinya bahwa maksudnya adalah telur ayam-
misalnya.
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Jika orang bersumpah tidak akan makan madu maka ia melanggar
sumpah ketika memakan sari yang dihasilkan buah-buahan basah, seperti
sari balah (korma yang baru tumbuh, masih berwarna hijau) dan sari buah
tin, selama ia tidak membatasi pada-misalnya-sari tebu.

Jika ia membatasi maksudnya seperti itu, atau jika sumpahnya memiliki
landasan (faktor penyebab diucapkannya sumpah), atau jika kebiasaan
masyarakat setempat (‘urf) menunjukkan makna selain itu, maka ia tidak
melanggar sumpah. Orang yang bersumpah tidak akan makan roti tidaklah
melanggar sumpah menurut kebiasaan maasyarakat setempat (‘urf) saat
ini ketika ia makan kue (cake) ataupun makaroni skutel karena menurut
‘urf keduanya tidak disebut roti.

Jika orang bersumpah tidak akan makan daging kambing maka ia
melanggar sumpah ketika makan daging domba atau biri-biri.

Jika orang bersumpah tidak akan makan daging ayam maka ia
melanggar sumpah ketika memakan daging ayam jenis apapun, baik ayam
betina maupun jantan.

Jika orang bersumpah tidak akan makan lemak maka ia melanggar
sumpah ketika makan kue atau makanan yang berlemak, baik ia menemukan
rasa lemak itu maupun tidak, menurut pandangan yang masyhur. Orang
yang bersumpah tidak akan makan kunyit, ketika memakannya dalam
keadaan dimasak, ia melanggar sumpah, sekalipun kunyit itu larut dalam
proses masak tersebut.

Sedangkan jika orang bersumpah tidak akan makan cuka atau lemon
atau semacamnya maka ia tidak melanggar sumpah dengan memakannya
dalam keadaan dimasak setelah larut dalam proses masak tersebut.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan daging maka ia melanggar
sumpah ketika memakan gajih karena itu bagian dari daging.

Sedangkan jika ia bersumpah tidak akan makan gajih maka ia tidak
melanggar sumpah ketika memakan daging karena daging bukanlah bagian
dari gajih. Lagi pula, Allah mengharamkan gajih terhadap Bani Israel tetapi
tidak mengharamkan daging. .

Jika orang bersumpah tidak akan makan #hala’ (tunas korma) maka
ia melanggar saat memakan balah (korma yang baru tumbuh, masih
berwarna hijau), ataupun ruthab (korma segar), ataupun korma yang sudah
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mengering, ataupun ‘ajwah (korma berkualitas tinggi). Ia juga melanggar
sumpah ketika memakan setiap makanan yang dihasilkan dari thala’, seperti
sari korma dan sebagainya. Begitu pula halnya orang yang bersumpah
tidak akan memakan sebagian dari gandum, ia melanggar sumpah ketika
memakan gandum dan setiap makanan yang dihasilkan dari gandum
seperti tepung, kue (cake), dan sebagainya.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan sebagian dari susu maka
ia melanggar sumpah ketika memakan makanan yang terbuat dari susu
seperti keju, mentega, dan sebagainya.

Jika orang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan memakan dari
thala’ (korma yang baru tumbuh) pohon korma ini”, maka ia melanggar
sumpah ketika memakan segala macam korma yang berasal dari thala’
pohon korma itu, baik yang tumbuh lebih dahulu maupun yang tumbuh
belakangan. Begitu pula orang yang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak
akan makan dari susu kerbau ini.” Sedangkan apabila ia bersumpah seperti
tadi tanpa menggunakan kata min (dari) maka terjadi selisih pendapat. Ada
yang berpendapat ia tidak melanggar sumpah jika makan macam korma
lainnya. Ada pula yang berpendapat ia melanggar sumpah, dengan syarat
macam korma itu dekat sekali dari asalnya (thala’), selama tidak ada niat
ataupun landasan sumpah (faktor penyebab ia bersumpah). Jika ada maka
keduanya dijadikan dasar untuk menetapkan apakah sumpah itu dipenuhi
ataukah dilanggar, sebagaimana telah diuraikan. Jadi, jika orang berkata,
“Saya tidak akan makan thala”™, tanpa menyebut kata tunjuk “ini”, maka
ia tidak melanggar sumpah ketika memakan segala macam korma yang
berasal dari thala’.

Jika orang bersumpah tidak akan meminum susu-tanpa menyebut
kata tunjuk “ini/itu”-maka ia tidak melanggar sumpah ketika memakan
sesuatu yang berasal darinya. Prinsip ini berlaku, kecuali pada lima hal
yang sangat mirip atau dekat dengan asalnya:

1. Jika orang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan makan kismis”,
maka ia melanggar sumpah ketika minum nabidz (minuman fermentasi)
yang terbuat dari kismis.

2. Jika orang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan makan daging”,
maka ia melanggar sumpah ketika minum kuah daging.
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3. Jika orang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan makan daging”,
maka ia melanggar sumpah ketika makan gajih, sebagaimana sudah
dipaparkan.

4. Jika orang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan makan gandum
qamh”, maka ia melanggar sumpah ketika makan roti yang terbuat dari
gandum gamh.

5. Jika orang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan makan anggur”,
maka ia melanggar sumpah ketika minum perasan anggur. Sama seperti
kasus kismis (no. 1) tadi, bahkan ini lebih dekat.

Pada kelima kasus ini, sumpah dilanggar sekalipun tidak menggunakan
kata min (dari) ataupun kata tunjuk “ini/itu” dalam lafazh sumpahnya.

Apabila orang bersumpah tidak akan makan gandum hinthah maka
ia melanggar sumpah ketika makan gandum gamh yang berasal darinya,
sekalipun tidak menggunakan kata tunjuk “ini/itu” ataupun kata min (dari).

Jika orang diberi gandum hinthah lalu si pemberi berkata kepadanya,
“Jika bukan karena saya memberimu makan gandum hinthah, tentulah
engkau sudah mati kelaparan”, lantas ia bersumpah tidak akan memakan
gandum hinthah itu karena tidak sudi menerima pemberiannya, ia
melanggar sumpah ketika menjual gandum hinthah itu lalu membeli bahan
makanan lain dari hasil penjualannya.

Kalau orang bersumpah tidak akan memakan gandum hinthah lantaran
ia sudah rusak atau busuk maka ia tidak melanggar sumpah ketika ia
memakan gandum hinthah lainnya, juga tidak melanggar sumpah jika
memakan makanan lain yang dibeli dari hasil penjualan gandum hinthah
yang rusak itu.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan gandum hinthah lantaran
pengolahannya buruk maka ia tidak melanggar sumpah ketika memakan
roti yang dibuat dengan baik dari gandum hinthah itu.

Kalau orang bersumpah tidak akan makan, lantas ia minum susu
dan minuman sejenisnya yang mengenyangkannya, maka ia melanggar
sumpah jika maksud sumpahnya mempersulit diri dengan rasa lapar,
tetapi jika yang dimaksud hanya tindakan makan saja maka tidak termasuk
melanggar. Juga, tidak melanggar sumpah ketika ia meminum air zamzam
setelah bersumpah tidak akan makan, kecuali jika maksud sumpahnya
untuk menyiksa diri, lantas ia meminum air zamzam agar kenyang,.
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Jika orang bersumpah tidak akan memakan atau meminum sesuatu,
lantas ia mencicipinya hanya di lidah, tidak dimasukkan ke perut, maka
tidak termasuk melanggar sumpah, tetapi kalau sampai masuk ke perut
maka melanggar.

Jika bersumpah tidak akan makan makanan si A, lantas si A meninggal,
maka ia tidak melanggar sumpah keika memakannya setelah kematiannya
jika sumpahnya itu bertujuan menolak pemberian si A.

Misalnya, lantaran si A pernah berkata kepadanya, “Seandainya
tidak ada saya, engkau tidak menemukan orang yang memberimu
makan”, sehingga ia bersumpah tidak akan makan makanan si A. Juga,
tidak termasuk melanggar sumpabh jika ia makan makanan si A sesudah
kematiannya apabila penyebab ia bersumpah adalah si A mengumpulkan
harta dengan cara buruk (haram). Keburukan tersebut hilang setelah
kematiannya.

Kalau bersumpahnya bukan karena dua faktor penyebab tersebut
maka ia tidak termasuk melanggar sumpah ketika menyantap makanan
si A dengan dua syarat:

Pertama, harta si A bersih dari utang. Kalau masih ada sangkut-paut
utang dan ia makan darinya sebelum kematian si A dan sebelum harta itu
dibagikan kepada yang ahli warisnya maka ia melanggar.

Jika memakannya sesudah pelunasan utang sekalipun belum dibagikan
kepada ahli warisnya maka tidak melanggar sumpah.

Kedua, si A tidak mewasiatkan sesuatu dari hartanya yang untuk
mengeluarkannya sebagian harta peninggalan harus dijual.

Misalnya, si A berwasiat 100 dinar yang hanya dapat dikeluarkan
dengan cara menjual sebagaian harta peninggalannya.

Jika ia memakan sebagian dari harta si A dalam kondisi seperti itu
maka ia melanggar.

Jika si A berwasiat dengan barang tertentu, “rumah ini”, misalnya atau
berwasiat dengan suatu barang yang untuk mengeluarkannya tidak harus
menjual harta peninggalannya, seperti berwasiat dengan 1/4 hartanya,
maka ia tidak melanggar sumpah ketika memakan sebagian darinya.

Demikian pendapat madzhab Maliki.
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Menurut madzhab Hanafi, jika orang bersumpah tidak akan memakan
sesuatu yang bisa dimakan, baik itu makanan jadi maupun buah-buahan,
maka ia melanggar sumpah ketika memasukkannya ke mulutnya, sekalipun
tidak mengunyahnya, dan meskipun ia tidak mengecap rasanya.

Jika ia bersumpah tidak akan makan telur maka ia melanggar sumpah
ketika menelannya langsung, baik dikupas terlebih dahulu maupun tidak.

Kalau ia hanya mengunyahnya tanpa menelannya maka tidak
melanggar.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan sesuatu yang semestinya
diminum-susu misalnya-maka hanya semata-mata meminumnya tidaklah
melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan makan susu”,
lantas ia meminumnya, atau ia tuangkan padanya cairan lain-teh misalnya-
maka tidak melanggar sumpabh, tetapi jika ia mencelupkan roti atau korma
ke dalam susu itu lalu memakan roti atau korma itu maka ia melanggar
sumpah.

Jika orang bersumpah tidak akan makan minyak samin lalu ia
menyantap makanan yang bersamin maka tidak melanggar sumpah, kecuali
apabila saminnya jelas, yang jika diperas akan menghasilkan perasan. Kalau
tidak maka tidak melanggar sumpah, sekalipun rasanya terecap di lidah.

Kalau orang bersumpah tidak akan makan susu, lantas ia memasak
beras di dalam susu, maka ia tidak melanggar sumpah ketika memakan nasi
itu, kecuali apabila diperas akan menghasilkan perasan. Cairan lain seperti
cuka atau madu juga sama, orang yang bersumpah tidak akan memakan
sesuatu darinya tidak melanggar sumpah hanya dengan meminumnya.

Jika ia memakannya dengan yang lain, kalau ia larut di dalamnya,
yakni tidak bisa diperas, maka tidak melanggar.

Jika orang bersumpah tidak akan makan anggur maka ia tidak
melanggar sumpah ketika mengisapnya karena mengisap bukan makan.
Juga, tidak melanggar sumpah apabila ia bersumpah tidak akan meminum
anggur karena mengisap bukanlah meminum. .

Jika orang bersumpah tidak akan makan delima, lantas ia mengisapnya,
setelah diisap sepahnya dibuang, maka ia tidak melanggar sumpah.
Mengisap bukanlah meminum karena meminum berarti mengonsumsi
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cairan yang dimasukkan ke mulut, terus masuk ke perut, sedangkan
mengisap adalah memasukkan benda padat ke mulut, baru kemudian
benda padat itu menghasilkan cairan yang masuk ke perut, sementara
benda padat itu sendiri tidak ikut masuk ke perut.

Jika orang bersumpah tidak akan meminum suatu buah, seandainya
ia memeras buah itu kemudian memasukkan buah yang sudah diperas itu
ke mulutnya maka ia melanggar sumpah, walaupun sambil ia isap, karena
buah yang sudah diperas merupakan benda padat yang berlumur cairan.
Ini sama saja meminum.

Jika orang bersumpah tidak akan makan anggur, lantas ia memerasnya,
kemudian memakan kulitnya, maka ia melanggar sumpah karena kulit
memang dimakan. Diperasnya ia tidak mengubah statusnya sebagai sesuatu
yang dimakan.

Kalau orang bersumpah tidak akan makan gula ini-misalnya-maka
ia tidak melanggar sumpah ketika mengisapnya, kecuali jika menurut
kebiasaan masyarakat setempat (‘urf), mengisap gula tersebut tergolong
memakannya. ‘

Jika orang bersumpah tidak akan mencicipi benda ini, lantas ia
mengunyahnya, maka ia melanggar sumpah kalau ada yang tertinggal
darinya setelah dikunyah sehingga terasa di mulut.

Kalau ia menelannya langsung dan tidak ada yang tertinggal di
mulutnya maka tidak melanggar.

Jika orang bersumpah tidak akan makan sesuatu, lantas ia mencicipinya,
maka ia tidak melanggar sumpah karena sudah dimaklumi bahwa “makan”
ialah memasukkan makanan ke perut melalui mulut, sedangkan mencicipi
hanyalah mengecap rasa sesuatu dengan lidah. Orang yang bersumpah,
“Demi Allah, saya tidak akan makan dari pohon korma ini”, lantas ia makan
sebagian dari buahnya dan segala yang dihasilkannya, maka ia melanggar
sumpah jika yang dihasilkannya tersebut tidak diproses menjadi makanan
baru.

Misalnya, perasan (jus) korma yang dicelupkan padanya roti atau
sesuatu yang biasa dimakan, lalu roti itu dimakan, maka ia melanggar
sumpah karena tidak ada proses yang mengubah perasan (jus) korma itu
menjadi makanan baru. Begitu pula ia melanggar sumpah ketika memakan
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sari korma yang keluar dari ruthab (korma segar) karena itu bukan makanan
baru yang dihasilkan suatu proses. Tetapi apabila korma dimasak lalu
berubah menjadi makanan baru, memakannya tidak melanggar sumpah.
Hukum ini berlaku pula atas nabidz (minuman fermentasi), cuka, dan
dedaunan setelah dimasak.

Jika orang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan makan dari pohon
ini”, sementara pohon tersebut tidak berbuah, maka ia melanggar sumpah
ketika memakan sesuatu dari hasil penjualan pohon itu.

Ketika orang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan makan dari
kambing ini”, lantas ia memakan sebagian dari minyak saminnya, atau
susunya, maka ia tidak termasuk melanggar. Juga, tidak disebut melanggar
orang yang bersumpah tidak akan makan anggur lantas memakan
perasannya atau kismis.

Kalau orang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan makan tepung
ini”, lantas ja memakan roti yang terbuat darinya, maka ia melanggar
sumpah. Patokan dalam masalah ini jalah jika seseorang bersumpah ihwal
sesuatu yang untuk dimakan maka sumpahnya mengarah kepadanya
beserta segala sesuatu yang dihasilkan darinya.

Jika orang bersumpah tidak akan makan kambing maka sumpahnya
itu berlaku atas kambing, juga pada susu dan minyak samin yang
dihasilkannya.

Jika orang bersumpah ihwal sesuatu yang tidak untuk dimakan-
misalnya pohon korma-maka sumpahnya berlaku atas apa saja yang
dihasilkan darinya, selama tidak diproses menjadi makanan baru.

Jika tidak ada yang dihasilkan darinya maka sumpah tersebut berlaku
atas hasil penjualannya.

Kalau ia memakan sesuatu yang tidak untuk dimakan-misalnya
menelan suatu bagian pohon korma-maka terjadi perbedaan pendapat antar
ulama. Ada yang berpendapat ia tidak melanggar sumpah jika meniatkan
hal itu. Ada pula yang berpendapat ia melanggar secara mutlak karena
pada kenyataannya hal itu tidak berterima sehingga tidak boleh dilakukan,
yang berlaku adalah makna kiasannya.

Jika orang bersumpah tidak akan makan sesuatu dari pohon ini, lantas
ia memotong cabangnya kemudian menyatukannya dengan pohon lain
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(mencangkoknya) sehingga menghasilkan sesuatu yang untuk dimakan
(buah), maka ia tidak melanggar sumpah ketika memakan buah dari
cabang pohon pertama karena ia telah menjadi cabang pohon kedua,
menurut kebiasaan masyarakat setempat (‘urf), asalkan kedua pohon itu
sama.jenisnya.

Kalau pohon kedua berbeda dari yang pertama-misalnya pohon apel
dengan selain apel- sementara ia bersumpah tidak akan makan sesuatu
dari pohon apel, maka ia tidak melanggar sumpah ketika makan buah
hasil persilangan keduanya.

Jika lafazh sumpahnya tidak mengandung kata “apel” pun tetap tidak
melanggar sumpah ketika ia makan buah dari cabang pohon apel yang
sudah dicangkok ke pohon kedua. Sebab, menurut kebiasaan masyarakat
setempat (‘urf), ia telah menjadi bagian dari pohon kedua.

Jika orang bersumpah tidak akan makan susu, lantas susu itu berubah
menjadi keju, maka ia tidak melanggar sumpah ketika memakan keju itu.
la juga tidak melanggar sumpah ketika memakan susu yang sudah beku.
Orang yang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan makan dari anggur
ini”, lantas anggur itu berubah menjadi kismis, kemudian ia memakan
anggur itu maka tidak melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan anggur lantaran tidak suka,
lantas ia makan kismis, maka ia tidak melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah akan makan kismis, lantas ia makan anggur,
maka ia tidak melanggar sumpah. Sama halnya jika orang bersumpah,
“Demi Allah, saya tidak akan makan telur ini”, lantas ia memakan sebagian
dari anak ayam yang menetas darinya, maka tidak melanggar.

Jika orang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan mencicipi arak
ini”, lantas arak itu berubah menjadi cuka, maka ia tidak melanggar sumpah
ketika mengonsumsinya. Atau, orang yang bersumpah, “Demi Allah, saya
tidak akan memakan bunga dari pohon ini”, lantas ia memakannya setelah
berubah menjadi buah badam (almond) atau buah misymisy-misalnya, maka
ia tidak melanggar. Demikian pula halnya orang yang bersumpah, “Demi
Allah, saya tidak akan makan dari busr (korma balah yang sudah mulai
berubah warna dari hijau ke merah) ini”, lantas ia memakannya ketika
sudah menjadi ruthab (korma segar), maka ia tidak melanggar sumpah.
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Tidak ada bedanya antara sumpah tidak akan bicara dengan anak kecil dan
tidak akan makan anak kambing kecil, si pengucap sumpah tidak melanggar
sumpah jika ia bicara dengan orang yang sudah tua, atau jika ia memakan
kambing yang tua, karena kambing yang sudah tua tidak disebut “anak
kambing kecil”, dan orang yang sudah tua tidak disebut “anak kecil”, tetapi
jika ia bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan berbicara dengan anak
ini”, atau.”..tidak akan memakan anak kambing ini”, maka ia melanggar
sumpah ketika berbicara dengan anak itu setelah menjadi tua, dan ketika
memakan anak kambing itu sesudah menjadi kambing tua.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan ruthab (korma segar), lantas
ia memakan sebuah korma yang sebagian besarnya sudah tergolong ruthab
dan sebagian kecilnya belum tergolong ruthab, maka ia melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan busr (korma balah yang
sudah mulai berubah warna dari hijau ke merah), lantas ia memakan busr
yang ujungnya sudah tergolong ruthab, maka ia melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan ruthab, lantas ia memakan
korma yang bagian ujungnya sudah tergolong ruthab, sedangkan bagian
lainnya masih tergolong busr, maka ada perbedaan pendapat. Ia melanggar
sumpah menurut pendapat pertama. Dan, ia tidak melanggar sumpah
menurut pendapat kedua. Begitu pula halnya jika orang bersumpah tidak
akan memakan busr, lantas ia memakan korma yang bagian ujungnya sudah
masih tergolong busr, sedangkan bagian lainnya sudah tergolong ruthab.

Jika orang bersumpah tidak akan membeli ruthab, lantas ia membeli
setangkai korma yang terdiri atas sedikit ruthab dan sebagian besarnya
sudah mengering (tidak segar lagi), maka ia tidak melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan daging maka ia tidak
melanggar sumpah ketika ia memakan ikan, kecuali jika ia berniat dalam
sumpahnya termasuk ikan, dan jika kebiasaan masyarakat setempat (‘urf)
menyebut “ikan’ sebagai “daging.” Ia juga tidak melanggar sumpah
ketika makan kuah daging, kecuali jika ia berniat dalam sumpahnya
termasuk kuah daging, atau jika ia mengecap rasa daging pada kuah itu,
maka ia melanggar sumpah. Kata “daging” meliputi daging onta, daging
sapi, daging kerbau, daging kambing, dan daging burung, baik direbus,
dipanggang, digoreng, maupun dijadikan dendeng. Jika dimakan mentah-
mentah maka ia tidak melanggar sumpah.
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Jika orang bersumpah tidak akan makan daging, lantas ia memakan
daging babi atau manusia, maka ia tidak melanggar sumpah karena daging
keduanya tidak dimakan menurut kebiasaan masyarakat setempat (‘urf).
Kendati kata “daging” mencakup daging mentah, daging babi, dan daging
manusia, tetapi ungkapan “memakan daging” tidak meliputi memakan
daging mentah ataupun daging orang. Oleh karena itu, ia tidak melanggar
sumpah.

Sedangkan limpa, hati, dan usus tidak termasuk “daging”, kecuali jika
kebiasaan masyarakat setempat (‘urf) menyebutnya daging. Penduduk
Mesir tidak menyebut ketiganya ke sebagai “daging.”

Sedangkan bagian kepala dan kaki, jika dibeli orang yang bersumpah
tidak akan membeli daging, ia tidak melanggar sumpah karena kebiasaan
masyarakat setempat (“urf) saat membeli kepala dan kaki tidak dikatakan,
“membeli daging” melainkan membeli kepala dan kaki.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan daging maka ia melanggar
sumpah dengan memakan kepala dan kaki, menurut pendapat yang lebih
kuat, karena kebiasaan masyarakat setempat (‘urf) menyebut, “makan
daging” bagi orang yang memakan kepala dan kaki. Sebab, daging meliputi
kepala dan bagian badan lainnya. Orang yang bersumpah tidak akan
memakan daging sapi tidaklah melanggar sumpah ketika ia memakan
daging kerbau, menurut pendapat yang shahih. Demikian pula halnya jika
orang bersumpah tidak akan memakan daging kambing jantan, ia tidak
melanggar sumpah apabila memakan daging kambing betina.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan lemak maka ia melanggar
sumpah dengan memakan lemak perut dan usus, menurut kesepakatan
ulama.

Sedangkan ketika ia memakan lemak yang ada pada punggung
(punuk), ia tidak melanggar sumpah menurut pendapat yang lebih kuat.
la juga tidak melanggar sumpahnya ketika makan ekor karena itu tidak
disebut “lemak” dan juga tidak disebut “daging.” Jika orang bersumpah
tidak akan memakan daging maka ia tidak melanggar sumpah ketika
memakan daging dari ekor.

Jika orang bersumpah tidak akan membeli daging maka ia tidak
melanggar sumpah ketika membeli ekor. Sedangkan jika orang bersumpah
tidak akan memakan gandum hinthah maka ada tiga rincian:
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Pertama, orang yang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan
memakan gandum hinthah ini”, sambil menunjuk gundukan gandum gamh,
hanya melanggar sumpah jika ia memakan gandum hinthah itu setelah
diolah menjadi balilah (makanan) atau digoreng.

Jika ia memakannya setelah dijadikan tepung atau diolah menjadi
roti atau dalam keadaan masih mentah maka ia tidak melan